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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, bahwa yang dimaksud dengan sistem perencanaan
pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
Kemudian, hal yang sama juga diamanatkan kembali dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun
rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.

Secara keseluruhan perencanaan pembangunan nasional pada
tingkat Pusat menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), rencana pembangunan tahunan nasional yang disebut Rencana
Kerja Pemerintah (RKP), rencana pembangunan jangka menengah
Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian/Lembaga, dan rencana pembangunan tahunan Kementerian/
Lembaga yang disebut Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Pada
tingkat Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), rencana pembangunan tahunan daerah yang disebut Rencana
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Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana pembangunan jangka menengah

Perangkat Daerah yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang
disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD, menjelaskan bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka
menengah daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Kabupaten Natuna, pada tahun 2024 telah melaksanakan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasangan Cen Sui Lan dan Jarmin,
SE terpilih dan telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Probowo
Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 sebagai Bupati dan Wakil Bupati
Natuna Periode 2025-2029. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Daerah Kabupaten
Natuna wajib menyusun RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 yang
merupakan periode pertama pembangunan jangka panjang dalam RPJPD

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045.
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RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 disusun dengan

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Natuna tahun 2025-2045, RPJMN
tahun 2025-2029, KLHS RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029, RTRW
Kabupaten Natuna tahun 2021-2041, dan Rancangan Teknokratik RPJMD
Natuna tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 juga
harus memerhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu 1)
pendekatan teknokratik yang dilaksanakan dengan menggunakan metode
dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan Daerah. 2) Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 3) Pendekatan politis
yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah
terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
yang dibahas bersama dengan DPRD. 4) Pendekatan atas-bawah dan
bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam
musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan,
Kecamatan, dan Daerah Kabupaten.

Selain itu, juga menggunakan pendekatan yang berorientasi pada
substansi, yaitu 1) pendekatan holistik-tematik yang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan
sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau
permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. 2) Pendekatan
integratif yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan
kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian
tujuan pembangunan Daerah. 3) Pendekatan spasial yang dilaksanakan

dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

I-3
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Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
terdiri dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,
penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan
akhir, dan penetapan. Gambaran alur dan tahapannya disajikan pada

gambar berikut.

Rancangan Awal Pembahasan

Persiapan 1
e RPJMD dengan

Penyusunan
RPJMD DPRD (Nota

Kesepakatan)
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RPIPO o i l
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¢ Prug —ay Gubernur
P
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L l
Perumusan Rancangan Akhir SLE)KEI)?’:H
Penelaahan RPJMN/ Penjelasan Kerangka RPJMD aeral
RPJMD Provinsi Visi dan Misi ) Pendanaan dan kepada

Kepala
Perangkat
Daerah
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(Analisis Isu-Isu RPJMD
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Evaluasi
b RPJMD

Perumusan

Pemda

Gambar 1.1: Alur dan Tahapan Penyusunan RPJMD

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

uan Daerah

Kinerja
Penyelenggaraan
Pemda

KLHS RPJMD

RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, selanjutnya dokumen ini menjadi
pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat
Daerah Kabupaten Natuna. Dalam penyusunan RKPD, harus dilakukan
penyelarasan sasaran, prioritas pembangunan Daerah, dan program
Perangkat Daerah pada dokumen RKPD dengan sasaran, arah kebijakan,
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dalam RPJMD ini.
Sedangkan dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka dalam perumusan
rancangan akhir Renstra sebagai proses untuk mempertajam strategi, arah
kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi,
arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam

dokumen RPJMD ini. Selain itu RPJMD ini juga digunakan sebagai instrumen
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evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten

Natuna Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

e
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

I-6
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7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6547);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Nasional;

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNAa.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2024 Nomor 67);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor xxxx Tahun xxxx
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun xxxx Nomor xxxx);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 nomor 18);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024
Nomor 49).
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1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-
2029 harus konsisten dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis
dan sektoral lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun
kabupaten/kota yang berbatasan. Penyusunan Dokumen RPJMD mengikuti
pedoman RPJPD dan RPJMN, serta mempertimbangkan RPJMD Provinsi dan
RTRW Kabupaten Natuna. RPJMD yang disusun akan menjadi acuan dalam
penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan setiap tahun dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi
panduan dalam menyusun rancangan KUA/PPAS untuk merancang APBD
setiap tahunnya, serta menjadi referensi dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD). Berikut gambar hubungan antar dokumen
perencanaan tersebut.
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dipedomani
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KLHS RPJMD

RANTEK RPJMD

dipedomani
RPJPD KAB/KOTA I
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RANTEK RPJMD

dipedomani

i n”dpedomanm
dipedomani

RIPJPID RIPJPID

diperhatikan

RPJMD KAB/KOTA |

ikan “_ dipedoman

——————
EVALUASI CAPAIAN § § . c |5 5 EVALUASICAPAIAN
PEMBANGUNAN 5 = = = s = S PEMBANGUNAN 5
TAHUNTERAKHIR £ £ 2 2 £ f< TAHUN TERAKHIR
2 2 = @ 2 qii .
bl b T o
diperhatikan
RENSTRAPD |
DOKUMEN ﬁ %} DOKUMEN
PERENCANAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
DAN SEKTORAL

DANSEKTORAL }
LAINNYA DOKUMEN MANAJEMEN DOKUMEN MANAJEMEN y CAINNYSEEY
RISIKO PEMBANGUNAN RISIKO PEMBANGUNAN

Gambar 1.2: Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan
Sektoral Lainnya.
Sumber : Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.
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Hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-

2029 dengan dokumen lainnya diuraikan sebagai berikut :

1.3.1. Hubungan dengan RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Natuna Tahun 2025-2045 menetapkan Visi pembangunan jangka panjang

20 (dua puluh) tahun Kabupaten Natuna yaitu “Natuna Biru: Kabupaten

Maritim yang Maju, Berdayasaing, Sejahtera, Mandiri dan

Berkelanjutan”, dengan Misi, yaitu:

a. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Unggul dan
Sejahtera;

b. Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis Maritim yang Inklusif dan
Berkualitas;

c. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Berlandaskan
Kesinambungan Pembangunan yang Adaptif;

d. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan Menjunjung
Nilai-Nilai Budaya Melayu;

e. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana
yang Merata, Berkeadilan dan Ramah Lingkungan.

RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan
jangka menengah 5 (lima) tahunan menjadi instrumen dalam menjabarkan
visi dan misi jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan (RPJPD) Kabupaten
Natuna Tahun 2025-2045 yaitu pada rencana Tahapan Pembangunan
Periode 1 (2025-2029) dengan arah kebijakannya meliputi transformasi
sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, ketahanan sosial

budaya dan ekologi, dan pembangunan kewilayahan berbasis sarana

prasarana.
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1.3.2. Hubungan dengan RPJMN Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2025-2029 merumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus
arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045. Visi RPJMN Tahun
2025-2029 mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029,
yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut
dicapai melalui 8 (delapan) Misi Presiden yang dituangkan dalam 8
(delapan) Asta Cita, serta diarahkan secara konkret untuk mencapai Sasaran
Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029, sehingga representasi
keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian
sasaran pembangunan nasional tersebut.

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
dengan RPJMN Tahun 2025-2029 sangat diperlukan dalam rangka
sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga terintegrasi
menjadi satu kesatuan dalam mencapai target pembangunan. Arah
pembangunan kewilayahan Kabupaten Natuna dalam RPJMN Tahun 2025-
2029 ditetapkan sebagai Kawasan Swasembada Energi, Kawasan Afirmasi
(Daerah Terdepan dan Pemerataan Pembangunan), Kawasan Komoditas
Unggulan Ekonomi Biru, dan Kawasan Konservasi Geopark. Karena itu,
sasaran dan program dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
akan turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran dan

program dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

1.3.3. Hubungan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-
2029.

Visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

adalah "Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”. Untuk mencapai visi
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tersebut ditetapkan misi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim
dan Keunggulan Wilayah;

2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas
Antar Wilayah.

3. Mewujudkan pemerataan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter.

4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis,
Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan.

5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta
Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Sinkronisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan program antara RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2025-2029 harus dilakukan dalam rangka keterpaduan
perencanaan pembangunan antar tingkat provinsi dan kabupaten. Selain
itu, Kabupaten Natuna perlu memberikan dukungan terhadap arah
pengembangan wilayah Klaster Natuna yang ditetapkan dalam RPJMD
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang meliputi penguatan
infrastruktur dan layanan dasar, pengembangan pariwisata alam dan
ekonomi biru (perikanan, pertambangan, minyak, dan gas), serta
optimalisasi aktivitas ekonomi dan penguatan pertahanan-keamanan

wilayah perbatasan.

1.3.4. Hubungan dengan RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021-
2041.

RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai dokumen

perencanaan pembangunan dalam penyusunannya mempedomani RTRW
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Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 sebagai dokumen perencanaan tata

ruang wilayah. Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor
100/4.4./110/S) tanggal 10 Januari 2023 tentang Penyelarasan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW, maka untuk memastikan
pembangunan Kabupaten Natuna yang direncanakan dalam RPJMD sesuai
dengan RTRW dilakukan penyelarasan terhadap: 1) Visi dan Misi Kepala
Daerah dalam RPJMD dengan Tujuan Penataan Ruang dalam RTRW; 2).
Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD dengan Arah Kebijakan dan Strategi
dalam RTRW; 3). Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan
Indikasi Program Utama dalam RTRW.

1.3.5. Hubungan dengan KLHS RPJMD Kabupaten Natuna Tahun
2025-2029.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, menyatakan
bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk
mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan, kemudian
ditegaskan bahwa KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan
kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Maka dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, Laporan KLHS
diinternalisasikan kedalam dokumen RPJMD pada bagian Gambaran Umum
Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Tujuan, dan Sasaran
Strategis. Dengan tersinkronnya KLHS kedalam RPJMD maka prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan Kabupaten Natuna, serta menjamin rencana pembangunan

daerah tidak merusak lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan sosial

serta ekonomi.
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1.3.6. Hubungan dengan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iimu
Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
memperhatikan Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan IImu Pengetahuan dan Teknologi
Kabupaten Natuna Periode Tahun 2024-2026. Sinkronisasi dokumen ini
bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,
memperkuat ekosistem riset dan inovasi guna mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang direncanakan dan terukur sesuai dengan potensi
daerah, baik yang berasal dari sumber daya alam (SDA) maupun sumber
daya manusia (SDM) secara efisien dan efektif. Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas
kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing

daerah.

1.3.7. Hubungan dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Kabupaten Natuna.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) merupakan dokumen yang
memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam
upaya pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Sinkronisasi
dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dengan dokumen
PPKD Kabupaten Natuna berkaitan dengan rekomendasi objek pemajuan
kebudayaan yang meliputi manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus,

pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan

rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya.




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNAa.

1.3.8. Hubungan dengan Grand  Design Pembangunan
Kependudukan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2046.

Sinkronisasi dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029 dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan
(GDPK) Kabupaten Natuna Tahun 2022-2046 meliputi 5 (lima) pilar
pembangunan dibidang kependudukan yaitu pengendalian kuantitas
penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan
pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas,
penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi

kependudukan.

1.3.9. Hubungan dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Natuna 2025-2029.

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
bahwa Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD.
Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan
bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Perlu keselarasan
antara program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD dengan
rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif pada
rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Kemudian Rancangan Renstra
Perangkat Daerah dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan
rancangan awal RPJMD.

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi
dasar dalam merumuskan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk
mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat

Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pada RPJMD.

Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah
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paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJMD ditetapkan. Selanjutnya Renstra

Perangkat Daerah yang telah ditetapkan tersebut menjadi pedoman kepala
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan

sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.3.10. Hubungan dengan RKPD Kabupaten Natuna.

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
dengan RKPD Kabupaten Natuna merujuk pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RKPD merupakan penjabaran dari
RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. Maka RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
dalam perencanaan dan pelaksanaannya secara tahunan sampai dengan

tahun 2029 akan dijabarkan secara selaras oleh RKPD Kabupaten Natuna.

1.4. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
ialah untuk menjabarkan visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Natuna menjadi dokumen perencanaan pembangunan
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan penyusunannya tetap
mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan
tingkat Provinsi dan Pusat serta dokumen perencanaan lainnya.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
ialah:

a. Untuk mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sesuai
dengan target capaian pada akhir tahun perencanaan RPJMD. Target

kinerja RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disusun

berdasarkan hubungan logis mulai dari input menurut kinerja
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pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya yang menjadi baseline
perumusan target untuk 5 (lima) tahun berikutnya, hingga diharapkan
capaian target kinerjanya dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna;

b. Untuk memberikan tolok ukur bagi penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Natuna, masyarakat, dan seluruh stakeholder dalam
memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja Pemerintahan
Daerah Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah;

c. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan 1 (satu) tahunan maupun 5 (lima) tahunan di lingkungan
Daerah Kabupaten Natuna, diantaranya dokumen RKPD, Renstra
Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RPJM Desa, dan RKP Desa,

serta dokumen perencanaan pembangunan yang berkaitan lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan.
RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
Babl Pendahuluan.
Bab ini terdiri atas 5 subbab, yaitu ; Latar Belakang, Dasar Hukum
Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan
serta Sistematika Penulisan. Secara subtansi bab ini menguraikan

mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD.

BabIlI Gambaran Umum Daerah.
Bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu ; pertama, Gambaran

Umum Kondisi Daerah yang membahas aspek geografi
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Bab III

Bab IV
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dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya

saing daerah serta aspek pelayanan umum. Kedua, Gambaran
Keuangan Daerah paling yang memuat penjelasan tentang
realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024 dan proyeksi
keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Ketiga,
Permasalahan dan Isu Strategis yang memuat ; permasalahan

pembangunan daerah dan Isu strategis daerah.

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Bab ini terdiri dari dua subbab. Pertama, Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Kedua, Strategi,
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan
Daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan
daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun
2025-2029 dan Program-program prioritas daerah dalam
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

Bab ini terdiri dari dua subbab, pertama, Program Perangkat
Daerah yang memuat Daftar program Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan
daerah dan Indikator program, target dan pagu indikatif
program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kedua, Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang  memuat
Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

dan Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun

I-19
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2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah (IKD).

BabV  Penutup.
Bab ini berisikan kesimpulan penting subtansial, kaidah
pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai

bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
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BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran Umum Daerah ini membahas tentang tiga hal. pertama
gambaran umum kondisi daerah yang membahas aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah
serta aspek pelayanan umum. Kedua, gambaran keuangan daerah yang
memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024
dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Ketiga,
permasalahan dan isu strategis yang memuat permasalahan

pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah.

Kabupaten Natuna secara geografis berdasarkan RTRW Kabupaten
Natuna Tahun 2021-2041 terletak pada 1°16'-7°19' LU (Lintang Utara) dan
105°00'-110°10" BT (Bujur Timur). Batas wilayah Kabupaten Natuna secara
geografis sebagai berikut:
o Sebelah Utara, berbatasan dengan : Laut Natuna Utara
o Sebelah Timur, berbatasan dengan : Negara Malaysia dan Provinsi

Kalimantan Barat

o Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Kabupaten Bintan

o Sebelah Barat, berbatasan dengan  : Kabupaten Kepulauan Anambas

II-1
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Gambar 2.1: Peta Wilayah Kabupaten Natuna
Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024

Luas wilayah daratan Kabupaten Natuna menurut BPS sebesar
1.978,49 km?, dengan kecamatan terluas ialah Kecamatan Bunguran Utara
yaitu sebesar 398,09 km? atau 20,12 persen dari total luas daratan
Kabupaten Natuna, berturut-turut kecamatan terluas kedua dan ketiga ialah
Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Kecamatan Bunguran Barat yaitu
sebesar 298,97 km? atau 15,11 persen dan 247,95 km? atau 12,53 persen,
sedangkan kecamatan dengan luas yang paling kecil ialah Kecamatan Pulau
Seluan yaitu sebesar 7,08 km? atau 0,36 persen, dan kecamatan dengan luas
terkecil kedua dan ketiga ialah Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan
Suak Midai yaitu sebesar 7,12 km? atau 0,36 persen dan 12,42 km? atau 0,63
persen. Luas daratan Kabupaten Natuna secara detail menurut wilayah

kecamatan disajikan pada grafik berikut.
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Pulau Tiga 41,68 km2; 2,11%
Pulau Seluan 7,08 km2; 0,36%

Pulau Panjang 7,12 km2; 0,36% Pulau Laut 37,58 km2; 1,90%

Serasan Timur 29,36 km2; 1,48%
Suak Midai 12,42 km2; 0,63%

Midai 13,77 km2; 0,70% Pulau Tiga Barat 17,38 km2; 0,88%

Gambar 2.2: Luas Wilayah Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan

Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024, diolah.

Kabupaten Natuna terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yaitu

sebanyak 157 pulau, dengan 2 (dua) gugusan kepulauan, yaitu:

1) Gugusan Pulau Natuna, terdiri dari pulau-pulau di Bunguran, Sedanau,

Midai, Pulau Laut, dan Pulau Tiga;

2) Gugusan Pulau Serasan, terdiri dari pulau-pulau di Serasan, Subi Besar,

dan Subi Kecil.

Jumlah pulau berpenghuni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pulau,
dan pulau yang tidak berpenghuni sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh)
pulau. Sedangkan pulau-pulau kecil terluar sebanyak 7 (tujuh) pulau yang
merupakan kawasan strategis nasional, terdiri dari:

1) Pulau Subi Kecil;
2) Pulau Sekatung;
3) Pulau Sebetul;

4) Pulau Semiun;
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5) Pulau Tokong Boro;
6) Pulau Senua; dan
7) Pulau Kepala.

Kecamatan Serasan memiliki pulau terbanyak yaitu 33 pulau atau
21,02 persen dari jumlah seluruh pulau di Kabupaten Natuna. Kecamatan
Bunguran Barat merupakan kecamatan urutan kedua terbanyak memiliki
pulau yaitu 15 pulau atau 9,55 persen, urutan ketiga ialah Kecamatan
Bunguran Utara dan Kecamatan Pulau Tiga yaitu masing-masing sebanyak
14 pulau atau 8,92 persen. Sedangkan Kecamatan Bunguran Tengah dan
Kecamatan Suak Midai tidak memiliki pulau atau O persen. Jumlah pulau di
Kabupaten Natuna secara detail menurut wilayah kecamatan disajikan pada

grafik berikut.
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Gambar 2.3: Jumlah Pulau di Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan

Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024, diolah.

Jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Natuna terdiri dari 7

(tujuh) kelurahan dan 70 (tujuh puluh) desa. Terdapat 4 (empat) kecamatan
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yang memiliki kelurahan yaitu Kecamatan Midai, Kecamatan Bunguran
Barat, Kecamtan Bunguran Timur, dan Kecamtan Serasan. Kecamatan yang
memiliki kelurahan paling banyak ialah Kecamatan Bunguran Timur yaitu 4
(empat) kelurahan, selebihnya masing-masing 1 (satu) kelurahan.
Sementara itu, kecamatan yang paling banyak memilik desa ialah
Kecamatan Bunguran Timur Laut yaitu 7 (tujuh) desa tanpa memiliki
kelurahan. Urutan kedua terbanyak desa ialah Kecamatan Bunguran Utara,
Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Subi yaitu
masing-masing sebanyak 6 (enam) desa. Sedangkan kecamatan yang paling
sedikit desanya ialah Kecamatan Pulau Seluan dan Kecamatan Pulau
Panjang yaitu masing-masing sebanyak 2 (dua) desa tanpa memiliki
kelurahan. Jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Natuna secara detail
menurut wilayah kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1: Jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Natuna Menurut
Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan Nama Kelurahan / Desa Jumlah Jumiah Total
Kelurahan Desa
Midai Kelurahan Sabang Barat; Desa Sebelat; 1 2 3
Desa Air Putih.
Suak Midai Desa Air Kumpai; Desa Batu Belanak; - 3 3
Desa Gunung Jambat.
Bunguran Kelurahan Sedanau; Desa Mekar Jaya; 1 4 5
Barat Desa Binjai; Desa Piantengah; Desa
Selaut.
Bunguran Desa Kelarik Utara; Desa Kelarik; Desa - 6 6
Utara Kelarik Air Mali; Desa Teluk Buton; Desa
Belakang Gunung; Desa Gunung
Durian.
Pulau Laut Desa Tanjung Pala; Desa Air Payang; - 3 3
Desa Kadur.
Pulau Tiga Desa Sabang Mawang; Desa Sededap; - 6 6
Desa Tanjung Batang; Desa Serantas;
Desa Sabang Mawang Barat; Desa
Teluk Labuh.
Bunguran Desa Batubi Jaya; Desa Gunung Putri; - 5 5
Batubi Desa Sedarat Baru; Desa Sedanau
Timur; Desa Semedang.
Pulau Tiga Desa Pulau Tiga; Desa Tanjung Kumbik - 4 4
Barat Utara; Desa Setumuk; Desa Selading.
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Kecamatan Nama Kelurahan / Desa Jumiah Jumiah Total
Kelurahan Desa

Pulau Seluan  Desa Kelarik Barat; Desa Seluan Barat. - 2 2
Bunguran Kelurahan Ranai Kota; Kelurahan Ranai 4 3 7
Timur Darat; Kelurahan Bandarsyah;

Kelurahan Batu Hitam; Desa Sungai Ulu;

Desa Sepempang; Desa Batu Gajah;
Bunguran Desa Tanjung; Desa Ceruk; Desa - 7 7
Timur Laut Kelanga; Desa Pengadah; Desa Sebadai

Ulu; Desa Limau Manis; Desa Selemam.
Bunguran Desa Tapau; Desa Harapan Jaya; Desa - 3 3
Tengah Air Lengit.
Bunguran Desa Cemaga; Desa Cemaga Selatan = 4 4
Selatan (Setengar); Desa Cemaga Utara

(Singgang Bulan); Desa Cemaga

Tengah.
Serasan Kelurahan Serasan; Desa Kampung 1 6 7

Hilir; Desa Berlian; Desa Tanjung
Setelung; Desa Tanjung Balau; Desa
Pangkalan; Desa Jermalik.
Subi Desa Subi; Desa Subi Besar; Desa - 6 6
Meliah; Desa Terayak; Desa Subi Besar
Timur; Desa Meliah Selatan.

Serasan Timur |Desa Arung Ayam; Desa Air Nusa; Desa - 4 4
Air Ringau; Desa Payak.
Pulau Panjang Desa Pulau Panjang; Desa Kerdau. - 2 2
Jumlah 7 70 77

Sumber: Kab. Natuna Dalam Angka 2024, dan Kepmendagri No. 100.1.1-6117/2022, diolah.

Secara topografi, umumnya Kabupaten Natuna merupakan tanah
berbukit dan bergunung batu, namun sebagai wilayah kepulauan yang
dikelilingi lautan banyak terdapat dataran rendah dan landai di pinggir
pantai. Ketinggian wilayah di atas permukaan laut (mdpl) menurut
kecamatan berkisar antara 10 mdpl - 980 mdpl. Ketinggian wilayah
Kabupaten Natuna secara detail menurut wilayah kecamatan disajikan pada

grafik berikut.
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Gambar 2.4: Tinggi Wilayah Kabupaten Natuna Menurut Kecamatan

Tahun 2024.
Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024, diolah.

Kecamatan dengan ketinggian tertinggi ialah Kecamatan Bunguran
Timur Laut dan Kecamatan Bunguran Timur yaitu masing-masing 980 mdpl
dan 950 mdpl, karena terdapat gunung di kedua kecamatan ini. Kecamatan
dengan ketinggian terendah ialah Kecamatan Pulau Panjang yaitu 10 mdpl,
diikuti Kecamatan Subi dan Kecamatan Bunguran Tengah yaitu masing-
masing 58 mdpl dan 80 mdpl. Sedangkan kondisi geologi Kabupaten
Natuna sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini.

Mayoritas kemiringan lereng atau kelerengan di Kabupaten Natuna
berjenis topografi datar, agak datar, berombak/agak landai dengan
persentase kelerengan 0 — 8 persen, yang berarti sebagian besar tidak
curam. Kemudian perbukitan dengan topografi berbukit kecil/agak curam,
dan berbukit / curam memiliki persentase kelerangan sebesar 15 - 40
persen, selebihnya ialah bergungung dan terjal dengan persentase
kelerangan di atas 40 persen dan 60 persen. Pada tabel berikut disajikan

kelerengan Kabupaten Natuna.
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Tabel 2.2: Kelerangan Kabupaten Natuna

Jenis Topografi Lereng (%) Luas (Ha)
Datar 0-1 40.944
Agak Datar 1-3 42.425
Berombak / Agak Landai 3-8 49.459
Bergelombang / Landai 8-15 31.877
Berbukit Kecil / Agak Curam 15-25 6.325
Berbukit / Curam 25-40 18.710
Bergunung > 40 7.056
Terjal > 60 1.580

Sumber: BPN Kabupaten Natuna dalam KLHS RPJMD Kab. Natuna Tahun 2025-2029.

Kondisi iklim Kabupaten Natuna, sepanjang tahun 2024 curah hujan
rata-rata 198,8 mm/bulan. Sementara kondisi penyinaran matahari rata-rata
pada tahun 2024 sebesar 56,6 jam, dan rata-rata suhu tahun 2024 sebesar
28,03 °C dan relatif tidak memiliki perbedaan yang signifikan sejak tahun
2020. Sedangkan kecepatan angin rata-rata sebesar 4,25 knot dan tekanan
udara sebesar 1.010,6 milibar pada tahun 2024. Berikut disajikan kondisi
iklim Kabupaten Natuna tahun 2020-2024.

Tabel 2.3: Kondisi Iklim Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Iklim 2020 2021 2022 2023 2024
Rata-Rata Suhu (°C) 27,7 27,3 27,4 28,08 28,03
Rata-Rata Kelembaban (%) 86,0 86,9 86,9 87,55 88,42
Rata-Rata Kecepatan Angin

34 3,3 2,8 3 4,25
(Knot)
Rata-Rata Tekanan Udara
1.0104 1.010,3 1.009,8 1.009,5 1.010,6

(mbar)

Rata-Rata Jumlah Curah Hujan
217,5 211,5 236,1 285,2 198,8
(mm/bulan)

Rata-Rata Perbulan Jumlah Hari
. ) 17,8 17,9 19,8 18,2 12,8
Hujan (Hari)
Rata-Rata Harian Penyinaran
Matahari (Jam)
Rata-Rata Penguapan (mm) 3,7 3.3 2,9 2,9 3,3
Sumber: BMKG Kabupaten Natuna dalam KLHS RPJMD Kab. Natuna Tahun 2025-2029, dan
Kabupaten Natuna Dalam Angka 2024-2025.

64,6 59,7 58,2 62,2 56,6

Selain itu, perubahan arah angin sangat mempengaruhi iklim di

Kabupaten Natuna, pada akhir tahun sampai dengan awal tahun berikutnya
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terdapat musim yang dapat menggangu aktivitas masyarakat terutama
nelayan yaitu yang dikenal dengan nama musim angin utara, dimana pada
musim ini angin secara terus menerus datang dari arah utara, dengan
kondisi gelombang tinggi, angin dan badai laut yang sangat
membahayakan terutama untuk nelayan atau kapal-kapal penangkap ikan
yang kecil. Selain aktivitas nelayan, pada musim ini juga sangat
mempengaruhi aktivitas-aktivitas lainnya seperti transportasi laut,
pembangunan fisik, pertanian, dan sebagainya.

Kondisi formasi batuan di Kabupaten Natuna (Pulau Bunguran)
terdiri dari 7 (tujuh) jenis formasi batuan. Formasi batuan terluas ialah
Raharjapura yaitu seluas 66.302,67 hektar atau 39,32 persen, urutan kedua
ialah formasi Pengadah sebesar 30,10 persen, serta 15,07 persen berupa
formasi Endapan Aluvium sebagai urutan ketiga terluas. Sedangkan formasi
batuan yang terkecil ialah Butun dan Ranai yaitu seluas 193,83 hektar atau

0,11 persen, berikut disajikan pada gambar di bawah ini.

30,10% Formasi

Pengadah: Luas (Ha) 39,32% Formasi

Raharjapura: Luas (Ha)
66.302,67

15,07%
Endapan
Aluvium: Luas
(Ha)
25.406,92

6,83% Formasi Bunguran:
Luas (Ha) 11.521,99

5,03% Batuan Mafik/Ultra Mafik:

Luas (Ha) 8.490,54 3,65% Granit Kapur Akhir; 0,11% Butun dan Ranai: Luas

Luas (Ha) 6.157,47 (Ha) 193,83

Gambar 2.5: Luas Sebaran Formasi Batuan Kabupaten Natuna.
Sumber: BPBD Kab. Natuna dalam KLHS RPJMD Kab. Natuna Tahun 2025-2029, diolah.

Selain batuan, jenis tanah di Kabupaten Natuna didominasi oleh 7

(tujuh) jenis tanah yang beragam. Menurut luasnya, jenis tanah yang paling
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banyak tersebar di Kabupaten Natuna ialah jenis tanah podsolik. Berikut

disajikan karakteristik jenis tanah di Kabupaten Natuna.

Tabel 2.4: Karakteristik Jenis Tanah di Kabupaten Natuna

Jenis Tingkat KTK Kejenuhan
Tanah Penyusun Tekstur Drainase Tanah Basa
. . . Halus - Baik - agak L
Litosol Bahan induk batugamping seibs e Rendah Tinggi
Aluvial Endapan sungai Agak halus - Terhambat - Rendah Rendah
halus - sedang -sedang
. Pasir - Pasir L
Regosol  Endapan pasir Seilamaune Cepat Rendah Tinggi
Endapan liat dan pasir -
Kambisol terumbu karang - ba.tupasw Agak halus - Baik Sedang Rendah
batulanau - batupasir - halus
batulanau bertufa
Endapan sungai - endapan  Agak halus - Terhambat Sedang -
Gleisol marir? 9 P he?lus - sangat Sedang in ig
terhambat 99
Podsolik  Batuan sedimen batulanau  Halus Baik >angat Rendah
rendah

Oksisol  Tanah tua yang mengalami  Menyerupai Sedang -
(Latosol) pelapukan pasir cepat
Sumber: Bapelitbang Kementan dalam RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045.

Rendah Rendah

Merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah
Sungai, bahwa terdapat penetapan peta Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk
Wilayah Sungai Kepulauan Riau, termasuk didalamnya DAS Kabupaten
Natuna, yaitu DAS Midai (89); DAS Lagong (90); DAS Batang (91); DAS
Sedanau (92); DAS Selor (93); DAS Binjai (94); DAS Serasan (95); DAS Hulu
(105); DAS Kelarik Hulu (106); DAS Bunguran Timur (107); DAS Tiga (108);
DAS Segeram (110); DAS Cinak Besar (111); DAS Cinak (112); DAS Kelarik
(113); DAS Pajang (116); DAS Kampung Hilir (117). Berikut disajikan peta

Wilayah Sungai Kepulauan Riau dan DAS Kabupaten Natuna.
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Gambar 2.6: Peta Wilayah Sungai Kepulauan Riau dan DAS
Kabupaten Natuna
Sumber: Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015.

Sumber air tanah yang terdapat di Kabupaten Natuna pada wilayah

dataran ialah dengan kedalaman berkisar 1 - 3 m, sedangkan pada wilayah

yang topografinya berbukit-bukit kedalaman muka air tanah berkisar 1 - 7

m. Kemudian untuk tempat penampungan air, terdapat embung dan

bendungan di Kabupaten Natuna, sebagai berikut:

1) Kecamatan Bunguran Barat: Embung Sedanau dengan kapasitas 170.000

m3;

2) Kecamatan Bunguran Utara:

a) Embung Teluk Buton di Desa Teluk Buton dengan kapasitas 30.450

m3.

b) Bendungan Kelarik di Desa Kelarik Utara dengan Luas Layanan 1.250

Ha (untuk irigasi).

3) Kecamatan Pulau Tiga Barat: Embung Serbaguna Pulau Tiga di Desa

Tanjung Kumbik dengan kapasitas 500 m3.
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4) Kecamatan Pulau Laut: Embung Serbaguna Pulau Laut di Desa Air

Payang dengan kapasitas 170.000 m3,

5) Kecamatan Pulau Tiga:

a) Embung Serbaguna Sabang Mawang dengan kapasitas 5600 m?.

b) Embung Tanjung Batang di Desa Tanjung Batang dengan luas

tampungan 4.681 m-2.

6) Kecamatan Subi: Embung Subi di Desa Subi dengan luas tampungan 0,3

Ha;

7) Kecamatan Bunguran Timur: Embung Sebayar di Desa Sungai Ulu

dengan kapasitas 410.000 m3.

8) Kecamatan Bunguran Tengah: Bendungan Tapau di Desa Air Lengit

dengan Luas layanan 2500 Ha (untuk irigasi).

Mayoritas penggunaan

Kabupaten Natuna (pulau

Bunguran) yaitu sebesar 60,31 persen berupa hutan. Kemudian urutan

kedua ialah sebesar 16,07 persen berupa semak belukar, urutan berikutnya

ialah penggunaan lahan untuk kebun sebesar 15,39 persen. Berikut disajikan

penggunaan lahan di Kabupaten Natuna (pulau Bunguran).

Z
o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tabel 2.5: Penggunaan Lahan di Kabupaten Natuna

Penggunaan Lahan
Hutan
Semak Belukar
Kebun
Rawa
Permukiman
Tegalan / Ladang
Mangrove
Padang rumput / Alang- Alang
Tanah Terbuka / Pasir
Sungai
Bendungan
Embung
Landas Pacu
Tanah Kosong/Lahan Terbuka
Sawah
Pelabuhan

Luas (Ha)

112.539,00
29.984,98
28.720,40

6.279,15
2.494,05
1.912,86
1.708,04
664,46
609,37
487,90
452,57
278,24
251,98
193,88
23,65
6,95

Persentase
60,31%
16,07%
15,39%

3,36%
1,34%
1,03%
0,92%
0,36%
0,33%
0,26%
0,24%
0,15%
0,14%
0,10%
0,01%
0,004%
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Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase
17  Pembangkit Listrik 3,07 0,002%
0,24 0,0001%
Jumlah 186.610,79 100,00%

Sumber: BPS Kabupaten Natuna dalam KLHS RPJMD Kab. Natuna Tahun 2025-2029.

2.1.1.2.

Potensi Sumber Daya Alam.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Natuna disusun merujuk

pada RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041, bahwa sesuai rencana

pola

ruang wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan distribusi

peruntukan ruang dalam suatu wilayah meliputi peruntukan ruang untuk

fungsi lindung, dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Kawasan Lindung Kabupaten Natuna, terdiri dari 1) Kawasan Badan

Air; 2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan

Bawahannya; 3) Kawasan Konservasi; 4) Kawasan Lindung Geologi; dan 5)

Kawasan Ekosistem Mangrove, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6: Kawasan Lindung Kabupaten Natuna
Lokasi (Kecamatan)

Kawasan
Lindung
Kawasan Badan 1. Bunguran Utara 7. Bunguran
Air 2. Bunguran Timur Barat
(+ 768 Ha) 3. Bunguran Timur 8. Subi
Laut 9. Pulau Laut
4. Bunguran Selatan  10.Pulau Tiga
5. Bunguran Batubi  11.Serasan
6. Bunguran Tengah 12.Serasan
Timur.

Kawasan yang
Memberikan
Perlindungan
terhadap
Kawasan
Bawahannya

e Kawasan Hutan Lindung,
(+ 11.969 ha):
1. Bunguran Utara

. Bunguran Timur Laut

. Bunguran Timur

. Bunguran Barat;

. Bunguran Selatan

. Pulau Tiga

. Pulau Tiga Barat

No o b wN

¢ Kawasan badan air

berdasarkan ketentuan di
bidang kehutanan masih
ditetapkan sebagai
kawasan hutan lindung
selanjutnya disebut
Kawasan Hutan
Lindung/Badan Air seluas
+ 20 ha yang berada di
Pulau Tiga.

Kawasan Lindung Gambut,
(+ 1.414 ha):

1. Pulau Laut

. Pulau Panjang

. Bunguran Batubi

. Bunguran Utara

. Bunguran Barat

Suak Midai

Subi

. Serasan

. Serasan Timur

©ONO VA W
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Kawasan

Lindung
Kawasan
Konservasi

Kawasan Lindung
Geologi

Kawasan
Ekosistem
Mangrove
(+ 2.711 ha).

Lokasi (Kecamatan)

e Kawasan konservasi 3.
pesisir dan pulau-pulau 4.
kecil berupa taman
pulau kecil, 5.
(+ 70 ha): 6.
1. Pulau Laut 7.
2. Bunguran Utara 8.

e Kawasan Cagar Alam
Geologi berupa Kawasan
Keunikan Bentang Alam,
(+ 150 ha):

1. Kawasan Tanjung Datuk
di Bunguran Timur Laut
dan Bunguran Utara

2. Kawasan Pantai dan Goa
Kamak di Bunguran
Timur Laut

3. Kawasan Pulau Senua di
Bunguran Timur

4. Kawasan Pantai Batu
Kasah di Bunguran
Selatan

5. Kawasan Pulau Akar di
Bunguran Selatan

6. Kawasan Gunung Air Hiu
di Bunguran Timur Laut

Bunguran Timur 9. Pulau Tiga
Bunguran Timur Barat
Laut 10.Pulau Panjang
Bunguran Selatan 11.Serasan
Bunguran Barat 12.Serasan Timur
Pulau Seluan 13.Subi.
Pulau Tiga
7. Kawasan Pulau Sahi di Bunguran
Timur Laut
8. Kawasan Bukit Kapur di Bunguran
Timur Laut

9. Kawasan Gunung Gundul di
Bunguran Tengah

10.Kawasan Tanjung Senubing di
Bunguran Timur

11.Kawasan Pantai Sisi di Serasan
Timur

12.Kawasan Pantai Harapan di Midai

13.Kawasan Pulau Sekatung di Pulau
Laut

14.Kawasan Pantai Pasir Maros di
Bunguran Barat

15.Kawasan Batu Kaon di Bunguran
Selatan

16.Kawasan Batu Catur di Serasan

17.Kawasan Batuan Tanjung Ba'dai di
Bunguran Utara

18.Kawasan Batuan Air Mali di
Bunguran Utara

19.Kawasan Goa Lubang Hidung di

Serasan.
1. Pulau Laut 6. Bunguran Selatan 10.Pulau Panjang;
2. Bunguran Utara 7. Bunguran Barat 11.Subi;
3. Bunguran Timur Laut 8. Pulau Tiga 12.Serasan
4. Bunguran Timur 9. Pulau Tiga Barat 13.Serasan Timur

5. Bunguran Batubi

Sumber: RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.

Sedangkan Kawasan Budi Daya Kabupaten Natuna terdiri dari 1)

Kawasan Hutan Produksi; 2) Kawasan Pertanian; 3) Kawasan Perikanan; 4)

Kawasan Peruntukan Industrii 5) Kawasan Pariwisata; 6) Kawasan

Permukiman; dan 7) Kawasan Pertahanan dan Keamanan, sebagaimana

disajikan pada tabel berikut.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Tabel 2.7: Kawasan Budi Daya Kabupaten Natuna

Kawasan
Budi Daya

Kawasan Hutan

Produksi

Kawasan
Pertanian

Kawasan Hutan

Produksi Terbatas,

(+ 34.059 ha):

1. Bunguran Utara

2. Bunguran Timur

3. Bunguran Timur
Laut

. Bunguran Tengah

. Bunguran Batubi

. Bunguran Barat

. Bunguran Selatan

. Pulau Tiga

0 N o Ul M~

Kawasan Tanaman
Pangan, (+ 1.898
ha):
1.Bunguran Utara
2.Bunguran Timur
Laut
3.Bunguran Timur
4.Bunguran Tengah
5.Bunguran Batubi
6.Subi
7.Serasan Timur

Kawasan Peternakan,

(+ 189 ha):
- Bunguran Selatan.

Lokasi (Kecamatan)

e Kawasan Hutan
Produksi Tetap,
(+ 15.246 ha):
1. Pulau Laut
. Pulau Panjang
. Bunguran Utara
. Bunguran Timur
Laut
. Bunguran Timur
. Bunguran Tengah
. Bunguran Batubi
. Bunguran Barat
9. Bunguran Selatan
10.Subi
11.Serasan
12.Serasan Timur

A wWw N

o0 N o U

e Kawasan
Hortikultura,
(+ 763 ha):
1.Pulau Laut
2.Bunguran Timur
Laut
3.Bunguran Tengah

e Kawasan
Perkebunan,
(+ 44.954 ha)
1.Pulau Laut
2.Bunguran Utara

3.Bunguran Timur Laut

4.Bunguran Timur

e Kawasan Hutan
Produksi yang
dapat Dikonversi,
(+ 45.492 ha):

1. Pulau Laut
2. Bunguran Utara
3. Bunguran Timur
4. Bunguran Timur
Laut
5. Bunguran
Tengah
6. Bunguran
Selatan
7. Bunguran Batubi
8. Bunguran Barat
9. Pulau Tiga
10.Pulau Tiga
Barat
11.Subi
12.Midai
13.Serasan
14.Serasan Timur
5.Bunguran Tengah
6.Bunguran Selatan
7.Bunguran Batubi
8.Bunguran Barat

9. Pulau Tiga

10.Pulau Tiga Barat

11.Pulau Panjang
12.Subi

13.Pulau Seluan

14.Midai

15.Suak Midai

16.Serasan

17.Serasan Timur

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), (+ 1.840 ha),
berada di Bunguran Utara, Bunguran Tengah, Bunguran Batubi, dan

Serasan Timur.

Kawasan perkebunan menurut ketentuan di bidang kehutanan
masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya
disebut sebagai Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan, (+
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Kawasan Lokasi (Kecamatan)

Budi Daya
64 ha) berada di Bunguran Timur Laut, Bunguran Selatan, dan Pulau
Tiga.

o Kawasan perkebunan menurut ketentuan di bidang kehutanan
masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat
dikonversi selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi
yang dapat Dikonversi/ Kawasan Perkebunan, (+ 4.377 ha), berada
di Bunguran Utara, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah,
Bunguran Batubi, Bunguran Barat, Subi, Serasan, dan Serasan Timur.

Kawasan e Kawasan Perikanan  6.Pulau Tiga Barat 2.Bunguran
Perikanan Tangkap, (+ 170 ha): 7.Suak Midai Selatan
1.Pulau Laut 8.Subi 3.Bunguran Timur
2.Bunguran Utara 9.Serasan 4.Bunguran
3.Bunguran Timur Tengah
4.Bunguran Selatan e Kawasan Perikanan 5.Bunguran Barat
5.Pulau Tiga Budi Daya,(+ 529 ha):

1.Bunguran Utara

e Kawasan Perikanan dilengkapi sarana penunjang pelabuhan
perikanan dan tempat pelelangan ikan, berada di Pulau Laut,
Bunguran Utara, Bunguran Timur, Pulau Tiga, Suak Midai, Subi, dan
Serasan.

o Kawasan perikanan menurut ketentuan di bidang kehutanan masih
ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut
sebagai Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perikanan Tangkap (+ 88
ha), di Kecamatan Pulau Tiga.

Kawasan Perun-  1.Bunguran Utara 4.Bunguran Batubi 7.Subi

tukan Industri (+  2.Bunguran Timur Laut 5.Pulau Tiga 8.Serasan

2.349 ha) 3.Bunguran Selatan  6.Midai

Kawasan 1.Pulau Laut 6.Bunguran Barat 11.Suak Midai

Pariwisata 2.Bunguran Utara 7.Pulau Tiga 12.Subi

(+6.360 ha) 3.Bunguran Timur Laut 8.Pulau Tiga Barat 13.Pulau Seluan
4.Bunguran Timur 9.Pulau Panjang 14.Serasan
5.Bunguran Selatan 10. Midai 15.Serasan Timur

e Kawasan Pariwisata menurut ketentuan di bidang kehutanan masih
ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap selanjutnya
disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pariwisata
(+ 4 ha), berada di Kecamatan Bunguran Barat.

e Kawasan Pariwisata menurut ketentuan di bidang kehutanan masih
ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi/ Kawasan Pariwisata, (+ 336 ha), berada di Bunguran
Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, dan Serasan.

Kawasan e Kawasan Permukiman e Kawasan Permukiman 9. Pulau
Permukiman Perkotaan, (+ 14.144 Perdesaan, (+ 8.314 Panjang
ha): ha): 10.Subi
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kawasan

Budi Daya
(terdapat
permukiman tepi
air dan atas air)

Kawasan
Pertahanan dan
Keamanan

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

1.Bunguran Utara

Lokasi (Kecamatan)

1.Pulau Laut

11.Pulau Seluan

2.Bunguran Timur 2.Bunguran Timur 12.Serasan
3.Bunguran Tengah Laut 13.Serasan
4.Bunguran Selatan 3.Bunguran Tengah Timur
5.Bunguran Barat 4.Bunguran Selatan 14. Midai
6.Pulau Tiga 5.Bunguran Batubi 15.Suak Midai
7.Midai 6.Bunguran Barat

8.Suak Midai 7.Pulau Tiga

9.Serasan 8.Pulau Tiga Barat

e Kawasan permukiman menurut ketentuan di bidang kehutanan
masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung disebut Kawasan
Hutan Lindung/Kawasan Permukiman Perkotaan (+ 37 ha), berada di
Pulau Tiga, Bunguran Timur, Bunguran Selatan.

e Kawasan Permukiman menurut ketentuan di bidang kehutanan
masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi tetap disebut
sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman
Perdesaan (0,12 ha) berada di Kecamatan Bunguran Barat dan
Kecamatan Pulau Laut.

e Kawasan Permukiman menurut ketentuan di bidang kehutanan
masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang dapat
dikonversi disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi yang Dapat
Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan (+ 305 ha) berada di
Kecamatan Subi.

e Kawasan Pertahanan dan Keamanan (619 ha), meliputi:
1.Komando Distrik Militer yang berada di Bunguran Timur
2.Batalyon yang berada di Bunguran Timur
3.Baterai yang berada di Bunguran Timur dan Bunguran Utara
4.Kompi yang berada di Bunguran Selatan dan Bunguran Timur
5.Radar yang berada di Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut,

Bunguran Utara, Subi
6.Komando Rayon Militer yang berada di Bunguran Timur, Midai,
Serasan, Subi, Pulau Laut, Bunguran Barat, dan Pulau Laut
7.Lapangan Udara yang berada di Kecamatan Bunguran Timur
8.Markas Komando TNI AL yang berada di Kecamatan Bunguran
Timur
9.Pos Angkatan Laut yang berada di Bunguran Timur, Pulau Tiga,
Midai, Pulau Laut, Bunguran Barat, Serasan, Bunguran Utara;
Bunguran Timur Laut.

e Kawasan Pertahanan dan Keamanan menurut ketentuan di bidang
kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung
selanjutnya disebut Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pertahanan
dan Keamanan (+ 6 ha) berada di Pulau Tiga.

e Kawasan Pertahanan dan Keamanan menurut ketentuan di bidang
kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
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Lokasi (Kecamatan)

Kawasan

Budi Daya
dapat Dikonservasi selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi

yang dapat Dikonversi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan (+ 425
ha) berada di Pulau Laut dan Subi.
Sumber: RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.

Sesuai dengan uraian potensi pengembangan wilayah menurut
pola ruang pada tabel diatas, berikut disajikan Peta Rencana Pola Ruang
yang dapat menunjukkan lokasi pengembangan Kawasan Lindung dan

Kawasan Budi Daya di Kabupaten Natuna.

MR T KABUPATEN NATUNA
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Gambar 2.7: Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Natuna.
Sumber: RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNAa.

Kemudian pengembangan kawasan strategis terdiri atas Kawasan
Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan
Strategis Kabupaten (KSK), berikut disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8: Kawasan Strategis Kabupaten Natuna
Kawasan Uraian
Strategis
KSN KSN terdiri atas:
1. Pulau-Pulau Kecil Terluar

a. Meliputi: Pulau Subi Kecil; Pulau Sekatung; Pulau Sebetul; Pulau
Semiun; Pulau Tokong Boro; Pulau Senua; dan Pulau Kepala.

b. Tujuan Pengembangan: untuk menjaga Kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

c. Arahan Pengembangan: pertahanan dan keamanan,
kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

2. Kawasan Perbatasan Negara

a. Meliputi 11 Kecamatan: Bunguran Utara; Pulau Laut; Kecamatan
Bunguran Timur; Kecamatan Bunguran Timur Laut; Kecamatan
Bunguran Selatan; Kecamatan Bunguran Barat; Kecamatan Pulau
Tiga; Kecamatan Pulau Tiga Barat; Kecamatan Subi; Kecamatan
Serasan; dan Kecamatan Serasan Timur.

b. Tujuan Pengembangan: mewujudkan kawasan berfungsi
pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan,
kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara.

c. Arahan Pengembangan: pertahanan dan keamanan negara,
kawasan budidaya yang mandiri dan berdaya saing, dan kawasan
berfungsi lindung yang lestari.

KSP KSP meliputi KSP di Kabupaten Natuna dari sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi, sebagai simpul transportasi laut intemasional,
kawasan pelabuhan intemasional, kawasan perikanan tangkap, dan
kawasan peruntukan industri terpadu untuk mendukung pelayanan
kepelabuhanan dan perindustrian global di Kecamatan Bunguran Utara
dan Kecamatan Bunguran Timur Laut.

KSK KSK, meliputi:
1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,
meliputi:

a. Meliputi: Kawasan agropolitan Kelarik di Kecamatan Bunguran
Utara; Kawasan agropolitan Batubi di Kecamatan Bunguran
Batubi; Kawasan agropolitan Payak di Kecamatan Serasan Timur.

b. Tujuan Pengembangan: mewujudkan kemandirian pangan.

¢. Arahan Pengembangan: pengembangan pertanian, permukiman,
dan kegiatan pendukung pengembangan pertanian lainnya

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya,
meliputi:

a. Meliputi: Kampung Tua Segeram di Kecamatan Bunguran Barat;
dan Kampung Tua Penagi di Kecamatan Bunguran Timur.
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Kawasan
Strategis

Uraian

b. Tujuan Pengembangan: pelestarian dan pengembangan kawasan
cagar budaya.

¢. Arahan Pengembangan: permukiman, konservasi, pariwisata,
pertanian, dan perkebunan rakyat.
Sumber: RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.
Sesuai dengan uraian Kawasan Strategis Kabupaten Natuna pada
tabel diatas, berikut ditampilkan Peta Kawasan Strategis yang dapat

menunjukkan lokasi sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial

budaya di Kabupaten Natuna.

Gambar 2.8: Peta Kawasan Strategis Kabupaten Natuna.
Sumber: RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.

2.1.1.3. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Daya Dukung Lingkungan Hidup merupakan kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk
hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung

Lingkungan Hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk
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naTunNAa.

menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau

dimasukkan ke dalamnya (Undang-Undang Nomor 32/2009).

a. Daya Dukung Air.

Fungsi utama air ialah untuk mempertahankan keberlanjutan dan
keberlangsungan ekosistem, sehingga pemanfaatan dan kelestarian
sumberdaya air sangat penting untuk diperhatikan. Analisis daya dukung
dan daya tampung air ialah untuk mengetahui perbandingan jumlah
ketersediaan dan kebutuhan air, yang mencakup kebutuhan konsumsi
manusia, sektor pertanian, sektor industri, dan fungsi ekosistem seperti
keberlanjutan aliran sungai, keanekaragaman hayati air, dan perlindungan
habitat air. Hasil proyeksi perhitungan daya dukung air di Kabupaten
Natuna tahun 2029 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9: Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Natuna
Tahun

2025 2026 2027 2028 2029
Total Kebutuhan —m3/ 181159720 188264992,5 188467385 191908057,5 193729590
Domestik tahun
Total Kebutuhan —m3/  358609031,1 364823573,8 366474830,6 371258341,4 383450567,5
Non Domestik tahun
Total Kebutuhan —m3/  539768751,1 553088566,3 554942215,6 5631663989 577180157,5
Air tahun
Ketersediaan Air m3/ 3150000000 3150000000 3150000000 3150000000 3150000000
tahun
Daya Dukung Air m3/ 5,84 5,70 5,68 5,59 5,46
tahun
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Keterangan Satuan

Menurut perhitungan daya dukung air pada tabel di atas,
menunjukkan bahwa kebutuhan air total pada tahun 2025 adalah
539768751,1 m3/tahun dan kebutuhan air total pada tahun 2029 adalah
577180157,5 m3/tahun, sedangkan ketersediaan air pada tahun 2025-2029
adalah 3150000000 m3/tahun. Sehingga dapat diketahui bahwa daya

dukung air hingga tahun 2029 masuk dalam kategori Belum Terlampaui.
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naTunNAa.

Tren kebutuhan air menurut data pada tabel diatas menunjukkan

kebutuhannya setiap tahun selalu meningkat, baik kebutuhan domestik

maupun non domestik, hal ini karena bertambahnya jumlah pendududuk.

Maka walaupun terdapat surplus sampai tahun 2029, KLHS RPJMD

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 memberikan strategi tambahan untuk

meningkatkan suplai air baku sebagai berikut:

1) Konservasi Air: Menggalakkan praktik konservasi air di antara
masyarakat, industri, dan pertanian. Ini termasuk penggunaan teknologi
efisien air, perbaikan infrastruktur untuk mengurangi kebocoran, dan
penyuluhan tentang penggunaan air yang bijaksana.

2) Manajemen Air Terpadu: Mengadopsi pendekatan manajemen air
terpadu yang mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Ini melibatkan koordinasi antara sektor-sektor yang
menggunakan air, pengelolaan air hujan, dan pengelolaan sumber daya
air secara holistik.

3) Pengembangan Sumber Air Alternatif: Mencari dan mengembangkan
sumber-sumber air alternatif seperti air hujan, air limbah yang diolah
kembali, atau pengembangan sumber air tanah yang berkelanjutan.

4) Rehabilitasi Ekosistem Air: Melakukan rehabilitasi ekosistem air seperti
rawa-rawa, sungai, dan danau untuk meningkatkan kapasitas
penampungan air alami dan menjaga kualitas air.

5) Pengelolaan Air Tanah: Memperbaiki pengelolaan air tanah dengan
memantau dan mengatur ekstraksi air tanah yang berkelanjutan serta
mengurangi dampak overdraft (penurunan muka air tanah).

6) Pendekatan Berbasis Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam
pengelolaan dan perlindungan sumber daya air, termasuk pendidikan

dan partisipasi aktif dalam program-program konservasi air.
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Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNAa.

7) Penelitian dan Inovasi: Mendorong penelitian dan pengembangan
inovasi baru dalam teknologi penghematan air, manajemen air cerdas
(smart water management), dan solusi-solusi teknis lainnya untuk

meningkatkan efisiensi penggunaan air.

b. Daya Dukung Pangan.

Daya dukung pangan merupakan kemampuan suatu wilayah atau
lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk tanpa merusak
ekosistem atau sumber daya alam. Hasil perhitungan daya dukung pangan
Kabupaten Natuna tahun 2029 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10: Daya Dukung Pangan Kabupaten Natuna

Keterangan Satuan 2025 2026 2027 2028 2029
Jumlah Produksi Ton 125859 101,375 81,654 65769 52975
Konversi Gabah
(e Boras (64.2%) Ton 80,801 65083 52422 42224 34,010
Jumlah Penduduk ~ Jiwa 85230 859184 866068 872952  87983,6
Angka Konsumsi Jiwa 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Beras
Jumlah Beras 040 1056852 1065388 1073924 1082460 1090997
yang Dikonsumsi
Daya Dukung Pangan 5,84 0,008 0,006 0,005 0,004

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Menurut perhitungan di atas, proyeksi daya dukung pangan tahun
2029 di Kabupaten Natuna berada pada angka 0,004. Trennya menunjukkan
penurunan, maka KLHS RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029
memberikan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Mengoptimalkan produksi lahan pertanian.
2) Pengembangan teknologi tepat

guna untuk produksi

yang
berkelanjutan.
3) Memperkuat kemitraan/kerja sama dibidang sistem penyuluhan dan

pelatihan.
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naTunNAa.

c. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa
Ekosistem.
Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029,

disajikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis
ekosistem. Jasa Lingkungan adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia
dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama
diberikan oleh suatu ekosistem. Sistem klasifikasi Jasa Lingkungan tersebut
menggunakan standar dari Millenium Ecosystem Assessment (2005).
Diasumsikan semakin tinggi Jasa Lingkungan suatu wilayah, maka
semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Kajian ini untuk mengidentifikasi jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta
gambaran kemampuan dan keberfungsiannya, terutama ditujukan untuk
memperkirakan kinerja layanan atau fungsi lingkungan, vyaitu: 1)
Layanan/fungsi penyedia; 2) Layanan/fungsi pengatur; 3) Layanan/fungsi
budaya; 4) Layanan/fungsi pendukung kehidupan (KLHS RPJMD Kabupaten
Natuna 2025-2029). Berikut disajikan hasil kajiannya, berupa Distribusi Kelas
dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa
Ekosistem Kabupaten Natuna.

Tabel 2.11: Distribusi Kelas & Luasan Daya Dukung Daya Tampung
Lingkungan Hidup (D3TLH) Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Natuna

. Distribusi Kelas & Luasan
Jenis Jasa

) D3TLH Berbasis Jasa Peta
Ekosistem .

Ekosistem

Penyedia Ha 3.623,17

Pangan o 2402

Ha 808,65

Rendah % 536

Ha 6.082,09

Sedang % 4032

Ha 3.076,91

Tinggi o 20,40

Ha 1.468,23
% 9,73
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Distribusi Kelas & Luasan

Jems‘ Jasa D3TLH Berbasis Jasa
Ekosistem .
Ekosistem
Penyedia Air Ha 2.037,42
Bersih % 13,51
Ha 2.388,91
Rendah % 15,84
Ha 1.526,52
Sedang % 10,12
- Ha 7.239,78
Tinggi % 47,99
Ha 1.866,42
% 12,37
Penyedia Ha 2.061,37
Serat (Fiber) % 1366
0 '
Ha 6.060,82
Rendah . 40,18
Ha 3.001,60
Sedang " 19.90
- Ha 1.715,83
Tinggi 1137
Ha 2.219,42
% 14,71
Penyedia Ha 3.623,17
Bahan Bakar % 2402
‘0 T
(Fuel)
Ha 808,65
Rendah
b 5,36
Ha 6.082,09
Sedang o 40,32
- Ha 3.076,91
Tinggi % 20,40
Ha 1.468,23
% 9,73
Penyedia Ha 2.037,42
Sumber Daya % 1310
Genetik ° '
Ha 2.388,91
Rendah . 15.84
Ha 1.526,52
Sedang . 1012
Ha 7.239,78
Tinggi % 47.99
Ha 1.866,42
% 12,37
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Distribusi Kelas & Luasan
D3TLH Berbasis Jasa

Jenis Jasa
Ekosistem

Ekosistem

Pengatur Ha
Ikli
im %

Ha
Rendah

(]

Ha
Sedang

%
Ha
%

Ha
%

Tinggi

Pengatur Tata
Aliran Air &
Banjir

Ha

%

Ha
Rendah

(]

Ha
Sedang

b
Ha
%
Ha
%

Pengatur - Ha

Tinggi

Pencega-han
dan  Perlin-

dungan dari Ha
Bencana Rendah

%

(]

Ha
Sedang

)
Ha
%
Ha
%

Pengatur - Ha

Tinggi

Pemurnian
(o)
Air %
Ha
Rendah
‘0
Ha
Sedang
‘0
Ha
Tinggi

0

Ha
%

2.061,37
13,66
6.060,82
40,18
3.001,60
19,90
1.715,83
11,37
2.219,42
14,71

3.730,46
24,73
1.421,37
9,42
4.456,64
29,54
3.108,39
20,60
2.342,19
15,53

3.526,02
23,37
4.338,27
28,76
1.549,04
10,27
4.280,79
28,38
1.364,92
9,05

4.675,48
30,99
3.196,35
21,19
1.396,34
9,26
1.673,78
11,09
4.117,09
27,29

Peta
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Distribusi Kelas & Luasan
D3TLH Berbasis Jasa

Jenis Jasa
Ekosistem

Pengatur

Pengola-han

dan

Pengurai-an

Limbah el
Sedang
Tinggi

Pengatur

Pemeliha-

raan Kualitas

Udara
Rendah
Sedang
Tinggi

Pengatur

Penyerbu-

kan Alami
Rendah
Sedang
Tinggi

Pengatur

Pengen-

dalian Hama

& Penyakit
Rendah
Sedang
Tinggi

Ekosistem

Ha 3.641,44
% 24,14
Ha 4.562,20
% 30,24
Ha 2.156,59
% 14,30
Ha 3.869,03
% 25,65
Ha 829,81
% 5,50
Ha 6.081,21
% 40,31
Ha 2.127,38
% 14,10
Ha 1.533,46
% 10,16
Ha 3.566,73
% 23,64
Ha 1.366,52
% 9,06
Ha 2.017,76
% 13,37
Ha 1.655,27
% 10,97
Ha 5413,26
% 35,88
Ha 3.095,46
% 20,52
Ha 2.877,31
% 19,07
Ha 3.625,78
% 24,03
Ha 1.923,09
% 12,75
Ha 4.406,01
% 29,21
Ha 3.739,26
% 24,79

Ha 1.364,92
% 9,05

Peta
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Distribusi Kelas & Luasan
D3TLH Berbasis Jasa

Jenis Jasa
Ekosistem
Budaya
Fungsi
Tempat
Tinggal &
Ruang Hidup Rendah
Sedang
Tinggi

Budaya

Fungsi

Rekreasi &

Ekowisata
Rendah
Sedang
Tinggi

rrsé -

Fungsi

Estetika
Rendah
Sedang
Tinggi

Pemben-
tukan Lapisan
Tanah &
Pemeliha-

Pendukung -

Rendah

raan
Kesuburan

Sedang

Tinggi

Ekosistem

Ha
%
Ha
%
Ha
%
Ha
%
Ha
%

Ha
%
Ha

Z)
Ha

Z)
Ha
%
Ha
%

Ha
%
Ha

)
Ha

)
Ha
%
Ha
%

Ha
%
Ha
%
Ha

o
Ha

o
Ha
%

759,98
5,04
2.831,73
18,77
3.983,66
26,41
4.353,63
28,86
3.130,05
20,75

5.848,92
38,77
3.409,63
22,60
3354,89
22,24
953,50
6,32
1.492,10
9,89

5.863,48
38,87
2.828,85
18,75
2.592,35
17,18
1.550,51
10,28
2.223,86
14,74

2.036,60
13,50
2.024,51
13,42
5429,98
35,99
2.918,94
19,35
2.649,01
17,56

Peta
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Distribusi Kelas & Luasan

Jenls‘ Jasa D3TLH Berbasis Jasa Peta
Ekosistem .
Ekosistem
Pendukung Ha 2.043,04
Siklus  Hara % 1354
(Nutrient) ° !
Ha 5.834,27
Rendah o 38,67
Ha 1.364,92
Sedang % 9.05
Ha 1.524,30
Tinggi % 10,10
Ha 4.292,52
% 28,45
Pendukung Ha 3.647,27
Prgduk5| % 2418
Primer
Ha 4.526,89
Rendah % 30,01
Ha 1.228,06
Sedang o 814
Ha 3.809,96
Tinggi % 25,25
Ha 1.846,87
% 12,24
Pendukung Ha 2.043,04
Biodiver-sitas % 1354
‘0 '
Ha 5.834,27
Rendah % 38,67
Ha 1.364,92
Sedang o 9.05
Ha 281,45
Tinggi % 187

Ha 553537 | 'f,l‘i??' i i - —
% 36,69 Ly

Sumber: DLH Kabupaten Natuna dalam KLHS RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.
Prinsip ketahanan energi ialah ketersediaan energi, kemampuan
akses, harga terjangkau, dan ramah lingkungan.
a. Kemandirian Pangan.
Salah satu indikator untuk melihat kemandirian pangan adalah

Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP dikembangkan dalam rangka untuk
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mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor

pendukungnya. Kondisi ketahanan pangan ialah suatu kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif,
dan produktif secara berkelanjutan.

IKP dikelompokkan kedalam 6 (enam) kelompok berdasarkan cut
off point IKP, terdapat perbedaan perhitungan antara wilayah kabupaten,
kota, dan provinsi. Tingkat kerentanan berdasarkan kelompoknya yaitu:
Kelompok 1 Sangat Rentan, Kelompok 2 Rentan, Kelompok 3 Agak Rentan,
Kelompok 4 Agak Tahan, Kelompok 5 Tahan, Kelompok 6 Sangat Tahan.
Sebagaimana detailnya pada tabel berikut.

Tabel 2.12: Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok Kabupaten Kota Provinsi Kategori
IKP

1 <= 41,52 <= 28,84 <= 37,61 Sangat Rentan
2 >41,52-5142 >2884-4144 > 37,61-4827 Rentan

3 > 51,42 -59,58 > 41,44 -51,29 > 48,27 - 57,11 Agak Rentan
4 > 59,58 -67,75 >5129-61,13 > 57,11 - 65,96 Agak Tahan
5 >67,75-7568 >61,13-70,64 > 6596 -74,40 Tahan

6 > 75,68 > 70,64 > 74,40 Sangat Tahan

Sumber: Badan Pangan Nasional, Buku IKP 2023.

Pada tahun 2020, nilai IKP Kabupaten Natuna tercatat sebesar 55,70,
dan secara bertahap meningkat setiap tahun hingga mencapai 60,51 pada
tahun 2024. Meskipun nilai IKP terus naik, peringkat ini mengalami fluktuasi
yang relatif kecil. Pada tahun 2020, Kabupaten berada di peringkat ke-360,
kemudian sedikit membaik menjadi peringkat ke-355 pada tahun 2021.
Tahun 2022 peringkat sedikit turun ke posisi 356, namun kembali membaik
pada tahun 2023 dan 2024 menjadi peringkat ke-354 dan ke-350 secara

berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan
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naTunNAa.

kinerja, posisi Kabupaten relatif stabil di antara daerah lain, dengan sedikit

perbaikan peringkat secara keseluruhan Berikut disajikan IKP Kabupaten
Natuna tahun 2020-2024.
Tabel 2.13: Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024.

Tahun Nilai
IKP 55,70
2020 Peringkat 360
IKP 57,64
2021 Peringkat 355
IKP 57,86
2022
0 Peringkat 356
IKP 59,15
202 ’
023 Peringkat 354
2024 1K 001
Peringkat 350

Sumber: Badan Pangan Nasional (satudata.badanpangan.go.id/datasetpublications), diolah.
Berikut disajikan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024.

20,00
18,00
16,00

15,53 15,94
13,48

14,00

11,39 11,67
12,00

10,00
8,00
6,00

4,00
2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.9: Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten

Natuna Tahun 2020-2024
Sumber : https://www.bps.go.id

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan adanya tren kenaikan
prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Natuna dari
11,39% pada tahun 2020 menjadi 13,48% pada tahun 2024, dengan
peningkatan signifikan terjadi antara tahun 2022 dan 2023 masing-masing

sebesar 15,53%dan 15,94%, yang mengindikasikan perlunya perhatian dan
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intervensi kebijakan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di

Kabupaten Natuna.

b. Konsumsi Listrik Perkapita.

Indikator lainnya untuk melihat ketahanan energi, air dan
kemandirian pangan adalah Konsumsi listrik per kapita. Indikator ini
merupakan perbandingan antara pemakaian tenaga listrik dibagi dengan
jumlah penduduk. Konsumisi listrik per kapita di Kabupaten Natuna di tahun
2024 adalah 754,67 KWh.

Tabel 2.14: Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Natuna Tahun 2024
Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Konsumsi Listrik

. kwh 665,97 669,74 674,27 680,39 680,39
PerKapita.

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

Konsumsi listrik per kapita menunjukkan tren peningkatan selama
periode tahun 2020 hingga 2023, yaitu dari 665,97 kWh pada tahun 2020
menjadi 680,39 kWh pada tahun 2023. Angka ini mencerminkan adanya
peningkatan kebutuhan energi listrik seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi
dan rumah tangga. Pada tahun 2024, konsumsi listrik per kapita tercatat
tetap sebesar 680,39 kWh, menunjukkan stabilisasi konsumsi energi listrik di

masyarakat.

c. Ketahanan Air.

Indikator untuk melihat ketahanan air di Kabupaten Natuna
tergambar dari Indeks Ketahanan Air (Ketersediaan Air Baku). Nilai Indeks
Ketahanan Air (Ketersediaan Air Baku) Kabupaten Natuna mengalami
peningkatan dari 0,0545 pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,1445 pada
tahun 2022, dan nilainya terus stabil sampai dengan tahun 2024,

sebagaimana pada gambar berikut ini.
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0.16 0,1445 0,1445 0,1445
0,14
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0,1
0,08
0,06 0,0545 0,0545
0,04

0,02

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.10: Indeks Ketahanan Air (Ketersediaan Air Baku)

Kabupaten Natuna
Sumber : Rantek RPJMD Natuna Tahun 2025-2029 dan LKIJP2024.

Sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap
sumber air minum layak di Kabupaten Natuna mengalami peningkatan dari
82,72 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 91,53 persen pada tahun
2024, sebagaimana pada grafik berikut ini.

94

92

90 88,52
87,23
88

86
84 82,72
82
80
78
76

91,53

81,26

2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.11: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses

Terhadap Sumber Air Minum Layak
Sumber : https://kepri.bps.go.id/

Selain itu, terkait dengan akses rumah tangga perkotaan terhadap air

siap minum perpipaan di Kabupaten Natuna sebagai berikut.
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Tabel 2.15: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum
Perpipaan di Kabupaten Natuna

Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Akses Rumah Tangga
Perkotaan terhadap
Air  Siap Minum
Perpipaan.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna.

% 73,40 74,47 75,53 76,60 77,66

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan
di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,
yaitu dari 73,40% pada 2020 menjadi 77,66% pada 2024. Hal ini
menunjukkan perbaikan dalam penyediaan layanan air minum bagi

masyarakat.

d. Sumber Penerangan Rumah Tangga

Berkaitan dengan sumber penerangan rumah tangga di Kabupaten
Natuna, dari tahun 2020 hingga 2024 persentase rumah tangga yang
menggunakan sumber penerangan listrik dari PLN mengalami peningkatan
yang signifikan yaitu dari 93,27% pada tahun 2020 dan mencapai 99,64%
pada tahun 2024, sementara penggunaan sumber penerangan listrik non-
PLN menurun drastis dari 6,35% pada tahun 2020 menjadi 0,12% pada tahun
2024, dan sumber penerangan bukan listrik pada tahun 2024 sebesar 0,24%,
yang menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga beralih ke listrik
PLN, mencerminkan kemajuan dalam infrastruktur listrik dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16: Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber

Penerangan di Kabupaten Natuna
No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

1  Persentase Rumah Tangga
dengan Sumber Penerangan 9327 99.13 9898 99.65 99,64
Listrik PLN
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2  Persentase Rumah Tangga
dengan Sumber Penerangan 6.35 0.13 0.94 0.35 0,12
Listrik Non-PLN

3 Persentase Rumah Tangga
dengan Sumber Penerangan 0.38 0.74 0.07 - 0,24
Bukan Listrik
Jumlah Persentase Rumah
Tangga dengan Sumber 100 100 100 100 100
Penerangan

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2021-2025.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga
2023, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan
listrik dari PLN mengalami peningkatan yang signifikan di Kabupaten
Natuna, dimulai dari 93.27% pada tahun 2020 dan mencapai 99.65% pada
tahun 2023, sementara penggunaan sumber penerangan listrik non-PLN
menurun drastis dari 6.35% pada tahun 2020 menjadi hanya 0.35% pada
tahun 2023, dan sumber penerangan bukan listrik juga mengalami
penurunan, dengan angka 0.07% pada tahun 2022, yang menunjukkan
bahwa semakin banyak rumah tangga beralih ke listrik PLN, mencerminkan
kemajuan dalam infrastruktur listrik dan peningkatan kualitas hidup

masyarakat.

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas.

Bagian ini menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup,
produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

a. Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang
menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada
waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA),

Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas
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Air Laut (IKAL), untuk tingkat kabupaten/kota tidak termasuk IKAL. Rumus

perhitungan IKLH kabupaten/kota menurut Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup, ialah IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL),
dengan kategori Sangat Baik (90 < x < 100), Baik (70 < x < 90), Sedang (50
< x < 70), Kurang (25 < x < 50), Sangat Kurang (0 < x < 25).

IKLH Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar 76,46 poin
dengan kategori Baik, mengalamai peningkatan sebesar 8,68 poin dalam
waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebesar 67,78 poin
dengan kategori Sedang. Sedangkan indikator penentunya yaitu IKA, IKU,
dan IKL pada tahun 2024 memiliki indeks berturut-turut sebesar 62,00,
93,01, dan 70,68. Berikut disajikan IKLH beserta indikatornya pada tabel
dibawah ini.

Tabel 2.17: IKLH Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Uraian Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Kualitas Air (IKA) 50,00 NA 64,00 60,00 62,00
Indeks Kualitas Udara (IKU) 88,55 85,89 73,90 89,32 93,01
Indeks Kualitas Lahan (IKL) 65,42 65,77 65,78 70,94 70,68

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

Kategori Sedang Kurang Baik Baik Baik
Sumber: DLH Kab Natuna, KLHS RPJMD Kab Natuna 2025-2029, dan LPPD Tahun 2024.

67,78 49,19 73,90 74,29 76,46

b. Persampahan.

Indikator berikutnya yang dapat digunakan untuk mengambarkan
lingkungan hidup berkualitas adalah pengelolaan sampah. Grafik berikut
berisikan data pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang

tahun 2020-2024.
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Gambar 2.12: Pengelolaan Sampah di Kabupaten Natuna (Meter Kubik)
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Berdasarkan data ini menunjukkan fluktuasi nilai pengelolaan
sampah di Kabupaten Natuna dari tahun 2020 hingga 2024, dengan puncak
tertinggi pada tahun 2022 vyaitu sebesa 56.26, sebelumnya terjadi
penurunan dari 45.77 pada tahun 2020 menjadi 44.6 pada tahun 2021.
Peurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 yaitu 41.87 dan berlanjut
ke tahun 2024 menjadi 39.96, kondisi ini mencerminkan tren negatif.

Sedangkan pengolahan sampah menurut timbulan sampah terolah
di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Natuna sebagai berikut.

Tabel 2.18: Pengolahan Sampah (Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas
Pengolahan Sampah) di Kabupaten Natuna

Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Pengolahan Sampah
(Timbulan Sampah
Terolah di Fasilitas
Pengolahan Sampah)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

% 75 74 73 72 71

Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan
sampah di Kabupaten Natuna menunjukkan tren menurun selama lima

tahun terakhir, dari 75% pada tahun 2020 menjadi 71% pada tahun 2024.

II-37

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNAa.

Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pengelolaan dan fasilitas

pengolahan sampah agar pengolahan sampah lebih optimal.
Selain itu, terkait dengan proporsi rumah tangga dengan layanan
penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Natuna sebagai berikut.

Tabel 2.19: Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah

Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Proporsi Rumah
Tangga dengan
Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

% 62 65 66 68 70

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan
sampah di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan, dari 62% pada
tahun 2020 menjadi 70% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan

perbaikan akses layanan pengelolaan sampah bagi masyarakat.

c. Sanitasi.

Aspek berikutnya yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup
Berkualitas ialah tersedianya fasilitas sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi
yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher
angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya
menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah
(SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri.
Kondisi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak di
Kabupaten Natuna, sebagai berikut.

Tabel 2.20: Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi
Layak di Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024
Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase Rumah

e % 66,15 70,71 76,45 76,56 78,81
Tangga yang Memiliki
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Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Akses Terhadap
Sanitasi Layak
Sumber: BPS, 2025.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
di Kabupaten Natuna menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun
terakhir. Pada tahun 2020, sebesar 66,15% rumah tangga telah memiliki
akses terhadap sanitasi layak. Angka ini meningkat menjadi 70,71% pada
tahun 2021 dan terus naik menjadi 76,45% pada tahun 2022. Peningkatan
masih berlanjut di tahun 2023 dengan capaian 76,56%. Kemudian pada
tahun 2024, angka ini meningkat lebih signifikan menjadi 78,81%.
Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah
daerah dan pemangku kepentingan dalam menyediakan infrastruktur
sanitasi yang memadai serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya sanitasi yang layak bagi kesehatan dan lingkungan. Meski tren
meningkat, upaya perbaikan harus terus dilakukan agar seluruh rumah
tangga di Kabupaten Natuna dapat menikmati akses sanitasi yang layak
secara merata.

Selain itu, berkaitan dengan rumah tangga dengan akses sanitasi
aman di Kabupaten Natuna sebagai berikut.

Tabel 2.21: Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
di Kabupaten Natuna

Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Rumah Tangga
dengan Akses Sanitasi % NA NA NA 9,05 9,84
Aman

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna.

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten
Natuna mulai tercatat pada tahun 2023 sebesar 9,05%. Pada tahun 2024,

angka ini  mengalami peningkatan menjadi 9,84%. Meskipun
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peningkatannya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya perbaikan

dalam akses sanitasi yang aman bagi masyarakat.

2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Pada dasarnya resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim
kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan
bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan
lingkungan. Salah satu indikator digunakan untuk menganalisa resilensi
terhadap bencana dan perubahan iklim adalah Indeks Risiko Bencana (IRB)
yaitu merupakan suatu indeks yang digunakan untuk melihat tingkat risiko
bencana di Kabupaten/Kota.

IRB Kabupaten Natuna merujuk data BNPB tahun 2020-2024 memiliki
skor indeks yang sama dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir yaitu 112,40

dengan kelas risiko Sedang. Berikut disajikan IRB Kabupaten Natuna Tahun

2020-2024.
Tabel 2.22: Indeks Risiko Bencana Kabupaten Natuna
Kabupaten 2020 2021 2022 2023 2024 Kelas Risiko
2024
Natuna 112,40 112,40 112,40 112,40 112,40 Sedang

Sumber: BNPB, Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023 dan 2024.

Capaian IRB Kabupaten Natuna selama 2020-2024 memiliki nilai
yang sama yaitu sebesar 112,40 dengan kategori Kelas Risiko Sedang. Hal
ini secara umum mengindikasikan di Kabupaten Natuna memiliki potensi
bahaya tapi belum ekstrem, dan meski tidak dalam kondisi darurat tinggi,
namun tetap rentan jika terjadi eskalasi bahaya atau penurunan kapasitas.
Maka langkah-langkah intervensi tepat waktu dan berkelanjutan sangat
penting dilakukan dalam rangka meminimalisir bahaya dan kerugian dari

ancaman bencana.
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Sementara itu, indeks risiko menurut jenis ancaman di Kabupaten

Natuna tahun 2023 dan 2024 terdapat 6 (enam) jenis ancaman, meliputi 4
(empat) jenis ancaman dengan Kelas Risiko Tinggi yaitu kebakaran hutan
dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrim.
Kemudian terdapat 2 (dua) jenis ancaman dengan Kelas Risiko Sedang yaitu
banjir dan tanah longsor.

Tabel 2.23: Indeks Risiko Bencana Menurut Ancaman di Kabupaten
Natuna Tahun 2023-2024

Indeks Risiko Bencana 2023 2024
No Kelas Kelas
Menurut Ancaman Skor . . Skor . .
Risiko Risiko
1 Banjir - - - -
2 Gempa Bumi 10,10 Sedang 10,80 Sedang
3 Tsunami - - - -
4 Letusan Gunung Api - - - -
5 Kebakaran Hutan dan Lahan 16,00 Tinggi 16,00 Tinggi
6 Tanah Longsor 12,00 Sedang 12,00 Sedang
7 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 36,00 Tinggi 36,00 Tinggi
8 Kekeringan 24,00 Tinggi 24,00 Tinggi
9 Cuaca Ekstrim 13,60 Tinggi 13,60 Tinggi

Sumber: BNPB, Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023 dan 2024

Jenis ancaman gelombang ekstrim dan abrasi merupakan jenis
ancaman tertinggi di Kabupaten Natuna serta berada pada peringkat ke-3
(tiga) dari 326 kabupaten/kota yang memiliki ancaman yang sama. Dampak
ancaman gelombang ekstrim dan abrasi ini dapat bersifat multidimensi dan
berkelanjutan, tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga
mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten
Natuna. Maka dalam penanggulangannya dibutuhkan pendekatan yang
integratif seperti mitigasi fisik, perlindungan ekosistem, edukasi masyarakat,
dan tata ruang adaptif.

Indikator lain yang relevan resilensi terhadap bencana dan
perubahan iklim adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD sebagai upaya
untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di tingkat

kabupaten/kota maupun provinsi, hasil dari pengukuran IKD tersebut dapat
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digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana
penanggulangan bencana, serta sebagai input dalam pengukuran Indeks
Risiko Bencana (IRB). Kategori IKD menurut BNPB ialah nilai indeks 0-0,40
memiliki kapasitas/ketahanan Rendah; 0,41-0,80 memiliki
kapasitas/ketahanan Sedang; dan 0,81 ke atas memiliki kapasitas/ketahanan
Tinggi.

IKD Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
yaitu tahun 2022 sampai 2024 berada pada kategori Rendah dengan nilai
indeks masing-masing sebesar 0,36, 0,38, dan 0,29, serta memiliki tren
menurun pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini
menunjukkan masih rendahnya kapasitas daerah Kabupaten Natuna dalam
penanggulangan bencana. Rincian IKD tahun 2022-2024 beserta indikator

pembentuknya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24: Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2022-2024

Prioritas/Indikator Indeks Prioritas Indeks Prioritas Indeks Prioritas

2022 2023 2024

1.Perkuatan Kebijakan dan 0,36 0,36 0,48
Kelembagaan

2.Pengkajian  Risiko dan 0,27 0,27 0,40
Perencanaan Terpadu

3.Pengembangan  Sistem
Informasi, Diklat dan 0,25 0,25 0,33
Logistik

4.Penanganan Tematik 0,59 0,59 0,47
Kawasan Rawan Bencana

5.Peningkatan  Efektivitas
Pencegahan dan Mitigasi 0,68 0,68 0,32
Bencana

6.Perkuatan Kesiapsiagaan
dan Penanganan Darurat 0,20 0,20 0,20
Bencana

7.Pengembangan Sistem 0,20 0,20 0,20
Pemulihan Bencana

Indek Ketahanan Daerah

(IKD) 0,36 0,38 0,29

Tingkat Kapasitas Daerah Rendah Rendah Rendah

Sumber: BNPB 2024, dan LKJIP BPBD Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024.
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2.1.1.7. Demografi.
a. Jumlah dan Persebaran Penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2024 menurut data
proyeksi penduduk BPS Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 85,66 ribu jiwa,
terdiri atas laki-laki berjumlah 44,04 ribu jiwa atau 51,4 persen, dan
perempuan berjumlah 41,63 ribu jiwa atau 48,6 persen. Sedangkan jumlah
penduduk tahun 2025 sebanyak 86,76 ribu jiwa, yang tersebar di 17 (tujuh
belas) kecamatan, dengan kecamatan yang terbanyak penduduknya ialah
Kecamatan Bunguran Timur yaitu 29,98 ribu jiwa atau 34,56 persen,
kemudian urutan kedua sebanyak 8,23 ribu jiwa atau 9,49 persen di
Kecamatan Bunguran Barat, serta urutan ketiga terbanyak penduduknya
ialah Kecamatan Bunguran Timur Laut yaitu sebanyak 5,86 ribu jiwa atau
6,75 persen. Sedangkan Kecamatan Suak Midai dengan penduduk paling
kecil jumlahnya yaitu sebanyak 1,72 ribu jiwa atau 1,98 persen. Berikut
disajikan jumlah penduduk Kabupaten Natuna menurut kecamatan tahun

2025.

Pulau Panjang ** B Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)

Pulau Seluan * Persentase Jumlah Penduduk (%)
* Data masih gabung Kec. Bung. Utara
** Data masih gabung Kec. Subi

Suak Midai
Pulau Tiga Barat
Pulau Laut

Subi

Serasan Timur
Midai

Bung. Selatan
Bung. Batubi
Bung. Tengah
Pulau Tiga
Bung. Utara
Serasan

Bung. Timur Laut
Bung. Barat
Bung. Timur

‘

5 10 15 20 25 30 35

Gambar 2.13: Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Menurut

Kecamatan Tahun 2024
Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2025, diolah.
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Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Natuna sepanjang tahun
2020-204 dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.25: Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

(Ribu Jiwa)
2020 2021 2022 2023 2024
Kab Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
Natuna 81,5 3,95 82,28 3,94 83,43 3,93 84,56 3,93 85,66 3,92

Sumber: Kepri Dalam Angka 2024, & Proyeksi Penduduk Kab/Kota Prov Kepri 2020-2035.

b. Pertumbuhan Penduduk.

Angka pertumbuhan penduduk menggambarkan perubahan
penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena
migrasi penduduk, yang dibandingkan dengan jumlah penduduk pada
waktu sebelumnya, dalam bentuk persentase. Laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar 1,37%, pertumbuhannya turun
0,02 persen dari tahun 2023 sebesar 1,39%. Berikut disajikan perkembangan
laju pertumbuhan penduduk tersebut.

3,00
2,50 2,40
2,00

1,62 17
1,50

1,39 1,37
1,00
0,50

0,00
2020 2021 2022 2023 2024

=—@=—Kab. Natuna (%)

Gambar 2.14: Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna, Provinsi

dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Kab. Natuna Dalam Angka 2020-2024, Tabel Dinamis BPS, diolah.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna
menurut kecamatan tahun 2024 ialah Kecamatan Bunguran Tengah dengan

pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 2,25 persen, dan kecamatan
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dengan pertumbuhan paling rendah ialah Kecamatan Bunguran Batubi yaitu
sebesar -0,30 persen. Berikut disajikan laju pertumbuhan penduduk
Kabupaten Natuna menurut kecamatan tahun 2020 — 2024.

Tabel 2.26: Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna menurut
Kecamatan Tahun 2020-2024
Pertumbuhan Penduduk (%)

Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024
(2019-2020) (2020-2021) (2020-2022) (2020-2023) (2020-2024)
Midai 9,80 1,10 1,570 0,57 0,55
Suak Midai -6,89 0,60 0,890 -0,10 -0,13
Bunguran Barat 0,45 1,48 2,080 1,08 1,05
Bunguran Utara 1,66 1,70 2,380 1,37 1,35
Pulau Laut 0,65 0,94 1,370 0,37 0,34
Pulai Tiga 1,46 2,21 3,070 2,05 2,03
Bunguran Batubi 1,30 0,46 0,710 -0,28 -0,30
Pulau Tiga Barat 2,61 1,28 1,790 0,79 0,77
Pulau Seluan * * * * *
Bunguran Timur 1,94 1,91 2,660 1,65 1,63
E::tgura” Timur 2,16 2,09 2,890 1,87 1,85
Bunguran Tengah 2,55 2,38 3,280 2,27 2,25
Bunguran Selatan 2,72 2,50 3,450 243 2,41
Serasan 1,52 1,61 2,240 1,24 1,21
Subi 1,69 1,73 2,420 1,40 1,38
Serasan Timur 1,55 1,64 2,270 1,26 1,24
Pulau Panjang *%* *% ** ** **
E:'::::te“ 1,62 1,72 2,40 1,39 1,37
Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2020-2025.
Ket: * Data masih bergabung dengan Kec. Bunguran Utara. ** Data masih bergabung dengan Kec. Subi.

c. Kepadatan Penduduk.

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah
penduduk dengan luas wilayah yang dihuni, yang dinyatakan dengan
banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk
Kabupaten Natuna tahun 2024 ialah 43 jiwa/km? atau rata-rata terdapat 43
jiwa penduduk per kilometer persegi di Kabupaten Natuna, kondisi ini

meningkat dari tahun 2020 dengan rata-rata 41,19 jiwa penduduk per
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kilometer. Berikut data kepadata penduduk di Kabupaten Natuna sepanjang
tahun 2020-2024.

41,19 42,14 43,19 42,74 43
[ — ® ® 9
2020 2021 2022 2023 2024

=@=—[Kab. Natuna (jiwa/km2)

Gambar 2.15: Kepadatan Penduduk Kabupaten Natuna, Provinsi dan

Nasional Tahun 2020-2024.
Sumber: Kab. Natuna Dalam Angka 2020-2024, Tabel Dinamis BPS, diolah.

Selanjutnya kepadatan penduduk Kabupaten Natuna menurut
kecamatan tahun 2024, yaitu Kecamatan Midai merupakan kecamatan
dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 266,52jiwa penduduk per
kilometer persegi, urutan kedua dan ketiga ialah Kecamatan Bunguran
Timur dan Kecamatan Suak Midai yaitu masing-masing 198,49 dan jiwa
penduduk per kilometer persegi. Sementara Kecamatan Bunguran Utara
memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 11,93 jiwa penduduk per
kilometer persegi. Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kabupaten
Natuna tahun 2024 ialah 43,30/km?. Berikut disajikan kepadatan penduduk
Kabupaten Natuna menurut kecamatan tahun 2020-2024.

Tabel 2.27: Kepadatan Penduduk Kabupaten Natuna menurut
Kecamatan Tahun 2020-2024
| Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

Kecamatan
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024
Midai 26176 26561 27001 265,07 266,52
Suak Midai 14005 141,18 142,51 139,29 138,49
Bunguran Barat 31,68 32,30 33,01 32,55 32,87
Bunguran Utara 117 11,42 11,71 11,58 11,93
Pulau Laut 6172 6249 63,41 62,00 62,27
Pulai Tiga 89,84 9250 95,44 94,53 96,45
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| Kepadatan Penduduk (jiwa/kmz2)

Kecamatan
| 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 |

Bunguran Batubi 18,10 18,21 18,36 17,86 17,81
Pulau Tiga Barat 121,37 123,44 125,72 123,71 124,28
Pulau Seluan * * * * *
Bunguran Timur 186,91 191,70 196,99 195,47 198,49
Bunguran Timur Laut 17,97 18,47 19,02 18,90 19,27
Bunguran Tengah 42,84 44,21 45,69 45,67 46,60
Bunguran Selatan 14,30 14,78 15,30 15,28 15,67
Serasan 117,77 120,29 123,10 121,65 122,99
Subi 20,95 21,44 21,98 21,75 23,15
Serasan Timur 109,06 111,44 114,07 112,74 114,10
Pulau PanJang ** ** *% ** **
Kabupaten Natuna 41,19 42,14 43,19 42,74 43,30

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2020-2024.

Ket: * Data masih bergabung dengan Kec. Bunguran Utara. ** Data masih bergabung dengan Kec. Subi.

d. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

Penduduk menurut kelompok umur, dapat dikelompokkan menjadi
kelompok umur 0-14 tahun yaitu usia muda atau belum produktif,
kelompok umur 15-64 tahun yaitu usia dewasa atau usia produktif atau usia
kerja, dan kelompok umur 65 tahun keatas yaitu usia tua atau tidak
produktif. Menurut pengelompokkan tersebut, penduduk Kabupaten
Natuna tahun 2024 didominasi oleh kelompok umur usia produktif (15-64
tahun) yaitu sebesar 57,62 ribu jiwa atau 67 persen, selanjutnya usia belum
produktif (0-14 tahun) sebesar 23,19 ribu jiwa atau 27 persen, dan usia tidak
produktif (65 tahun keatas) sebesar 4,87 ribu jiwa atau 6 persen.

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur tersebut,
diperoleh angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk yaitu
dengan membandingkan jumlah penduduk usia non produktif (usia belum
dan tidak produktif) dengan jumlah penduduk usia produktif, maka
diketahui angka ketergantungan penduduk Kabupaten Natuna tahun 2024
sebesar 48,70, berarti setiap 100 (seratus) orang penduduk Kabupaten

Natuna yang berusia kerja/produktif (usia 15-64 tahun) menanggung
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sebanyak 48 — 49 orang non produktif (usia 0-14 tahun dan diatas 65 tahun).

Tren dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan hal yang sama atau relatif
stabil yaitu pada tahun 2020 sebesar 48,74, 2021 sebesar 48,56, 2022
sebesar 48,45, dan 2023 sebesar 48,57. Berikut disajikan perkembangan
angka ketergantungan penduduk Kabupaten Natuna tahun 2020-2024.

50,00
49,00
L T PP WSS rrs >
48,56 48,57
47,00
2020 2021 2022 2023 2024
Angka Ketergantungan Penduduk @----» Linear (Angka Ketergantungan Penduduk)

Gambar 2.16: Ketergantungan Penduduk Kabupaten Natuna

Tahun 2020-2024
Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2020-2024, diolah.

Sedangkan penduduk Kabupaten Natuna menurut jenis kelamin
sepanjang 5 (lima) tahun terakhir didominasi oleh penduduk berjenis
kelamin laki-laki. Tahun 2024 penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar
44,04 ribu jiwa atau 51,4%, dan perempuan sebesar 41,63 ribu jiwa atau
48,6%. Sedangkan tahun 2020 sebesar 41,77 ribu jiwa atau 51,5% berjenis
kelamin laki-laki, dan 39,36 ribu jiwa atau 48,5% berjenis kelamin
perempuan.

Sementara itu rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kabupaten
Natuna tahun 2024 sebesar 105,79 (106) yang berarti dari 100 perempuan
terdapat 106 laki-laki di Kabupaten Natuna, kondisi yang sama terjadi dalam
rentang 2020-2024, berikut rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten

Natuna menurut kecamatan tahun 2020-2024.
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Tabel 2.28: Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Natuna
Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

| Rasio Jenis Kelamin Penduduk

| 2020 | 2021
10247 102,72
104,11 104,31
10636 106,42
107,95 108,28
10396 103,29
11152 111,40
10882 108,99
10298 103,13
10419 103,93
10646 106,51
10669 106,53
11620 117,40
10490 105,31
10065 100,58
10671 106,83

106 106

Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2020-2024.

Ket: * Data masih bergabung dengan Kec. Bunguran Utara.
Rincian jumlah penduduk Kabupaten Natuna menurut kelompok

umur dan jenis kelamin tahun 2020-2024 berdasarkan data BPS disajikan

sebagaimana tabel berikut.

| 2022 | 2023 | 2024
10306 10334 103,07
10439 104,50 106,75
10646 10658 106,19
10858 10895 121,17
10246 101,90 106,65
11126 111,19 100,62
10919 10940 107,11
10326 10350 103,57

* * *
10361 10342 103,07
10665 10680 106,75
10642 10638 106,19
11867 11995 121,17
10579 10626 106,65
10062 100,63 10062
10698 107,13 107,11

106 106 105,79

** Data masih bergabung dengan Kec. Subi.

Tabel 2.29: Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Umur 2020
Lk Pr
390 3,77
3,75 3,80
3,77 3,60
417 3,95
3,68 3,41
3,20 | 2,99
3,11 3,27
3,14 2,99
2,97 2,64
2,64 234
2,11 1,88
1,74 1,72
1,39 1,19
098 0,76
0,63 0,51

Total
7,67
7,55
7,37
8,12
7,09
6,19
6,38
6,13
5,61
4,98
3,99
3,46
2,58
1,74
1,14

5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74

Lk
3,91
3,81
3,76
4,14
3,71
3,24
3,12
3,17
3,04
2,74
2,20
1,79
1,44
1,03
0,66

2021 2022
Pr Total Lk Pr
376 7,67 390 3,76
3,84 765 386 3,85
3,62 7,38 3,78 3,68
3,91 8,05 4,05 3,83
3,48 7,19 3,77 3,58
3,00 6,24 328 3,03
3,25 6,37 3,13 3,18
3,08 6,25 3,19 3,17
2,72 576 3,11 280
240 514 282 246
194 4,14 2,31 2,02
1,75 3,54 1,83 1,76
128 2,72 1,50 1,38
081 184 1,08 0,87
0,53 1,19 0,69 0,55

Total
7,66
7,71
7,46
7,88
7,35
6,31
6,31
6,36
5,91
5,28
4,33
3,59
2,88
1,95
1,24

2023

Lk Pr
389 3,77
392 384
381 3,78
395 3,73
383 3,67
3,31 3,09
3,13 3,09
3,20 3,26
3,17 2,88
2,90 2,51
243 2,11
1,89 1,75
1,54 1,47
1,13 0,93
0,72 0,58

Total Lk
7,66 3,89
7,76 3,96
7,59 3,86
7,68 3,86
7,50 3,87
6,40 3,35
6,22 3,15
6,46 | 3,21
6,05 3,22
541 2,98
4,54 2,54
3,64 1,96
3,01 1,58
2,06 1,18
1,30 0,76

2024

Pr Total
3,78 | 7,67
3,83 7,79
3,87 7,73
3,65 7,51
3,73 7,60
3,15 6,50
3,02 6,17
3,31 6,52
2,96 6,18
2,57 5,55
2,20 4,74
1,76 | 3,72
1,55 3,13
0,99 217
0,61 1,37
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Umur 2020 2021 2022 2023 2024
Lk Pr Total Lk Pr Total Lk Pr Total Lk Pr Total Lk Pr Total

75+ 057 054 111 060 057 117 062 059 121 065 062 127 068 065 1,33
Jum-
lah
% 51,5 48,5 1000 51,5 485 1000 51,4 486 1000 51,4 48,6 1000 514 48,6 100,0

Sumber : Natuna Dalam Angka 2021-2024; Proyeksi Penduduk Prov Kepri 2020-2035.

41,77 39,36 81,13 42,34 39,94 82,28 42,92 40,52 83,43 43,48 41,08 84,56 44,04 41,63 85,66

Pada tahun 2020, kelompok umur terbanyak di Kabupaten Natuna
adalah 15-19 tahun dengan total 8,12 ribu jiwa, terdiri dari 4,17 ribu laki-laki
dan 3,95 ribu perempuan. Sedangkan pada tahun 2024, kelompok umur
terbanyak bergeser ke 5-9 tahun dengan jumlah 7,79 ribu jiwa, terdiri dari
3,96 ribu laki-laki dan 3,83 ribu perempuan. Berikut disajikan piramida
penduduk Kabupaten Natuna tahun 2020 dan 2024 yang menggambarkan

komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

2020 2024
.57 [o65l0.5]
0,63 70-74 -0,76]0,61]
-0,98 65-69 | -118 | 0,99 |
-1,74 55-59 [ 196 | 176
[ 211 | 50-54 [ 25 | 20 |
Y 45-49 | 208 [ 257 |
a7 [ s [ ae
I 10-14 | e | 0 3
[ 315 5-9 | 3 [ 38
390 04 [ 389 | _3m
m Laki-Laki (Ribu Jiwa) Perempuan (Ribu Jiwa) B Laki-Laki (Ribu Jiwa) ~ ® Perempuan (Ribu Jiwa)

Gambar 2.17: Piramida Penduduk Kabupaten Natuna 2020 dan 2024
Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2020-2024, diolah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah indikator makro penting yang
mengukur kinerja riil perekonomian suatu wilayah. Indikator ini dihitung dari

perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
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konstan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan jumlah barang dan
jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Selain peningkatan output,
pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan efisiensi dan produktivitas
penggunaan sumber daya. Pertumbuhan positif biasanya diikuti oleh
peningkatan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kualitas hidup.
Selain itu, pertumbuhan yang berkelanjutan dapat menarik investasi,

memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan daya saing wilayah.

No

10
11
12
13
14

15
16

17

Indikator
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pengadaan Listrik dan Gas
Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor

Transportasi dan Pergudangan
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi
Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial

Jasa lainnya

Produk Domestik Regional
Bruto (Dengan Migas)
Produk Domestik Regional
Bruto (Tanpa Migas)

2020
-2,38

-4,82
1,68
1,49

3,75
-5,06

-4,75

-22,09
-5,05

8,34
3,31

3,50
-8,13

2,49

-0,36
-0,95
-0,40
-4,29

-2,93

Sumber: Kabupaten Natuna dalam Angka, 2025

2021
1,63

-0,02
1,14
0,39

843
-4,52

1,83

1,12
4,31

7,42
0,48
4,50
1,19

-1,58

4,46
6,01
0,31
0,02

0,12

2022
3,28

-0,96
1,20
3,17

332
0,51

4,71

11,74
3,75

4,23
1,67
3,52
8,23

2,45

3,11
3,61
3,60
0,11

2,80

naTunNAa.

2023
4,00

-0,22
0,02
6,16

3,43
4,02

3,82

4,72
3,46

0,08
2,82
3,22
1,99

0,73

0,61
1,02
4,46
0.85

3,45

Tabel 2.30: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

2024
1,18

-6,12
3,04
6,34

0,05
0,80

5,94

-2,24
3,01

0,01

2,33
6,83
-1,13

9,67

4,38
5,40
3,86
-3,57

2,42
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Dalam analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna dibagi

menjadi dua yakni pertumbuhan ekonomi PDRB dengan minyak dan gas
serta pertumbuhan ekonomi PDRB tanpa minyak dan gas. Hal ini dilakukan
untuk melihat kinerja perekonomian secara riil mengingat kontribusi minyak
dan gas di Kabupaten Natuna sangat besar. Secara umum, laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna menunjukkan peningkatan pasca
pandemi COVID-19 meskipun masih tergolong rendah dimana capaian
pada tahun 2023 sebesar 0,85 persen dan pada tahun 2024 menurun
menjadi -3,57 persen. Namun pada pertumbuhan ekonomi tanpa migas,
pemulihan ekonomi pasca COVID-19 terlihat lebih tinggi dimana
pencapaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai 3,45
persen dan tahun 2024 menurun menjadi 2,42 persen.

Adapun pertumbuhan ekonomi sektoral tertinggi adalah pada
pertumbuhan PDRB kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib (9,67%), real estate (6,83), pengadaan listrik dan gas
(6,34%) dan diikuti perdagangan besar dan eceran (594%) dan jasa

kesehatan dan kegiatan sosial (5,40%).

b. Indeks Gini.

Indeks Gini menggambarkan hasil pengukuran ketimpangan
distribusi pendapatan di suatu wilayah, di mana nilai 0 menunjukkan
kesetaraan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimum.
Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah
suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh
lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan
peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara
horisontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan

pembangunan di Kabupaten Natuna adalah sulitnya kondisi geografis
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wilayah. Selain itu, walaupun pemerataan cukup baik, namun dari segi

kualitas masih perlu banyak perbaikan. Nilai Koefisien Gini dapat
dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:
a. G<03 = Ketimpangan Rendah
b. 0,3 <G <0,5 = Ketimpangan Sedang
c G>05 = Ketimpangan Tinggi

Secara umum, ketimpangan di Kabupaten Natuna berada pada
kategori rendah (di bawah 0,3) dimana pada tahun 2024 memiliki indeks gini
sebesar 0,285. Ketimpangan kesejahteraan di Kabupaten Natuna salah
satunya disebabkan dari kurang meratanya pembangunan dikarenakan
kondisi geografis yang cukup sulit dan aksesibilitas wilayah yang terbatas.

Tabel 2.31: Indeks Gini Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Gini 0,337 0,300 0,291 0,309 0,285*
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2024; *BPS Kepulauan Riau, 2025.

c. Angka Kemiskinan.

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika
pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai
perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama
dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan
jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama
penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase
penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun
non makanan, di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai
rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar
minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang

dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.
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Tabel 2.32: Angka Kemiskinan Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Tingkat Kemiskinan 4,43 4,95 532 5,25 5,04
a. Garis Kemiskinan (Rupiah) 408.164 = 420.503 = 449302 480.103 501,927
b. Jumlah Penduduk Miskin

re 3,47 3,98 432 430 417

¢. Indeks Kedalaman 0,40 0,44 1,06 0,70 0,31
Kemiskinan

b LEES NERETEIE: 0,05 0,07 0,25 0,14 0,03
Kemiskinan

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2024.
Pergerakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Natuna berjalan

fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hal tersebut menyebabkan
kebijakan pemerintah daerah menjadi cukup dinamis dalam menentukan
program dan kegiatan. Pada tahun 2022 merupakan tingkat kemiskinan
tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 5,32 dan kondisi
tersebut menurun di tahun 2023 dengan angka kemiskinan sebesar 5,25
persen dan menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 5,04 persen.
Meskipun angka ini mengalami penurunan, namun harus tetap diwaspadai
oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Selain indikator persentase penduduk miskin, terdapat indikator
kemiskinan lain yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu: dan indeks
kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada tahun 2023,
nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Natuna sebesar 0,70,
menurun dari tahun 2022 yang sebesar 1,06 dan kembali menurun pada
tahun 2024 sebesar 0,31. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini
mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di kabupaten
Natuna mendekati garis kemiskinan sehingga lebih mudah untuk keluar dari
status miskin. Lebih lanjut dari data yang ada, diketahui Indeks Keparahan
Kemiskinan di Kabupaten Natuna sebesar 0,14 pada tahun 2023, menurun
dari tahun 2022 yang sebesar 0,25, dan pada tahun 2024 kembali menurun
menjadi 0,03. Penurunan nilai indeks ini berarti ketimpangan pengeluaran

di antara penduduk miskin makin kecil.
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d. PDRB Per Kapita.

PDRB per kapita adalah indikator kemakmuran yang dihitung dari
nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dibagi jumlah penduduk. Nilai ini
dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta potensi sumber daya alam dan
faktor produksi di wilayah tersebut. Meskipun belum sepenuhnya
mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara merata, PDRB per kapita
tetap relevan untuk melihat tren peningkatan pendapatan agregat.

Pertumbuhan PDRB per kapita dengan migas menurun dari 290,85%
(2022) menjadi 268,37% (2024), sedangkan tanpa migas tumbuh positif dari
75,57% (2021) menjadi 87,84% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa faktor
produksi dan potensi sumber daya alam sangat memengaruhi fluktuasi
pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Natuna. Berikut PDRB Perkapita
Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024.

Tabel 2.33: PDRB Per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
! fu?)?:h?enga” Migas (uta 18405913  20.870.156 24.265430 23.507.240 22.692.670
PDRB Tanpa Migas (juta rupiah) ~ 6.145.656  6.285.249  6.716.388  7.187.080  7.494,090
2 Jumlah Penduduk 81.321 82.279 83.430 84.556 85.660
3 PDRB Perkapita
PDRB Perkapita dengan Migas 226,34 253,65 290,85 278,01 268,37
PDRB Perkapita Tanpa Migas 75,57 76,39 80,50 85,00 87,48

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025.

PDRB per kapita dengan migas di Kabupaten Natuna mengalami
fluktuatif dalam lima tahun terakhir yaitu menurun pada tahun 2023 dan
menurun kembali pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh dominasi dari
komoditas minyak dan gas di Kabupaten Natuna, maka PDRB per kapita non
migas dengan migas terpantau cukup jauh dan dari segi analisis
kesejahteraan masyarakat, maka lebih relevan jika melihat pada PDRB non
migas. Adapun pencapaian PDRB per Kapita non migas di Natuna pada
tahun 2023 mencapai 85,00 persen per kapita dimana angka ini meningkat

dari tahun sebelumnya yang mencapai 80,50 persen per kapita. Adapun
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PDRB per Kapita non migas tahun 2020 mengalami penurunan

dibandingkan tahun 2019 dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang
terjadi pada tahun 2020 hingga 2022.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator
ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar jumlah
pengangguran di Kabupaten Natuna dibandingkan dengan jumlah
penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya
tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase
angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Angka pengangguran di Kabupaten Natuna memiliki pergerakan
fluktuatif dan mencapai kondisi tertinggi dalam kurun waktu lima tahun
terakhir pada tahun 2021 sebesar 5,15 persen. Kemudian mengalami
penurunan yang cukup signifikan hingga di tahun 2023 pengangguran
menurun menjadi 4,05 persen dan pada tahun 2024 kembali menurun
menjadi 3,89 persen. Meskipun begitu, perlu ditelaah lebih dalam terkait
tenaga kerja di Kabupaten Natuna, khususnya dalam hal kompetensi
maupun keahlian sehingga terlihat produktivitas tenaga kerja yang
berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

6,00

5,15

5,00

4,00

3,00

2,00
2020 2021 2022 2023 2024

==@==TPT Kabupaten Natuna (%)

Gambar 2.18: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Natuna

Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024.
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f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu
indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh
mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan
oleh suatu daerah. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam
peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (a /ong and healthy life), yang
diukur oleh angka harapan hidup,

b. Dimensi pengetahuan (knowledge), yang diukur oleh harapan lama
sekolah dan rata-rata lama sekolah,

c. Dimensi standar hidup layak (a decent standard of living), yang diukur
dengan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Natuna terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten Natuna
berdasarkan perhitungan mertode baru mengalami tren peningkatan yang
konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar
72,72 dan meningkat menjadi 73,09 pada tahun 2021. Kenaikan ini terus
berlanjut dengan capaian 73,47 pada tahun 2022, kemudian naik signifikan
menjadi 74,21 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, IPM kembali
menunjukkan perbaikan dengan mencapai angka 74,56. Sedangkan
berdasarkan perhitungan metode lama, IPM Kabupaten Natuna lebih tinggi.
Pada tahun 2024 capaian IPM Kabupaten Natuna sebesar 78,60 meningkat
dari capaian 2023 mencapai 78,23 di atas capaian tahun 2022 yaitu 77,59.
Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan

manusia di Kabupaten Natuna.

II-57

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNAa.

Tabel 2.34: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna Tahun

2020-2024
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
IPM (metode baru) Indeks 72,72 73,09 73,47 74,21 74,56

IPM (metode lama) Indeks 77,03 77,33 77,59 78,23 78,60
Sumber: BPS Kabupaten Natuna 2024 dan BPS Provinsi Kepri, 2024, diolah.

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua.

Bagian ini menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua
penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi
seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
Berikut ini beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi

tersebut.

a. Usia Harapan Hidup (UHH).

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator demografis yang
menunjukkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang
dalam suatu populasi tertentu, biasanya dihitung dari saat lahir. UHH
mencerminkan kondisi kesehatan, kualitas hidup, dan faktor-faktor sosial
ekonomi di suatu daerah atau negara. UHH dapat dipengaruhi oleh
berbagai faktor, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, tingkat
pendidikan, pola makan, lingkungan, dan faktor genetik. Semakin tinggi
UHH, semakin baik kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di
wilayah tersebut. Sebaliknya, UHH yang rendah menunjukkan adanya
masalah kesehatan masyarakat, kemiskinan, atau konflik. Kondisi UHH
Kabupaten Natuna tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.35: Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Natuna
Tahun 2020-2024
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Usia Harapan Hidup Tahun 73,57 73,65 7390 7415 74,38
Sumber: Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Natuna, 2025, diolah.
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Selama 5 (lima) tahun terakhir, UHH Kabupaten Natuna

menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, UHH
tercatat sebesar 73,57 tahun, yang mencerminkan rata-rata usia hidup
penduduk saat lahir. Tahun berikutnya, yaitu 2021, angka ini mengalami
sedikit peningkatan menjadi 73,65 tahun, dan terus naik menjadi 73,90
tahun pada 2022. Peningkatan berlanjut pada 2023, di mana UHH mencapai
74,15 tahun, dan kembali naik menjadi 74,32 tahun pada tahun 2024.
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, terjadi peningkatan
sebesar 0,75 tahun, yang mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan
dalam aspek kesehatan, gizi, pelayanan kesehatan, serta kondisi sosial-
ekonomi masyarakat di Kabupaten Natuna. Peningkatan ini juga dapat
dilihat sebagai hasil dari berbagai program pembangunan daerah yang
fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk perbaikan
layanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta kesadaran masyarakat terhadap

hidup sehat.

b. Indeks Keluarga Sehat.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah salah satu indikator yang
digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat yang
mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Capaian IKS

Kabupaten Natuna dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai

berikut.
Tabel 2.36 : Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Natuna
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Keluarga Sehat 0.215 0.215 0.24 0,27 0,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, 2025, diolah.

Periode 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan pada

IKS Kabupaten Natuna. Tahun 2020 dan 2021 tercatat sebesar 0,215, yang
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menurut klasifikasi status kesehatan keluarga masih berada pada kategori

tidak sehat (IKS < 0,500). Nilai ini mencerminkan bahwa sebagian besar
keluarga belum memenuhi indikator-indikator dasar kesehatan, seperti
akses terhadap air bersih, sanitasi, imunisasi, hingga pengendalian penyakit
menular dan tidak menular.

Peningkatan mulai terlihat pada 2022, dengan IKS naik menjadi 0,24,
dan semakin menguat di tahun 2023 dan 2024, masing-masing menjadi 0,27
dan 0,29. Meskipun kenaikan ini menunjukkan arah yang positif dan hasil
dari intervensi berbagai program kesehatan, IKS Kabupaten Natuna selama
5 (lima) tahun terakhir belum berhasil keluar dari kategori “tidak sehat”,

karena masih berada di bawah ambang batas 0,500.

c. Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH cenderung menurun dari
tahun 2020 -2023, meskipun tahun 2022 meningkat tapi turun Kembali pada
tahun 2023, tingginya angka kematian bayi di Natuna dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain kondisi lahir, kelainan bawaan, dan penyakit
menular. Pneumonia adalah peradagangan akut jaringan paru yang
disebabkan oleh mikroorganisme (bakteri, jamur dan virus). Pneumonia juga
dikenal dengan istilah paru-paru basah yang memberikan kontribusi
terbesar Angka Kematian Bayi di Kabupaten Natuna pada tahun 2023 yaitu
sebanyak 26.6%, kemudian Diare sebanyak 20.0% dan 6.6% adalah BBLR
selebihnya adalah infeksi dan lainnya. Pada tahun 2024 angka kematian bayi
di Kabupaten Natuna mengalami peningkatan yakni 14,92.

Tabel 2.37: Angka Kematian Bayi Kabupaten Natuna 2020-2024

Tahun Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)
2020 14
2021 14
2022 17,46
2023 13,19
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Tahun Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)
2024 14,92
Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, 2020-2024.

d. Angka Kematian Balita (AKABA).

Angka kematian Balita di Kabupaten Natuna pada tahun 2020
menunjukkan 13,2 kasus per 1.000 KH, pada tahun 2021 meningkat menjadi
15,9 dan terus meningkat hingga mencapai 25,9 pada tahun 2022. Namun,
pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 22,0 dan semakin menurun
pada tahun 2024 hingga 14,9 kasus per 1.000 KH.

Tabel 2.38: Angka Kematian Balita Kabupaten Natuna 2020-2024

Tahun Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH)
2020 13,2
2021 15,9
2022 25,9
2023 22,0
2024 14,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, 2025.

e. Angka Kematian Ibu (AKI).

Kematian ibu di Kabupaten Natuna tahun 2020 sebanyak 2 kasus
dan meningkat drastis pada tahun 2021 menjadi 10 kasus dan tahun 2022
turun menjadi 1 kasus, kemudian meningkat kembali pada tahun 2023
sebanyak 2 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 2 kasus. Kematian Ibu yang
cenderung meningkat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tahun
2021 disebabkan oleh adanya pembatasan aktifitas mengakibatkan
kurangnya pelayanan ANC tepadu pada ibu hamil, distribusi SDK yang
belum merata di fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana
prasarana yang mendukung mutu pelayanan belum maksimal, selain itu
pemberian layanan dasar pada sasaran ibu hamil masih rendah, hal ini dapat
dilihat pada capaian ibu hamil yang dilayani sesuai standar hanya mencapai
84.41% pada tahun 2022, sedangkan pelayanan kesehatan ibu bersalin

sesuai standar hanya mencapai 84.68% pada tahun 2022.
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Tabel 2.39: Angka Kematian Ibu Kabupaten Natuna 2020-2024

Tahun Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)
2020 2
2021 10
2022 1
2023 2
2024 2

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, 2020-2024.

f. Angka Kesakitan.

Kabupaten Natuna telah menyediakan berbagai fasilitas kesehatan.
Kabupaten Natuna memiliki 3 unit rumah sakit yang terletak di Kecamatan
Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Bunguran Timur. Selain itu, ada juga 2 unit
poliklinik di Kecamatan Bunguran Timur dan 4 unit apotek di Kecamatan
Midai dan Kecamatan Bunguran Timur. Untuk layanan kesehatan dasar,
Kabupaten Natuna juga memiliki 13 unit puskesmas dan 34 unit puskesmas
pembantu (pustu) yang terletak di masing-masing kecamatan.

Namun, meski telah tersedia berbagai fasilitas kesehatan,
persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat
jalan selama sebulan terakhir juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun
sebelumnya. Pada tahun 2023, indikator ini mencapai 27,94 persen dan
kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar 30,61 persen. Hal ini mungkin
dikarenakan sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk mengobati
sendiri dan merasa tidak perlu untuk mengobati penyakitnya. Oleh karena
itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya penanganan medis yang tepat bagi kesehatan mereka.

Tabel 2.40: Indikator Angka Kesakitan Kabupaten Natuna 2020-2024

Tahun Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
2020 48,42

2021 29,37

2022 66,12

2023 27,94

2024 30,61

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2024.
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g. Persentase Balita Gizi Buruk.

Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat
kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang
atau tinggi badannya berada dibawah standar. Prevalensi stunting di
Kabupaten Natuna cenderung meningkat dari tahun 2020-2023, faktor
resiko yang paling dominan mempengaruhi kejadian Stunting adalah berat
badan lahir rendah pada bayi, persentase BBLR di Kabupaten Natuna
cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu 5,7% pada tahun 2020 dan
8.3% pada tahun 2023, capaian penurunan angka balita gizi buruk yakni
dengan perolehan 1,48% pada tahun 2024. Selain itu faktor-faktor yang
mempengaruhi prevalensi stunting adalah kurangnya pengetahuan ibu
mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas,
terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan post
natal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan
air bersih.

Tabel 2.41: Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Natuna 2020-2024

Tahun Presentase Balita Gizi Buruk
2020 9,77
2021 11,77
2022 11,93
2023 12,65
2024 1,48

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, 2020-2024.

h. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi di mana anak memiliki tinggi badan di
bawah standar usianya akibat kekurangan gizi yang terjadi dalam jangka
waktu lama. Hal ini bisa dipicu oleh rendahnya asupan nutrisi saat ibu hamil
maupun saat anak berada dalam fase pertumbuhan. Kondisi prevalensi
stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Natuna

dalam masa 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.
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Tabel 2.42: Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Prevalensi Stunting % 17,36 17,80 18,00 16,10 18,50
(Pendek dan Sangat
Pendek)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, prevalensi stunting di Kabupaten
Natuna mengalami fluktuasi dengan tren penurunan pada dua tahun
terakhir. Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 17,36%, dan
mengalami sedikit kenaikan menjadi 17,80% pada 2021, serta 18,00% pada
2022, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Peningkatan
ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan gizi anak,
kualitas pola asuh, serta akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi.
Namun demikian, mulai tahun 2023, angka stunting berhasil ditekan secara
signifikan menjadi 16,10%, dan terus menurun menjadi 15,98% pada tahun
2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek
penanganan stunting, termasuk peningkatan cakupan intervensi gizi spesifik
dan sensitif, pelibatan lintas sektor, serta perbaikan akses pangan bergizi dan
sanitasi lingkungan. Tren penurunan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten
Natuna telah berada di jalur yang tepat menuju pengurangan stunting yang

berkelanjutan.

i. Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) penyebab
kematian tertinggi di seluruh dunia dan penyebab utama kematian dari agen
infeksius. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis
(treatment coverage) di Kabupaten Natuna tahun 2020-2024 sebagai

berikut.
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Tabel 2.43: Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
(Treatment Coverage) di Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Cakupan Penemuan dan % 62,75 42,42 51,75 64,19 67,13
Pengobatan Kasus
Tuberkulosis  (7reatment
Coverage)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di
Kabupaten Natuna mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir,
namun secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan yang positif,
terutama dalam 2 (dua) tahun terakhir. Tahun 2020 berada di angka 62,75%,
menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mendeteksi dan menangani
kasus tuberkulosis di masyarakat. Namun, pada tahun 2021, capaian
menurun menjadi 42,42%. Tahun 2022, cakupan meningkat kembali menjadi
51,75%, dan mengalami lonjakan signifikan pada 2023 mencapai 64,19%.
Kemajuan ini dilanjutkan pada tahun 2024, yaitu berhasil ditingkatkan
menjadi 67,13%, yang menjadi capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

Sedangkan Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment
success rate) di Kabupaten Natuna tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.44: Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( Treatment Success
Rate) di Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024
Indikator Satuan | 2020 2021 2022 2023 2024

Angka Keberhasilan % 93,1 55,2 56,8 63,7 65,4
Pengobatan  Tuberkulosis
(Treatment Success Rate)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)
di Kabupaten Natuna dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup dinamis, dengan
penurunan tajam di awal dan pemulihan bertahap setelahnya. Tahun 2020,
keberhasilan pengobatan tuberkulosis tercatat sangat tinggi, yakni sebesar
93,1%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasien TB berhasil

menyelesaikan pengobatannya sesuai standar. Namun, pada tahun 2021,
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terjadi penurunan drastis menjadi 55,2%, dan hanya sedikit membaik

menjadi 56,8% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka keberhasilan mulai
menunjukkan tren positif dengan peningkatan menjadi 63,7%, dan kembali
naik menjadi 654% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan
mulainya pemulihan sistem layanan tuberkulosis, termasuk penguatan
pemantauan pasien, peningkatan edukasi tentang pentingnya
menyelesaikan pengobatan, serta dukungan kader dan tenaga kesehatan di

lini terdepan.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata.

Bagian ini menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan
sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan
kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat.

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Natuna belum
memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Pada tahun 2023 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna
adalah 9,08 tahun dan tahun 2024 rata-rata lama sekolah di Kabupaten
Natuna adalah 9,20 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di
Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 9 tahun atau setara
dengan kelas 3 SMP.

Tabel 2.45: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Natuna

Tahun 2020-2024
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,73 8,92 8,96 9,08 9,20
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2024, diolah.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS).
Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Kabupaten Natuna yang
menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami
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peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten

Natuna pada tahun 2023 sebesar 13,93 yang dapat diartikan bahwa
peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk
Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,93 tahun (setara dengan
jenjang pendidikan D1). Pada tahun 2024 capain angka harapan lama
sekolah Kabupaten Natuna ialah 13,94.

Tabel 2.46: Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Natuna

Tahun 2020-2024
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Harapan Lama Sekolah Tahun 13,90 13,91 13,92 13,93 13,94
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2024, diolah.
c. Angka Literasi/Numerasi
Terkait dengan pendidikan di Kabupaten Natuna juga dapat dilihat
dari angka literasi dan numerasi SD dan SMP yang diperoleh dari nilai raport
ditahun 2022-2024 seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 47 : Angka Literasi/ Numerasi Kabupaten Natuna
Tahun 2022-2024
No Rincian Angka Literasi/ Numerasi 2022 2023 2024
1 Angka Literasi SD berdasarkan Assesmen 50,74 59,14 52,56

Nasional
2 Angka Numerasi SD berdasarkan 37,66 43,53 46,76
Assesmen Nasional
3 Angka Literasi SMP berdasarkan 58,36 66,57
) 69,30
Assesmen Nasional
4 Angka Numerasi SMP berdasarkan 53,54 4413 5983

Assesmen Nasional
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, 2025, diolah.

Hasil Asesmen Nasional terhadap capaian literasi dan numerasi siswa
SD dan SMP di Kabupaten Natuna selama tahun 2022 hingga 2024
menunjukkan dinamika perkembangan yang variatif. Pada jenjang SD,
angka literasi Kabupaten Natuna tercatat sebesar 50,74 pada tahun 2022,
meningkat menjadi 59,14 pada tahun 2023, namun mengalami penurunan

kembali ke 52,56 di tahun 2024. Sementara itu, angka numerasi SD
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menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, dari 37,66 (2022) menjadi

43,53 (2023), dan naik lagi ke 46,76 pada tahun 2024. Meskipun
peningkatannya belum signifikan, hal ini mencerminkan adanya perbaikan
kemampuan siswa SD di Kabupaten Natuna.

Untuk SMP, angka literasi mengalami peningkatan yang konsisten
dan positif, yakni dari 58,36 pada tahun 2022 menjadi 66,57 pada 2023, dan
meningkat lagi ke 69,30 di tahun 2024. Sedangkan angka numerasi SMP
sempat mengalami penurunan dari 53,54 (2022) ke 44,13 (2023), namun
kembali melonjak menjadi 59,83 pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan
bahwa meskipun terdapat fluktuasi, kompetensi numerasi siswa SMP di

Kabupaten Natuna secara umum mengalami peningkatan yang cukup baik.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran
terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi
dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan
sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi
masyarakat.

Tabel 2.48 : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat
Sumber: Perpusnas,2025 diolah

Indeks 0 0 71,89 82,45 74,48

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Natuna
menunjukkan peningkatan, dengan nilai 71,89 pada 2022 dan meningkat
menjadi 82,45 pada 2023, menurun di tahun 2024 (74,48%). Pada tahun
2023 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabuupaten Natuna adalah

yang paling tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.
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e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan.

Pendidikan adalah salah satu aspek yang sering digunakan dalam
menilai kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Jenjang Pendidikan
Tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang
ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah: (i) SD
meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat; (ii) SMP meliputi
jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah; (iii) SMP kejuruan
dan sederajat; (iv) SMA meliputi jenjang pendidikan, Sekolah Menengah
Atas (SMA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan
sederajat; dan (v) Perguruan Tinggi (PT) meliputi jenjang pendidikan
Diploma I, II, Il dan IV dan sederajat.

Penduduk Kabupaten Natuna yang berumur 15 (lima belas) tahun
ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada
tahun 2023 didominasi oleh tamatan SMA sebanyak 14.400 jiwa, meningkat
1.353 jiwa dari jumlah 13.407 jiwa pada tahun 2020. Sementara urutan kedua
yang mendominasi pada tahun 2023 ialah penduduk tamatan SD yaitu
sebanyak 13.448 jiwa, menurun sebanyak 1.968 jiwa dari jumlah 15.416 jiwa
pada tahun 2020. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan tamatan SMP
paling sedikit jumlahnya pada tahun 2023 yaitu sebesar 6.449 jiwa, diikuti
tamatan PT sebesar 8.615 jiwa. Berdasarkan hal tersebut diketahui sebagian
besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna ialah tamatan SMA dan
SD, kondisi ini menunjukkan masih belum maksimalnya pengelolaan
peningkatan kualitas SDM penduduk Kabupaten Natuna untuk dapat
bersaing di pasar kerja global maupun lokal. Pada tahun 2024 jumlah
angkatan kerja dengan pendidikan tertinggi ditamatkan yaitu PT mengalami
peningkatan sebesar 9.496 jiwa. Pendidikan yang ditamatkan penduduk
Kabupaten Natuna menurut angkatan kerja tahun 2020-2024 disajikan pada

tabel berikut.

-
-—g

II-69

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNAa.

Tabel 2.49: Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Angkatan
Kerja di Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Tahun Angkatan Kerja Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jumlah
SD SMP SMA PT

2020 Bekerja 15.416 4822  13.047 5201 38.486

Pengangguran 525 290 567 262 1.644

Jumlah Angkatan Kerja 15.941 5.112 13.614 5463 40.130

Presentase Bekerja

terhadap Angkatan Kerja 96,71 94,33 95,84 95,20 95,52

2021 Bekerja 15.539 4417 14.820 5567 40.343
Pengangguran 502 443 812 435 2.192
Jumlah Angkatan Kerja 16.041 4.860 15.632 6.002  42.535

Presentase Bekerja

terhadap Angkatan Kerja 96,87 90,88 94,81 92,75 94,85

2022 Bekerja 13.226 5573  13.206 6.922  38.927
Pengangguran 463 253 969 = 1.685
Jumlah Angkatan Kerja 13.689 5.826 14.175 6.922 44721

Presentase Bekerja

terhadap Angkatan Kerja 99,62 100,00 95,66 93,16 100,00

2023 Bekerja 13.448 6.449  14.400 8.615 42912
Pengangguran 64 - 1.400 345 1.809
Jumlah Angkatan Kerja 13.512 6.449 15.800 8.960 44.721

Presentase Bekerja

terhadap Angkatan Kerja 99,53 100,00 91,14 96,15 95,95

2024 Bekerja 12.950 5447  15.968 9496  43.861
Pengangguran 171 201 1.200 201 1.773
Jumlah Angkatan Kerja 13.121 5.648 17.168 9.697 45.634

Presentase Bekerja
terhadap Angkatan Kerja
Sumber: Kabupaten Natuna Dalam Angka 2021-2024, diolah.

98,70 96,44 93,01 97,93 96,11

f. Angka Partisipasi Murni (APM).

Dari segi pendidikan, ada dua indikator yang digunakan untuk
mengukur partisipasi dan penyerapan pendidikan, yaitu APM (Angka
Partisipasi Murni) dan APK (Angka Partisipasi Kasar). APM merupakan angka
yang menunjukkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia
sekolah. Data APM dan APK Kabupaten Natuna sepanjang tahun 2020-2024

ada pada tabel berikut.
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Tabel 2.50: Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Natuna
Tahun 2022-2023
Jenjang Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pendidikan 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
SD/MI/

. 98,87 99,02 99,08 99,87 98,38 105,16 10599 10552 10511 108,10
Sederajat
SMP/MTS/ 91,96 9182 9183 | 8338 8191 959 | 100,06 9569 = 9837 92,87
Sederajat
SMASMIMA 2227 7211 7208 6149 6362 8344 9016 89,13 7580 9338
/Sederajat

Sumber: BPS Kabupaten Natuna,2020-2024.

Berdasarkan data di atas, pada jenjang SD/MI/Sederajat, Angka
Partisipasi Murni (APM) menunjukkan stabilitas dengan sedikit fluktuasi,
mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 99,87% sebelum sedikit
menurun menjadi 98,38% pada tahun 2024. Sementara itu, Angka Partisipasi
Kasar (APK) mengalami sedikit penurunan dari 105,16% pada tahun 2020 ke
105,11% pada tahun 2023, namun meningkat tajam menjadi 108,10% pada
tahun 2024.

Untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat, APM mengalami penurunan
yang konsisten dari 91,96% pada tahun 2020 menjadi 81,91% pada tahun
2024. Di sisi lain, APK mengalami fluktuasi, dengan peningkatan dari 95,9%
pada tahun 2020 ke 100,06% pada tahun 2021, kemudian menurun kembali
ke 92,87% pada tahun 2024.

Pada jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat, APM menunjukkan
penurunan yang signifikan dari 72,27% pada tahun 2020 menjadi 61,49%
pada tahun 2023, sebelum sedikit meningkat ke 63,62% pada tahun 2024.
APK mengalami peningkatan dari 88,44% pada tahun 2020 ke 90,16% pada
tahun 2021, kemudian menurun tajam ke 75,80% pada tahun 2023, dan
kembali meningkat ke 93,38% pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa peningkatan dalam

APK, terutama di jenjang SD/MI dan SMA/SMK/MA, terdapat tantangan
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dalam mempertahankan atau meningkatkan APM, terutama di jenjang

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

g. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator
dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas
pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS
semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam
pendidikan. Kondisi APS Anak Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Natuna sebagai
berikut.

Tabel 2.51: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 5-6 Tahun
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Angka Partisipasi Sekolah

(APS)  Anak Usia 5-6 Tahun 59,05 67,01 69,46 55,45 80,21
Tahun.
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.

APS Anak Usia 5-6 Tahun di Kabupaten Natuna menunjukkan
fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada
tahun 2020, tingkat partisipasi sekolah anak usia dini tercatat sebesar 59,05
persen. Angka ini mengalami peningkatan berturut-turut pada tahun 2021
dan 2022, masing-masing mencapai 67,01 persen dan 69,46 persen,
mencerminkan adanya perbaikan akses dan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya pendidikan anak usia dini. Namun, pada tahun 2023 terjadi
penurunan cukup tajam menjadi 55,45 persen. tahun 2024 melonjak hingga

80,21 persen, menandai pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif.
Bagian ini menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi

kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif
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sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang

lebih baik.

a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kondisi perlindungan sosial bidang kesehatan di Kabupaten Natuna
menurut cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai
berikut.

Tabel 2.52: Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di
Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Cakupan Kepesertaan
Jaminan Kesehatan % 100 100 100 102,15 100
Nasional.

Sumber: Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Natuna, 2025, diolah.

Kabupaten Natuna menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan
akses layanan kesehatan yang merata dan inklusif melalui program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN). Selama 5 (lima) tahun terakhir, cakupan
kepesertaan JKN di Kabupaten Natuna secara konsisten berada pada angka
maksimal yaitu 100 persen. Sedangkan menurut skema kepesertaannya,
sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53: Skema Kepesertaan Jaminan Kesehatan
di Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

Jenis Jaminan

BPJS BPJS
Kesehatan Kesehatan .
. . . Asuransi Perusahaan/
Uraian Penerima Non-Penerima Jamkesda
Swasta Kantor
Bantuan Iuran Bantuan Iuran
(PBI) (Non-PBI)
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
Kepesertaan
CIUIE] 65,99 66,70 68,57 23,62 27,97 2654 122 - - - 008 020 004 014 0,59
Kesehatan

(%)
Sumber: BPS Kepri, 2024-2025.

Persentase peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
meningkat secara konsisten dari 65,99% pada tahun 2022 menjadi 68,57%

pada tahun 2024, sementara BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran
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(Non-PBI) mengalami fluktuasi dengan penurunan dari 27,97% pada tahun

2023 menjadi 26,54% pada tahun 2024. Selain itu, terdapat kepesertaan
jaminan kesehatan dari Jamkesda, asuransi swasta, dan perusahaan/kantor.
b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, kondisi cakupan
kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna tahun
2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.54: Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Cakupan kepesertaan
Jaminan Sosial % 99,86 47,71 5347 5495 54,95
Ketenagakerjaan

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

c. Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam
memperoleh kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Kondisi penyandang
disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten tahun 2020-2024
sebagai berikut.

Tabel 2.55: Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Penyandang
Disabilitas Bekerja di % NA NA NA 20,38 20,38

Sektor Formal
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.

Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor formal di
Kabupaten Natuna tercatat pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing
sebesar 20,38 persen, capaian ini menunjukkan adanya kemajuan awal
dalam upaya menciptakan dunia kerja yang lebih inklusif bagi kelompok

disabilitas.
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2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.

Bagian ini menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai
landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta
pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta
memperteguh jati diri bangsa.

a. Kerukunan Umat Beragama.

Dalam konteks indeks kerukunan umat beragama, meskipun data
spesifik untuk Kabupaten Natuna belum tersedia secara terpisah, tren di
tingkat Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang sangat positif.
Pada tahun 2023, Kepulauan Riau menempati peringkat kedua nasional
dengan skor indeks kerukunan sebesar 83,58 (kategori tinggi), yang
mencerminkan kualitas hubungan antar umat beragama yang harmonis dan
produktif. Sedangkan tahun 2024 sedikit menurun menjadi 82,21. Hal ini
mengindikasikan bahwa Kabupaten Natuna juga berada dalam ekosistem
sosial yang stabil dan mendukung praktik keberagamaan yang maslahat.

100

%0 85,78 8358 T

80 76,20

70

60,29
60
50

40
2020 2021 2022 2023 2024

Gambar 2.19: Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020-2024
Sumber: RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045, Kemenag Prov Kepri.

b. Pembangunan Kebudayaan.
Selain Indeks Kerukunan Umat Beragama terdapat pula Indeks
Pembangunan Kebudayaan, yang keduanya berfungsi untuk memotret

kekuatan karakter serta keteguhan jati diri bangsa. Adapun Indeks
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Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Natuna tahun 2020-2024

sebagai berikut.

Tabel 2.56: Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Natuna
Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan 59,24 52,12 56,50 53,12 Be'IL.Jm
(TPK) rilis

Sumber: Rancangan Teknoratik RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

IPK Kabupaten Natuna mengalami fluktuasi selama periode 2020
hingga 2023. Pada tahun 2020, IPK Kabupaten Natuna tercatat sebesar
59,24, yang kemudian mengalami penurunan cukup signifikan menjadi
52,12 pada tahun 2021. Tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan dengan
kenaikan indeks menjadi 56,50, namun kembali mengalami penurunan pada
tahun 2023 ke angka 53,12. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam
pembangunan sektor kebudayaan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai
faktor seperti dukungan anggaran, aktivitas budaya, pelestarian warisan
budaya, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi
yang lebih konsisten dan berkelanjutan untuk menjaga serta meningkatkan
nilai IPK ke depan.

Sedangkan perkembangan warisan budaya tak benda yang telah
ditetapkan terhadap total pencatatan di Kabupaten Natuna tahun 2020-
2024 sebagai berikut.

Tabel 2.57: Warisan Budaya Tak Benda Yang Telah Ditetapkan
Terhadap Total Pencatatan di Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024
Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase warisan
budaya tak benda
yang telah ditetapkan % 9,09 12,12 12,12 12,12 12,12
terhadap total

pencatatan
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.
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Persentase warisan budaya tak benda (WBTb) yang telah ditetapkan

di Kabupaten Natuna mengalami peningkatan pada tahun 2021, dari 9,09%
menjadi 12,12%. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, persentase tersebut
tidak mengalami perubahan, tetap berada di angka 12,12%. Hal ini
mengindikasikan perlunya dorongan lebih lanjut dalam upaya penetapan

WBTb agar sejalan dengan pencatatan yang dilakukan.

c. Potensi Konflik Terselesaikan

Potensi konflik merupakan suatu kondisi atau situasi yang
mengandung unsur ketegangan sosial, perbedaan kepentingan, atau
ketidakpuasan antarindividu, kelompok, atau antarwilayah yang berisiko
menimbulkan konflik terbuka di masa mendatang jika tidak segera dikelola
atau diselesaikan. Kondisi potensi konflik terselesaikan di Kabupaten Natuna
tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.58: Persentase Potensi Konflik Terselesaikan di Kabupaten
Natuna Tahun 2020-2024
Uraian Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Persentase potensi
konflik terselesaikan
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna.

% 100 100 100 100 100

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Natuna berhasil
mempertahankan capaian maksimal dalam penyelesaian potensi konflik
sosial dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen setiap tahunnya.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap potensi konflik yang teridentifikasi dapat

dikelola dan diselesaikan melalui berbagai pendekatan.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat
Inklusif.

Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan

individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya
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sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak
pembangunan, termasuk ketimpangan gender dan kondisi

pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender.

a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang
ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga
dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar 0-
100, yakni nilai <40 berkategori Rentan (Kurang Baik), 40-70 berkategori
Berkembang (Cukup Baik), dan nilai >70 berkategori Tagguh (Baik). Berikut
disajikan iBangga Kabupaten Natuna tahun 2022-2024.

Tabel 2.59: Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Natuna
Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Pembangunan Keluarga

. NA NA 57,43 61,36 65,21
(iBangga)

Sumber: Dinas DP3AP2KB Kabupaten Natuna, dan Sistem Informasi Peringatan Dini
Pengendalian Penduduk (Siperindu) Kemendukbangga/BKKBN, 2025.

iBangga Kabupaten Natuna menunjukkan tren peningkatan yang
positif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 57,43,
kemudian meningkat menjadi 61,36 pada tahun 2023, dan terus naik hingga
mencapai 65,21 pada tahun 2024. Berdasarkan kategori yang ditetapkan,
nilai iBangga antara 40 hingga 70 termasuk dalam kategori Berkembang
(Cukup Baik). Dengan demikian, capaian iBangga Kabupaten Natuna selama
tiga tahun terakhir masih berada dalam kategori Berkembang, namun
menunjukkan arah perbaikan yang konsisten. Tren ini mencerminkan
peningkatan kualitas pembangunan keluarga, khususnya dalam aspek
ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Upaya

berkelanjutan tetap diperlukan agar indeks ini dapat terus ditingkatkan dan
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mencapai kategori Tangguh (Baik) dengan nilai di atas 70 pada tahun-tahun

mendatang.

b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Ketimpangan Gender adalah pengukuran ketimpangan
gender pada tiga dimensi: Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan, dan Pasar
Tenaga Kerja. Berikut data IKG Kabupaten Natuna tahun 2020-2024.
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0,800
0,700
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Gambar 2.20: Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Natuna
Sumber : BPS Kabupaten Natuna.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Natuna mengalami
fluktuasi dari 0,837 pada tahun 2020, menurun menjadi 0,528 pada 2023,
kemudian meningkat kembali menjadi 0,805 pada tahun 2024. Namun
dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir sedikit mengalami penuruan sebesar
0,032 poin.

c. Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Membangun kesetaraan dan keadilan gender adalah hal yang
sudah diupayakan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan- kebijakan.
Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan
dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam
berbagai program pembangunan. Partisipasi perempuan dalam program

tersebut, terutama ditujukan dalam peningkatan kualitas hidup melalui
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program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut

mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan
kemudahan akses ekonomi dan sosial.

Implementasi program pembangunan tersebut antara lain
peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai
proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan
kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan,
dan lembaga-lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus
dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum
memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan
peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender. Indikator
yang relevan dalam melihat pembangunan kesetaraan gender adalah
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dimana pada tahun 2024 capaian IPG di
Kabupaten Natuna sebesar 91,82 serta sedikit menurun dari tahun 2023
sebesar 92,07.

Tabel 2.60: Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Natuna

Tahun 2020-2024
Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,67 91,95 91,86 92,07 91,82

Sumber: BPS, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYzlzl=/indeks-pembangunan
gender--ipg-.htm]

d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga mengenalkan
ukuran komposit lain yang berkaitan dengan gender, yaitu Indek
Pemberdayaan Gender (IDG). IDG digunakan untuk mengukur persamaan
peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik,
dan pengambilan keputusan. IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen,

yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga
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profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan.
Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga
komponen tersebut.

Tabel 2.61: Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Natuna

Tahun 2020-2024
Uraian 2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG) 4299 4295 4296 50,13 43,86

Sumber: BPS, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY4lzI=/indeks-pemberdayaan-gender-

idg--html

Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan
data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik
bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program
pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun capaian Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Natuna dalam rentang waktu 5
(lima) tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 42,99 pada
tahun 2020 menjadi 43,86 pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa
meskipun ada kemajuan, namun masih ada tantangan dalam

memberdayakan perempuan di Kabupaten Natuna.

e. Pemuda dan Olahraga.

Keterlibatan pemuda sebagai subjek pembangunan menjadi bagian
penting untuk memaksimalkan peran pemuda sebagai agen kunci
perubahan sosial, pembangunan ekonomi dan juga inovasi teknologi.
Pembangunan pemuda yang inklusif dan holistik dapat mendorong inovasi,
meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional di
kancah global. Dengan memberikan ruang bagi partisipasi aktif pemuda
dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan masyarakat, kita
dapat menciptakan lingkungan yang lebih dinamis, kreatif, dan adaptif

terhadap perubahan, sehingga mendukung tercapainya tujuan

naTunNAa.
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pembangunan yang berkelanjutan. Memahami hal tersebut, salah satu

indikator untuk melihat kualitas pemuda adalah mellaui Indeks
Pembangunan pemuda, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Berdasarkan data capaian Indeks Pembangunan Pemuda menunjukkan
penurunan dari tahun 2020 sebesar 55,67 menjadi 55,17 pada tahun 2021
dan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2023 yang
mencapai 55,83. Data tahun 2024 belum rilis.

56,00 55,83
55,80 55,67 55,67

55,60 .............................................................
55,40 aeeen gt

55,20

55,00

54,80
2020 2021 2022 2023

Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks)

4.« Linear (Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks))

Gambar 2.21: Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Natuna
Tahun 2020-2023

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.

2.1.3.1. Daya Saing Sumberdaya Manusia.
Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen vital dalam

masyarakat yang memiliki peran krusial dalam mencapai pembangunan
daerah yang berkelanjutan. SDM tidak hanya berfungsi sebagai kelompok
sasaran dari berbagai program pembangunan, tetapi juga sebagai
pelaksana yang aktif dalam proses tersebut. Oleh karena itu,
pengembangan sumber daya manusia harus diarahkan secara strategis
untuk mencapai kesejahteraan sosial yang terstruktur dan teratur.
Pengembangan SDM yang efektif mencakup peningkatan kualitas

pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap informasi yang
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relevan. Dengan demikian, setiap individu dalam masyarakat akan memiliki

kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka, sehingga dapat

berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan daerah.

a. Rasio penduduk usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan
Tertinggi Yang Ditamatkan.

Pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang berkelanjutan
diharapkan dapat memperkuat daya saing sumber daya manusia dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari
tahun 2020 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan
sampai ke jenjang perguruan tinggi semakin meningkat. Pada tahun 2020
sebesar 4.463, tahun 2021 sebesar 6.002, tahun 2022 sebesar 6.922 dan
terus bertambah di tahun 2023 sebesar 8.690.

Tabel 2.62: Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Natuna 2020-2024

Tahun SD SMP SMA PT
2020 15.941 5.112 13.614 5.463
2021 16.041 4.860 15.632 6.002
2022 13.689 5.826 14.175 6.922
2023 13.512 6.449 15.800 8.960
2024 13.121 5648 17.168 9.697

Sumber: BPS Natuna, 2024.

b. Rasio Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan.

Rasio angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan di
Kabupaten Natuna memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan yang
dimiliki oleh penduduk yang aktif dalam angkatan kerja. Data ini
memperlihatkan bagaimana kualitas sumber daya manusia di suatu daerah
dan bagaimana pendidikan memengaruhi kemampuan individu untuk
berpartisipasi dalam pasar kerja. Jumlah angkatan kerja berdasarkan tabel
di bawah menunjukkan angka yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2020
sebesar 40.130, tahun 2021 meningkat sebesar 42.535, tahun 2022 menurun

naTunNAa.
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40.612 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan

kembali sebesar 44.721 dan pada tahun 2024 sebesar 45.634.

Tabel 2.63: Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Yang

Tahun

2020
2021
2022
2023
2024

Ditamatkan Kabupaten Natuna 2020-2024
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Yang
Ditamatkan
40.130
42.535
40.612
44721
45.634

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2020-2024.

c. Rasio Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.

Rasio |

umlah penduduk menurut pekerjaan adalah ukuran yang

menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan atau sektor

ekonomi yang
struktur ekono
kondisi pasar

pembangunan

mereka geluti. Rasio ini memberikan gambaran tentang
mi suatu daerah dan dapat digunakan untuk menganalisis
tenaga kerja, serta untuk merumuskan kebijakan

yang lebih efektif. Hubungan antara daya saing sumber daya

manusia (SDM) dan rasio jumlah penduduk menurut pekerjaan di

Kabupaten Natuna sangat erat, karena keduanya saling memengaruhi

dalam konteks

pembangunan ekonomi dan sosial.

Tabel 2.64: Rasio Jumlah Penduduk yang menurut Mata Pencaharian

Tahun
2020
2021
2022
2023
2024

di Kabupaten Natuna 2020-2024
Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan
38.486
40.343
38.927
42912
43.861

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2020-2024.

d. Rasio Ketergantungan.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Natuna menunjukkan beban

penduduk usia

produktif terhadap penduduk non-produktif. Kelompok usia
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produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun,

yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun
sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada
kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum
mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi
secara ekonomi maupun sosial. Ini juga dapat memberikan gambaran
tentang kebutuhan akan program-program sosial dan kesejahteraan untuk
membantu orang-orang yang tidak bekerja. Semakin besar angka
ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok
produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30,
sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin
rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi
perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang
ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat
berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh
kelompok non produktif.

Angka ketergantungan Kabupaten Natuna setiap tahunnya berada
di bawah angka 50 yang mengindikasikan pada beberapa tahun terakhir
memasuki kondisi bonus demografi sebagai kondisi di mana merupakan
peluang dalam akselerasi pembangunan di suatu wilayah jika dapat
dimanfaatkan dengan optimal. Rasio keterganungan Kabupaten Natuna
pada tahun 2024 adalah 48,70. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100
penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 48 sampai 49
penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

Tabel 2.65: Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna
Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah penduduk usia <15 tahun 22,59 22,70 22,90 23,00 23,31
Jumlah penduduk usia >64 tahun 4,23 4,55 4,91 4,63 5,14

Jumlah penduduk usia tidak produktif = 26,82 27,25 27,81 27,63 28,45
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NeTU:

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun 55,67 56,11 57,64 56,93 58,32
Angka Ketergantungan 49,06 48,56 48,25 48,53 48,70

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2024.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.

Menjelaskan kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi
pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat
keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat
struktur ekonomi dalam jangka panjang.

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan.

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis dalam
mendorong transformasi ekonomi daerah dari ketergantungan pada sumber
daya alam menuju ekonomi bernilai tambah. Dalam konteks Kabupaten
Natuna, sektor ini memiliki potensi besar namun masih menghadapi
berbagai tantangan struktural, baik dari sisi kapasitas produksi, keterbatasan
infrastruktur pendukung, maupun rendahnya investasi industri. Rasio Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) industri pengolahan terhadap total PDRB
Kabupaten Natuna menunjukkan kontribusi yang masih relatif kecil. Hal ini
mencerminkan bahwa struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh
sektor primer, khususnya perikanan, pertanian, dan pertambangan,
sementara sektor sekunder seperti industri pengolahan belum berkembang
secara optimal. Padahal, Kabupaten Natuna memiliki kekayaan sumber daya
alam, khususnya hasil laut, yang berpotensi besar untuk diolah menjadi
produk bernilai tambah melalui industri pengolahan berbasis kelautan dan
perikanan.

Sektor industri pengolahan merupakan indikator penting dalam
mengukur tingkat industrialisasi dan daya saing ekonomi suatu daerah. Rasio
PDRB industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) mencerminkan kontribusi sektor sekunder dalam struktur

n’
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perekonomian daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan
bahwa dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor industri pengolahan
terhadap total PDRB Kabupaten Natuna masih di bawah 5%. Ini menandakan
bahwa proses hilirisasi sumber daya alam menjadi produk olahan belum
berkembang secara signifikan. Padahal, Natuna memiliki potensi besar
dalam pengolahan hasil laut, pengolahan kelapa dan produk turunannya,
serta potensi pengembangan agroindustri berbasis hasil pertanian dan
hortikultura. Kondisi ini mengindikasikan dominasi ekonomi ekstraktif
(resource-based) yang cenderung menghasilkan nilai tambah rendah. Hal ini
juga berdampak pada terbatasnya serapan tenaga kerja di sektor industri
dan rentannya struktur ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas mentah

di pasar global.

Tabel 2.66: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Natuna
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Industri Pengolahan 0,91 0,82 0,74 0,78 0,86
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025.

Secara keseluruhan, rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten
Natuna mengalami penurunan dari 0,91 pada tahun 2020 menjadi 0,74 pada
tahun 2022, yang menunjukkan penurunan dalam sektor ini sebesar 18,68%
dalam dua tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023 mengalami sedikit
kenaikan sebesar 0,78 dan tahun 2024, terus mengalami kenaikan kembali
sebesar 0,86, yang dapat menunjukkan adanya pemulihan atau stabilitas

dalam sektor ini setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

b. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum.
Sektor akomodasi serta makan dan minum merupakan salah satu
subsektor jasa yang memiliki peran penting dalam mendukung

pengembangan ekonomi lokal, terutama di daerah dengan potensi

naTunNAa.

I1-87

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNAa.

pariwisata, kelautan, dan perbatasan seperti Kabupaten Natuna. Rasio

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ini terhadap total PDRB
daerah mencerminkan tingkat perkembangan usaha pariwisata, perhotelan,
kuliner, dan pelayanan publik terkait. Kontribusi sektor akomodasi makan da
minum terhadap PDRB Kabupaten Natuna masih tergolong rendah, namun
menunjukkan tren yang relatif stabil bahkan sedikit meningkat dalam
beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya potensi pertumbuhan
apabila dikelola dengan strategi yang tepat, terutama jika dikaitkan dengan
pengembangan pariwisata bahari dan geopark Natuna yang tengah
dipromosikan sebagai destinasi unggulan nasional.

Saat ini, pelaku usaha di sektor ini didominasi oleh skala mikro dan
kecil, terutama warung makan, rumah makan, dan homestay yang tersebar
di wilayah-wilayah strategis seperti Ranai, Serasan, Midai, dan Kecamatan
Bunguran Timur. Di sisi lain, jumlah akomodasi formal seperti hotel dan
penginapan masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
pelayanan. Rendahnya volume kunjungan wisatawan, baik domestik maupun
mancanegara, akibat keterbatasan akses transportasi, infrastruktur
pariwisata, dan promosi destinasi masih menjadi tantangan yang
memengaruhi rasio PDRB sektor akomodasi makan dan minum.

Tabel 2.67: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Natuna
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025.

0,55 0,51 0,46 0,50 0,57

Upaya peningkatan PDRB pada sektor penyediaan akomodasi makan
dan minum di Kabupaten Natuna masih belum maksimal. Selama lima tahun
terakhir (2020-2024) rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum
pergerakannya cukup lambat, terutama di tahun 2021 hingga tahun 2022

yang mengalami penurunan. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan
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minum pada tahun 2024 sebesar 0,57 yang mencermin sedikit kenaikan

dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 hingga tahun 2023.

c. Rasio Kewirausahaan.

Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah tidak stabilnya
ekonomi yang diakibatkan dari gejolak perdagangan internasional. Selain
itu, banyak wirausaha yang belum siap dengan kebijakan pemerintah yang
berdampak pada perlambatan ekonomi. Hal ini terlihat dari rasio
kewirausahaan Kabupaten Natuna. Berdasarkan data rasio kewirausahaan
terlihat capaian yang fluktuatif namun memiliki pola meningkat. Adapun
capaian tertinggi berada di tahun 2022 yang mencapai 4,28 dan menurun
cukup drastis menjadi 2,23 pada tahun 2023, kemudian naik perlahan di
tahun 2024 menjadi 2,30. Ketidakstabilan ini perlu menjadi perhatian bagi
pemangku kepentingan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat
dalam berwirausaha selain untuk memperluas kesempatan kerja. Berikut
disajikan perkembangan rasio kewirausahaan Kabupaten Natuna tahun
2020-2024.

6,00
>/00 4,28

4,00 06

3,00 250 223
: 230

2,00

1,00
2020 2021 2022 2023 2024

—8-Rasio Kewirausahaan

Gambar 2.22: Rasio Kewirausahaan Kabupaten Natuna

Tahun 2020-2024
Sumber: Disnaker Kab. Natuna 2024 dalam Dokumen RPJPD Kab. Natuna 2025-2045.
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d. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada
Level kabupaten/kota.
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non-pertanian merupakan salah

satu sektor penting dalam struktur ekonomi daerah. Pada level
kabupaten/kota, proporsi UKM non-pertanian mencerminkan derajat
diversifikasi ekonomi, tingkat urbanisasi, serta kesiapan daerah dalam
mengembangkan sektor produktif di luar pertanian.

Indikator Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian
pada level kabupaten/kota pada Kabupaten Natuna mengalam kenaikan
yang stabil, pada tahun 2020 dengan persentase 51,82, tahun 2021 sebesar
54,32, 2022 sebesar 56,82, 2023 dengan kenaikan angka sebesar 59,32 dan
tahun 2024 semakin meningkat dengan persentase 60,34.

Tabel 2.68 : Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada
level kabupaten/kota
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Proporsi Jumlah usaha Kecil dan % 51.82 5432 56.82 59.32 60.34
Menengah Non Pertanian pada
level kabupaten/kota

Sumber: Disperindag Kabupaten Natuna, 2025

e. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level
Kabupaten/Kota.
Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan komponen strategis

dalam pembangunan ekonomi daerah. Proporsi IKM terhadap total pelaku
usaha pada tingkat kabupaten/kota menjadi indikator penting untuk melihat
sejauh mana sektor industri berkontribusi dalam struktur ekonomi lokal.
Proporsi IKM menunjukkan persentase pelaku usaha di sektor industri
pengolahan berskala kecil dan menengah dibandingkan dengan total pelaku
usaha atau dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif di suatu
wilayah.

Proporsi IKM pada level kabupaten/kota mencerminkan sejauh mana

daerah telah berhasil mendorong transformasi ekonomi dari sektor primer
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ke sektor industri pengolahan skala kecil dan menengah. Semakin tinggi

proporsinya, semakin besar pula potensi nilai tambah dan ketahanan
ekonomi lokal. Perolehan data pada tahun 2020 dengan angka 23.65, tahun
2021 dengan angka 26,01, tahun 2022 sebesar 7,73, tahun 2023 sebesar
25,33 dan tahun 2024 dengan angka 25,58. lebih lanjut dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.69 : Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level
kabupaten/kota di Kabupaten Natuna
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan % 23.65 26.01 7.73 2533 2558
Menengah pada Level kab/kota (%)

Sumber: Disperindag Kabupaten Natuna, 2025

f. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB.

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mencerminkan sejauh
mana koperasi berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi daerah. Semakin
tinggi rasio ini, semakin besar peran koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat
dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto. Tren indikator Rasio
volume usaha koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Natuna mengalami
fluktuatif di mana perolehan tetinggi ada pada tahun 2022 yakni sebesar
0,95 dan kembali turun di tahun 2024 sebesar 0,85. Lebih lanjut dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.70 : Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Rasio volume usaha koperasi % 091 093 095 085 0.89
terhadap PDRB

Sumber: Disperindag Kabupaten Natuna, 2025.
g. Return on Asset (ROA) BUMD.

Return on Asset (ROA) BUMD merupakan indikator yang mengukur
efisiensi dan profitabilitas Badan Usaha Milik Daerah dalam memanfaatkan

aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. ROA menunjukkan seberapa
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besar keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah aset yang dikelola oleh

BUMD. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien BUMD dalam mengelola
sumber dayanya dan semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan
daerah. Sebaliknya, ROA yang rendah atau negatif mencerminkan kinerja
keuangan yang lemah, inefisiensi operasional, atau beban aset yang tidak
produktif. Perolehan angka ROA BUMD Kabupaten Natuna dari tahun 2020-
2024 yakni -5,3.

Tabel 2.71 : Return on Asset (ROA) BUMD Kabupaten Natuna
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Return on Asset (ROA) % 53 53 53 53 -53
BUMD

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, 2025

h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Angka penduduk yang bekerja di suatu daerah memberikan
gambaran di mana jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat
menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk
usia produktif. Sebaliknya, tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah
mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang
mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang
merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih)
yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan
pengangguran.

Salah satu indikator ketenagakerjaan yang ada pada pendataan
oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di
Kabupaten Natuna pada tahun 2023 sebesar 72,43 persen atau meningkat
sebesar 4,54 persen dibandingkan tahun 2022 dan pada tahun 2024
semakin meningkat yakni 72,85 persen. Peningkatan TPAK mengindikasikan

bahwa terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Berdasarkan jenis
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kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan yaitu sebesar

82,69 persen.

Kabupaten Natuna pada tahun 2022 memiliki jumlah angkatan kerja
sebesar 40.612 jiwa, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja
(sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 19.206 jiwa. Salah
satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada
tahun 2022 adalah sebesar 67,89 persen.

75,00

73,00 .
71,00 .............................................................
6000 &

67,00

65,00
2020 2021 2022 2023 2024

Rasio Penduduk yang Bekerja (%) @-----» Linear (Rasio Penduduk yang Bekerja (%))

Gambar 2.23: Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Natuna

Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2024.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Natuna memiliki trend yang
cukup baik mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami pergerakan
meningkat namun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup drastis
sebanyak 4,42 persen dari 72,31 pada tahun 2021 menjadi 67,89 persen di
tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat
menjadi 72,43 persen dan tahun 2024 kembali meningkat dengan capaian

72,85 persen.
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i. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencerminkan
sejauh mana perempuan berperan dalam pembangunan ekonomi dan
sosial suatu daerah. Indikator ini menunjukkan persentase perempuan usia
kerja (biasanya 15 tahun ke atas) yang secara aktif terlibat dalam kegiatan
ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan, dibandingkan
dengan seluruh jumlah perempuan usia kerja.

Tabel 2.72 :Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024

Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja 52,05 57,45 51,88 61,42 59,03
Perempuan

Sumber: BPS Kabupaten Natuna, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan menunjukkan
fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, TPAK perempuan
berada pada angka 52,05%, kemudian meningkat signifikan menjadi 57,45%
pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi
51,88%. Kinerja ini kembali membaik secara drastis di tahun 2023 dengan
capaian tertinggi selama periode lima tahun yaitu 61,42%, meskipun sedikit

menurun pada tahun 2024 menjadi 59,03%.

j- Indeks Inovasi Daerah.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna mengalami fluktuasi dari
tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai tertinggi mencapai 49,05 pada tahun
2021 dan terendah 2,333 pada tahun 2020, sebelum meningkat kembali

menjadi 45,10 pada tahun 2024, secara lebih lengkap ada dalam tabel

berikut.
Tabel 2.73: Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024
Indikator 2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Inovasi Daerah 2,333 49,05 39,16 37.1 45,10

Sumber: Sekretariat Daerah; BP3D; Diskominfo, Kabupaten Natuna 2024.
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k. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke-atas yang Mengakses

Internet.

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet
menunjukkan fluktuasi signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun
2020, angkanya cukup tinggi yaitu 64,1%, peningkatan ini karena kebutuhan
digital selama masa pandemi, terutama untuk pendidikan daring dan
layanan digital lainnya. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan
masing-masing menjadi 55,2% dan 57,3%, yang dapat dihubungkan dengan
transisi pascapandemi, keterbatasan infrastruktur digital, atau penurunan
daya beli masyarakat terhadap layanan internet. Menariknya, pada tahun
2023 angka ini melonjak tajam menjadi 78,14%, mencerminkan adanya
dorongan besar terhadap digitalisasi, peningkatan penetrasi perangkat, dan
mungkin perluasan jaringan internet di berbagai wilayah. Pada tahun 2024
kembali terjadi penurunan menjadi 62,52%. Fluktuasi ini mengindikasikan
bahwa meskipun transformasi digital terus berkembang, masih diperlukan
upaya konsisten dari pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan akses
internet yang merata, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok
usia, terutama anak-anak dan remaja yang merupakan pengguna potensial
terbesar.

Tabel 2.74 : Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke-atas yang
Mengakses Internet
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Penduduk Berumur % 64.1 55.2 57.3 78.14 62.5
5 Tahun ke-atas
yang  Mengakses
Internet
Sumber: Kominfo Kabupaten Natuna, 2025

2.1.3.3. Integrasi Ekonomi Domistik dan Global.
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Menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global

dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri
yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.
Investasi merupakan salah satu penggerak utama dalam membentuk
struktur dan arah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna.
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Dalam konteks pembangunan daerah, investasi fisik yang tercermin melalui
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berperan strategis dalam
menciptakan kapasitas produksi baru, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan
membuka peluang kerja. Bagi daerah kepulauan seperti Natuna, keberadaan
investasi menjadi katalis penting untuk mendorong pemerataan
pembangunan antarwilayah dan peningkatan konektivitas antar-pulau.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai persentase
terhadap PDRB selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang
berfluktuasi namun cenderung menurun secara keseluruhan. Pada tahun
2020, PMTB tercatat sebesar 19,15% dari PDRB, menandakan masih cukup
kuatnya aktivitas investasi fisik di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi.
Namun, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan berturut-turut menjadi
16,39% dan 15,34%, yang mencerminkan berkurangnya investasi sektor riil,
tertundanya proyek-proyek pembangunan, serta ketidakpastian ekonomi di
masa pemulihan awal pascapandemi. Pada tahun 2023 dan 2024, terjadi
sedikit pemulihan dengan kenaikan menjadi 17,16% dan 17,59%, yang dapat
diartikan sebagai mulai menguatnya kembali aktivitas investasi, baik dari
sektor swasta maupun pemerintah, terutama di bidang infrastruktur dan
perbaikan kapasitas produksi. Secara terperinci Pembentukan Modal Tetap
Bruto (PMTB) Kabupaten Natuna ada dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.75 : Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Natuna
Tahun 2020-2024

Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
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Pembentukan Modal % 19,15 16,39 15,34 17,16 17,59
Tetap Bruto (% PDRB)
Sumber : BP3D Kabupaten Natuna, 2025.

b. Realiasi Investasi.

Dalam periode tahun 2021 hingga 2024, realisasi investasi di
Kabupaten Natuna menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan,
yang mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, nilai PMDN tercatat sebesar
Rp279,97 miliar, meningkat menjadi Rp318,98 miliar pada tahun 2022.
Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp440,56
miliar, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp540,28 miliar. Hal
ini menunjukkan kepercayaan investor domestik terhadap stabilitas dan
potensi ekonomi daerah yang terus menguat.

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) masih relatif kecil
dibandingkan PMDN, pergerakan investasi asing menunjukkan dinamika
yang menarik. Pada tahun 2021, PMA tercatat sebesar Rp102 juta, naik
sedikit menjadi Rp112 juta pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023
terdapat lonjakan signifikan menjadi Rp11,60 miliar, dan kembali meningkat
menjadi Rp24,34 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan mulai
tumbuhnya minat investor asing terhadap potensi investasi yang tersedia.

Secara keseluruhan, total investasi dari PMDN dan PMA mengalami
peningkatan setiap tahun, dari Rp280,07 miliar pada tahun 2021 menjadi
Rp319,10 miliar pada tahun 2022, kemudian naik menjadi Rp452,16 miliar
pada tahun 2023, dan mencapai Rp564,62 miliar pada tahun 2024.
Peningkatan ini menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi

daerah serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menarik investasi.
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2.1.3.4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi.

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah
perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi
kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri
yang berkelanjutan. Beberapa indikator berikut sebagai penjabaran terkait
hal ini.

a. Indeks Infrastruktur.

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun
non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat.
Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras
maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai
wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur
dasar agar pembangunan daerah tercapai. Adapun pencapaian indeks
infrastruktur Kabupaten Natuna pada tahun 2022 belum optimal dengan
capaian sebesar 62,92 dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi
77,6 dan 2024 menjadi 78,53. Adapun data pada tahun 2020 dan 2021 tidak
tersedia.

90,00
e
70,00 ............................................

60,00 6203

50,00

40,00
2022 2023 2024

Gambar 2.24: Indeks Infrastruktur Kabupaten Natuna 2022-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna, 2024
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b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan
Berkelanjutan.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak,
terjangkau, dan berkelanjutan menunjukkan tren positif selama empat tahun
terakhir. Meskipun tidak tersedia data untuk tahun 2020, pada tahun 2021
tercatat 88,68% rumah tangga telah menikmati akses terhadap hunian yang
memenuhi standar kelayakan. Angka ini sempat menurun pada tahun 2022
menjadi 87%, yang bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, keterbatasan
pembangunan rumah bersubsidi, atau dampak pandemi terhadap sektor
perumahan. Namun, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan
capaian 92,40%, dan terus berlanjut naik tipis menjadi 92,72% di tahun 2024.

Tabel 2.76: Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau

dan Berkelanjutan.
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024
Rumah tangga dengan akses % na 8868 87 9240 9272
hunian layak, terjangkau dan
berkelanjutan

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kabupaten Natuna, 2025.

c. Persentase Desa Mandiri.

Desa Mandiri merupakan bagian dari penilaian atas Indeks Desa (IDM)
membangun yang menggambarkan kualitas pembangunan desa di daerah.
Indeks Desa Membangun merupakan alat ukur kinerja desa yang meliputi
aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. IDM merupakan
indikator komposit yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Indeks
Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan
Lingkungan. Persentase peningkatan Desa Mandiri di Kabupaten Natuna

selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:
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Tabel 2.77: Presentase Peningkatan Desa Mandiri tahun 2020-2024

. Realisasi
(el e Satuan 000 2021 2022 2023 2024
Persentase % 2444 4407 7045 54,28 51,43

peningkatan status
desa mandiri
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Persentase peningkatan status desa mandiri menunjukkan fluktuasi
yang cukup signifikan. Capaian meningkat dari 24,44% pada 2020 menjadi
70,45% pada 2022, namun mengalami penurunan menjadi 51,43% pada

2024.

2.1.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro.

Bagian ini menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro
yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga
stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-
stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan.

a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB.

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada
tahun 2020 dan 2021, rasio ini berada pada angka 0,06%, mencerminkan
kontribusi yang relatif kecil dari sektor perpajakan daerah terhadap total
output ekonomi daerah. Penurunan tipis ke 0,05% pada 2022
mengindikasikan masih rendahnya optimalisasi potensi pendapatan asli
daerah dari sektor pajak, baik akibat struktur ekonomi yang belum
sepenuhnya produktif maupun lemahnya sistem pemungutan pajak. Namun,
mulai tahun 2023 terjadi lonjakan tajam hingga 0,23% dan naik lagi menjadi
0,24% pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat mencerminkan keberhasilan
reformasi fiskal daerah, perbaikan tata kelola pajak, perluasan basis pajak,
serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, rasio ini masih

tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi fiskal yang ideal,
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sehingga diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat

kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak
daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Tabel 2.78 : Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Natuna
Indikator Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Rasio Pajak Daerah % 0.06 0.06 0.05 0.23 0.24
terhadap PBRD

b. Inflasi.

Belum tersedia penghitungan tingkat inflasi untuk Kabupaten
Natuna secara khusus, maka tingkat inflasi Kabupaten Natuna
menggunakan tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau yang berasal dari
gabungan perhitungan Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, sehingga
dapat menjadi cerminan keadaan Kabupaten Natuna secara umum.

Tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau Year on Yearpada Desember
2024 sebesar 2,09 persen, dalam kurun waktu 2020 sampai 2024 secara
keseluruhan Year on Year menunjukkan adanya kenaikan inflasi sebesar
0,91 persen yaitu dari 1,18 persen pada Desember 2020 menjadi 2,09 persen
pada Desember 2024. Sedangkan kelompok komoditas penyumbang andil
inflasi Year on Year Desember 2024 di Provinsi Kepulauan Riau, ialah:

a. Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,72 persen;

b. Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,10 persen;

c. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,42
persen;

d. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga
sebesar -0,01 persen;

e. Kesehatan sebesar 0,10 persen;

f. Transportasi sebesar 0,30 persen;
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g. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -0,01 persen;
h. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,01 persen;

i. Pendidikan sebesar -0,13 persen;

J.  Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran sebesar 0,13 persen;
k. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,46 persen.

Tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan
dengan tingkat inflasi Nasional yaitu sebesar 1,57 persen secara Year on
Year Desember 2024. Berikut disajikan perbandingan dan perkembangan
Year on Year tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional tahun
2020 sampai 2024.

7,00%
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5,00%
4,00%
300% e N YT S
200% TR0

1,00%

0,00%
2020 2021 2022 2023 2024

Provinsi Kepulauan Riau Nasional ««+e+ee=+ Linear (Provinsi Kepulauan Riau)

Gambar 2.25: Laju Inflasi (Year on Year) Provinsi Kepulauan Riau dan
Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Tabel Dinamis BPS Provinsi Kepulauan Riau dan BPS Pusat.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.
Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang

merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel,

didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta

mematuhi kerangka hukum.Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi

dengan indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem
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Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Integritas
Nasional, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

Tabel 2.79: Indikator Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Natuna
Tahun 2020-2024

No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

1| Indeks Reformasi 5812 6024 60,10 7255 83,02
Birokrasi

2  Indeks Pelayanan Publik 3,35 3,87 4,16 2,84 4,46

3  Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis 3,1 2,24 2,50 3,19 3,61
Elektronik

4 | Indeks Reformasi Hukum NA NA NA 87,90 88,22

Sumber: Sekretariat Daerah; Bappeda dan Litbang; Diskominfo, Kabupaten Natuna 2024.

Berdasarkan data di atas, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan
peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, indeks
ini berada pada angka 58,12, kemudian meningkat menjadi 60,24 pada tahun
2021, dan sedikit menurun di tahun 2022 menjadi 60,10. Namun, pada tahun
2023 dan 2024 terjadi lonjakan yang cukup signifikan, masing-masing
mencapai 72,55 dan 83,02. Indeks Pelayanan Publik juga mengalami
peningkatan dalam rentang waktu yang sama, meskipun sempat mengalami
fluktuasi. Indeks ini berada di angka 3,35 pada tahun 2020 dan naik menjadi
3,87 di tahun 2021 serta 4,16 di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023
mengalami penurunan menjadi 2,84, yang kemudian kembali meningkat
secara signifikan menjadi 4,46 pada tahun 2024. Capaian tersebut
menunjukkan adanya pemulihan dan perbaikan kualitas pelayanan publik
yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan
progres positif dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami penurunan
pada tahun 2021. Pada tahun 2020, indeks SPBE tercatat sebesar 3,10, turun
menjadi 2,24 di tahun 2021, namun kemudian kembali meningkat menjadi

2,50 di tahun 2022, 3,19 di tahun 2023, dan 3,61 pada tahun 2024. Hal ini
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menandakan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam mendorong

digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Indeks Reformasi Hukum mulai dicatat pada tahun 2023, dengan nilai
awal sebesar 87,90, dan meningkat menjadi 88,22 pada tahun 2024.
Meskipun data tahun-tahun sebelumnya belum tersedia (NA), pencapaian
dua tahun terakhir menunjukkan komitmen serius dalam membenahi sistem

hukum nasional secara berkelanjutan.

2.1.4.2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar
Kawasan.

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai
bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang
konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di
kawasan. Dalam konteks daerah, salah satu indikator yang dapat
menjelaskan ketercapaian hal ini ialah melalui Indeks Daya Saing Daerah
(IDSD).

IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat
daerah untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas suatu daerah, yang
dibentuk melalui 4 (empat) komponen yaitu Lingkungan Pendukung,
Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi. Komponen tersebut
diterjemahkan ke dalam 12 (dua belas) pilar daya saing. IDSD memiliki
rentang skor 0-5, yaitu skor yang mendekati 5 (lima) mengindikasikan daya
saing daerah yang lebih kuat, sementara skor yang mendekati 0 (nol)
menunjukkan daya saing yang lebih rendah. Berikut disajikan IDSD
Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024.
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Tabel 2.80: Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2020-2024

No Komponen Pilar IDSD 2020 2021 2022 2023 2024

1  Lingkungan 1. Institusi - - 4,24 433 4,70
Pendukung 2. Infrastruktur - - 365 217 3,03
3. Adopsi TIK - - 293 437 4,50
4. Stabilitas
Ekonomi Makro i 240 293 3,14
2 Sumber Daya 5. Kesehatan - - 3,46 3,51 3,44
Manusia 6. Keterampilan - - 332 368 398
4  Pasar 7. Pasar Produk - - 0,70 056 1,32
8. Pas.ar Tenaga . . 237 320 367
Kerja
9. Sistem - - 183 014 1,93
Keuangan
10. Ukuran Pasar - - 096 427 4,28
5 Ekosistem 11. Dinamika Bisnis - - 500 288 3,38
Inovasi 12. Kapablllltas . . 068 057 148
Inovasi
IDSD Kabupaten Natuna 1,84 - 2,63 2,72 3,24

Sumber: Kemenristek/BRIN, 2025.

IDSD Kabupaten Natuna menunjukkan tren peningkatan selama
periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, IDSD Kabupaten Natuna
berada pada angka 1,84, jauh di bawah rata-rata Nasional (2,33) dan Provinsi
Kepulauan Riau (3,21). Pada tahun 2022 IDSD Kabupaten Natuna meningkat
menjadi 2,63, kemudian naik menjadi 2,72 pada tahun 2023, dan terus
meningkat hingga mencapai 3,24 pada tahun 2024. Peningkatan ini
mencerminkan adanya upaya perbaikan terhadap berbagai pilar yang
mendukung daya saing daerah serta menunjukkan arah positif dalam

penguatan daya saing daerah Kabupaten Natuna.

2.1.4.3. Kinerja setiap Urusan Pemerintahan Daerah.
Menijelaskan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian

Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.
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2.1.4.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar.

Pelayanan publik kepada masyarakat mencakup berbagai urusan
pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Setiap
urusan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja pembangunan daerah,
yang merupakan hasil rekap capaian pembangunan di berbagai bidang.
Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai secara rinci
keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berikut
adalah capaian indikator kinerja daerah berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, yang merupakan aturan pelaksanaan
dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data ini menggambarkan
perkembangan pembangunan di Kabupaten Natuna berdasarkan hasil

kinerja pemerintah daerah.

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan
yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Bidang ini
berperan strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas,
berdaya saing, dan berkontribusi terhadap kemajuan wilayah.

Adapun penilaian atas kinerja pemerintahan pada bidang ini
berdasarkan pada berbagai indikator: Pertama, Tingkat Partisipasi Warga
Negara Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD mengalami fluktuasi
dari 2020 hingga 2023. Setelah penurunan pada 2021 (57,60%), angka ini
meningkat signifikan pada 2022 (65,56%) tetapi sedikit menurun kembali
pada 2023 (65,25%), namun terjadi peningkatan di tahun 2024 hingga 80%
di tahun 2024. Kedua, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun
yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar menunjukkan penurunan tajam

pada 2021 (77,95%) dibandingkan dengan 2020 (96,37%). Meski terjadi
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kenaikan kecil pada 2022 (78,02%) dan 2023 (78,29%), namun pada tahun

2024 terjadi penurunan menjadi 71,06%, tingkat partisipasi tetap jauh di
bawah angka 2020. Selanjutnya, untuk indikator Partisipasi Warga Negara
Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama,
angka partisipasi menunjukkan peningkatan signifikan dari 2020 (90,6%) ke
2021 (99,48%). Namun, ada penurunan pada 2022 (94,36%), meski sedikit
naik kembali pada 2023 (96,74%), pada tahun 2024 terjadi penurunan,
capaiannya yaitu sebesar 75,41%. Terakhir, tingkat Partisipasi Warga Negara
Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan
Menengah dalam Pendidikan Kesetaraan menunjukkan tren fluktuatif.
Partisipasi menurun drastis dari 2020 (91,36%) ke 2021 (77,01%), tetapi
kembali naik signifikan pada 2022 (88,18%) dan mencapai angka yang sama
seperti 2020 pada 2023 (91,36%).

Tabel 2.81: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2020-2024

Realisasi
A (EISORE s Satuan .00 2021 2022 2023 2024
1 Tingkat partisipasi warga % 59,05 57,60 6556 6525 80

negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam PAUD

2 Tingkat partisipasi warga % 96,37 7795 | 78,02 7829 71,06
negara usia 7-12 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar

3 Tingkat partisipasi warga % 90,6 9948 9436 96,74 7541
negara usia 13-15 tahun
yang berpartisipasi dalam
pendidikan menengah
pertama

4 Tingkat partisipasi warga % 91,36 77,01 88,18 91,36 8,49
negara usia 7-18 tahun yang
belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan
menengah yang berpartisipasi
dalam pendidikan kesetaraan

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP

2024.
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b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

hidup masyarakat.
mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing,

dijelaskan dalam indikator pada tabel di bawah ini.

No

10

Kesehatan merupakan

Berbagai

bidang

urusan

pemerintahan

yang
memegang peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas

program dan kebijakan disusun untuk

Tabel 2.82: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

IKK Outcome

Persentase ibu hamil
mendapatkan pelayanan
kesehatan ibu hamil
Persentase ibu bersalin
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Persentase bayi baru lahir
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Cakupan pelayanan
kesehatan balita sesuai
standar

Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Persentase orang usia 15-
59 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai
standar

Persentase warga negara
usia 60 tahun ke atas
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Persentase penderita
hipertensi yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Persentase penderita DM
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase ODGJ berat
yang mendapatkan

Satuan

%

%

%

%

%

%

%

2020

96,17

90,81

100

100

61,30

22,07

47,09

91,03

89,36

80,49

Tahun 2020-2024

2021

81,58

79,80

88,04

86,79

22,75

12.22

58,99

59,18

38,30

64,63

Realisasi
2022

80,00

84,68

53

76,97

51,04

59,89

62.72

31,97

84,13

88,75

2023

96,75

93,13

97,87

73,43

72,84

71,86

73,33

48,24

89,76

97,14

2024

100

98,09

88,72

85,66

96,65

82,32

77,59

84

97,87

81,87
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Realisasi

A 2022

IKK Outcome Satuan

2020 2021 2023 2024
pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar

11 Persentase orang terduga
TBC mendapatkan
pelayanan TBC sesuai
standar

12 | Persentase orang dengan
resiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan %
deteksi dini HIV sesuai
standar

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJIMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP

2024.

% 66,28 = 2505 4642 6413 98,67

65,47 = 96,81 84,31 97,87 @ 93,46

Untuk indikator pelayanan kesehatan ibu hamil mengalami
fluktuasi. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 (100%), tetapi sempat
menurun drastis pada tahun 2021 (81,58%) dan 2022 (80,00%). Pelayanan
kesehatan ibu bersalin juga menunjukkan tren serupa, dengan penurunan
pada 2021 (79,80%) dan 2022 (84,68%) sebelum meningkat signifikan pada
2024 (98,09%). Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami penurunan
drastis pada 2022 (53%) dibandingkan 2020 (100%) dan kembali meningkat
signifikan pada 2023 (97,87%), kemudian menurun di tahun 2024 (88,72%).
Cakupan pelayanan kesehatan balita cenderung menurun dari 2020 (100%)
hingga 2023 (73,43%), namun meningkat di tahun 2024 (85,66%)
menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan perhatian terhadap
layanan kesehatan balita. Skrining kesehatan usia 15-59 tahun meningkat
tajam dari 12,22% pada 2021 menjadi 82,32% pada 2024, menunjukkan
perbaikan signifikan dalam cakupan layanan skrining. Skrining kesehatan
usia 60 tahun ke atas juga menunjukkan tren peningkatan dari 47,09% pada
2020 menjadi 77,59% pada 2024.

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mengalami penurunan
signifikan pada 2021 (59,18%) dan 2022 (31,97%), tetapi mulai menunjukkan

perbaikan pada 2024 (84%), Pelayanan kesehatan penderita DM sempat
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menurun drastis pada 2021 (38,30%) namun kembali meningkat ke tingkat

lebih baik pada 2024 (97,87%). Pelayanan kesehatan ODGJ

yang
berat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 80,49% pada
2020 menjadi 97,14% pada 2023. Selanjutnya, Pelayanan TBC sesuai
standar menunjukkan fluktuasi dengan capaian terbaik pada 2020 (98,67%),
meski sempat meningkat kembali menjadi 64,13% pada 2023, namun terjadi
penurunan drastis di tahun 2024 (34,39%). Deteksi dini HIV menunjukkan
kinerja yang fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada 2021 (96,81%)
dan capaian stabil hingga 2023 (97,87%), kemudian menurun di tahun 2024

(93,46%).

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi salah satu
aspek yang memiliki peran vital dalam mewujudkan tata ruang yang teratur
serta pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Penataan ruang

yang tertib, aman, dan terencana menjadi prioritas utama dalam

mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh, dengan indikator
ketercapaiannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai
berikut:

Tabel 2.83: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang tahun 2020-2024
No IKK Outcome Satuan Realisasi
2020 2021 2022 2023 2024
1 Rasio luas kawasan
permukiman rawan banjir
yang terlindungi oleh
infrastruktur %
pengendalian banjir di
WS Kewenangan
Kab/Kota
2 | Rasio luas kawasan
permukiman sepanjang
pantai rawan abrasi, %
erosi, dan akresi yang

terlindungi oleh

19.03 6.57 8279 72,88 na

89,76 = 91.67 93 12,82 na
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No IKK Outcome Satuan Realisasi
2020 2021 2022 2023 2024
infrastruktur pengaman
pantai di WS
Kewenangan Kab/Kota
3 | Rasio luas daerah irigasi
kewenangan kabupaten/
kota yang dilayani oleh
jaringan irigasi
4 | Jumlah rumah tangga
yang mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
. Rumah
perpipaan dap bukan Tangga 76 NA 16710 22671 | 20750
jaringan perpipaan
terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh
kabupaten / kota
5 | Persentase jumlah rumah
tangga yang memperoleh

% 42,44 4782 4782 @ 47,82 na

. % 67,45 NA 65 73 69,87
layanan pengolahan air
limbah domestik
6 | Rasio kepatuhan IMB : _ . _
kab/ kota Rasio 0 NA 1:1 1:38 1:1
7  Tingkat Kemantapan % 51,67 52,86 53,44 53,66 57,61

Jalan kabupaten/kota
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Indikator-indikator menunjukkan kemajuan signifikan terutama
dalam perluasan akses air minum dan peningkatan kemantapan jalan
kabupaten/kota. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum
melalui SPAM meningkat drastis dari 76 pada 2020 menjadi 22.671 pada
2023, meskipun sedikit menurun pada 2024. Tingkat kemantapan jalan juga
meningkat secara bertahap dari 51,67% pada 2020 menjadi 57,61% pada
2024. Namun, perlindungan kawasan pesisir mengalami penurunan tajam,
dengan rasio kawasan pesisir yang terlindungi menurun dari 89,76% pada
2020 menjadi hanya 12,82% pada 2023, sehingga memerlukan perhatian
lebih. Rasio kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi sempat
meningkat tajam dari 6,57% pada 2021 menjadi 82,79% pada 2022, namun
turun kembali menjadi 72,88% pada 2023. Layanan pengolahan air limbah
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domestik mengalami fluktuasi, dengan persentase yang turun dan naik

secara bergantian selama beberapa tahun terakhir. Kepatuhan terhadap Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) juga tidak stabil, meningkat dari tidak ada data
pada 2020 menjadi 1:1 pada 2022, menurun menjadi 1:38 pada 2023, dan
kembali ke 1:1 pada 2024, menunjukkan tantangan dalam konsistensi
kepatuhan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan di beberapa
bidang, perlindungan kawasan pesisir dan kepatuhan IMB masih menjadi
tantangan yang perlu perhatian serius agar target pembangunan dapat
tercapai secara berkelanjutan. Untuk indikator Tingkat kemantapan jalan
kabupaten/kota menunjukkan peningkatan bertahap, dari 51,67% pada
2020 menjadi 57,61% pada 2024, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam

menjaga kualitas jalan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan
daerah, terutama dalam menciptakan lingkungan hunian yang layak,
berkelanjutan, dan berdaya saing. Pemerintah daerah memiliki peran
penting dalam menyediakan akses terhadap perumahan yang terjangkau
bagi masyarakat, meningkatkan kualitas permukiman, serta mengatasi
tantangan seperti permukiman kumuh, keterbatasan lahan, dan
infrastruktur dasar yang belum memadai. Adapun capaian pada bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 hingga 2024 adalah

sebagai berikut:
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Tabel 2.84: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024
Realisasi
Ne 1K Outcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase kawasan
permukiman kumuh di
bawah 10 ha di kabupaten/
kota yang ditangani

2 Jumlah perumahan yang
sudah dilengkapi PSU
(Prasarana, sarana dan
Utilitas Umum)

3 Fasilitas Penggantian Hak
Atas Tanah Penguasaan Lokasi 0 0 0 1 0
Tanah dan atau Bangunan

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

% NA 7,53 956 12,58 35,03

Kawasan 4 38 41 77 49

Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare yang
ditangani menunjukkan peningkatan bertahap dari 7,53% pada 2021
menjadi 12,58% pada 2023, naik pada tahun 2024 (35,03%). Hal ini
menunjukkan adanya progres positif dalam pengelolaan kawasan
permukiman kumuh. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,
sarana dan Utilitas Umum menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2020 hanya 4
kawasan, pada tahun 2021 naik menjadi 38 kawasan, tahun 2022 naik
menjadi 41 kawasan, kenaikan tertinggi pada tahun 2023 menjadi 77
kawasan tahun 2024 sebanyak 49 kawasan. Fasilitas Penggantian Hak Atas
Tanah Penguasaan Tanah dan atau Bangunan pada tahun 2023 sebanyak 1
lokasi.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat merupakan aspek fundamental dalam
menjaga stabilitas sosial dan mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terciptanya
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lingkungan yang aman dan tertib, untuk mengetahui sejauh apa realisasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan ini, dapat
dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.85: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun 2020-2024
No IKK Outcome Satuan Realisasi

2020 2021 2022 2023 2024
1 | Persentase Gangguan

Trantibum yang dapat % 37 na 91 92 61
diselesaikan
2 | Persentase Perda dan o
Perkada yang ditegakkan % na na 86 37,50 | 80
5 | Jumlah warga negara yang
memperoleh layanan % 5289 na 20 26775 89

penyelamatan dan evakuasi
korban bencana

6 | Persentase pelayanan
penyelamatan dan evakuasi % 0 na 13 64,29 100
korban kebakaran

7  Waktu tanggap (response
time) penanganan kebakaran

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Menit 100 13 13 13 15

Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
(Trantibum) yang dapat diselesaikan hanya tercatat sebesar 37% pada 2020,
namun fluktuatif di tahun 2022 (91%) hingga 2024 (61%). Persentase Perda
dan Perkada yang ditegakkan juga fluktuatif dari tahun 2022 (86%) hingga
2024 (80%). Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran meningkat dari 0% pada 2020 menjadi 13% pada 2022 dan
melonjak signifikan menjadi 100% pada 2024, menunjukkan kemajuan yang
signifikan dalam penanganan kebakaran. Waktu tanggap (response time)
penanganan kebakaran menunjukkan fluktuasi, dari 100 menit pada 2020

menjadi 13 menit pada 2022 hingga 2023, dan 15 menit di tahun 2024.
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f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Urusan pemerintahan bidang sosial memainkan peran strategis
dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi
berbagai tantangan sosial yang kompleks, capaian yang telah dilakukan
pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel 2.86: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2020-2024

Realisasi
No 1KK Outcome Satuan 050 2021 2022 2023 2024
1 Persentase (%) penyandang % 100 100 100 100 100

disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia
terlantar dan gelandangan
pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di luar
panti (Indikator SPM)
2 | Persentase korban bencana % 100 100 100 100 100

alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana daerah
kabupaten/kota

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Kedua indikator pada tabel di atas menunjukkan keberhasilan
pemerintah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan
realisasi yang stabil sebanyak 100 persen.
2.1.4.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar.

Urusan ini meliputi perencanaan pembangunan, pengelolaan
keuangan daerah, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, hingga
kebudayaan. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan dasar,
bidang-bidang ini memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel, inklusif, dan berbasis data.
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a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat strategis dalam
mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna yang berkelanjutan.
Dengan mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),
pengembangan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja, diharapkan
dapat menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan
masyarakat.

Tabel 2.87: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2020-2024

Realisasi
Ne IKK Outcome Satuan - 020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase Tenaga Kerja % 049 0,59 0,83 1,02 1,29
Bersertifikat Kompetensi
2 | Tingkat Produktivitas Milyar | 108403, 363,02 @ 363,022 330,982, 142,586
Tenaga Kerja 05 2,085,62 @ ,085,62 088,95 | ,400,0
3 | Perusahaan yang Persen 71,03 20,00 5.00 26,92 33

menerapkan tata kelola
kerja yang layak (PP/PKB,
LKS Bipartit, Struktur
Skala Upah, dan terdaftar
peserta

BPJS Ketenagakerjaan).

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi menunjukkan
peningkatan bertahap dari 0,49% pada 2020 menjadi 1,29% pada 2024.
Tingkat produktivitas tenaga kerja mengalami fluktuasi signifikan, dengan
pencapaian tertinggi pada 2022 (363.022,085,62 miliar) tetapi menurun
pada 2023 (330.982,088,95 miliar). Perusahaan yang menerapkan tata kelola
kerja yang layak mengalami penurunan dari 71,03% pada 2020 menjadi
hanya 5,00% pada 2022, sebelum meningkat kembali menjadi 33% pada
2024.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

Sub-bab ini memfokuskan pada upaya untuk menciptakan
lingkungan yang inklusif dan aman bagi perempuan dan anak-anak.
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Pemberdayaan perempuan yang optimal akan memperkuat peran serta
kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan
politik, sementara perlindungan anak akan memastikan hak-hak mereka
terlindungi dengan baik, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.88: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024
Realisasi
2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase anak % 100 NA 100 100 100
korban kekerasan
yang ditangani
instansi terkait
kabupaten
2  Rasio kekerasan nilai 34,48 NA 0,046 0,046 26
terhadap
perempuan,
termasuk TPPO (per
100.000 penduduk
perempuan)
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

No IKK Outcome Satuan

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait
kabupaten tercatat konsisten sebesar 100% pada 2020, 2022, dan 2023. Ini
menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan
perlindungan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan. Rasio
kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO), per 100.000 penduduk perempuan menunjukkan tren
menurun secara signifikan, dari 34,48% pada 2020 menjadi 0,046% pada
2023, namun kembali melonjak di tahun 2024 (26%).

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
Realisasi untuk satu program yang dirancang untuk urusan

pemerintahan bidang pangan dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu:
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Tabel 2.89: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Tahun 2020-2024
Realisasi

IKK Outcome Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase ketersediaan pangan
(Tersedianya cadangan beras/ % 30,29 NA 3695 1643 5,6
jagung sesuai kebutuhan)

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Persentase  ketersediaan  pangan (tersedianya cadangan
beras/jagung sesuai kebutuhan) menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari
30,29% pada 2020 menjadi 36,95% pada 2022, namun menurun kembali
menjadi 16,43% pada 2023, juga di tahun 2024 (5,6%).

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.

Analisis realisasi atau capaian pada sub bab Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanahan dalam dokumen RPJMD ini memiliki peran yang sangat
penting dalam mendukung pembangunan daerah yang terencana dan
berkelanjutan. Tabel di bawah menjelaskan capaian urusan pemerintah
untuk bidang pertanahan di Kabupaten Natuna tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.90: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Tahun 2020-2024

IKK Out o Realisasi
No utcome atan 2020 2021 2022 2023 2024
1 Persentase pemanfaatan tanah yang
sesuglldengan. pgruntgkkan tanahnya di % 80 NA 100 36 52
atas izin lokasi dibandingkan dengan
luas izin lokasi yang diterbitkan
2 Persentase penetapgn tanah untuk % 100 NA 100 100 99
pembangunan fasilitas umum
3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam Ada/ Ada NA Ada/ Ada/ Tidak
rangka penanaman modal Tidak 13 12
4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform
(TOL) yang siap diredistribusikan yang % NA NA 0 0 0

berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee
5 Tersedianya tanah untuk masyarakat Ada/ Ada NA Tidak Tidak Ada
Tidak
6 Penangan sengketa tanah garapan yang
dilakukan melalui mediasi

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

% NA 0 0 0 0
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Persentase = pemanfaatan tanah yang sesuai  dengan

peruntukkannya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi
yang diterbitkan menunjukkan fluktuasi, dengan capaian 80% pada 2020,
mencapai 100% pada 2022, namun menurun drastis menjadi 36% pada
2023, kembali meningkat di tahun 2024 (52%). Persentase penetapan tanah
untuk pembangunan fasilitas umum konsisten berada pada angka 100%
(2020, 2022, dan 2023) dan 99 di tahun 2024. Ketersediaan lokasi
pembangunan dalam rangka penanaman modal terus terjaga dari 2020
hingga 2023, namun Tidak di tahun 2024. Ketersediaan Tanah Obyek
Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan dari tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee masih belum tercapai hingga 2024.
Ketersediaan tanah untuk masyarakat menunjukkan penurunan, dengan
status "Ada" pada 2020, namun berubah menjadi "Tidak" pada 2022 dan
2023, kemudian kembali Ada untuk tahun 2024. Penanganan sengketa
tanah garapan melalui mediasi tidak menunjukkan progres, dengan capaian

nol persen dari 2021 hingga 2024.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan melindungi
ekosistem, meningkatkan kualitas udara dan air, serta mengurangi dampak
perubahan iklim yang dapat merugikan masyarakat. terutama untuk
Kabupaten Natuna, yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman
hayati yang tinggi.

Tabel 2.91: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

No IKK Outcome Satuan Realisasi

2020 2021 2022 2023 2024

1  Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) Kab/Kota

2  Terlaksananya pengelolaan Meter

sampah di wilayah Kab/Kota Kubik

Indeks 67,78 4919 7390 74,29 76,46

4577 = 4460 56,26 | 41,87 39,96
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Realisasi
No 1K Qutcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024
3 Ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap

izin lingkungan, izin PPLH dan

PUU LH yang diterbitkan oleh Kegiatan | 10 | 10 | 10 8 16
Pemerintah Daerah
Kab/Kota
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota
menunjukkan peningkatan dari 67,78 pada 2020 menjadi 76,46 pada 2024,
meskipun sempat turun tajam ke 49,19 pada 2021. Terlaksananya
pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota menunjukkan
ketidakkonsistenan. Pada 2022, pengelolaan sampah mencapai 56,26 meter
kubik, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lainnya (misalnya, 45,77 meter
kubik pada 2020 dan 41,87 meter kubik pada 2023, 39,96 meter kubik pada
2024). Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH relatif stabil pada 10 kegiatan dari 2020
hingga 2022, namun sedikit menurun menjadi 8 kegiatan pada 2023,

kemudian kembali meningkat di tahun 2024, yaitu 16 kegiatan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Administrasi kependudukan yang baik adalah fondasi bagi
pembangunan yang berbasis data yang valid, yang mendukung
perencanaan program-program pemerintah dan pelayanan publik yang
lebih tepat sasaran.

Tabel 2.92: Capaian Urusan Pemerintahan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sosial tahun 2020-2024

Realisasi
No 1KK Outcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024
1 Perekaman KTP elektronik % 80 97,74 97,79 96,38 97
persentase anak usia 1-17
2 | tahun kurang 1 (satu) hari % 70,38 72,93 @ 72,84 @ 75,58 79

yang memiliki KIA
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Realisasi
2020 2021 2022 2023 2024
3 | Kepemilikan akta kelahiran % 97,72 9885 99,10 99,18 99
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

No IKK Outcome Satuan

Perekaman KTP elektronik terus menunjukkan angka yang tinggi
dari 80% pada 2020 hingga mencapai 97% pada 2024, meskipun sedikit
menurun menjadi 96,38% pada 2023. Persentase anak usia 1-17 tahun yang
memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) meningkat dari 70,38% pada 2020
menjadi  75,58% pada 2023. Kepemilikan akta kelahiran konsisten
meningkat dari 97,72% pada 2020 hingga mencapai 99,18% pada 2023 dan
99% di 2024.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa di Kabupaten Natuna pada tahun 2020 hingga 2024
disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.93: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tahun 2020-2024

Realisasi

No IKK Outcome Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase

Pengentasan Desa % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
tertinggal

2 | Persentase
peningkatan status % 24,44 44,07 70,45 54,28 51,43

desa mandiri
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Persentase pengentasan desa tertinggal menunjukkan capaian
yang konsisten sebesar 100% dari 2020 hingga 2024, yang mencerminkan
keberhasilan penuh dalam mengentaskan desa dari kategori tertinggal
selama periode tersebut. Persentase peningkatan status desa

mandiri menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Capaian meningkat
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dari 24,44% pada 2020 menjadi 70,45% pada 2022, namun mengalami
penurunan menjadi 51,43% pada 2024.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.

Sub bab Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan
penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program
keluarga berencana yang efektif. Pengendalian penduduk yang baik akan
berdampak pada perencanaan pembangunan vyang lebih terukur,
peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengurangan beban sosial
dan ekonomi.

Tabel 2.94: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020-2024

Realisasi
2020 2021 2022 2023 2024

1 TFR (Angka Kelahiran Total) Angka 2,71 NA 2,76 2,43 2,11
2  Persentase pemakaian

kontrasepsi Modern

(Modern Contraceptive

Prevalence Rate/mCPR)
3 Persentase kebutuhan ber-

No IKK Outcome Satuan

% 76,42 NA 7248 | 7432 61,70

KB yang tidak terpenuhi % 14,45 NA 1889 10,98 37
(unmet need)
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Angka Kelahiran Total (TFR) menunjukkan sedikit fluktuasi, dengan
nilai 2,71 pada 2020, meningkat menjadi 2,76 pada 2022, namun menurun
menjadi 2,11 pada 2024. Persentase pemakaian kontrasepsi modern
(mCPR) mengalami penurunan dari 76,42% pada 2020 menjadi 61,70% pada
2024. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet
need) mengalami penurunan signifikan dari 14,45% pada 2020 menjadi 0%
pada 2023, yang mencerminkan terpenuhinya seluruh kebutuhan ber-KB

pada tahun tersebut.
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i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan berkaitan erat dengan
konektivitas dan kinerja lalu lintas di kabupaten/kota, adapun capaiannya
adalah sebagai berikut:

Tabel 2.95: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Tahun 2020-2024

Realisasi
e LAt Satuan 000 2021 2022 2023 2024
1| [Reslio emskinizn % 030 030 3375 90 60,04
kabupaten / kota
2 Kinerja lalu lintas % NA 011 012 013 015

kabupaten / kota
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Rasio  konektivitas kabupaten/kota menunjukkan  peningkatan
signifikan dari 0,30% pada 2020 hingga mencapai 33,75% pada 2022,
kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 (90%), kemudian menurun
menjadi 60,04% pada 2024. Penurunan rasio konektivitas pada tahun 2024
ini disebabkan karena adanya kerusakkan salah satu Armada Damri di
Kabupaten Natuna, sehingga berdampak kepada penurunan jumlah
penumpang. Selanjutnya inidikator kinerja lalu lintas
kabupaten/kota memperlihatkan tren peningkatan bertahap, dari 0,11%
pada 2021 menjadi 0,15% pada 2024. Data untuk 2020 tidak tersedia.

j- Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika.
Pemerintah pada urusan ini berperan dalam memperkuat akses

informasi, meningkatkan literasi digital, serta mendukung transparansi dan

pelayanan publik berbasis teknologi, maka capaian kinerjanya dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.96: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan
Informatika Tahun 2020-2024

Realisasi

IKK Outcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024
Persentase masyarakat yang
menjadi sasaran penyebaran
informasi publik, mengetahui
kebijakan dan program prioritas
pemerintah dan pemerintah
daerah kabupaten / kota

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi

% NA NA NA 71,43 118

publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah
pada 2024 dengan capaian 118%, sementara data untuk tahun-tahun

sebelumnya tidak tersedia.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
memiliki dua indikator kerja: Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha, kedua indikator ini
di bawah ini:

Tabel 2.97: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah tahun 2020-2024

Realisasi
No IKK Outcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024
1 Meningkatnya Koperasi % 14,38 16,87 29 11,70 12,64
yang berkualitas
2 | Meningkatnya Usaha Mikro % 5,54 6,40 6,67 10,61 13,29

yang menjadi wirasausaha
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Meningkatnya koperasi yang berkualitas menunjukkan fluktuasi,
dengan capaian 14,38% pada 2020, meningkat menjadi 29% pada 2022,
namun mengalami penurunan menjadi 11,70% pada 2023, kemudian

kembali meningkat di tahun 2024 (12,64%). Meningkatnya usaha mikro
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yang menjadi wirausaha juga menunjukkan peningkatan bertahap, dari

5,54% pada 2020 menjadi 13,29% pada 2024.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman
Modal di Kabupaten Natuna pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada
tabel di bawah ini:

Tabel 2.98: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Tahun 2020-2024
Realisasi

IKK Outcome Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Persentase peningkatan
investasi di kabupaten/ % 33,58 -1244 1393 41,7 24,87
kota

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota menunjukkan
fluktuasi yang signifikan. Tercatat meningkat 33,58% pada 2020, namun
mengalami penurunan sebesar -12,44% pada 2021. Pada 2022, angka
tersebut kembali meningkat menjadi 13,93%, dan mencapai puncaknya
dengan 41,7% pada 2023, setelah kemudian kembali menurun di tahun

2024 (24,87%).

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga di Kabupaten Natuna pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada
tabel di bawah ini:

Tabel 2.99: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan
Olahraga Tahun 2020-2024

Realisasi
No IKK Outcome Satuan 5000 2021 2022 2023 2024
1  Tingkat partisipasi pemuda
dalam kegiatan ekonomi % 11,73 na 11,32 13,72 14,88
mandiri
2  Tingkat partisipasi pemuda

o % na na 53,93 | 5489 54,12
dalam organisasi
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Realisasi
IKK Outcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024

kepemudaan dan organisasi
sosial kemasyarakatan

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

tercatat 11,73% pada tahun 2020, menurun menjadi 11,32% pada tahun

2022, tetapi meningkat signifikan menjadi 14,88% pada tahun 2024. Ini

menunjukkan tren positif dalam keterlibatan pemuda di sektor ekonomi.

Untuk partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial

kemasyarakatan, data tidak tersedia untuk tahun 2020 dan 2021. Namun,

pada tahun 2022, partisipasi mencapai 53,93%, meningkat menjadi 54,89%

pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 54,12% pada tahun

2024. Meskipun ada fluktuasi, lebih dari setengah pemuda tetap terlibat

dalam organisasi ini.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik.

Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di

Kabupaten Natuna pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel di

bawah ini:

No

Tabel 2.100: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tahun 2020-2024
Realisasi

1K Outcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024
Persentase Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang menggunakan
data statistik dalam menyusun % 50 55 60 70 100
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase OPD yang
menggunakan data statistik
dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah

% 50 55 60 70 100

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP

2024.
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Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan
data  statistk dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan
daerah menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 50% pada 2020
menjadi 100% pada 2024. Persentase OPD yang menggunakan data statistik
dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah juga mengalami

peningkatan yang serupa, dari 50% pada 2020 menjadi 100% pada 2024.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Persandian di
Kabupaten Natuna pada tahun 2020 hingga 2024 berkaitan dengan tingkat
keamanan informasi pemerintah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.101: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Tahun 2020-2024
Realisasi
1K Qutcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024

Tingkat keamanan informasi

. % 50 60 65 70 75
pemerintah
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah mengalami
kenaikan yang teratur, dimulai dari realisasi sebanyak 50% sejak tahun 2020,

hingga 75% terealisasi di tahun 2024.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.

Urusan pemerintahan bidang kebudayaan memiliki peran penting
dalam menjaga identitas dan kekayaan warisan lokal, terutama di
Kabupaten Natuna yang memiliki keberagaman budaya maritim dan tradisi
unik. Kebudayaan bukan hanya aset sejarah, tetapi juga menjadi modal
sosial dan ekonomi yang dapat mendorong pariwisata serta meningkatkan

rasa bangga masyarakat terhadap daerahnya.
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Tabel 2.102: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Tahun 2020-2024
Realisasi
1KK Outcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024
Terlestarikannya Cagar
Budaya
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Terlestarikannya Cagar Budaya menunjukkan peningkatan jumlah

Item 2 3 10 10 16

cagar budaya yang terlestarikan, dari 2 item pada 2020 menjadi 16 item
pada 2024.
g. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan.

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan di Kabupaten Natuna
berperan sebagai motor penggerak literasi dan akses pengetahuan bagi
masyarakat. Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi
juga pusat pembelajaran, inovasi, dan pengembangan sumber daya
manusia.

Tabel 2.103: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tahun 2020-2024
Realisasi
No IKK Outcome Satan 020 2021 2022 2023 2024
1 Nilai tingkat Kegemaran
membaca masyarakat
2 | Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP

2024.

Nilai NA NA 0 0 65,16

Indeks 0 0 71,89 8245 7448

Indeks  Pembangunan Literasi Masyarakat  menunjukkan
peningkatan, dengan nilai 71,89 pada 2022 dan meningkat menjadi 82,45
pada 2023, menurun di tahun 2024 (74,48%).

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.
Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di
Kabupaten Natuna pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel di

bawah ini:
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Tabel 2.104: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Tahun 2020-2024

Realisasi
No 1K Qutcome Satuan - 5020 2021 2022 2023 2024
1 Tingkat ketersediaan arsip
sebagai bahan akuntabilitas
kinerja, alat bukti yang sah dan
pertanggungjawaban nasional) Persen | 10,50 na 1 75 62,1
Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
2 Tingkat Keberadaan dan
keutuhan arsip sebagai
pertanggungjawaban setiap
aspek kehidupan berbangsa dan = Persen na na 1 50 42,75
bernegara untuk kepentingan
negara, pemerintahan,pelayanan
publik dan kesejahteraan rakyat
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas
kinerja mencatatkan 10,50% pada 2020 dan meningkat signifikan menjadi
75% pada 2023, menurun di tahun 2024 (62,1%). Tingkat keberadaan dan
keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara tidak tersedia untuk tahun 2020 dan 2021, namun
tercatat 50% pada 2023, menurun di tahun 2024 menjadi 42,75%.

2.1.4.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.
a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan
Perikanan di Kabupaten Natuna pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan
pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.105: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan
Perikanan tahun 2020-2024

Realisasi
IKK Outcome  Satuan 2021 2022 2023 2024
Jumlah Total
Produksi Perikanan  Ton  124310,81 136678,02 139138,66 139468,64 141002,26
(Tangkap dan
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Realisasi
IKKQutcome  Satuan 5550 2021 2022 2023 2024
Budidaya)kabupaten
/ kota (sumber data:
one data KKP)
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP

2024.

Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)
menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 124.310,81 ton pada 2020
menjadi 141002,26 ton pada 2024.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.

Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata di
Kabupaten Natuna pada tahun 2020 hingga 2024 berkaitan erat dengan
nilai tambah Kabupaten, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.106: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tahun 2020-2024
Realisasi
No  IKKOQutcome  Satuan 550 2021 2022 2023 2024
1  Persentase
pertumbuhan jumlah
wisatawan % -82 70 12 298 141
mancanegara per
kebangsaan
2 | Persentase
peningkatan
perjalanan
wisatawan % -32 20.765 35 31.064  31.107
nusantara yang
datang ke
kabupaten/kota
3 Tingkat hunian
akomodasi
4 Kontribusi sektor
pariwisata terhadap % 0,55 105,92 0,46 117,97 0,5
PDRB harga berlaku
5 | Kontribusi sektor
pariwisata terhadap % NA 56 3,6 35 3,5
PAD
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

% 9 12 10 9,76
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Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per

kebangsaan mengalami lonjakan signifikan pada 2023, dengan
pertumbuhan sebesar 298%, setelah sebelumnya mengalami penurunan
tajam pada 2020 (12%), namun pada tahun 2024 tren ini kembali menurun
dengan persentase sebesar 141. Persentase peningkatan perjalanan
wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota mencatatkan angka
yang bervariasi, dengan peningkatan yang signifikan pada 2024 sebesar
31,107%, meskipun sempat menurun pada 2020 (-32%). Tingkat hunian
akomodasi juga menunjukkan fluktuasi, dari 9% pada 2020, kemudian 12%
pada 2022, 9,76% pada tahun 2024. Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB harga berlaku menunjukkan fluktuasi besar, dengan angka positif
pada 2021 (105,92%), namun menurun tajam pada 2022 (0,46%), dan
meningkat lagi pada 2023 (117,97%), kemudian kembali menurun di tahun
2024 (0,5%). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tidak tersedia untuk
2020, namun tercatat 5,6% pada 2021, turun menjadi 3,6% pada 2022, dan
sedikit berkurang menjadi 3,5% pada 2023 dan konstan di 2024.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.

Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di
Kabupaten Natuna pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel di
bawah ini:

Tabel 2.107: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Tahun 2020-2024
Realisasi
No 1K Qutcome Satuan 020 2021 2022 2023 2024
1 Produktivitas pertanian
per hektar per tahun
Persentase Penurunan
2  kejadian dan Jumlah kasus % 2,4 -58  -17 049 0,17
penyakit hewan menular

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

% 51 520 53 556 23
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Produktivitas pertanian per hektar per tahun mengalami
peningkatan yang stabil setiap tahun. Dari 5,11% pada 2020, meningkat
menjadi 5,20% pada 2021, 5,30% pada 2022, 5,56% pada 2023, dan turun
menjadi 2,3% pada tahun 2024. Persentase penurunan kejadian dan jumlah
kasus penyakit hewan menular menunjukkan fluktuasi. Setelah penurunan
yang signifikan pada 2021 (-58%) dan 2022 (-17%), terjadi sedikit penurunan
pada 2023 dengan angka 0,49%, dan 2024 (0,17%), menandakan adanya

upaya yang lebih baik dalam mengurangi kejadian penyakit hewan menular.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan di
Kabupaten Natuna tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.108: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tahun 2020-2024
Realisasi
Ne 1K Outcome Satan 5020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase pelaku usaha
yang memperoleh izin sesuai
dengan ketentuan (IUPP/SIUP
Pusat Perbelanjaan dan
IUTM/ IUTS/SIUP Toko
Swalayan)

2 Persentase alat - alat ukur,
takar, timbang dan
perlengkapannya (UTTP) % 1,43 1,71 6,09 8,38 9.80
bertanda tera sah yang
berlaku

3 Persentase kinerja realisasi
pupuk

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

% 40,64 43,22 55 3,19 | 852

% 80 97,56 75 93,11 97,18

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan
ketentuan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Dari 40,64%
pada 2020, meningkat menjadi 43,22% pada 2021, 55% pada 2022, namun
menurun pda 2023 (3,19%), kemudian meningkat kembali di tahun 2024
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(8,52%). Persentase kinerja realisasi pupuk menunjukkan hasil yang

berfluktuasi. Setelah mencapai 97,56% pada 2021, angka ini turun menjadi
75% pada 2022, namun meningkat kembali menjadi 97,18% pada 2024.
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang berlaku meningkat dari 1,43% pada 2020 menjadi
9,80% pada 2024.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Data capaian untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian di
Kabupaten Natuna pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel di
bawah ini:

Tabel 2.109: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Tahun 2020-2024

Realisasi
No IKK Outcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024
1 | Pertambahan jumlah
industri kecil dan % 1026 14,48 2698 5882 5514
menengah di provinsi
2 | Persentase pencapaian
sasaran pembangunan

industri termasuk turunan
indikator ~ pembangunan
industri dalam RIPIN yang
ditetapkan dalam RPIP
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP
2024.

% na 2,3 2,3 4,7 15,86

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di
provinsi menunjukkan fluktuasi. Dimulai dengan 10,26% pada 2020, angka
ini meningkat menjadi 14,48% pada 2021, 26,98% pada 2022, dan mencapai
58,82% pada 2023, namun menurun pada tahun 2024 (55,14%). Persentase
pencapaian sasaran pembangunan industri, meskipun tidak ada data pada
2020 dan 2021, menunjukkan peningkatan pada 2022 hingga 2024. Dari
2,3% pada 2022, angkanya meningkat menjadi 15,86% pada 2024.
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f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.

Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya tetap
konsisten di angka 1 setiap tahun dari 2020 hingga 2024, menunjukkan tidak
adanya penambahan kawasan baru. Selain itu, jumlah satuan pemukiman
transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan jumlah satuan
pemukiman yang dibina juga tetap stabil di angka 6 untuk setiap tahun
dalam periode yang sama.

Tabel 2.110: Capaian Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
Tahun 2020-2024

Realisasi
No 1K Qutcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024
1 Jumlah.Ka\{v.asa.n Transmigrasi Satuan 1 1 1 1 1
yang Difasilitasi Penetapannya
2 Jumlah Satuan Pemukiman Satuan
Transmigrasi yang Difasilitasi Permuki 6 6 6 6 6
Pembangunannya man
3 Jumlah Satuan Pemukiman Satuan
yang Dibina Permuki 6 6 6 6 6
man
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP

2024.

2.1.4.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
a. Sekretariat Daerah.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Unsur Pendukung Urusan
Pemerintahan Bagian Sekretariat Daerah Tahun sepanjang tahun 2020-
2024 ada dalam dua indikator berikut yaitu ; Indeks Kepuasan Masyarakat
pada tahun 2020 tidak tersedia data, pada tahun 2021 tercatat 3,46 pada
2022 menurun menjadi 3,41 pada 2022, meningkat ke 3,71 pada 2023, dan
turun lagi ke 3,42 pada 2024. Sedangkan nilai SAKIP tercatat 73,48 pada
2021, meningkat menjadi 73,75 pada 2022, 80,24 pada 2023, dan sedikit
menurun ke 73,98 pada 2024. Untuk Nilai LPPD, tidak tersedia untuk 2020
dan 2024, pada tahun 2021 tercatat 2,09 dan 3,17 pada 2023. Capaian IKK
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Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bagian Sekretariat Daerah Tahun

sepanjang tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.111: Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bagian
Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024
Realisasi
No  IKKOutcome  Satuan ;.0 2021 2022 2023 2024
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat

2  Nilai LPPD Nilai Nilai na 2,09 3,17 2,90

3 Nilai SAKIP Daerah Nilai Nilai 7348 73,75 8024 7398
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 dan LKJIP

2024.

Nilai Nilai na 3,46 3,41 3,71

2.1.4.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.
a. Perencanaan.

Setiap kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif,
efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan yang matang menjadi dasar dalam
menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi
pembangunan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai indikator
dalam aspek perencanaan telah mengalami perkembangan, yang dapat
dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.112: Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Aspek
Perencanaan Tahun 2020-2024

Realisasi
No 1KK Outcome Satuan 000 2021 2022 2023 2024
1 Indeks Kualitas Perencanaan % NA NA 6,7 7.6 7.8
2  Persentase Indikator SDGs % 31,82 4950 49,55 51,88 67,72

terpilah yang relevan
dengan target
Sumber : LKJIP 2020-2024.

Capaian Indeks Kualitas Perencanaan belum diukur pada tahun 2020
dan 2021 . Namun, sejak tahun 2022, terdapat tren peningkatan yang cukup
signifikan. Pada tahun 2022, indeks ini tercatat sebesar 6,7%, kemudian
meningkat menjadi 7,6% pada tahun 2023, dan kembali mengalami

kenaikan menjadi 7,8% pada tahun 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan
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adanya perbaikan berkelanjutan dalam proses perencanaan, baik dari sisi
tata kelola, koordinasi antarsektor, pemanfaatan data dan teknologi
informasi, maupun keterlibatan pemangku kepentingan. Persentase
Indikator SDGs Terpilah yang Relevan dengan Target menunjukkan tren
peningkatan dari 31,82% pada tahun 2020 menjadi 67,72% pada tahun
2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam ketersediaan dan
relevansi data untuk mendukung pencapaian target SDGs secara lebih

akurat dan inklusif.

b. Keuangan.

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi
kunci dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Sepanjang tahun 2020-
2024 berbagai indikator aspek keuangan telah mengalami perkembangan,
yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.113: Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Aspek
Keuangan Tahun 2020-2024

Realisasi
Ne IKK Outcome Satuan 020 2021 2022 2023 2024
1  Rasio Belanja Pegawai di luar % na na 26,78 16,56 17,50
guru dan tenaga kesehatan
2 | Rasio PAD % na na 67,02 7,68 10,31
3 Rasio Belanja Urusan % 72,51 83,46 57,84 58,57 69,8
Pemerintahan Umum (dikurangi
transfer
expenditures)
4 | Opini Laporan Keuangan Opini WTP WTP WTP | WTP WTP
BPK
5  Deviasi realisasi belanja % 11,69 20,53 8,79 8,25 23,84
terhadap belanja total dalani
APBD
6 | Deviasi realisasi PAD terhadap % 26,64 | 42,47 3298 13,51 30,64
anggaran PAD dalamAPBD
7 | Manajemen Aset % 75 75 100 100 100
8 Rasio anggaran sisa terhadap % 11,14 1,32 2,70 0,45 12,81
total belanja dalam APBD tahun
sebelumnva

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 LKJIP 2024.
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Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan pada 2022

tercatat sebesar 26,78%, dan menurun pada 2024 menjadi 17,50%. Rasio
PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak tersedia pada 2020 dan 2021, namun
pada 2022 tercatat sebesar 67,02%. Angka ini mengalami penurunan
signifikan pada 2023 menjadi 7,68%, dan 2024 sebanyak 10,31%. Rasio
Belanja Urusan Pemerintahan Umum tercatat 57,84% pada 2022 dan 58,57%
pada 2023, 69,8% pada 2024, menunjukkan konsistensi dalam pengalokasian
belanja untuk urusan pemerintahan umum, meskipun ada fluktuasi kecil.
Opini Laporan Keuangan terus mencatatkan status WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian) pada seluruh tahun yang tercatat (2020-2023). Selama lima
tahun terakhir, kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan dinamika
yang cukup bervariasi. Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja dalam
APBD berkisar antara 8,25% hingga 23,84%, menandakan masih adanya
ketidaktepatan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Deviasi
realisasi PAD terhadap anggaran PAD juga fluktuatif, dari 13,51% hingga
42,47%, menunjukkan perlunya peningkatan akurasi dalam penyusunan
target pendapatan dan efektivitas pemungutan.Dari sisi manajemen aset,
terjadi peningkatan signifikan, dari 75% di dua tahun awal menjadi 100%
pada tiga tahun terakhir, mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan aset
daerah. Sementara itu, rasio sisa anggaran terhadap total belanja tahun
sebelumnya bervariasi, dengan nilai terendah 0,45% dan tertinggi 12,81%,

yang menunjukkan tantangan dalam optimalisasi serapan anggaran.

c. Pengadaan.
Sistem pengadaan yang baik akan meningkatkan efektivitas belanja
pemerintah, mendorong partisipasi pelaku usaha lokal, serta meminimalkan

risikko penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Perkembangan

1I-137

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

berbagai indikator dalam aspek pengadaan selama periode 2020-2024
dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.114: Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Aspek
Pengadaan tahun 2020-2024
Realisasi

No IKK Qutcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase jumlah total
proyek konstruksi yang
dibawa ke tahun
berikutnya yang
ditandatangani pada
kuartal pertama
2  Persentase jumlah
pengadaan yang dilakukan % - - 3,6 69 23,03
dengan metode kompetitif
3 Rasio nilai belanja yang
dilakukan melalui % - - 3589 23 2792

pengadaan
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 LKJIP 2024.

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun
berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama sebanyak 0 persen
pada tahun 2024, kemudian jumlah pengadaan yang dilakukan dengan
metode kompetitif tercatat 3,6% pada 2022, dan meningkat signifikan
menjadi 69% pada 2023, namun menurun pada tahun 2024 (23,03%). Rasio
nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan tercatat 35,89% pada 2022
dan menurun menjadi 23% pada 2023, kemudian kembali naik di tahun

2024 (27,92%).

d. Kepegawaian.

Sumber daya manusia aparatur yang berkualitas merupakan kunci
dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.
Selama periode 2020-2024, berbagai indikator dalam aspek kepegawaian
telah mengalami perkembangan, sebagaimana ditampilkan dalam tabel

berikut.

naTunNAa.
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Tabel 2.115: Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Aspek
Kepegawaian Tahun 2020-2024

Realisasi
2020 2021 2022 2023 2024
1 Rasio Pegawai % 63.17 67.00 64,56 69,29 70,57
Pendidikan Tinggi dan
Menegah/Dasar (%)
(PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
kesehatan)
2 Rasio pegawai ASN 8.58 15,00 20,59 22,91 24,94
Fungsional
(%) (PNS tidak
termasuk guru dan
tenaga kesehatan)
3 Rasio Jabatan % 9293  78.00 4502 89.00 7741
Fungsional
bersertifikat
Kompetensi (%) (PNS
tidak termasuk guru
dan tenaga kesehatan)
4 Indeks Profesionlitas
ASN.
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 LKJIP 2024.

No IKK Outcome Satuan

Indeks | 48.03 49,09 53.23 66,46 79,02

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS
tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) menunjukkan fluktuasi dengan
peningkatan pada 2023 menjadi 69,29%, yang lebih tinggi dibandingkan
2020 (63,17%) dan 2021 (67,00%), namun meningkat di tahun 2024
(70,57%). Rasio Pegawai Fungsional (%) mengalami peningkatan yang
signifikan dari 8,58% pada 2020 menjadi 24,94% pada 2024. Rasio Jabatan
Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) mengalami penurunan dari 92,93%
pada 2020 menjadi 45,02% pada 2022, namun kembali meningkat menjadi
89,00% pada 2023, dan 77,41% pada 2024.

Indeks Profesionalitas ASN (IPA) merupakan ukuran statistik yang
menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan,
kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas
jabatannya. IPA Kabupaten Natuna menunjukkan peningkatan yang
konsisten dan signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020,
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indeks berada pada angka 48,03, yang termasuk dalam kategori Sangat
Rendah. Kondisi ini sedikit membaik pada tahun 2021 menjadi 49,09, namun
masih dalam kategori yang sama. Peningkatan yang lebih berarti mulai
terlihat pada tahun 2022 yaitu 53,23, meskipun tetap dalam kategori Sangat
Rendah (kurang dari 60). Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2023,
ketika nilai indeks melonjak menjadi 66,46, yang menempatkan IPA
Kabupaten Natuna dalam kategori Rendah (61-70). Pada tahun 2024,
capaian indeks mencapai 79,02, yang menandai lompatan besar ke kategori
Sedang (71-80). Perbaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas

ASN baik dari aspek kompetensi, integritas, kinerja, maupun kedisiplinan.

e. Penelitian dan Pengembangan.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Aspek Penelitian dan Pengembangan tahun 2020-2024 yaitu
pada tahun 2020 hingga 2022 persentase implementasi rencana
kelitbangan tidak tersedia, tetapi tercatat stabil di 25% pada tahun 2023 dan
2024. Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah, untuk tahun 2020 dan 2021 tidak
tersedia, namun tercatat 0,68 pada tahun 2022, menurun menjadi 0,57 pada
tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 0,65 pada tahun 2024. Secara
terperinci ada dalam tabel berikut.

Tabel 2.116: Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Aspek
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

Realisasi
No  IKKOutcome  Satuan 0 5021 2022 2023 2024
1 Indeks Kapabilitas % NA NA 0.68 0.57 0.65

Inovasi Daerah
2  Persentase
Implementasi % NA NA NA 25 25
Rencana Kelitbangan
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 LKJIP 2024.

naTunNAa.
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f. Kesatuan Bangsa dan Politik.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Aspek Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024 yaitu
sinergitas dinas/instansi dalam menangani konflik sosial sepanjang tahun
2022-2024 konsisten 15. Untuk indikator pembinaan partai politik sudah
dilakukan pada 9 parpol setiap tahunnya. Secara terperinci dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.117: Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Aspek
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020-2024

Realisasi
No 1K Qutcome Satuan 5020 2021 2022 2023 2024
1 | Tercapainya Sinergitas Dinas/ na na 15 15 15
Dinas/Instansi dalam Instansi
Menangani Konflik
Sosial
2  Pembinaan Partai Politik Parpol 9 9 9 9 9

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 LKJIP 2024.

2.1.4.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.
a. Inspektorat.

Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bagian Inspektorat
Tahun 2020-2024 tersedia dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.118: Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bagian
Inspektorat Tahun 2020-2024

Realisasi
No IKK Outcome Satuan 550 2021 2022 2023 2024
1 Maturitas SPIP Level Na Na 3 3 3
2 | Peningkatan Kapabilitas
APIP Level 3 3 3 3 3
3 Nilai Survei Penilaian Nilai NA NA NA 76,80 77,40

Integritas (SPI)
Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 LKJIP 2024.

Berdasarkan data capaian, nilai maturitas SPIP belum tersedia pada
tahun 2020 dan 2021 (NA). Namun sejak tahun 2022 hingga 2024, nilai
maturitas SPIP telah mencapai Level 3, yang menunjukkan bahwa proses

pengendalian intern telah berjalan secara terdokumentasi, dilaksanakan
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secara konsisten, dan telah menjadi bagian dari budaya organisasi.

Selanjutnya dari tahun 2020 hingga 2024, Peningkatan Kapabilitas APIP
tercatat stabil di level 3 dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator Nilai Survei
Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2020-2023 NA, pada tahun 2023
sebesar 76,80 dan tahun 2024 77,40. Secara keseluruhan, data ini
mencerminkan adanya konsistensi dalam mempertahankan standar tata

kelola dan pengawasan intern yang memadai.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak
dapat berjalan tanpa dukungan keuangan daerah. Keuangan daerah
menjadi faktor yang sangat penting sehingga menjadi input yang
substansial dan strategis dalam mekanisme perencanaan dan
penganggaran daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 menyatakan bahwa uraian gambaran keuangan daerah bermaksud
menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam
mendanai penyelenggaraan pembangunan. Keuangan daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
2.2.1. Realisasi APBD Tahun 2020-2024.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna dapat dianalisis
melalui tiga aspek utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan
Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh hak yang
diterima oleh daerah dan berfungsi sebagai penambah aset bersih. Di sisi
lain, Belanja Daerah mencakup seluruh kewajiban yang harus ditanggung
oleh pemerintah daerah, yang berdampak pada berkurangnya nilai

kekayaan bersih selama periode anggaran tertentu. Adapun Pembiayaan
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mengacu pada penerimaan yang harus dikembalikan atau pengeluaran

yang nantinya akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan
maupun pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kabupaten Natuna selama
periode 2020-2024 menunjukkan hasil yang cukup baik. Pendapatan Daerah
yang telah dianggarkan cenderung terealisasi dengan tingkat pencapaian
rata-rata sebesar 94,50%. Di sisi lain, Belanja Daerah juga mencerminkan
upaya maksimal dalam penyerapan anggaran dengan rata-rata realisasi
sebesar 76,16%. Sementara itu, kinerja pada pos Pembiayaan Daerah
menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rata-rata capaian realisasi
mencapai 106,34%. Informasi lebih rinci mengenai anggaran dan realisasi
untuk Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan dalam APBD Kabupaten
Natuna Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada ilustrasi yang tersedia.

Dari tiga komponen utama penyusun APBD Kabupaten Natuna,
realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan yang
cukup signifikan, mencapai hanya 73,59% dari anggaran yang telah
ditetapkan. Persentase ini merupakan capaian terendah selama lima tahun
terakhir. Penurunan serupa juga terjadi pada Belanja Daerah, yang
mencatatkan realisasi terendah dalam kurun waktu tersebut. Kondisi ini
menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sisi
belanja, perlu disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang tersedia agar tetap
optimal. Sementara itu, capaian realisasi Pembiayaan Daerah cenderung
berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan peningkatan realisasi yang terjadi
pada tahun 2024.

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Natuna
tahun 2020-2024, secara garis besar dapat dilihat bahwa di sepanjang tahun
2020-2024 terdapat frekuensi defisit anggaran yang lebih tinggi dibanding

keadaan surplus. Defisit pada pos realisasi keuangan daerah Kabupaten
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Natuna terjadi pada periode tahun 2020, 2022, dan 2024, sedangkan pada
tahun 2021 dan 2023 terjadi surplus anggaran daerah. Namun demikian
masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di setiap periode
2020-2024 sebagai pembentuk utama realisasi postur penerimaan
pembiayaan daerah.

Jika dilihat berdasarkan rata-rata komponen pembentuk APBD, rata-
rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah yaitu sebesar 3,42% dan
Belanja Daerah sebesar 1,72% dan Pembiayaan Daerah sebesar 781,98%.
Gambaran anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Natuna tahun 2020-
2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.119 : Realisasi APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

NO URAIAN REALISASI TAHUN
2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7)
PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah 51.528.266.742,25 42.613.221.800,31 66.678.873.457,02 97.981.165.498,09 67.663.177.341,19
B. Pendapatan Transfer 861.412.971.434,00 906.392.990.843,00 922.596.402.411,00 1.234.205.370.323,00 888.431.246.983,00
C. Lain-lain Pendapatan 13.476.765.093,91 19.633.049.406,00 0,00 1.320.690.354,00 7.536.390.075,00
Daerah Yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN 926.418.003.270,16 968.639.262.049,31 989.275.275.868,02 1.333.507.226.175,09 963.630.814.399,19
2 BELANJA
A. Belanja Operasi 769.259.481.687,54 692.062.668.247,74 728.446.072.391,69 788.943.176.676,47 826.005.259.894,38
B. Belanja Modal 171.347.334.782,25 124.908.898.038,31 180.851.143.808,59 264.281.035.089,12 175.478.036.175,56
C. Belanja Tak Terduga 13.707.639.116,00 11.623.472.663,35 1.331.862.663,00 1.648.129.341,00 665.131.517,00
D. Belanja Transfer 115.149.587.550,00 124.018.980.840,00 106.005.762.940,00 119.624.168.400,00 119.988.782.400,00
JUMLAH BELANJA = 1.069.464.043.135,79 952.614.019.789,40  1.016.634.841.803,28 1.174.496.509.506,59 @ 1.122.137.209.986,94
SURPLUS/DEFISIT = (143.046.039.865,63) 16.025.242.259,91 (27.359.565.935,26) 159.010.716.668,50 (158.506.395.587,75)
3 PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan 159.072.530.236,66 16.354.086.796,83 32.327.191.732,15 4.961.941.796,89 163.972.658.465,39
B. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 159.072.530.236,66 16.354.086.796,83 32.327.191.732,15 4.961.941.796,89 163.972.658.465,39
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 16.026.490.371,03 32.379.329.056,74 4.967.625.796,89 163.972.658.465,39 5.466.262.877,64

ANGGARAN (SILPA)

Sumber: LRA Hasil Audit (BPKPD Natuna, diolah)
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a. Rincian Realisasi Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pendanaan bagi
Pemerintah Kabupaten Natuna yang berfungsi untuk mendukung berbagai
kebutuhan pembangunan dan operasional daerah. Sumber pendapatan ini
dapat berasal dari potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Natuna, maupun
melalui alokasi dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Pendapatan
daerah sendiri terbagi dalam tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, pendapatan daerah
Kabupaten Natuna mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini mencerminkan adanya
periode di mana realisasi pendapatan daerah meningkat dan menurun di
waktu tertentu. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan mencapai
Rp926.918.003.270,96 dan meningkat sebesar 4,50% di tahun berikutnya.
Meskipun persentase tersebut lebih rendah, secara nominal pendapatan
tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya

Namun, pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah mengalami
penurunan yang signifikan dengan tingkat pertumbuhan minus 27,74%.
Realisasi pendapatan pada tahun tersebut mencapai Rp963.630.814.399,
yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang
mencapai Rp1.333.507.226.175. Penurunan ini mencerminkan perlunya
perhatian lebih dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber pendapatan

daerah agar lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.
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Gambar 2.26: Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten

Natuna Tahun 2020-2024
Sumber: BPKPD Natuna, 2025, diolah.

Pada Kabupaten Natuna, proporsi realisasi pendapatan didominasi
oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata dalam lima tahun sebesar
86,57%. Sementara itu, untuk PAD memiliki proporsi rata-rata 5,99%
terhadap total pendapatan daerah. Adapun lain-lain pendapatan yang sah
memiliki proporsi rata-rata sebesar 7,44% dalam kurun waktu 2020-2024.
Jika dilihat berdasarkan tren proporsi realisasi pendapatan Kabupaten
Natuna, PAD di tahun 2024 menunjukkan penurunan dari tahun 2023
sebesar Rp. 91.310.100.823 menjadi Rp. 67.663.177.341. Penurunan realisasi
PAD ini menandakan tingkat pertumbuhan paling rendah di sepanjang
periode 2020-2024. Sementara untuk pendapatan transfer pula berkurang
dari sebanyak Rp. 1.130.239.603.167 di tahun 2023 menjadi sebesar Rp.
823.691.062.339 di tahun 2024 atau turun sebanyak 27,12%. Meskipun
tingkat rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan transfer lebih rendah
dari PAD, namun secara struktural pendapatan transfer menjadi determinan
utama pendapatan daerah Kabupaten Natuna. Gambaran proporsi

Pendapatan Daerah secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.
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Pendapatan daerah Kabupaten Natuna, yang mencakup Pendapatan

Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah,
mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Secara
keseluruhan, jumlah pendapatan daerah bertambah dari Rp926.418 juta
pada tahun 2020 menjadi Rp963.630,81 juta pada tahun 2024. Kenaikan
sebesar Rp37.212,81 juta tersebut sebagian besar didorong oleh
peningkatan pada dana transfer, diikuti oleh pertumbuhan pada PAD.
Kenaikan yang signifikan dalam total pendapatan daerah tidak
terlepas dari meningkatnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat
kepada Pemerintah Kabupaten Natuna. Meskipun demikian, kontribusi PAD
dalam menopang pendapatan daerah juga menunjukkan pertumbuhan
yang positif. Sepanjang periode tersebut, PAD mengalami pertumbuhan
sebesar 31,3%, sedangkan dana transfer meningkat sebesar 3,14%.
Capaian tertinggi PAD terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar
Rp98.981,17 juta, sementara dana transfer mencapai puncaknya di tahun
yang sama dengan total Rp1.234.205,37 juta. Sebaliknya, PAD mencapai titik
terendah pada tahun 2021, sedangkan dana transfer mencatat nilai
terendah pada tahun 2020. Data ini menunjukkan bahwa meskipun dana
transfer berperan besar, potensi pertumbuhan PAD yang cukup signifikan
tetap memiliki kontribusi penting dalam struktur pendapatan daerah.
Secara lebih rinci Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.120: Anggaran, Realisasi dan Persentase Realisasi
Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Tahun Rata-Rata
Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran | Realisasi % Anggaran | Realisasi % Anggaran | Realisasi % Realisasi
EZ’:EQ:ATAN 1.052.403,14| 926.41800|  88,03%| 1.182.675,74| 968.639,26|  81,90% | 1.082.256,20| 989.275,28|  91,41% | 1.275.091,03 | 1.333.507,23| 104,58% | 1.309.442,06 | 963.630,81| 73,59% 3,44%
PDZ';?::?;”D?S" 70.236 51.528|  73,36% 74,072 42613  57,53% 99.493 66.679|  67,02% 86.318 97.981| 113,51% 97.560 67.663| 69,36% 13,79%
Pajak Daerah 10.678,40 11.545,05| 108,12%| 11.500,00|  13.107,68| 113,98% 3649644 | 12.561,99| 34,42%| 3540423 | 54.850,56| 154,93%| 50.637,88| 27.007,76| 53,34% 73,81%
Retribusi Daerah 441,00 689,89 | 156,44% 507,00 73837| 14563% 666,00 963,78 | 144,71% 725,14 1.049,36| 14471% 1.373,10 1.657,76 | 120,73% 26,10%
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan 7.028,82 5119,17| 72.83%|  8.58527 8.58527 | 100,00% 7.043,06| 7.043,06| 100,00% 6.927,02 6.927,02| 100,00% 5387,42| 538742 100,00% 6,47%
Daerah yang
Dipisahkan
;:'n”gLSa; PAD 52.087,41 34.17415|  6561%| 53.479,51 20.181,90|  37,74% 55.287,68| 46.110,05| 83,40%| 43261,74| 3515423| 8126%| 40.16128| 33.61025| 83,69% 14,84%
ifa”nd;s:’ta” 970.915 861.413 88,72| 1.097.207 906393 |  82,61% 982763 | 922.596| 93,88%| 1.186.252| 1.234.205| 10404%|1.20351045|  888431| 73,82% 3,19%
Pendapatan
Transfer
Pemerintah 813.530 718829|  88,36% 925.684 737.998|  79,72% 861.445| 813.001| 9438%| 1.001.211| 1.045.715| 104,45% | 1.047.904,19 763.623| 72,87% 3,62%
Pusat - Dana
Perimbangan
DBH Pajak 108.033,82|  95.573,59| 8847%| 103.20642| 109.006,83| 10562% 78.822,52| 74.29856| 94,26%| 88.441,02| 132.06810| 149,33%| 94.40071| 52.060,55| 5515% -0,15%
z%i)B“ka” Pajak| 51621530 | 14260642| 6596%| 30697199| 13131546| 4278%| 26404802|24034639| 91,02%| 317.92860| 332799,58| 104,68%| 372371.24| 16005843| 42,98% 15,42%
DAU 397.78570| 396.383,55|  99,65%| 390.697,49| 390.697,49| 100,00%| 392.551,41| 39055926 | 99,49% | 407.503,85| 407.45841| 99,99%| 432.069,01| 427.577,65| 98,96% 1,95%
DAK 9149470|  84.26563| 92,10%| 124.80830| 106.977,89| 8571%| 126.023,50|107.797,06| 8554% | 187.337,42| 173.388,77| 92,55%| 149.063,23| 123.926,86| 83,14% 15,01%
Transfer
Pemerintah 93.062 93.062| 100,00% 107.610 107.610| 100,00% 54.852 54.852| 100,00% 84.525 84.525| 100,00%| 60.067,57 60.068 | 100,00% -2,06%
Pusat - Lainnya
E::;esuaian 2812924 |  28.12924| 100,00%| 41587,99| 41.587,99| 100,00% 3.89327| 3.893,27| 100,00%| 30.67499| 30.674,31| 100,00% - - -
Dana Desa 64.932,95|  64.932,95| 100,00%| 66.02229|  66.02229| 100,00% 50.958,28| 50.958,28| 100,00%| 53.85043| 53.85043| 100,00%| 54.367,72| 54.367,72| 100,00% -3,63%
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Tahun Rata-Rata
Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran | Realisasi % Anggaran | Realisasi % Anggaran | Realisasi % Realisasi

Insentif Fiskal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.699,85 5.699,85 | 100,00% -

Transfer
Pemerintah 64.324 49.522 76,99% 63.913 60.785 95,11% 66.466 54.744 82,36% 100.516 103.966 | 103,43% 95.539 64.740 | 67,76% 16,25%
Provinsi
Pendapatan Bagi
Hasil Pajak
Pendapatan Bagi
Hasil Lainnya
Bantuan
Keuangan
Lain-Lain
Pendapatan 11.252 13477 119,77% 11.396,58 19.633,05 172,27% 0,00 0,00 0,00% 2.521,00 1.320,69 52,39% 8.371,93 7.536,39| 90,02% 104,08%
Yang Sah
Pendapatan
Hibah
Pendapatan
Lainnya/Lain-
Lain Pendapatan
Sesuai dengan
Ketentuan Per-
uu

63.823,62 49.021,60 76,81% 63.912,91 60.785,05 9511% 65.177,52| 53.455,09 82,01% 99.515,59 | 102.965,77 | 103,47% 94.978,70 | 64.180,18 67,57% 16,72%

500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 1.288,50 1.288,50 | 100,00% 1.000,00 1.000,00 [ 100,00% 560,00 560,00 | 100,00%

11.252,18 13.476,77 | 119,77% 11.396,58 19.633,05 172,27% 0,00 0,00 0,00 2.478,00 1.254,00 50,61% 636,00 636,00 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 66,69 | 155,09% 7.735,93 6.900,39 89,20%

Sumber: BPKPD Natuna, 2025 (diolah).
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b. Rincian Realisasi Belanja Daerah.

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang berfungsi mengurangi ekuitas dana lancar selama satu
periode anggaran tertentu tanpa adanya pengembalian dari pihak
pemerintah. Jenis belanja daerah terbagi menjadi empat kelompok utama,
yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja
Transfer.

Realisasi belanja daerah di Kabupaten Natuna pada periode 2020-
2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada rentang waktu 2020
hingga 2023, terjadi peningkatan realisasi belanja daerah dengan tambahan
sebesar Rp105.032,47 juta dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar
Rp1.069.464,04 juta. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021, di mana
realisasi belanja turun menjadi Rp952.614,02 juta, berkurang sebesar
Rp116.850,02 juta dari tahun sebelumnya.

Setelah penurunan tersebut, realisasi belanja kembali meningkat
pada tahun 2022 dan 2023, sebelum akhirnya menurun lagi pada tahun
2024 dengan total realisasi sebesar Rp1.122.137,21 juta. Penurunan ini
menyebabkan pertumbuhan belanja daerah mengalami perlambatan
sebesar minus 4,46%, setelah sebelumnya menunjukkan tren peningkatan
selama empat tahun berturut-turut. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika
pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor

kebutuhan dan prioritas belanja pemerintah.
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Gambar 2.27: Realisasi Belanja Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024
Sumber: BPKPD Natuna 2025, diolah.

Proporsi realisasi belanja di Kabupaten Natuna dalam kurun waktu
lima tahun terakhir didominasi oleh Belanja Operasi dengan rata-rata
sebesar 71,40%. Persentase tertinggi Belanja Operasi terjadi pada tahun
2024 yang mencapai 73,61%, sedangkan angka terendah tercatat pada
tahun 2023 dengan 67,17%.

Selain itu, Belanja Modal memiliki rata-rata proporsi sebesar
17,01%, diikuti oleh Belanja Transfer sebesar 11,02%, dan Belanja Tidak
Terduga dengan porsi terkecil sebesar 0,57%. Pada tahun 2023, Belanja
Operasi menunjukkan sedikit penurunan menjadi 67,17% dari angka
sebelumnya sebesar 71,93% pada tahun 2020 dan 71,65% di tahun 2022.

Sementara itu, proporsi Belanja Modal yang sempat menurun pada
tahun 2021 mengalami tren peningkatan hingga tahun 2023. Sebaliknya,
Belanja Transfer yang awalnya mengalami peningkatan pada tahun 2021
justru mengalami tren penurunan hingga tahun 2023. Data ini
mencerminkan dinamika penggunaan anggaran di Kabupaten Natuna
selama periode 2020-2024.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten

Natuna tahun 2020-2024, dapat diketahui bahwa persentase realisasi
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belanja meningkat di sepanjang 2020-2023 dimana realisasi belanja daerah
mencapai 91,75% di tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2020 sebesar
88,13%. Hal ini menunjukkan di level perencanaan belanja daerah tidak
terdapat selisih yang besar antara jumlah belanha daerah yang dianggarkan
dengan realisasinya. Namun demikian, pada tahun 2024 realisasi belanja
daerah hanya berkisar 73,59% dari jumlah yang dianggarkan. Nilai realisasi
belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1.122.137,21 juta lebih rendah di
bandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 1.174.496,51 juta. Pada tahun
2024, realisasi belanja daerah menurun baik secara nominal maupun secara
perbandingan persentase realisasi yang dianggarkan. Lebih rinci terkait
anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Natuna tahun 2020-2024
dapat dilihat pada tabel berikut.

naTunNAa.
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Tabel 2.121 : Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Tahun Rata-rata
Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan
Anggaran  Realisasi % Anggaran Realisasi Anggaran  Realisasi % Anggaran  Realisasi Anggaran  Realisasi % Anggaran Realisasi Realisasi
BELANJA DAERAH = 1.211.049 1.069.464 8831%  1.198.702  952.614  79,47% 1.114.636 1.016.635  91,21% 1.280.059 1.174.497  91,75% 1.473.415 1.122.137 76,16% 1,72%
Belanja Operasi 858.751 769259 89,58% 807.866  692.063 85,67% = 788.681 728.446 9236% @ 874817 788943 90,18% = 1.028.631 826005 = 80,30% 2,06%
Belanja Pegawai 507.477 | 474900 @ 93,58% 436617 | 395339 90,55% = 392.881 380.605 96,88% = 455926 = 418914 91,88% = 545753 480.835  88,10% 1,09%
Belanja Barang 311224 | 256394 82,38% 344435 277.841 80,67% = 357.885 @ 314913 87,99% 378182  330.785 87,47% = 424853 302032 | 71,09% 451%
Belanja Hibah 36.801 35220 | 9570% 16.302 8.640 53,00% 31.826 27.754 87,20% 38.233 37.302 97,56% 49.907 35583 | 71,30% 43,89%
Sz'j;‘fa Bantuan 3.249 2746 8451% 10511 10.243 97,44% 6.088 5174 85,00% 2476 1.943 78,46% 8.118 7555 | 93,06% 112,50%
Belanja Modal 196820 171347 | 87,06% 214437 | 124.909 5825% = 216744  180.851 8344% = 283117 264.281 9335% = 318078 175478  5517% 7,55%
Belanja Tanah 8.066 7.081  87,79% 4.330 3524  81,38% 20.808 14947  71,84% 4.899 3.028  61,81% 5.285 1.450  27,44% 35,52%
::f';jlae:ira'ata” 33.835 27050 | 79,94% 35.553 31.700 89,16% 42353 36.674 86,59% 65.776 63.226 96,12% 82.552 52370 | 63,44% 22,03%
ggfgﬁf:dung dan 84.344 78647 | 9325% 29.437 20.533 69,75% 38.681 35.256 91,14% 49.504 49.095 99,17% 75374 36218 | 48,05% 2,71%
3::’;‘5:3:: Irigasi 67.744 52919 | 78,12% 144.039 67.929 47,16% 114.139 93.571 81,98% 161.206 147.256 91,35% 152.636 84811  5556% 20,27%
E:ils:i Aset Tetap 2.831 5651 | 199,63% 1.078 1222 | 113,43% 763 404 52,88% 1732 1677 96,80% 1.795 494 | 27,50% 24,91%
Belanja Modal Aset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 134 30,74%
Lainnya
_'?z'rzrgsg'dak 17.587 13708 | 77,94% 29.050 11.623 40,01% 3.205 1332 41,55% 2.500 1.648 65,93% 4000 665 | 16,63% -34,91%
::::':";:'dak 17.587 13.708  77.94% 29.050 11.623  40,01% 3.205 1332 41,55% 2.500 1.648  6593% 4.000 665  16,63% -34,91%
Belanja Transfer 137.891 115150  83,51% 147349 124019  84,17% 106006  106.006  100,00%  119.624  119.624  100,00% 122,705  119.989  97,79% 1,58%
;:.‘;’Zfer Bagi Hasil 704 579 | 82,14% 1.150 480 41,74% 1.200 1200 100,00% 3.540 3540 100,00% 4708 2354 50,00% 73,62%
;Z:SJE;BE"Q' Hasil 51 25 | 49,63% 51 20 40,00% 51 51 100,00% 725 725 | 100,00% 725 363 50,00% 352,75%
Transfer Bantuan
Keuangan kepada 137136 | 114546 | 83,53% 146149 123519 84,552% = 104755 104755 = 100,00% = 115359 115359  100,00% 117272 = 117272 100,00% 1,11%
Desa

Sumber: BPKPD Natuna 2025, diolah.
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a. Realisasi Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan merupakan aktivitas keuangan pemerintah yang
mencakup penerimaan dan pengeluaran daerah, dengan tujuan utama
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Dalam kurun
waktu 2020-2024, tren realisasi pembiayaan Kabupaten Natuna
menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, realisasi
pembiayaan mengalami penurunan tajam sebesar Rp. 16.354 juta
dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2020 yang sebesar Rp. 159.072
juta. Tren ini kemudian berbalik pada tahun 2022 dengan peningkatan
menjadi Rp. 32.327 juta, namun kembali turun menjadi Rp. 4.961 juta di
tahun berikutnya. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana
realisasi pembiayaan melonjak drastis menjadi Rp. 163.972 juta. Kenaikan ini
mencerminkan pertumbuhan yang sangat pesat, mencapai 3.205,22%
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menyoroti dinamika yang
cukup mencolok dalam pengelolaan pembiayaan daerah selama periode
tersebut.

Keadaan ini menunjukkan pertumbuhan pembiayaan cenderung
mengalami naik turun yang konstan yang mengisyaratkan keadaan
ketidakpastian pembiayaan daerah. Hal ini disebabkan secara umum
pembiayaan daerah lebih cenderung diakibatkan oleh dinamika
perimbangan antara postur pendapatan dan belanja daerah itu sendiri
dengan komponen utama terletak pada penggunaan sisa lebih perhitungan
anggaran, sedangkan penerimaan maupun perbelanjaan untuk investasi
hampir tidak pernah terjadi di sepanjang periode 2020-2024. Satu-satunya
kegiatan investasi pemerintah yang menjadi penentu pengeluran
pembiayaan daerah berupa penyertaan modal yang terjadi di tahun 2019

sebesar Rp. 5 Milyar. Sedangkan untuk penerimaan kembali investasi pernah
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naTunNnAa.

terjadi di tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 5.593,34 juta dan
Rp. 335,57 juta

Secara garis besar, realisasi nominal dan persentase pertumbuhan
pembiayaan daerah Kabupaten Natuna tahun 2020-2024 dapat dilihat pada

gambar berikut.
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Gambar 2.28: Realisasi Pembiayaan Kabupaten Natuna

Tahun 2020-2024
Sumber: BPKPD Natuna, diolah.

Dalam Pasal 305 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, terdapat ketentuan terkait kondisi surplus atau defisit
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apabila APBD
diperkirakan mengalami surplus, maka dana tersebut dapat dialokasikan
untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Pengeluaran tersebut dapat
meliputi: (i) Pembayaran pokok utang yang telah jatuh tempo, (ii)
Penyertaan modal daerah, (iii) Pembentukan dana cadangan, serta (iv)
Pengeluaran pembiayaan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebaliknya, jika APBD diproyeksikan mengalami defisit, maka

pendanaan dapat bersumber dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang
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nNeTuUs

juga diatur dalam Perda tentang APBD. Penerimaan ini dapat berasal dari:

(i) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, (ii) Pencairan dana
cadangan, (iii) Penjualan aset daerah yang dipisahkan, (iv) Pinjaman daerah,
serta (v) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Selama periode 2020-2024, APBD Kabupaten Natuna lebih sering
mengalami defisit dibandingkan surplus. Defisit ini terjadi terutama pada
tahun 2020, 2022, dan 2024, sedangkan surplus hanya tercatat pada tahun
2021 dan 2023. Meski demikian, setiap tahun dalam periode tersebut tetap
menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Defisit terbesar
terjadi pada tahun 2020 dengan nilai mencapai Rp. 143.046,03 juta,
sedangkan surplus tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah sebesar
Rp. 159.010,71 juta. Rincian lengkap mengenai realisasi pembiayaan daerah
Kabupaten Natuna selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel
berikut.

n‘
=
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Tabel 2.122 : Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

TAHUN Rata-Rata
Realisasi
Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Poa—
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi % buhan
PENDAPATAN 1.052.403,14 926.418,00 88,03% 1.182.675,74 968.639,26 81,90% 1.082.256,20 989.275,28 91,41% 1.275.091,03 1.333.507,23 104,58% 1.309.442,06 963.630,81 73,59% 3,44%
BELANJA DAERAH 1.211.049  1.069.464 8831%  1.198.702  952.614 79,47%  1.114.636 1.016.635 91,21%  1.280.059  1.174.497 91,75%  1.473.415  1.122.137 76,16% 1,72%
SRLATR (158646,04) (143046'0‘; 0,90 (16026,49) 1602524  (1,00) (32379,33) (27359,57) 0,84  (4967,63)  159010,72 (32,01) (163972,66) (158506,40) 0,97 (3.16)
PEMBIAYAAN 158.646,04 159.072,53 100,27%  16.026,49 16.354,09 102,04%  32.379,33 32.327,19  99,84% 4.967,63 4.961,94 99,89% 163.972,66  163.972,66 100,00% 7,82
Penerimaan 158.646,04  159.072,53 | 100,27% 16.026,49  16.354,09 102,04% 3237933 3232719 99,84% 4.967,63 496194 99,89%  163.972,66  163.972,66 100,00% 7,82
Pembiayaan Daerah
Penggunaan Sisa
Lebih Perhitungan 153.479,19  153.479,19 | 100,00% 16.02649 1601851  99,95% 3237933 3232719 99,84% 4.967,63 496194 99,89%  163.972,66  163.972,66 100,00% 7,83
Anggaran (SiLPA)
Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah 5.166,85 000  0,00% 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0
yang Dipisahkan
Penerimaan Kembali
Investasi Non 0,00 5.593,34 - 0,00 335,57 - 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0
Permanen Lainnya
Sisa Lebih Pembiayaan 000 1602649 - 000 3237933 - 000  4967,63 - 000 16397266  000% 0,00 5.466,26 0 7,80

Anggaran

Sumber: BPKPD Natuna, 2025 (diolah).
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b. Neraca Daerah.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur
yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana.
Kinerja Neraca Kabupaten Natuna pada periode tahun 2020-2024 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123 : Neraca Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Aset
Aset Lancar 102.151.499.085,66  115995538469,98  79.337.316.724,46  214.859.32403480  146.151.724.486,33
2";?:;' LI 6138710007400  59.863.540.54800  60.078.154512,00  57.477.323037,00  54.956.756.849,00
Aset Tetap 2'522‘190'202‘303'i 2.573.636.136.94530  2.570.260.990.874,87 2.649.076.492.279,17  2.753.100.051.279,73
Aset Lainnya 68.034.260.631,74  47.820223.902,65 5212192963910  43.834.912.844,05  42.467.665.712,80
Jumlah Aset 2.753.763.071.094,64  2.797.315.439.865,93 2.761.798.391.750,43 2.965.248.052.195,02 2.996.676.198.327,86
Kewajiban
Es‘r"vji'fa" SEILE) 4897491324544 135715.187.920,59  26.443.341.006,87 2053.727.104,58  190.495.151.853,80
Kewajiban Jangka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panjang

Jumlah Kewajiban 48.974.913.245,44 135.715.187.920,59 26.443.341.006,87 2.053.727.104,58 190.495.151.853,80

Ekuitas
Jumlah Ekuitas 2.794.848.157.849,20 2.661.600.251.945,35 2.735.355.050.743,56 2.806.181.046.474,06 2.806.181.046.474,06
Jumlah Kewajiban
Dan Ekuitas

Sumber: Neraca Hasil Audit (BPKPD Natuna, diolah).

2.843.823.071.094,64 2.797.315.439.865,94 2.761.798.391.750,43 2.808.234.773.578,64 2.996.676.198.327,86

Aset mencerminkan sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh
pemerintah daerah, yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan
sosial di masa depan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Aset ini
merupakan hasil dari peristiwa masa lalu dan dapat diukur dalam bentuk
moneter. Jenis aset tersebut mencakup: (i) aset lancar, (ii) investasi jangka
panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara keseluruhan, nilai aset Kabupaten Natuna pada periode 2020-
2024 menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan
tahunan sebesar 2,18%. Pada tahun 2020, total nilai aset tercatat sebesar Rp.
2.757 miliar dan meningkat menjadi Rp. 2.996 miliar pada tahun 2024. Jika
ditinjau lebih detail, aset yang mengalami kenaikan signifikan adalah aset

lancar, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 30,18%. Peningkatan ini

II-159




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNA.

didorong oleh lonjakan signifikan pada tahun 2023, di mana aset lancar

mencapai Rp. 214.859 juta dibandingkan dengan nilai Rp. 102.211,49 juta
pada tahun 2020.

Sementara itu, aset tetap mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar
2,23%. Di sisi lain, investasi jangka panjang dan aset lainnya mengalami
penurunan dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar minus
2,71% dan minus 9,93%. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya nilai
investasi jangka panjang pada tahun 2021, 2023, dan 2024. Secara nominal,
nilai investasi jangka panjang berkurang sebesar Rp. 6.430,34 juta dan aset
tetap turun sebesar Rp. 25.566,60 juta

Dalam hal komposisi aset, aset tetap mendominasi dengan rata-rata
proporsi sebesar 91,57% selama periode 2020-2024. Sementara itu, aset
lancar berkontribusi sekitar 4,57%, investasi jangka panjang 2,06%, dan aset
lainnya sebesar 1,79%.

Sebaliknya, kewajiban umumnya muncul sebagai dampak dari
pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan di masa lalu. Dalam hal ini,
kewajiban yang tercatat hanya berupa kewajiban jangka pendek, dan tidak
terdapat kewajiban jangka panjang sehingga total kewajiban di Kabupaten
Natuna bersumber sepenuhnya dari kewajiban jangka pendek. Pada tahun
2020, total kewajiban tercatat sebesar Rp. 48.974 juta dan mengalami
peningkatan sebesar Rp. 141.520,23 juta sehingga mencapai Rp. 190.495,15
juta pada tahun 2024.

Perubahan kewajiban jangka pendek dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu utang belanja, pendapatan diterima di muka, dan perhitungan
utang pihak ketiga. Pendapatan yang diterima di muka bervariasi setiap
tahunnya, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp. 106.050
juta, sedangkan jumlah terendah tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp.
37.033 juta. Selama periode 2020-2024, pendapatan diterima di muka
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tumbuh sebesar 58,16%, dengan lonjakan tertinggi pada tahun 2024 dan
2022.

Sementara itu, utang pihak ketiga mengalami penurunan sejak tahun
2020 hingga akhirnya diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2023 dan 2024.
Peningkatan terbesar dalam kewajiban jangka pendek umumnya
disebabkan oleh lonjakan signifikan pada utang belanja. Pada tahun 2020,
utang belanja tercatat sebesar Rp. 48.915 juta, kemudian meningkat drastis
sebesar Rp. 141.473,48 juta hingga mencapai Rp. 190.389,10 juta pada tahun
2024. Kenaikan ini berkontribusi pada peningkatan persentase utang

belanja sebesar 81,15%

2.2.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah 2026-2030
Gambaran postur keuangan daerah Kabupatan Natuna dalam lima
tahun mendatang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124: Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Natuna
Tahun 2026-2030

PROYEKSI TAHUN

URAIAN Baseline Tahun 2024
2026 2027 2028 2029 2030
) (3) ) (5 (6) )
PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah 67.726.908.954 129.178.410.000,- 135.263.711.000,- 141.645.803.000,- 148.339.382.000,- 155.359.862.000,-
B. Pendapatan Transfer 897.665.424.883 834.914.982.000,- 887.163.108.000,- 926.208.846.000,- 967.100.628.000,- 1.009.928.626.000,-
C. Lain-lain Pendapatan 7.526.902.239 8.369.040.000,- 8.536.421.000,- 8.707.149.000,- 8.881.292.000,- 9.058.918.000,-

Daerah Yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
A. Belanja Operasi
B. Belanja Modal

C. Belanja Tak Terduga
D. Belanja Transfer

JUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan

B. Pengeluaran Pembiayaan
PEMBIAYAAN NETTO

972.919.236.076

834.092.842.507
178.028.354.655

665.131.517

119.988.682.400
1.132.775.011.079
(159.855.775.003)

159.885.775.003

0
159.885.775.003

972.462.432.000, -

437.016.646.000,-
423.135.037.000,-

221.740.000,-

116.621.112.000
976.996.535.000, -
4.534.103.000, -

4.534.103.000,-

0,00
4.534.103.000, -

1.030.963.240.000, -

436.416.646.000,-
482.226.105.000, -

233.480.000,-

116.621.112.000
1.035.497.343.000, -
4.534.103.000,-

4.534.103.000,-

0,00
4.534.103.000,-

Sumber: BPKPD Kabupaten Natuna, 2025 (diolah).

1.076.561.798.000,-

388.124.863.800,-
576.109.905.200,-

240.020.000,-

116.621.112.000.-
1.081.095.901.000, -
4.534.103.000,-

4.534.103.000,-

0,00
4.534.103.000,-

1.124.321.302.000, -

398.529.699.300,-
613.459.593.700,-

245.000.000

116.621.112.000,-
1.128.855.405.000, -
4.534.103.000,-

4.534.103.000,-

0,00
4.534.103.000,-

1.174.347.406.000, -

408.299.476.800,-
653.705.920.200,-

255.000.000,-
116.621.112.000,-

1.178.881.509.000, -
4,534.103.000,-

4.534.103.000,-

0,00
4.534.103.000, -

Berdasarkan proyeksi di atas, pada sisi pendapatan daerah

mengalami kenaikan nominal dari Rp. 972,46 Milyar di tahun 2026 menjadi
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Rp. 1,17 triliun di tahun 2030 dengan kenaikan tercatat sekitar 20,76% dalam

lima tahun. Secara struktur, terlihat dalam komposisi pendapatan daerah
dimana pendapatan transfer masih menjadi kontributor terbesar, dengan
proporsi lebih dari 86% vyaitu sebesar Rp. 834,91 miliar di tahun 2026
menjadi Rp. 1,009 triliun di tahun 2030 berarti terdapat pertumbuhan
sekitar 20,96%. Sedangkan kontribusi komponen PAD dengan rata-rata
andil sebesar 13,12, % atau di angka rata-rata Rp, 141,05 miliar dalam
periode 2026-2030. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD belum
mampu melampaui pendapatan transfer yang notabene merupakan alokasi
dari pemerintah pusat.

Sedangkan komponen belanja daerah relatif terkendali. Belanja
operasi mengalami fluktuasi, turun dari Rp437,01 miliar pada tahun 2026
menjadi Rp436,41 miliar pada tahun 2027, dan Rp388,12 miliar di tahun
2028 naik kembali sebesar Rp. 398,53 miliar di tahun 2029 dan Rp408,30
miliar pada tahun 2030. Sepanjang periode 2026-2030, Sedangkan Belanja
Modal diasumsikan naik setiap tahun dari Rp.423.135.037.000,- pada tahun
2026 menjadi Rp.653.705.920.200,- pada tahun 2030 dengan kenaikan
selama 5 tahun sebesar 50% ,hal ini mengindikasikan adanya investasi
dalam bidang pembangunan infrastruktur atau pengembangan aset tetap
selama periode tersebut. Selain itu, belanja tak terduga meningkat
signifikan dari Rp221 juta di tahun 2026 menjadi Rp255juta di tahun 2030
dengan kenaikan sekitar 15,38%, di satu sisi menggambarkan tindakan
mitigasi terhadap potensi risiko yang tidak pasti mengambil perhatian yang
cukup penting. Beda halnya dengan Belanja transfer yang relatif stabil di
angka Rp116,62 miliar per tahun.

Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, daerah
mengalami defisit anggaran sebesar Rp.4,53miliar di tahun 2026 dan

meningkat hingga Rp5,00 miliar di tahun 2030. Sementara itu dari sisi
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pembiayaan, penerimaan pembiayaan stabil di Rp4,53, menghasilkan

pembiayaan netto sebesar Rp4,53 juta per tahun. Angka ini relatif kecil
dibandingkan total surplus, menunjukkan ketergantungan pembiayaan

yang rendah dan posisi fiskal yang kuat.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.

Permasalahan dan isu strategis menjadi dasar visi dan misi
pembangunan jangka menengah, yang akan menentukan kinerja
pembangunan Kabupaten Natuna dalam 5 (lima) tahun mendatang.
Permasalahan pembangunan menunjukkan kondisi yang sudah dicapai
berbanding dengan kondisi yang direncanakan pada periode sebelumnya,
sehingga menghasilkan kesenjangan antara kondisi ideal yang seharusnya
dicapai dengan kinerja yang sudah tercapai saat ini, serta antara yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
Sedangkan isu strategis berasal dari permasalahan pembangunan
Kabupaten Natuna yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan
dengan karakteristik penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berdampak signifikan bagi
daerah, termasuk isu internasional, nasional maupun regional yang memiliki
pengaruh terhadap Kabupaten Natuna. Kondisi permasalahan dan isu
strategis tersebut merujuk pada uraian data-data dan informasi yang telah

disajikan dalam gambaran umum kondisi daerah.

2.3.1. Permasalahan.

Permasalahan pembangunan ini merupakan hasil analisis gambaran
umum daerah yang dibahas sebelumnya. Proses perumusan permasalahan
pembangunan daerah dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang

berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja
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pembangunan daerah. Setelah melakukan kajian terhadap data dan

informasi mengenai kondisi daerah serta menganalisis permasalahan
pembangunan pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum maka
dapat ditarik kesimpulan ada beberapa permasalahan pokok pembangunan

di Kabupaten Natuna.

1. Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan Belum Optimalnya
Kesejahteraan Masyarakat.

Tantangan utama dalam pembangunan daerah di Kabupaten
Natuna, salah satunya ialah masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan
belum optimalnya kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita yang
rendah menjadi indikasi belum meratanya kesejahteraan ekonomi di
Natuna. Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami kontraksi sebesar -
3,57% pada tahun 2024, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi
Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 5,02%. Berikut data pertumbuhan

ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.

5,02

Bintan Karimun Lingga Natuna Kep. Anambgs Batam Tanjungpinang Kep. Riau

-5,67

Gambar 2. 29 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024.
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Sementara tingkat kemiskinan di Kabupaten Natuna mengalami

peningkatan dari 4,43% pada tahun 2020 naik menjadi 5,04% pada tahun
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2024 dengan Indeks Gini sebesar 0,285. Ketergantungan yang tinggi pada

sektor tertentu, terutama pertambangan dan perikanan, menjadi kendala
utama dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Sektor
pertambangan dan penggalian masih mendominasi Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), tetapi mengalami tren penurunan dari Rp16.352,3
miliar pada 2023 menjadi Rp15.232,60 miliar pada 2024, sementara sektor
industri pengolahan masih sangat minim, hanya berkontribusi 0,78%
terhadap perekonomian daerah.

Minimnya investasi juga menjadi salah satu faktor yang
memperlambat pertumbuhan ekonomi, dengan peningkatan investasi
hanya mencapai 24,87% pada tahun 2024, menurun dibandingkan tahun
sebelumnya yang mencapai 41,7%. Kemudian, ketidakmerataan distribusi
pendapatan tetap menjadi masalah, hal ini diperparah oleh terbatasnya
infrastruktur  transportasi dan telekomunikasi yang menghambat
pemerataan ekonomi antar wilayah. Kabupaten Natuna sebenarnya
memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti Blok Gas East Natuna
dengan cadangan gas mencapai 46 triliun kaki kubik serta sektor perikanan
yang menyumbang 12% dari total produksi perikanan nasional, tetapi
pemanfaatannya masih belum optimal akibat berbagai kendala, termasuk
illegal fishing dan belum berkembangnya industri hilirisasi.

Sektor pariwisata juga belum memberikan kontribusi signifikan
terhadap ekonomi daerah karena masih terbatasnya infrastruktur dan
promosi wisata yang belum maksimal. Untuk mengatasi permasalahan ini,
diperlukan strategi pembangunan yang lebih terarah, seperti peningkatan
kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, diversifikasi
ekonomi dengan mendorong industri pengolahan dan ekonomi kreatif,
peningkatan investasi melalui insentif dan pembangunan infrastruktur, serta

optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan

II-165

e




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNA.

berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Natuna dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara
lebih merata dan berkelanjutan.

Untuk mencapai kesejahteraan yang berkualitas dan adil, pemerintah
daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program
pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama
mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penting untuk meningkatkan
partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-
program pembangunan agar relevansi dan efektivitasnya terjamin. Dengan
pendekatan yang inklusif dan berdasarkan data yang akurat, diharapkan
pembangunan jangka menengah di Kabupaten Natuna dapat menghasilkan
transformasi berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan, mengurangi

kesenjangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

2. Konektivitas Antar Wilayah dan Aksesibilitas Layanan Dasar.
Kabupaten Natuna menghadapi berbagai tantangan dalam hal
konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas layanan dasar. Dengan kondisi
geografis yang terdiri dari banyak pulau, infrastruktur yang memadai
menjadi sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan akses
terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Konektivitas antar pulau di Natuna masih menjadi masalah utama.
Meskipun terdapat pelabuhan dan bandara, infrastruktur transportasi yang
ada belum sepenuhnya memadai. Bandara Ranai, sebagai jembatan
konektivitas, telah mengalami pengembangan, namun masih perlu
peningkatan kapasitas dan frekuensi penerbangan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dan mendukung sektor pariwisata. Pembangunan
jalan dan pelabuhan di berbagai pulau juga menjadi fokus untuk

meningkatkan aksesibilitas antar wilayah.
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Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di

Natuna juga terpengaruh oleh keterbatasan infrastruktur. Banyak daerah
terpencil yang sulit dijangkau, sehingga layanan kesehatan dan pendidikan
tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Upaya untuk
meningkatkan aksesibilitas ini termasuk pembangunan fasilitas kesehatan
dan sekolah di lokasi strategis, serta penyediaan transportasi yang lebih baik
untuk menghubungkan masyarakat dengan layanan tersebut.

Konektivitas internet di Natuna juga menjadi tantangan. Meskipun
ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, masih banyak
daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet. Hal ini
menghambat akses informasi dan layanan digital yang semakin penting di
era modern. Proyek nasional untuk meningkatkan telekomunikasi di Natuna
diharapkan dapat mengatasi masalah ini, namun implementasinya perlu
dipercepat.

Keterbatasan konektivitas dan aksesibilitas layanan dasar berdampak
langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan
infrastruktur yang tidak memadai, potensi ekonomi lokal, terutama di sektor
pariwisata dan perikanan, tidak dapat dimaksimalkan. Pembangunan
infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan dasar
sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Natuna dan
mendorong pertumbuhan ekonomi

Secara keseluruhan, Kabupaten Natuna menghadapi tantangan
signifikan dalam hal konektivitas antar wilayah dan aksesibilitas layanan
dasar. Upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi,
kesehatan, pendidikan, dan telekomunikasi sangat penting untuk
mendukung perkembangan daerah ini. Dengan perbaikan yang tepat,
Natuna dapat menjadi daerah yang lebih terhubung dan sejahtera bagi

masyarakatnya.
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3. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Sarana
Prasarana Pembangunan.
Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana

pembangunan merupakan isu sentral dalam transformasi berkelanjutan di
Kabupaten Natuna. Pengembangan infrastruktur yang belum optimal,
termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas publik, berdampak negatif pada
aksesibilitas, mobilitas, dan aktivitas ekonomi. Selain itu, kualitas sarana
prasarana yang kurang memadai dapat memicu disparitas sosial antar
wilayah, memperparah ketimpangan pembangunan. Untuk itu, diperlukan
pendekatan yang lebih sistematis dan terencana dalam meningkatkan serta
meratakan infrastruktur pembangunan guna mewujudkan transformasi
berkelanjutan.

Peningkatan  kualitas pemetaan sarana dan prasarana
pembangunan belum mencapai optimal. Salah satu indikator yang dapat
digunakan untuk mengukurnya adalah kondisi jalan di Kabupaten Natuna.
Menurut data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Natuna, panjang jalan
yang rusak pada tahun 2022 mencapai 55,04 Km, dan angka ini meningkat
menjadi 127,91 Km pada tahun 2023. Selain itu, pada tahun 2023, terdapat
jalan yang mengalami kerusakan berat sepanjang 123,31 Km. Indikator lain
yang menunjukkan bahwa pemetaan sarana prasarana pembangunan
belum optimal adalah rasio konektivitas di Kabupaten Natuna, yang hanya
mencapai 60,04% pada tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023
yang mencapai 90%.

Pencapaian indeks infrastruktur Kabupaten Natuna dalam tiga tahun
terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2022 sebesar 62,92
mengalami 2024 menjadi 78,53 pada tahun 2024. Capaian ini harus terus di
tingkatkan. Namun disisi lain, pembiayaan infrastruktur di Kabupaten
Natuna menghadapi  berbagai tantangan yang menghambat

pengembangan dan peningkatan kualitas sarana prasarana. Meskipun
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Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang besar, keterbatasan dalam

pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu faktor utama yang
menghalangi kemajuan pembangunan di infrastruktur di Kabupaten
Natuna.

Kondisi geografis Kabupaten Natuna terdiri dari banyak pulau, yang
membuat biaya transportasi dan logistik menjadi tinggi. Hal ini berdampak
pada biaya pembangunan infrastruktur yang lebih besar dibandingkan
dengan daerah lain.

Di sisi lain pemerintah daerah juga berperan penting dalam
menyediakan perumahan terjangkau, meningkatkan kualitas permukiman,
dan mengatasi masalah permukiman kumuh. Persentase kawasan
permukiman kumuh di bawah 10 hektare yang ditangani masih bersifat
fluaktuatif di mana pada tahun 2021 hanya 7,53%, pada tahun 2024 naik
menjadi  35,03%. Sedangkan jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) menunjukkan tren yang menurun dari 98 unit pada tahun 2023
turun menjadi 11 unit pada tahun 2024.

Di sisi lain permasalahan sanitasi dan penyediaan air minum juga
patut menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan di Kabupaten Natuna.
Sampai dengan tahun 2024, rumah tangga dengan akses sanitasi aman baru
mencapai angka 9,84%. Meskipun sebagian wilayah Kabupaten Natuna telah
terlayani sistem penyediaan air minum, namun masih terdapat kesenjangan

akses di beberapa wilayah terutama di pulau-pulau.

4. Belum Optimalnya Hilirisasi Sektor Unggulan dalam Meningkatkan
Ekonomi Masyarakat yang inklusif.
Hilirisasi sektor unggulan di Kabupaten Natuna masih belum optimal

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengingat struktur
ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor primer seperti pertambangan

dan perikanan tanpa adanya pengolahan lebih lanjut yang dapat
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meningkatkan nilai tambah. Salah satu indikator yang mencerminkan

kondisi ini adalah rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang pada tahun 2024 hanya
mencapai 0,78% dari total perekonomian daerah. Kondisi ini menunjukkan
bahwa bahan mentah yang dihasilkan dari sektor unggulan seperti
perikanan dan pertambangan masih lebih banyak diekspor dalam bentuk
bahan baku tanpa melalui proses hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai
jualnya. Akibatnya, masyarakat lokal tidak dapat merasakan manfaat
ekonomi yang lebih besar dari sumber daya alam yang dimiliki daerah
mereka.

Faktor utama yang menghambat optimalisasi hilirisasi sektor
unggulan di Natuna adalah minimnya infrastruktur dan fasilitas pendukung
industri pengolahan. Keterbatasan akses terhadap listrik yang stabil,
jaringan transportasi yang kurang memadai, serta belum tersedianya
kawasan industri terpadu menjadi kendala besar dalam menarik investasi di
sektor manufaktur. Selain itu, kurangnya investasi di sektor industri
pengolahan juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang
memiliki keterampilan teknis dalam bidang industri, sehingga menyebabkan
rendahnya produktivitas dan inovasi dalam pengolahan hasil sumber daya
alam. Berdasarkan data, tingkat partisipasi tenaga kerja di sektor industri
masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor primer seperti perikanan
dan pertambangan, yang mengindikasikan kurangnya diversifikasi lapangan
kerja di sektor hilir.

Selain faktor infrastruktur dan SDM, regulasi serta insentif bagi
pelaku usaha di sektor hilirisasi juga masih belum maksimal. Kebijakan yang
kurang mendorong pengembangan industri lokal menyebabkan investor
cenderung lebih memilih menanamkan modal di daerah yang memiliki

insentif lebih menarik serta ekosistem industri yang lebih mapan. Hal ini
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menyebabkan Natuna masih bergantung pada ekspor bahan mentah ke

daerah lain, tanpa adanya jaminan peningkatan kesejahteraan bagi
masyarakat setempat. Sementara itu, keterbatasan akses pasar bagi produk
olahan lokal juga menjadi tantangan lain yang perlu diatasi. Kurangnya
konektivitas dengan pusat perdagangan nasional dan global membuat
produk-produk lokal sulit bersaing, baik dari segi harga maupun distribusi.

Di sisi lain, potensi sektor unggulan seperti perikanan dan hasil laut
sebenarnya sangat besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui hilirisasi.
Dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai, industri pengolahan
hasil laut seperti pengalengan ikan, produksi makanan laut olahan, serta
budidaya perikanan berbasis teknologi dapat menjadi peluang besar dalam
meningkatkan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
Begitu pula dengan sektor energi, di mana cadangan gas besar di Blok East
Natuna dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri pengolahan energi
dan petrokimia jika terdapat kebijakan yang mendukung investasi di sektor
ini.

Hilirisasi merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai
tambah produk lokal, memperkuat daya saing, dan membuka peluang pasar
yang lebih luas. Bagi Koperasi dan UMKM di Natuna, hilirisasi dapat menjadi
peluang besar untuk berkembang. Namun kondisi koperasi dan UMKM di
Kabupaten Natuna belum tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini
dapat dilihat dari koperasi yang berkualitas pada tahun 2020 hanya 14,38%
dan semakin menurun pada tahun 2024 menjadi 12,64%. Disisi lain, usaha
mikro yang menjadi wirausaha hanya 13,29% pada 2024. UMKM di Natuna
menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam
mendukung proses hilirisasi, mulai dari keterbatasan modal, infrastruktur,

SDM, hingga akses pasar dan teknologi.
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Untuk mewujudkan hilirisasi sektor unggulan yang lebih optimal,

harus dimulai dengan menyusun strategi dari pembangunan infrastruktur
industri, peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan
pelatihan vokasi, pemberian insentif bagi investor di sektor industri
pengolahan, serta peningkatan akses pasar bagi produk olahan lokal.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu
diperkuat guna menciptakan ekosistem industri yang mendukung
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan langkah-langkah
strategis yang tepat, Kabupaten Natuna dapat mengurangi ketergantungan
pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui hilirisasi sektor unggulan yang berkelanjutan.

5. Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia menuju
Masyarakat yang Unggul.
Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di

Kabupaten Natuna sejak tahun 2020 hingga 2024 menjadi salah satu
tantangan mendasar dalam upaya menciptakan masyarakat yang unggul
dan berdaya saing. Permasalahan ini tampak dari masih rendahnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,60 pada tahun 2024, masih di
bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam konteks kesetaraan pembangunan gender, pada tahun 2024
Kabupaten Natuna merupakan daerah yang tingkat ketimpangan
gendernya [aling tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 0,805, sebagai

perbandingan data kabupaten/kota lainnya dalam grafik berikut ini.
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Kepulauan Riau Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Batam Tanjungpinang
Anambas

Gambar 2. 30 : Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota.
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025.

Indeks pemberdayaan gender di wilayah Kepulauan Riau
menunjukkan variasi yang signifikan, di mana Kabupaten Natuna memiliki
tingkat pemberdayaan terendah vyaitu 43,86%. Kondisi ini yang
mengindikasikan perlunya perhatian khusus untuk meningkatkan partisipasi
dan kesejahteraan perempuan. Secara terprinci data kabupaten/kota se

Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut.

KEP. RIAU KARIMUN BINTAN NATUNA LINGGA KEPULAUAN BATAM TANJUNG
ANAMBAS PINANG

Gambar 2. 31 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Sumber : BPS, 2025.
Permasalah kualitas SDM harus dilihat dari pendidikan terendah, di
Kabupaten Natuna capaian kinerja pendidikan anak usia dini masih bersifat
fluktuatif sejak tahun 2020-2024. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6

tahun yang berpartisipasi dalam PAUD pada tahun 2024 hanya 80%, berarti
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masih ada 20% anak diusia 5-6 tahun yang tidak masuk PAUD. Tingkat

Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Dasar juga menunjukan tren yang menurun di manapada tahun
2020 sebanyak 96,37% sedangkan tahun 2024 hanya 71,06%. Data ini
menunjukkan masih rendah partisipasi pendidikan anak-anak di Kabupaten
Natuna untuk PAUD dan SD.

Dalam perspektif pembangunan jangka panjang, meningkatkan
kualitas SDM dan kesetaraan gender di Kabupaten Natuna tidak bisa hanya
bergantung pada peningkatan akses pendidikan formal semata. Diperlukan
pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang mencakup
penguatan pendidikan vokasi, peningkatan investasi dalam program
pelatihan kerja yang berbasis industri lokal, serta penciptaan kebijakan yang
lebih berpihak pada pengembangan keterampilan tenaga kerja. Selain itu,
sinergi antara sektor pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah harus
diperkuat agar sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat selaras

dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

6. Belum Optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi.
Implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Natuna masih
menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik. Salah satu aspek yang masih lemah adalah pemanfaatan
teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang seharusnya
menjadi instrumen penting dalam menciptakan birokrasi yang transparan,
cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterbatasan dalam
penerapan sistem digitalisasi pelayanan menghambat proses administrasi
pemerintahan, baik dalam hal pengelolaan data, layanan kependudukan,
perizinan, maupun sektor lainnya yang membutuhkan akses layanan yang

lebih mudah dan efisien.
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Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten

Natuna mencerminkan kondisi ini, di mana meskipun mengalami
peningkatan dari 2,24 pada tahun 2021 menjadi 3,19 pada tahun 2023,
angka tersebut masih jauh dari ideal untuk mencapai tata kelola
pemerintahan yang berbasis digital secara optimal. Pada tahun 2024,
capaian indeks SPBE Kabupaten Natuna hanya berada di angka 3,61, masih
tertinggal dibandingkan beberapa daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau
yang telah mencapai kategori lebih tinggi dalam implementasi digitalisasi
pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk
meningkatkan digitalisasi layanan, tingkat penerapan teknologi dalam
birokrasi masih belum merata dan belum sepenuhnya diadopsi di berbagai
sektor pemerintahan daerah. Salah satu faktor utama yang menjadi akar
permasalahan dalam penerapan digitalisasi birokrasi adalah keterbatasan
infrastruktur teknologi. Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan
menghadapi tantangan geografis yang cukup kompleks, yang berdampak
pada keterbatasan jaringan telekomunikasi, akses internet yang belum
merata, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem
pemerintahan digital.

Kemudian, tingkat inovasi daerah dalam mendukung reformasi
birokrasi juga belum konsisten. Pada tahun 2024, Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna mencapai 45,10, mengalami peningkatan dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya, namun masih tergolong rendah jika
dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau yang telah
lebih maju dalam implementasi inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan strategi yang lebih sistematis
untuk mendorong adopsi teknologi dalam sistem pemerintahan, termasuk

melalui peningkatan kapasitas inovasi di berbagai sektor layanan publik.
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Dalam perspektif reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan

merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan tata kelola yang
lebih efisien dan akuntabel. Namun, tanpa infrastruktur yang memadai dan
kesiapan SDM aparatur, upaya digitalisasi hanya akan menjadi wacana tanpa
implementasi yang nyata. Oleh karena itu, menjadi pekerjaan rumah
Pemerintah Kabupaten Natuna untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur teknologi yang mendukung sistem pemerintahan berbasis
digital, termasuk dengan memperluas akses jaringan telekomunikasi di
wilayah yang masih mengalami keterbatasan konektivitas. Tidak kalah
penting, peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan sistem
digital juga harus menjadi prioritas, agar pemanfaatan teknologi dalam
birokrasi dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang
nyata bagi masyarakat. Ke depannya, reformasi birokrasi di Kabupaten
Natuna harus diarahkan pada penguatan sistem digital yang lebih
terintegrasi, dengan memastikan bahwa setiap sektor pemerintahan
mampu mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta dan penyedia layanan teknologi
perlu diperkuat untuk mengatasi kendala infrastruktur yang selama ini
menjadi hambatan utama.

Untuk mendukung reformasi birokrasi memerlukan ASN yang
memiliki berkualitas. Salah satu indikator untuk melihat ini adalah Indeks
Profesionalitas ASN (IP ASN). IP ASN adalah ukuran statistik yang
menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan,
kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan.
Capaian IP ASN Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar 79,02% masih
dalam kategori sedang. Di sisi lain untuk mempercepat reformasi birokrasi
diperlukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengendalian risiko.

Berdasarkan capaian maturitas SPIP tahun 2022-2024 berada pada level 3,

I-176

e




Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNA.

hal menunjukkan bahwa pengendalian internal telah ada secara formal.

Tentu capaian ini harus berdampak secara lebih luas dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Natuna.

7. Meningkatnya Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup serta
Potensi Kebencanaan yang Tinggi.

Meningkatnya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup serta
tingginya potensi kebencanaan di Kabupaten Natuna menjadi
permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan
pembangunan daerah. Sebagai wilayah kepulauan yang berada di perairan
bagian utara Indonesia, Natuna memiliki tantangan geografis yang
kompleks, terutama terkait dengan perubahan lingkungan dan bencana
alam. Kabupaten ini memiliki risiko bencana yang cukup tinggi, di mana
berdasarkan klasifikasi nasional, Natuna berada pada peringkat ke-4 dari
326 kabupaten/kota di Indonesia dalam ancaman gelombang ekstrem dan
abrasi, serta peringkat ke-78 dari 511 kabupaten/kota dalam ancaman cuaca
ekstrem. Kondisi ini diperburuk oleh belum optimalnya pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan, yang berakibat pada menurunnya daya dukung
ekosistem dalam menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya
infrastruktur mitigasi bencana. Kabupaten Natuna masih memiliki
keterbatasan dalam melindungi kawasan-kawasan rawan bencana, yang
terlihat dari penurunan rasio kawasan permukiman rawan banjir yang
terlindungi dari 82,79% pada 2022 menjadi 72,88% pada 2023. Selain itu,
kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi mengalami
penurunan drastis dari 89,76% pada 2020 menjadi hanya 9,3% pada 2022,
dengan sedikit peningkatan ke 12,82% pada 2023. Angka ini menunjukkan
bahwa banyak kawasan pesisir yang tidak mendapatkan perlindungan

infrastruktur yang memadai, yang berisiko mempercepat degradasi

I-177

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNA.

lingkungan dan menempatkan masyarakat dalam kondisi yang rentan
terhadap bencana. Selain itu, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
bencana mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada 2022
sempat mencapai 91%, tetapi kemudian menurun drastis menjadi 33,33%
pada 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada inisiatif untuk
meningkatkan kesiapsiagaan, keberlanjutan program mitigasi masih
menjadi kendala. Minimnya infrastruktur seperti tanggul penahan abrasi,
sistem drainase yang baik, serta sistem peringatan dini yang efektif
berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana di daerah ini.

Selain masalah mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam
yang berkelanjutan juga menjadi tantangan besar bagi Natuna. Kabupaten
ini memiliki ekosistem yang kaya dengan sumber daya perikanan,
kehutanan, dan pertambangan, tetapi eksploitasi yang kurang terkelola
dengan baik berisiko menyebabkan degradasi lingkungan dalam jangka
panjang.

Selain itu, proyeksi daya dukung pangan mengalami tren penurunan
drastis, yang mengindikasikan tekanan terhadap sumber daya alam yang
semakin tinggi. Berdasarkan KLHS RPJMD, daya dukung pangan
diproyeksikan turun dari 5,84 pada 2025 menjadi hanya 0,004 pada 2029,
yang mencerminkan potensi krisis pangan di masa depan jika tidak
diantisipasi dengan baik. Ketahanan pangan di daerah ini juga belum
optimal, dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024 hanya
mencapai 60,51, masuk dalam kategori "Agak Tahan" dan berada di
peringkat ke-350 dari 416 kabupaten di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan
bahwa ketersediaan pangan yang bergantung pada kapasitas produksi lokal
menghadapi tantangan besar, baik akibat keterbatasan lahan pertanian,
degradasi tanah, maupun perubahan iklim yang memengaruhi

produktivitas.
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Selain tekanan terhadap sumber daya air dan pangan, pengelolaan

sampah yang belum konsisten juga menjadi indikator lemahnya
pengelolaan lingkungan di Natuna. Volume pengelolaan sampah yang
sempat mencapai 56,26 meter kubik pada 2022, menurun menjadi 39,96
meter kubik pada 2024, menunjukkan kurangnya keberlanjutan dalam
sistem pengelolaan limbah. Padahal, pengelolaan limbah yang baik sangat
penting dalam mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kualitas
hidup masyarakat.

Maka dari itu, tantangan yang dihadapi Kabupaten Natuna dalam
mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam membutuhkan
pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah
perlu mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk pembangunan
infrastruktur  mitigasi, memperkuat sistem peringatan dini, serta
mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih konkret.
Selain itu, dalam pengelolaan sumber daya alam, integrasi antara kebijakan
lingkungan, perencanaan tata ruang, dan partisipasi masyarakat menjadi
kunci untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan

kelestarian ekosistem.

2.3.2. Isu Strategis.

Isu strategis yang disajikan meliputi isu strategis global, isu strategis
nasional, isu strategis Provinsi Kepulauan Riau, hasil telaah RPJPD
Kabupaten Natuna, hasil telaah KLHS RPJMD Kabupaten Natuna, isu
strategis pembangunan daerah Kabupaten Natuna, dan keterkaitannya
dengan isu strategis Kabupaten Natuna.
2.2.2.1. Isu Strategis Global.

Kabupaten Natuna, sebagai wilayah kepulauan yang terletak di

perbatasan paling utara Indonesia, memiliki posisi strategis baik secara
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geografis maupun geopolitik. Wilayah ini berbatasan langsung dengan

beberapa negara dan berada di jalur Laut Cina Selatan yang merupakan
salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia. Maka karena
itu, isu strategis internasional memiliki dampak langsung terhadap
pembangunan dan stabilitas di Kabupaten Natuna, pada bagian selanjutnya
dari sub-bab ini akan menjelaskan berbagai isu strategis global yang

dihadapi Kabupaten Natuna.

a. Geopolitik dan Keamanan Maritim.

Kabupaten Natuna memiliki posisi strategis di wilayah Laut Natuna
Utara, yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan. Wilayah ini menjadi
pusat perhatian global karena sengketa teritorial antara Tiongkok dan
beberapa negara ASEAN, termasuk klaim sepihak Tiongkok melalui " Nine-
Dash Line". Natuna menjadi garis depan kedaulatan Indonesia, yang
ditandai dengan peningkatan kehadiran militer melalui pangkalan TNI AL
dan udara.

Selain ancaman dari China, dinamika geopolitik global seperti
meningkatnya kehadiran militer AS ini dan sekutunya di Indo-Pasifik juga
dapat berpengaruh pada Natuna. Pemerintah Indonesia telah merespons
dengan memperkuat kehadiran TNI di Natuna, termasuk pembangunan
pangkalan militer dan peningkatan patroli maritim. Namun, tantangan
utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya pertahanan
dibandingkan dengan aktor-aktor besar di kawasan.

Data menunjukkan bahwa sejak 2020, setidaknya telah terjadi 89
pelanggaran oleh kapal Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia
di perairan Natuna. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, stabilitas
wilayah laut sangat penting bagi keamanan regional. Selain itu isu

keamanan maritim di Natuna tidak hanya terbatas pada konflik geopolitik,
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tetapi juga mencakup ancaman perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak

diregulasi (/llegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing). Kapal-
kapal asing, terutama dari Vietnam dan China, sering kali tertangkap
mencuri ikan di perairan Natuna. Hal ini merugikan nelayan lokal dan

mengancam keberlanjutan sumber daya laut.

b. Eksploitasi Sumber Daya Alam.

Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa,
terutama cadangan gas alam di Blok East Natuna, yang mencapai 46 triliun
kaki kubik. Meski demikian, pengembangan gas ini terkendala oleh
tingginya kandungan CO2, yang mencapai 70%. Selain gas, sektor perikanan
juga menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menyumbang 12% dari total
produksi perikanan nasional pada 2023. Namun, ancaman Illegal,
Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing oleh kapal asing terus menjadi
masalah utama. Pada 2022, lebih dari 20 kapal asing ditangkap karena
melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna. Upaya pemerintah
untuk memberantas IUU Fishing memerlukan kolaborasi dengan
masyarakat lokal, penguatan teknologi pengawasan, dan diplomasi
internasional. Sebagai wilayah yang bergantung pada sektor perikanan dan
kelautan, Natuna memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi
biru. Namun, eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan dapat
menjadi ancaman jangka panjang. Overfishing, degradasi terumbu karang,
serta pencemaran laut akibat aktivitas perkapalan menjadi tantangan utama
dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Pemerintah telah menginisiasi program perikanan berkelanjutan
dengan melibatkan nelayan lokal dalam sistem sertifikasi perikanan yang
ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan marine protected areas (MPA)

diharapkan dapat menjaga ekosistem laut dari eksploitasi berlebihan.
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Keberhasilan strategi ekonomi biru di Natuna bergantung pada

keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam.

c. Perubahan Iklim.

Kabupaten Natuna sangat rentan terhadap dampak perubahan
iklim, khususnya kenaikan permukaan laut yang diprediksi mencapai 25-30
cm pada tahun 2050, berdasarkan data Climate Central. Dampak ini
mengancam pemukiman pesisir, pelabuhan, dan infrastruktur vital lainnya.
Selain itu, terumbu karang di wilayah Natuna, yang menjadi habitat penting
bagi keanekaragaman hayati laut, mengalami degradasi parah akibat
pemanasan global. Laporan dari COREMAP menyebutkan bahwa lebih dari
40% terumbu karang di perairan Natuna telah rusak dalam satu dekade
terakhir. Dengan demikian, mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan
lingkungan yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk
mendukung keberlanjutan ekosistem laut Natuna. Upaya mitigasi
perubahan iklim di Natuna dapat dilakukan melalui penguatan program
rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, serta implementasi kebijakan
adaptasi berbasis ekosistem (ecosystem-based adaptation). Tidak kalah
penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang praktik
perikanan berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon dari sektor
transportasi laut dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim di

kawasan ini.

d. Perdagangan Internasional dan Rute Laut Strategis.

Kabupaten Natuna berada di jalur pelayaran internasional yang
menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikannya salah satu
rute perdagangan tersibuk di dunia. Sekitar 30% perdagangan global
melewati wilayah ini, sehingga menjadikan Natuna sebagai titik strategis

dalam perdagangan internasional. Di sisi lain, ancaman seperti pembajakan,
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penyelundupan, dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing dapat

mengganggu stabilitas pelayaran. Data dari International Maritime
Bureau menunjukkan adanya peningkatan insiden di Laut Cina Selatan sejak
2019. Untuk mengambil posisi pro-aktif pada aktivitas perdagangan
internasional, tantangan terbesar yang dihadapi Kabupaten Natuna adalah
infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut Natuna masih terbatas untuk

mendukung potensi sebagai hub perdagangan internasional.

e. Teknologi dan Disrupsi Digital.

Kemajuan teknologi, terutama dalam kecerdasan buatan (Al),
Internet of Things (IoT), dan otomatisasi, membawa dampak signifikan bagi
seluruh dunia tidak terkecuali bagi Kabupaten Natuna. Di sektor maritim,
teknologi Al dapat digunakan untuk memantau pergerakan kapal secara
real-time guna mengidentifikasi pelanggaran wilayah, seperti yang telah
diterapkan di beberapa negara maju melalui sistem pemantauan berbasis
satelit (Automatic Identification System). Namun, penerapan teknologi ini
masih menghadapi kendala di Natuna, terutama karena keterbatasan
infrastruktur telekomunikasi dan jaringan internet yang belum merata.

Di sektor perikanan, teknologi dapat meningkatkan efisiensi
tangkapan nelayan melalui sistem pemetaan digital yang memprediksi
lokasi ikan berdasarkan suhu air dan pola arus laut. Beberapa negara telah
berhasil menerapkan konsep perikanan berbasis teknologi ini, seperti
Jepang dengan smart fishing. Namun, adopsi teknologi oleh nelayan lokal
masih minim akibat rendahnya literasi digital dan biaya investasi yang tinggi.

Selain itu, disrupsi digital juga berdampak pada perekonomian
lokal. £-commerce dan digitalisasi perdagangan berpotensi memperluas
akses pasar bagi UMKM di Natuna, terutama untuk produk perikanan dan

kerajinan lokal. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru, seperti

II-183

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNA.

persaingan dengan produk dari luar daerah dan ketergantungan pada

platform teknologi besar. Keberhasilan adaptasi terhadap disrupsi digital di
Natuna akan sangat bergantung pada peningkatan infrastruktur digital,
pelatihan sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah yang
mendukung ekosistem inovasi lokal.

Teknologi juga berpotensi mengubah pola pendidikan dan layanan
publik di Natuna, terutama melalui implementasi e-/earning dan layanan
berbasis digital. Namun, tantangan konektivitas dan kesiapan SDM menjadi
faktor utama yang perlu diatasi agar manfaat teknologi dapat dirasakan

secara merata oleh seluruh masyarakat.

2.2.2.2. Isu Strategis atau Kebijakan Nasional.

Isu strategis nasional memainkan peran krusial dalam perencanaan
pembangunan Kabupaten Natuna, terutama dalam perumusan RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kabupaten Natuna,
yang terletak di wilayah perbatasan dan memiliki potensi besar dalam sektor
kelautan, sumber daya alam, serta ekonomi maritim, harus beradaptasi
dengan berbagai kebijakan dan dinamika nasional untuk memaksimalkan
potensinya. Kebijakan pemerintah pusat yang mendukung percepatan
pembangunan daerah perbatasan, misalnya, harus sejalan dengan
kebutuhan spesifik Kabupaten Natuna, yang dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan.
Selain itu, isu terkait perubahan iklim dan keberlanjutan ekosistem yang
menjadi perhatian global, juga memberi dampak langsung pada kebijakan
lokal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan
daerah.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Presiden Prabowo
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Subianto yang dikenal sebagai "Astacita". RPJMN ini menekankan pada
delapan prioritas nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia
Emas 2045. Salah satu fokus utamanya adalah pengentasan kemiskinan,
dengan target menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun
2029 dan mencapai nol persen untuk kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.
Selain itu, peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,59 pada tahun
2029 dan pertumbuhan ekonomi menuju 8% juga menjadi sasaran penting.

Program prioritas lainnya dijabarkan pada gambar di bawah ini:

Asta Cita Asta Cita
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak @/ 0) hilirisasi dan industri berbasis sumber
1 asasi manusia (HAM). <{ 5 daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Asta Cita

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

2 kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Asta Cita
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
6 p ekonomi, dan pemb }

Asta Cita Asta Cita

g infrastruktur dan
3 lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, 7
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan
agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
pencegahan dan p korupsi, narkoba,
judi, dan penyelundupan.

Asta Cita Asta Cita

® Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
a'sa teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
""({ 4 gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi 8

milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat
beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 2.32: Program Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029
Sumber: RPJMN 2025-2029, diolah.

Isu-isu nasional yang berkembang pada saat ini dan dijadikan

sebagai isu rancangan teknokrati RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Transformasi Sosial.

Transformasi sosial pada tahun 2025-2029 diarahkan pada upaya
penguatan pondasi transformasi sosial. Transformasi Sosial bertujuan untuk
meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup
sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera,
resilien, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan
pada tantangan masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan

dan gizi masyarakat, baik kesehatan ibu dan anak, usia sekolah, usia
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produktif maupun lansia. Pengendalian penyakit dan kapasitas ketahanan
kesehatan juga belum optimal. Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak
menular terus meningkat, penyakit tropis terabaikan belum dapat
dieliminasi, adanya ancaman penyakit berpotensi wabah/kejadian luar biasa,
dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Selain itu, disparitas kapasitas
sistem kesehatan terjadi di seluruh wilayah yang menyebabkan
permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pada bidang pendidikan masih terdapat beberapa tantangan, belum
meratanya akses pendidikan yang menyebabkan ketimpangan partisipasi
pendidikan antarwilayah dan sosial-ekonomi. Selain itu, kualitas pendidikan
masih rendah antara lain disebabkan oleh saranaprasarana pendidikan yang
belum memadai, dan keterbatasan guru berkualitas yang belum terdistribusi
secara merata. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat
global juga masih rendah. Aspek perlindungan sosial berfokus untuk
mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga kesinambungan
kesejahteraan, khususnya untuk penduduk rentan. Tantangan yang dihadapi
yaitu masih rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, risiko
bencana alam dan non alam, perubahan iklim, transisi besar lainnya,
terbatasnya layanan dan pengasuhan bagi kelompok rentan, belum
meratanya kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang disabilitas,
lansia, dan kelompok rentan, serta rendahnya akses terhadap hunian yang
layak dan terjangkau. Sementara itu, penyelenggaraan program jaminan
sosial belum optimal akibat rendahnya kepesertaan aktif dan literasi
masyarakat serta program yang belum sepenuhnya konvergen memberikan
perlindungan yang inklusif khususnya bagi pekerja informal dan jaminan hari

tua bagi seluruh penduduk.

na.
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b. Transformasi Ekonomi.

Pembangunan ekonomi Indonesia jangka menengah dalam rangka
keluar dari jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar
pertumbuhan berbasis produktivitas akan menghadapi berbagai isu dan
tantangan struktural. Industrialisasi belum menunjukkan peningkatan yang
signifikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan peranannya cenderung
mengalami penurunan. Upaya pengembangan sektor industri pengolahan
dihadapkan pada berbagai isu strategis, baik dari sisi penawaran (supply)
seperti inefisiensi faktor produksi, kompleksitas dan nilai tambah produk
yang masih rendah, struktur industri yang belum kuat, serta kemampuan
adopsi teknologi, pemanfaatan RD&D (Research, Development and
Demonstration) dan penerapan standarisasi yang masih terbatas atau pun
dari sisi permintaan (demandad).

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia menjadi tantangan
besar dalam memperluas kelas pendapatan menengah karena sebagian
besar angkatan kerja Indonesia berpendidikan menengah ke bawah dan
bekerja di sektor bernilai tambah rendah. Akibatnya, laju peningkatan nilai
tambah di beberapa subsektor industri padat karya pun relatif terbatas.

Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Indonesia masih berada
pada era Industrial Revolution 2.0. Di sisi lain, perkembangan teknologi
industri semakin masif, sehingga perlu akselerasi peningkatan kemampuan
dan produktivitas tenaga kerja industri. Hal tersebut terjadi juga di sektor
pertanian, bahkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah ke
bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor pertanian masih
memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal
tersebut disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi. Lambatnya
regenerasi petani serta degradasi kualitas lahan. Sektor pariwisata dan

ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan
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pariwisata yang belum berkualitas karena SDM, dukungan fasilitas, serta

sarana dan prasarana yang terbatas.

Sektor UMKM dan koperasi masih terkendala dalam meningkatkan
kapasitasnya, terutama dari sisi permodalan dan adopsi teknologi sehingga
menghambat UMKM dan koperasi untuk naik kelas. BUMN sebagai agen
pembangunan masih bersifat eksklusif dalam melaksanakan penugasan
pembangunan. Diharapkan BUMN dan UMKM dapat bersinergi dalam
mendukung pembangunan sehingga dapat lebih berdampak, inklusif, dan
berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang
diharapkan dapat mendorong Indonesia berperan di pasar global
dihadapkan pada berbagai isu antara lain masih belum optimalnya
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, terbatasnya
pasar bagi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia domestik maupun
global, masih rendahnya pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung
perekonomian, serta regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan
syariah baik pusat maupun daerah yang belum optimal.

Upaya pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi perlu
diakselerasi utamanya pada isu ketergantungan pada energi fosil dan
rendahnya pemanfaatan potensi energi terbarukan, emisi GRK pada sektor
pembangkit dan transportasi yang sangat tinggi, keterbatasan dukungan
pendanaan dan investasi, keterbatasan infrastruktur kelistrikan, serta
keterbatasan infrastruktur gas bumi untuk sektor industri. Pendekatan
ekonomi hijau dan biru belum mencapai posisi yang kuat. Beberapa kendala
yang dihadapi di antaranya karena membutuhkan biaya dan teknologi
tinggi untuk implementasinya. Percepatan digitalisasi dihadapkan pada
tantangan keberagaman geografi dan karakteristik daerah yang berbeda
sehingga pelaksanaannya masih perlu terus didorong secara kolaboratif.

Kesenjangan dan karakteristik antar daerah dan wilayah yang berbeda juga
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menyebabkan pengintegrasian ekonomi domestik masih perlu intervensi

lebih jauh untuk optimalisasinya. Selain itu, rendahnya akses hunian layak
dan layanan perkotaan yang menimbulkan permukiman kumuh dan urban
sprawl berdampak pada belum optimalnya kualitas urbanisasi sebagai
pendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping masih juga terdapat

ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan

c. Trasformasi Tata Kelola.

Tata kelola merupakan konsep penting dalam diskursus
pembangunan dan telah diterima secara universal sebagai elemen krusial
dalam menentukan strategi pembangunan. Ruang lingkup tata kelola dalam
RPJMN 2025-2029 meliputi wilayah politik, administrasi, dan hukum. Tata
kelola tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola
sumber daya, namun juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut
dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta
berdampak secara sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan
untuk merespon munculnya kecenderungan besar (global megatrends) dan
adanya perubahan lingkungan strategis di level global maupun nasional,
terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi,
meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, transformasi
tata kelola menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan, konsistensi,
dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral.

Akan tetapi masih terdapat berbagai persoalan tata kelola, baik yang
menyangkut wilayah birokrasi, politik dan hukum. Reformasi Birokrasi masih
bersifat prosedural dan administratif sehingga belum dapat mencegah
terjadinya praktik-praktik koruptif. Hal tersebut terlihat dari adanya
kecenderungan penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada dua

tahun terakhir. Selain itu, tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan
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dan koordinasi antar lembaga, serta pembagian kewenangan yang belum

ideal, telah menghasilkan inefisiensi birokrasi. Intervensi politik atas
birokrasi juga menjadi persoalan menonjol dalam tata kelola pemerintahan.
Konteks dan lingkungan politik menjadi penentu dalam proses transformasi
tata kelola. Pada akhirnya, persoalan-persoalan tersebut menjadi kendala

utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

d. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan.

Penjaminan kepastian hukum melalui pemerintahan yang efektif dan
responsif maka arah kebijakan tidak terlepas dari dinamika lingkungan
strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan praktik penegakan
hukum belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM, rendahnya
kepatutan hukum masyarakat karena minimnya literasi dan pemberdayaan,
serta akses terhadap keadilan yang terbatas.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, perkembangan teknologi
dan teknologi informasi menjadi ancaman sekaligus peluang dalam
pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang
demokrasi, belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sipil, belum
meratanya informasi dan komunikasi publik, serta Pancasila dan
konstitusionalisme yang belum terinternalisasi. Kelembagaan demokrasi
masih bersifat prosedural akibat politik uang dan politisasi SARA dalam
pemilu, serta belum optimalnya fungsi lembaga perwakilan. Dalam bidang
politik luar negeri, dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan
ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, seperti konflik intra dan
antarnegara, disrupsi rantai pasok global dan tren global economic
decoupling. Kondisi eksternal diiringi dengan belum terselesaikannya
perundingan batas wilayah negara serta belum idealnya postur dan sinergi

pelaksanaan diplomasi Indonesia.
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Stabilitas ekonomi makro masih menghadapi tantangan dalam 5

tahun ke depan. Secara eksternal, perlambatan ekonomi mitra dagang
utama, divergensi ekonomi global, tekanan inflasi global, kebijakan suku
bunga acuan higher for longer, perubahan iklim, serta tren digitalisasi. Dari
sisi domestik, rendahnya penerimaan perpajakan, belum optimalnya
kualitas Belanja Negara baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Belanja
Transfer ke Daerah, serta imbal hasil obligasi yang relatif masih tinggi
dibanding negara sekawasan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal.
Terakhir, dangkalnya pendalaman sektor keuangan, belum optimalnya
fungsi intermediasi sektor keuangan, terbatasnya peran sektor keuangan
non bank, ketimpangan inklusi dan literasi keuangan, belum optimalnya
pengembangan keuangan syariah, dan lemahnya perlindungan konsumen/
investor menjadi tantangan bagi sektor keuangan dalam menyediakan

likuiditas yang memadai untuk pembiayaan pembangunan.

e. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi.

Keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan
konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan.
Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral
dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini,
sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi
pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi
nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu
dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta
inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut
usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Peningkatan populasi Indonesia dihadapkan pada isu penurunan

kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya

II-191

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNA.

alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah

mengurangi fungsi lingkungan hutan. Petani dan nelayan yang merupakan
produsen pangan menghadapi masalah serius berupa stagnasi
kesejahteraan. Isu pengelolaan sampah juga perlu diwaspadai, mengingat
daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA) diprediksi akan penuh pada
2028.

Saat ini, Indonesia berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)
dan intensitasnya di lima sektor kunci, yakni energi, lahan, kelautan dan
pesisir, industri, dan pengelolaan limbah. Pada sektor energi, pemenuhan
ketahanan energi masih menghadapi tantangan dalam segi penyediaan,
akses, maupun harga. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dari
aspek pendanaan, regulasi, inovasi, hingga kelembagaan diharapkan dapat
menggantikan peran energi fosil. Dampak perubahan iklim berpotensi
meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas
bencana lingkungan, terutama di sektor air, laut dan pesisir, pertanian, serta
kesehatan. Ancaman kelangkaan air muncul dari rendahnya efisiensi
pengelolaan dan daya rusak sumber daya air. Akses terhadap air minum dan
sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular

dan masalah pertumbuhan anak.

2.2.2.3. Isu Strategis atau Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau.

Isu strategis atau kebijakan Provinsi Kepulauan Riau pada bagian ini
diuraikan berdasarkan rumusan isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Kualitas Pembangunan Manusia yang Belum Optimal.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan isu strategis
utama yang akan menentukan keberhasilan berbagai aspek pembangunan

daerah. Sebab saat ini isu ketimpangan kesehatan dan pendidikan masih
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terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Peningkatan kualitas kesehatan dan

pendidikan perlu terus menerus dilakukan untuk menjamin tercapaianya
tujuan pembangunan. Perbaikan sarana dan prasarana, dukungan tenaga
kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, intervensi program pendidikan
dan kesehatan sesuai dengan karakteristik kewilayahan, serta kemudahaan
akses kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau
merupakan modal dasar penting yang harus terus menerus menjadi
perhatian. Dengan demikian, sumber daya manusia Provinsi Kepulauan Riau
memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat nasional maupun
internasional. Arah pemajuan sumber daya manusia diarahkan untuk

mendukung tujuan pembangunan daerah maritim.

2. Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum
Optimal.
Sebesar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah laut atau seluas

24.121.530 ha dengan panjang garis pantai hingga 8.564 km, sisanya 4.21
persen atau seluas 1.059.511 ha merupakan daratan. Kondisi geografis
Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas 2.408 pulau mendukung potensi
lestari sumber daya perikanan hingga sebanyak 1.1 juta ton per tahun.
Potensi tersebut memperlihatkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau
menyimpan segudang sumber daya kemaritiman, baik perikanan tangkap,
perikanan budidaya, maupun pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Lebih lanjut, Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan beragam komoditi
ekspor unggulan, seperti lobster dan kepiting. Pada sektor perikanan
tangkap, sebagian besar potensi berasal dari pengelolaan perikanan di
wilayah Laut Cina Selatan dan Kabupaten Natuna, tepatnya pada Perairan
Selat Karimata, Laut Natuna, serta Laut Natuna Utara. Jumlah nelayan di
Provinsi Kepulauan Riau terbilang cukup besar terutama dengan adanya

peningkatan sebesar 43% pada tahun 2020 hingga mencapai 116.447 orang.
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Kondisi ini besar dipengaruhi oleh faktor peralihan profesi masyarakat

sekitar menjadi nelayan akibat krisis ekonomi global. Namun demikian di
saat yang sama dengan potensi sumber daya yang begitu besar rata-rata
tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih tinggi
dibandingkan rata-rata nasional.

Arah pengembangan kewilayahan mengacu pada dokumen RPJPN
periode 2025-2045 secara tegas menyebutkan bahwa dalam perencanaan
jangka panjang nasional pembangunan wilayah Sumatera menuju
pembangunan Ekonomi Biru atau Blue Economy. Provinsi Kepulauan Riau
yang didominasi oleh perairan laut memiliki potensi maritim yang sangat
besar, sehingga potensi ini mampu menjadi titik tolak pembangunan yang
transformatif bagi Provinsi Kepulauan Riau secara berkesinambungan.
Tentunya fokus pembangunan ini harus sinergi dengan berbagai tujuan dan
sumber daya lainnya, dalam hal ini aspek-aspek pembangunan lain perlu
diarahkan kepada koridor pembangunan yang berbasis maritim. Misalnya,
aspek ekonomi akan mengalir pada arus ekonomi biru yang
memberdayakan perairan dan wawasan lingkungan. Dengan demikian,
pengarusutamaan maritim ke dalam komponen lain dapat menopang
pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang lebih optimal.

Dalam upaya membangun ekosistem maritim di Provinsi Kepulauan
Riau terdapat tiga aspek pembangunan sesuai konsepsi ekonomi biru
antara lain :

1. Blue Communities, memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan
manfaat dari sektor maritim. Termasuk upaya peningkatan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya potensi laut, mempromosikan nilai-
nilai budaya dalam pendidikan, membangun infrastruktur maritim,

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait
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kegiatan maritim, serta mendorong kegiatan ekonomi berbasis

maritim

2. Blue Production, meningkatkan produktivitas pengelolaan perikanan
dan budidaya perairan berbasis pembangunan ekosistem melalui
optimalisasi kontribusi sektor perikanan dan pengolahan hasil laut
dengan memanfaatkan teknologi dan bioteknologi kelautan,
penjaminan mutu produk, serta didukung oleh investasi.

3. Blue Trade, bertujuan untuk meningkatkan nilai produk, meningkatkan
pasar dan sebaran produk, serta akses terhadap perdagangan dengan
pengembangan infrastruktur kemaritiman serta perluasan konektivitas

antarwilayah.

3. Kemiskinan dan Pengangguran.

Dari berbagai kebijakan yang ada, upaya perwujudan kesejahteraan
sosial memiliki konvergensi yang cukup tinggi utamanya pada program
kemiskinan, bersifat lintas sektor dalam implementasinya. Akurasi data dan
desain penentuan program, serta penentuan sasaran penerima manfaat
sangatlah penting. Sayangnya hingga saat ini masih terdapat permasalahan
menyangkut penggunaan basis data penerima manfaat dari program
penghapusan kemiskinan yang menyebabkan upaya intervensi tidak dapat
berhasil optimal. Pemerintah perlu memetakan strategi dalam mewujudkan
kesejahteraan sosial dengan beberapa alternatif intervensi yakni: (1)
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat (bantuan sosial dan subsidi
serta penyelenggaraan jaminan sosial yang merata. (2) Meningkatkan
produktivitas/pendapatan masyarakat (pembiayaan UMKM,
pengembangan ekonomi lokal, serta akses pekerjaan). (3) Meminimalisasi

kantong kemiskinan (peningkatan akses layanan dasar, peningkatan
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konektivitas antarwilayah, konvergensi anggaran, konsolidasi program, dan

peningkatan peran daerah dan pemangku kepentingan).

4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum
Optimal.

Dalam upaya mencapai tujuan Kepulauan Riau ke depan tentu perlu
didukung oleh sistem tata kelola dan kelembagaan yang mapan, lincah dan
profesional. Di sisi lain, salah satu langkah yang dicanangkan untuk menuju
pada kesejahteraan rakyat adalah terbangunnya kerja sama atau kemitraan
yang semakin luas dan intens baik di internal maupun eksternal pemerintah.
Hal tersebut juga berhubungan dengan konsepsi tata kelola pemerintahan
masa depan yang menitikberatkan pada stabilitas dan kelincahan dengan
sinergitas multipihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Secara kontekstual untuk mendukung pencapaian tujuan Provinsi
Kepulauan Riau sebagai daerah berbasis maritim yang maju, maka sistem
tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah Kepulauan Riau diarahkan
menuju pada pendekatan yang lebih relevan dengan tujuan pembangunan
dengan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur namun
juga perlu mengoptimalkan jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar
instansi pemerintah daerah. Optimalisasi jejaring kelembagaan dan
kolaborasi antar instansi yang bersifat horizontal dan dengan instansi
vertikal (multilevel governance) dapat diinisiasi dengan joint outcome
sehingga tidak lagi berfokus pada pencapaian tujuan berbasis urusan.

Selain itu, dalam isu peningkatan kualitas tata kelola dan
kelembagaan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memperkuat
penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama untuk
mempermudah proses bisnis antar pemerintah dan memberikan pelayanan

bagi masyarakat. Saat ini, digitalisasi adalah keniscayaan dan Kepulauan
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Riau harus bersiap untuk bertransformasi menuju digital. Penerapan

digitalisasi dapat menjadi pintu masuk cara lahirnya birokrasi yang lincah
dan cepat dengan basis ideal bahwa seluruh informasi dan data terintegrasi,
serta infrastruktur digital tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan
Riau.

Evaluasi terhadap pengelolaan layanan e-government di Provinsi
Kepulauan Riau mengidentifikasi bahwa data antarinstansi saat ini masih
belum terintegrasi, terlebih faktor penunjang seperti keamanan sistem dan
rendahnya keterampilan digital SDM ASN belum optimal. Dengan demikian,
diperlukan upaya peningkatan baik pada kompetensi SDM ASN maupun
sistem e-government pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau melalui
akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan
implementasi kebijakan berbasis data yang didukung oleh pusat data

terintegrasi.

5. Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal.

Kepulauan Riau sebagai negeri Melayu menjunjung nilai-nilai agama
dan budaya daerah yang sudah tertanam dan mengakar dalam kehidupan
masyarakat. Nilai-nilai agama, budaya dan norma hukum dijadikan
pedoman sekaligus panutan dan pegangan hidup bermasyarakat. Kondisi
pembangunan pada periode sebelumnya masih menunjukkan bahwa
pelestarian budaya terutama Budaya Melayu sebagai akar nilai Masyarakat
Kepulauan Riau belum optimal diimplementasikan. Oleh karena itu, pada
periode pembangunan kedepan penguatan budaya lokal menjadi salah satu
isu yang perlu mendapatkan perhatian. Penguatan budaya lokal mencakup
pelestarian budaya yang tangible (terlihat) dan intangible (tidak terlihat)
seperti karya Bahasa/sastra Melayu, pengelolaan benda, situs dan cagar

budaya.
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Perlu upaya aktif dari seluruh pihak untuk secara berkelanjutan

meningkatkan kesadaran terhadap pemajuan kebudayaan terutama dalam
aspek internalisasi nilai-nilai atau falsafah budaya Melayu dalam keseharian
Masyarakat hingga pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Perlu adanya solusi untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Melayu agar
tidak musnah. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang akan dibuat

hendaknya berorientasi pada pemajuan kebudayaan.

6. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi.
Penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi
berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan
memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi
yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Hal
ini mencakup; (1) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi
untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah, (2) Peningkatan dan pemertaan
infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak), dan (3) Peningkatan

prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.

7. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Ancaman kerusakan lingkungan dan krisis energi seiring dengan
masifnya pembangunan wilayah merupakan hal yang perlu menjadi
perhatian. Untuk mengurangi risiko kerusakan, pembangunan kewilayahan
perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti, perkembangan
permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang
provinsi; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
provinsi; keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan
kabupaten/kota; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; RPJPD;
RTRW provinsi yang berbatasan; RTRW kawasan strategis provinsi; dan

RTRW kabupaten/kota, serta mitigasi terhadap risiko yang mungkin timbul.
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Di masa mendatang kebutuhan energi akan terus mengalami

peningkatan terutama peningkatan kebutuhan listrik dan air. Untuk itu,
diperlukan pengembangan energi baru dan terbarukan yang menjadi
alternatift dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah
memanfaatkan potensi sumber daya laut yang dimiliki Kepulauan Riau.
Selain itu, peningkatan efek gas rumah kaca juga diperkirakan akan terus
terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu,
penerapan kebijakan yang mendukung penggunaan energi ramah
lingkungan perlu menjadi perhatian pemerintah. Selanjutnya antisipasi
terhadap kerusakan lingkungan perlu diminimalisasi seiring dengan adanya

peningkatan eksploitasi laut di masa yang akan datang.

2.2.2.4. Hasil Telaahan RPJPD Kabupaten Natuna.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 telah
dirumuskan 6 (enam) permasalahan pembangunan, dan 5 (lima) isu strategis
Kabupaten Natuna. Permasalahan pembangunan tersebut yaitu: 1) belum
optimalnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan
masyarakat yang mandiri; 2) belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM
dalam mengawal pelaksanaan pembangunan; 3) tingginya potensi
degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi; 4)
belum optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang
berkualitas; 5) belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat
yang lebih baik dan layak; 6) belum optimalnya perwujudan tata kelola
pemerintahan yang baik berbasis digital.

Sedangkan isu strategis meliputi: 1) transformasi ekonomi
berkelanjutan; 2) percepatan penyediaan infrastruktur menuju pemerataan
pembangunan yang berkualitas; 3) pelayanan publik dan tata kelola

pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 4) akselerasi

II-199

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNA.

pengentasan kemiskinan struktural dan menjaga ketahanan pangan; 5)

peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudaya.

Tabel 2.125: Permasalahan dan Isu Strategis RPJPD Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2045

Permasalahan
Utama
Belum
optimalnya
transformasi
pembangunan
yang
komprehensif
berbasis potensi
sumber daya
daerah menuju
Natuna Maju,
Sejahtera,
Berdaya
saing, Mandiri,
dan
Berkelanjutan.

Permasalahan
Pokok
Belum optimalnya

pertumbuhan
ekonomi
kerakyatan dalam
mewujudkan
masyarakat yang
mandiri - (1).

Belum optimalnya
kapasitas dan
kualitas SDM
dalam mengawal
pelaksanaan
pembangunan -

(2).

Tingginya potensi
degradasi kualitas
lingkungan hidup
sebagai dampak
aktivitas ekonomi
- (3).

Belum optimalnya
peningkatan
kualitas hidup
masyarakat yang
lebih baik

dan layak - (5).
Belum optimalnya
pembangunan
dan pemerataan
infrastruktur yang
berkualitas - (4).

Belum optimalnya
perwujudan tata

Akar Masalah

Belum
maksimalnya
pengelolaan
ekonomi
unggulan daerah.

a. Belum
maksimalnya
peningkatan
kualitas SDM
yang berdaya
saing.

b.Belum
optimalnya
peningkatan
kualitas tenaga
kerja yang
berdaya saing.

Belum optimalnya
pengelolaan
kualitas
lingkungan hidup.

Belum
maksimalnya
peningkatan dan
pemerataan
pendapatan
masyarakat.
Belum
maksimalnya
pemerataan
pembangunan
infrastruktur
diseluruh wilayah
Kabupaten
Natuna.

a. Belum
maksimalnya

Isu Strategis

Transformasi
ekonomi
berkelanjutan -

(1).

Peningkatan
kualitas SDM
yang berdaya
saing dan
berbudaya - (5).

Akselerasi
pengentasan
kemiskinan
struktural dan
menjaga
ketahanan
pangan - (4).

Percepatan
penyediaan
infrastruktur
menuju
pemerataan
pembangunan
yang berkualitas

- (2).

Pelayanan publik
dan tata kelola

Faktor Penentu

a. Kebijakan dan
komitmen yang
tinggi Pemerintah
Daerah dalam
pembangunan
yang berwawasan
lingkungan

b. Optimalisasi
pembangunan
sektor unggulan
daerah yang
berkelanjutan

a. Peningkatan
kualitas dan
aksesibilitas
pendidikan yang
merata

b.Peningkatan
kualitas dan
aksesibilitas
kesehatan
masyarakat yang
merata

c. Peningkatan
pemberdayaan
ekonomi
masyarakat

Peningkatan kualitas

produktivitas

masyarakat

a. Penguatan
koordinasi dan
pembangunan
kewilayahan yang
berbasis potensi
unggulan daerah

b.Kebijakan
pemerataan
pembangunan
infrastruktur ke
pelosok daerah

Pemantapan sistem

tata kelola
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Permasalahan Permasalahan

Utama Pokok Akar Masalah Isu Strategis Faktor Penentu
kelola kinerja dan pemerintahan pemerintahan dalam
pemerintahan akuntabilitas berbasis pelaksanaan
yang baik berbasis Pemerintah teknologi reformasi birokrasi
digital - (6). Daerah. informasi dan dengan pemanfaatan

b. Belum komunikasi - (3). IT
optimalnya
kinerja
pelayanan
publik.

Sumber: RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045.

Sedangkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-
2045 dan keterkaitannya dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2025-2045, dan RPJPN Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

RPJPN 2025-2045 RPJPD Prov Kepulauan Riau 2025-2045 RPJPD Kab. Natuna 2025-2045
Visi:
Natuna Biru: “Kabupaten Maritim

Visi:
Kepri Permata Biru 2045: “Provinsi Kepulauan

Visiz
Indonesia Emas 2045: NKRI yang Bersatu,

Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang Maju, Berdayasaing, Sejahtera,

Mandiri dan Berkelanjutan”

Berbasis Maritim, Berbudaya Melayu, Maju dan
Berkelanjutan”

Misi Misi
1. Mewujudkan transfomasi sosial menuju sumber 1. Mewujudkan Transformasi Sosial
daya manusia yang berdaya saing dan menuju Masyarakat Unggul dan
Sejahtera. Sejahtera.

Kelompok Misi Misi
1. Transformasi Sosial

2.Mewujudkan transformasi ekonomi dengan 2. Mewujudkan Transformasi

2. Transformasi Ekonomi
memanfaatkan sumber daya maritim secara Ekonomi berbasis Maritim yang

bertanggungjawab untuk kesejahteraan Inklusif dan Berkualitas.
Masyarakat yang inklusif.

Transformasi
Indonesia

Budaya dan Ekologi dengan
Menjunjung  Nilai-Nilai Budaya
Melayu.

_ R i,

[ELLELE]
Transformasi 5. Ketak 5. dk ketah sosial  bud. dan 5. Mewuj = s; Kewi-
logi, serta k gender dengan . y rana F
B 1junjung nilai-nilai ay y yang Merata, Berkeadilan dan
Ramabh Lingkungan.

6. Pembangunan
ahan yang Merata
dan Berkeadilan

Kerangka
Implementasi
Transformasi

Gambar 2.33: Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Natuna, Provinsi dan Nasional
Tahun 2025-2045
Sumber: RPJPD Kab Natuna, RPJPD Provinsi Kepri, RPJPN Tahun 2025-2045

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045, pada
tahapan periode I (2025-2029) menetapkan tema pembangunan yaitu
“Penguatan Fondasi Transformasi sebagai Upaya Pemerataan
Pembangungan”, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Transformasi sosial diarahkan dengan arah kebijakan, “Penguatan
kapasitas SDM melalui penjaminan penyediaan layanan dasar

pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata dan Penguatan
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perlindungan sosial masyarakat dengan pemanfaatan data dan

informasi sosial ekonomi rumah tangga”.

b. Transformasi  ekonomi  diarahkan  dengan arah  kebijakan,
“Pengembangan ekonomi unggulan daerah untuk meningkatkan
kapasitas UMKM berbasis tenaga kerja yang berkualitas”.

c. Transformasi tata kelola diarahkan dengan arah kebijakan “Peningkatan
kinerja pemerintah daerah berbasis digitalisasi dan sarana prasarana
berkualitas”.

d. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi diarahkan dengan arah kebijakan
“Peningkatan  pembangunan  berbasis sosial budaya yang
memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana”.

e. Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana diarahkan
dengan arah kebijakan “Peningkatan pembangunan wilayah potensi
ekonomi  tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan

infrastruktur”.

2.2.2.5. Hasil Telaahan KLHS Kabupaten Natuna.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses
analisis terkait dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program
tertentu yang akan dilaksanakan dalam suatu wilayah atau proyek. KLHS
dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi potensi dampak lingkungan
yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Natuna
memiliki kewajiban untuk menyusun KLHS sebagai bagian integral dari
RPJMD. Dengan demikian, implementasi KLHS bertujuan untuk
meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah lingkungan, ekonomi,
sosial, dan tata kelola yang diperkirakan muncul, dengan harapan bahwa hal

ini akan mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
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RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mengintegrasikan

hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Natuna
untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan
melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi,
adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Mengacu pada
penilaian KLHS, dirumuskan isu utama pembangunan berkelanjutan
Kabupaten Natuna dengan penilaian berdasarkan pasal 20 ayat (2) Permen
LHK No. P 69/2017 yang disesuaikan dengan Permendagri 07/2018 dengan
mempertimbangkan unsur karakteristik wilayah, potensi dampak,
keterkaitan isu strategis pembangunan daerah, keterkaitan materi muatan
kebijakan, muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, dan hasil KLHS dari kebijakan.

Pada telaah KLHS untuk perencanaan pembangunan RPJMD
Kabupaten Natuna 2025-2029 menggunakan Alternatif dan Rekomendasi
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang yang telah
disusun oleh Tim Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-
2029. Perkembangan Kabupaten Natuna dari waktu ke waktu perlu
mendapatkan kontrol yang baik menggunakan kebijakan maupun rencana
yang strategis dan matang. Pada proses perencanaan ini, diperlukan
skenario yang menjadi konsep pengembangan Kabupaten Natuna dimasa
yang akan datang. Perumusan sejumlah konsep pengembangan dimasa
mendatang memerlukan alur sebab-akibat yang didasari oleh isu utama.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian target TPB, ditemukan
permasalahan terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan
Kabupaten Natuna. Pada perencanaan skenario, diperlukan gagasan dan
sintesa informasi sebagai alternatif sebagai gambaran umum dan hasil

analisis pencapaian bersifat strategis bagi masing- masing Organisasi
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Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Natuna. Berikut hasil telaah dari KLHS

RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Hasil analisis capaian Kabupaten Natuna terhadap Indikator TPB.

Analisis capaian indikator TPB dilakukan pada 215 indikator yang
programnya termasuk ke dalam kewenangan pemerintah Kabupaten
Natuna. Secara umum capaian indikator TPB di Kabupaten Natuna sampai
tahun 2024 sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target (SS)
sebanyak 138 (64%) indikator

2. Indikator TPB yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)
sebanyak 74 (34%)

3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB)
sebanyak 3 (1%)

4. Tidak ada indikator TPB yang datanya tidak/belum ada (NA).

Secara umum, dari 215 indikator TPB yang termasuk ke dalam
kewenangan Pemerintah Kabupaten Natuna, 215 indikator atau 100%
indikator yang memiliki data. Dari 215 indikator, 138 indikator atau 64%
indikator telah mencapai target (SS), 74 indikator atau 34% indikator belum
mencapai target (SB), dan sisanya 3 indikator atau 1% indikator yang belum
dilaksanakan dan belum mencapai target (BB).

b. Hasil Analisis Capaian OPD Kabupaten Natuna terhadap Indikator
TPB.

Analisis Capaian OPD dilakukan untuk mengidentifikasi
Ketercapaian indikator TPB ditinjau dari Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Natuna yang berwenang terhadap program dalam indikator
tersebut. Analisis dilakukan dengan mengategorikan setiap tujuan dan
indikator TPB ke dalam empat pilar pembangunan, yakni:

1. pilar sosial; SS (56%), SB (43%), BB (1%) dan NA (0%)
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2. pilar lingkungan; SS (60%), SB (35%), BB (5%) dan NA (0%)
3. pilar ekonomi; SS (77%), SB (22%), BB dan NA (0%)
4. pilar hukum dan tata kelola; SS (71%), SB (28%), BB dan NA (0%)

c. Capaian OPD Kabupaten Natuna terhadap Indikator TPB Per Pilar.

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan
berkelanjutan, yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB
3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB
5 (Kesetaraan Gender) dengan Total indikator TPB sejumlah 96 Indikator.
Berkaitan dengan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, terdapat 18
OPD di Kabupaten Natuna yang bertanggung jawab pada capaian 96
indikator pilar sosial.

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan
berkelanjutan, yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB 11 (Kota dan
Pemukiman Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung
jawab), TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim), TPB 14 (Konservasi Ekosistem
Laut), dan TPB 15 (Konservasi Ekosistem Darat) dengan total indikator TPB
sejumlah 42 indikator. Berkaitan dengan kewenangan Organisasi Perangkat
Daerah, terdapat 8 OPD di Kabupaten Natuna yang bertanggung jawab
pada capaian 42 indikator pilar lingkungan

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan
berkelanjutan, vyaitu TPB 7 (Energi Terjangkau), TPB 8 (Ekonomi
Berkelanjutan), TPB 9 (Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan),
dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dengan total indikator TPB
sejumlah 61 indikator. Berhubungan dengan kewenangan Organisasi
Perangkat Daerah, terdapat 13 OPD di Kabupaten Natuna yang

bertanggung jawab pada capaian 61 indikator pilar ekonomi.
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Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan dalam

pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan
Kelembagaan yang Tangguh) dengan total indikator TPB sejumlah 21
indikator. Berkaitan dengan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah,
terdapat 9 OPD di Kabupaten Natuna yang bertanggung jawab pada

capaian 21 indikator pilar hukum dan tata kelola.

d. Isu Prioritas dan Isu Utama yang dihasilkan dari proses KLHS.
Berdasarkan analisis dirumuskan Isu Strategis terdiri dari 13 Isu,
selanjutnya ditapis menjadi 8 Isu Prioritas yang kemudian disarikan menjadi
5 Isu Utama yang terdiri dari:
1. Isu Prioritas yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 8 isu prioritas,
yaitu:
a. Belum optimalnya pengentasan penyakit menular dan penyakit tidak
menular
b. Belum optimalnya kesejahteraan ekonomi dan tenaga kerja
c. Belum optimalnya pengelolaan pangan yang berkelanjutan
dan efektivitas pemanfaatan sumber daya alam
d. Belum optimalnya pengelolaan Limbah rumah tangga dan kegiatan
usaha
e. Belum optimalnya penguatan kapasitas ketahanan dan
adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam
f. Belum optimalnya Pemanfaatan dan Efisiensi Energi
g. Belum optimalnya infrastruktur, akses informasi,  dan teknologi
komunikasi
h. Belum optimalnya standar layanan dan konektivitas antar wilayah

2. Isu Utama yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 5 isu utama, yaitu:
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a. Belum optimalnya pengentasan penyakit menular dan penyakit tidak

menular

b. Belum optimalnya kesejahteraan ekonomi dan tenaga kerja

c. Belum optimalnya pengelolaan Limbah rumah tangga dan kegiatan
usaha

d. Belum optimalnya penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi
terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam

e. Belum optimalnya standar layanan dan konektivitas antar wilayah

2.2.2.6. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.
Berdasarkan pembahasan dan analisis serta identifikasi
permasalahan pembangunan di Kabupaten Natuna, serta dengan
mempertimbangkan isu-isu global, nasional, dan regional, telah dirumuskan
beberapa isu strategis. Penetapan isu strategis ini didasarkan pada kriteria:
(1) pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan; (2)
merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) dampak luas terhadap
daerah dan masyarakat; (4) potensi daya ungkit yang besar terhadap
pembangunan daerah; (5) kemudahan dalam pengelolaan, dan (6) Prioritas
Janji Politik yang perlu diwujudkan. Hasil perumusan isu strategis untuk
pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 2.126: Perumusan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten

Natuna Tahun 2025-2029
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Total
1 2 3 4 5 6 Skor
1 | Optimalisasi Potensi Ekonomi Berbasis 20 10 20 10 10 25 95
Kemaritiman dan Keunggulan Daerah
2 | Akselerasi Peningkatan dan 20 10 20 10 10 25 95
Pemerataan Sarana Prasarana
Pembangunan serta Peningkatan
Konektivitas
3 | Pembangunan Sumberdaya Manusia 20 8 20 10 10 25 93
yang Unggul, Berkarakter dan
Berbudaya
4 | Optimalisasi Hilirisasi Sektor Unggulan 20 8 20 10 10 25 93
daerah dan Peningkatan Investasi

e
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No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria Total
1 2 3 4 5 6 Skor
5  Peningkatan Kualitas layanan Publik 20 10 15 8 10 20 83
dan Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
6 | Pelestarian lingkungan dan Mitigasi 0 8 10 8 10 15 61
Bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Berdasarkan perumusan menurut nilai skala kriteria diatas, maka isu
strategis pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sebagai
berikut:

1. Optimalisasi Potensi Ekonomi Berbasis Kemaritiman dan
Keunggulan Daerah.

Kabupaten Natuna memiliki posisi geografis yang sangat strategis
sebagai wilayah kepulauan di perbatasan utara Indonesia dengan sumber
daya alam laut yang melimpah. Namun, potensi ekonomi berbasis
kemaritiman dan keunggulan daerah masih belum dioptimalkan secara
maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan. Isu ini harus menjadi salah satu prioritas strategis dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna 2025-2029 untuk memastikan bahwa potensi sumber
daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan
masyarakat.

Alasan utama mengapa optimalisasi potensi ekonomi berbasis
kemaritiman menjadi isu strategis adalah karena Kabupaten Natuna
memiliki sektor perikanan yang sangat potensial tetapi masih menghadapi
berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Berdasarkan data, sektor
perikanan Natuna menyumbang 12% dari total produksi perikanan nasional,
namun pemanfaatannya masih belum maksimal akibat maraknya /fllegal,
unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing)yang dilakukan oleh kapal
asing. Hal ini mengakibatkan hasil tangkapan nelayan lokal berkurang,

sementara belum ada sistem pengelolaan yang kuat untuk memastikan
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keberlanjutan sektor ini. Hilirisasi produk perikanan juga belum berkembang

dengan baik, sehingga sebagian besar hasil tangkapan dijual dalam bentuk
mentah tanpa nilai tambah yang optimal.

Sektor energi juga menjadi keunggulan daerah yang belum
dimanfaatkan secara maksimal. Kabupaten Natuna memiliki cadangan gas
besar di Blok East Natuna yang mencapai 46 triliun kaki kubik,
menjadikannya salah satu potensi energi terbesar di Indonesia. Namun,
eksploitasi gas ini masih terkendala oleh tingginya kandungan CO, yang
mencapai 70%, serta minimnya investasi dalam pengembangan
infrastruktur pendukung industri energi. Padahal, jika gas ini dapat dikelola
dengan baik, Natuna berpotensi menjadi pusat energi yang dapat menarik
investasi besar dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat
setempat.

Dari sisi konektivitas dan perdagangan, Natuna berada di jalur
pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik,
menjadikannya lokasi yang strategis untuk pengembangan industri maritim,
pelabuhan, dan logistik. Namun, infrastruktur transportasi dan konektivitas
laut di Natuna masih sangat terbatas, sehingga belum mampu menjadikan
daerah ini sebagai pusat perdagangan maritim yang kompetitif. Minimnya
fasilitas pelabuhan ekspor, kurangnya konektivitas ke pasar internasional,
serta masih lemahnya industri pengolahan produk kelautan menyebabkan
Natuna belum dapat memanfaatkan posisi strategisnya secara optimal.
Padahal, jika infrastruktur logistik dan transportasi laut dapat
dikembangkan, Kabupaten Natuna memiliki peluang besar untuk menjadi
hub ekspor hasil laut dan produk lainnya ke pasar domestik maupun
internasional. Kegiatan investasi dalam pembangunan pelabuhan modern,

penguatan konektivitas antarwilayah, serta integrasi sektor maritim dengan
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industri  pengolahan harus menjadi prioritas dalam perencanaan

pembangunan daerah ke depannya

Selain sektor ekonomi berbasis kemaritiman, keunggulan daerah
dalam sektor pariwisata bahari juga belum termanfaatkan dengan baik.
Kabupaten Natuna memiliki keindahan alam yang luar biasa, dengan
gugusan pulau-pulau eksotis, pantai pasir putih, serta keanekaragaman
hayati laut yang dapat menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun
mancanegara. Namun, kurangnya infrastruktur wisata, rendahnya
promosi pariwisata, serta keterbatasan aksesibilitas bagi wisatawan
menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan sektor ini.

Salah satu konsep terbaik dalam pengembangan pariwisata bahari
dan keunggulan geoheritage di Kabupaten Natuna adalah dengan konsep
Geopark. Konsep Geopark Natuna dikembangkan dengan konsep
keberkelanjutan yang memadukan tiga aspek penting: keanekaragaman
geologi (geodiversity), keanekaragaman hayati (biodiversity), dan
keanekaragaman budaya (cultural diversity). Pengembangan ini berfokus
pada konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan nilai
ekonomi lokal melalui geowisata.

Tujuan pengembangan Geopark Natuna, diantaranya adalah
melindungi dan melestarikan warisan geologi, ekologi, dan budaya lokal
Natuna; meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
konservasi lingkungan; mengembangkan geopark sebagai pusat penelitian
dan edukasi tentang geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi
kreatif dan pariwisata berkelanjutan; dan menjadikan Natuna sebagai tujuan
wisata kelas dunia.

Semenjak ditetapkan menjadi Geopark Nasional pada tanggal 29

Nopember 2018, Geopark Natuna telah banyak merubah paradigma
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pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna. Selanjutnya pada tanggal

31 Maret 2023 Kementerian ESDM menerbitkan Kepmen ESDM Nomor
61.K/Gl.01/ MEM.G/2023 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage)
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bahwa Kabupaten Natuna
memiliki 15 (lima belas) Warisan Geologi (Geoheritage) yang langka, unik
dan indah yang berasal dari kerak samudera, kerak benua dan sungai purba.

Sebagai gugus kepulauan, Natuna memiliki lebih dari sekedar
potensi warisan geologi (geoheritage) yang dapat dikembangkan dan
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat.
Namun Geopark Nasional Natuna juga dapat dikembangkan lebih lanjut
hingga diakui sebagai salah satu Global Geopark UNESCO, sehingga dikenal
di dunia internasional dengan jaringan wisata mancanegara dan pasar
global. Selain peluang dan potensi yang ada, terdapat berbagai kendala
dalam proses pengembangan atau internasionalisasi Natuna sebagai
destinasi wisata di masa depan. Inisiatif branding internasional pariwisata
Natuna tidak hanya membutuhkan Rencana Induk, pembangunan
infrastruktur dan konektivitas, namun juga kerja sama masyarakat lokal dan
seluruh pemangku kepentingan terkait dari kementerian terkait secara
terpadu.

Dari pemaparan potensi ekonomi berbasis kemaritiman yang ada di
Kabupaten Natuna, keunggulan daerah tersebut harus menjadi isu strategis
dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Natuna karena
dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang ada, seperti
rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya ketergantungan pada sektor
tertentu, serta minimnya diversifikasi usaha. Dengan memanfaatkan potensi
kemaritiman secara lebih optimal, Kabupaten Natuna dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui penguatan industri perikanan dan

kelautan, peningkatan investasi di sektor energi, pengembangan
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infrastruktur maritim, serta akselerasi sektor pariwisata berbasis bahari.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan
yang mendukung hilirisasi industri kelautan, memperkuat regulasi
perlindungan sumber daya laut, meningkatkan investasi infrastruktur, serta
mengembangkan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

Melalui optimalisasi potensi ekonomi berbasis kemaritiman dan
keunggulan daerah di Kabupaten Natuna akan berdampak signifikan bagi
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan
berkelanjutan. Maka Kabupaten Natuna akan mampu menjadikan sektor
kemaritiman sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah yang

inklusif dan berkelanjutan.

2. Akselerasi Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana
Pembangunan serta Peningkatan Konektivitas.

Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan
menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan jangka menengah
Kabupaten Natuna. Pemerintah daerah Natuna menekankan pentingnya
peningkatan kualitas infrastruktur sebagai fondasi utama untuk
pertumbuhan ekonomi dan integrasi wilayah, serta untuk memperkuat
kedaulatan dan keamanan di perbatasan. Langkah-langkah strategis
difokuskan pada percepatan pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara
untuk meningkatkan konektivitas regional dan aksesibilitas ke daerah
perbatasan Natuna. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan
pengembangan infrastruktur pendukung lainnya, seperti energi, air bersih,
dan telekomunikasi, untuk mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan
perbatasan mencerminkan komitmen pemerintah daerah Natuna untuk

menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
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Pemerintah menyadari bahwa infrastruktur yang berkualitas adalah dasar

utama untuk meningkatkan investasi dan mengembangkan sektor-sektor
ekonomi yang berpotensi di Kabupaten Natuna. Melalui langkah-langkah
proaktif ini, diharapkan akan terjadi kemajuan yang signifikan dalam
transformasi berkelanjutan Kabupaten Natuna, yang berfokus pada
pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat di daerah perbatasan.

Akselerasi peningkatan dan pemerataan sarana prasarana
pembangunan di Kabupaten Natuna memiliki beberapa urgensi yang
sangat penting, antara lain infrastruktur berkuliatas, pembangunan
infrastruktur yang baik, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, menjadi kunci
untuk menarik investasi. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah
akses bagi pelaku usaha dan meningkatkan daya saing daerah.

Dengan infrastruktur yang baik, sektor-sektor ekonomi potensial,
seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian, dapat berkembang lebih
optimal. Infrastruktur yang baik, seperti penyediaan air bersih, energi, dan
telekomunikasi, akan langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup
masyarakat. Dengan adanya sarana prasarana yang memadai, masyarakat
akan lebih mudah terlibat dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan di Kabupaten
Natuna adalah adanya kesenjangan antara wilayah-wilayah, terutama di
pulau-pulau kecil. Dengan meningkatkan konektivitas antar daerah serta
akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, pemerintah
daerah dapat memastikan pemerataan pembangunan. Akses terhadap
layanan dasar seperti air bersih, listrik, pendidikan berkualitas tinggi, dan
fasilitas kesehatan merupakan elemen kunci untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat.
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Secara keseluruhan, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas

layanan dasar di Kabupaten Natuna bukan hanya sekadar kebutuhan
infrastruktur tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pemerataan pembangunan. Dengan menitikberatkan
pada pengembangan infrastruktur transportasi baik laut maupun darat serta
penyediaan layanan dasar lainnya secara merata di seluruh wilayah akan
menciptakan lingkungan sosial-ekonomi yang lebih inklusif bagi semua
masyarakat di Kabupaten Natuna.

Akselerasi pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek
keberlanjutan, sehingga tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi,
tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan teknologi dalam
pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas,
serta mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Akselerasi peningkatan dan pemerataan sarana prasarana di
Kabupaten Natuna sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini tidak hanya
akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, tetapi juga memperkuat kedaulatan dan keamanan wilayah
perbatasan. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Kabupaten
Natuna dapat mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif.

Akselerasi peningkatan dan pemerataan sarana prasarana serta
peningkatan konektivitas di Kabupaten Natuna memiliki implikasi yang
sangat luas dan strategis. Tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, memperkuat kedaulatan wilayah perbatasan, serta menjaga
kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan,
Kabupaten Natuna dapat mengalami transformasi yang signifikan menuju

masa depan yang lebih maju dan sejahtera.
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3. Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Unggul, Berkarakter dan
Bebudaya.

Dalam lima tahun ke depan, Kabupaten Natuna perlu melakukan
terobosan besar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang
unggul, berkarakter, dan berbudaya guna menciptakan masyarakat yang
memiliki daya saing tinggi serta mampu beradaptasi dengan tantangan
global. Peningkatan kualitas SDM tidak hanya berfokus pada aspek
pendidikan formal, tetapi juga harus mencakup penguatan keterampilan,
karakter, serta nilai-nilai budaya yang dapat menjadi landasan dalam
pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama yang perlu diatasi adalah belum
meratanya kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah terpencil yang
masih mengalami keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik.
Meskipun jumlah sekolah terus bertambah, distribusi tenaga pendidik yang
tidak merata masih menjadi kendala dalam pemerataan mutu pendidikan,
seperti jumlah guru di tingkat seluruh tingkat pendidikan yang menurun.
Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan
layanan pendidikan yang berkualitas di berbagai wilayah Natuna. Oleh
karena itu, perlu ada strategi khusus dalam meningkatkan ketersediaan
tenaga pendidik melalui insentif bagi guru di daerah terpencil, peningkatan
kapasitas pendidik, serta pengembangan kurikulum yang lebih adaptif
terhadap kebutuhan daerah.

Selain pendidikan formal, penguatan pendidikan vokasi dan
pelatihan kerja juga menjadi aspek krusial dalam meningkatkan kompetensi
tenaga kerja lokal. Kabupaten Natuna memiliki potensi besar di sektor
perikanan dan industri pengolahan, namun minimnya tenaga kerja terampil
menyebabkan sektor ini belum berkembang secara optimal. Saat ini,

kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih sangat rendah,
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hanya 0,78% pada tahun 2023, menandakan bahwa belum adanya integrasi

yang kuat antara sektor pendidikan dan kebutuhan industri. Maka dari itu,
perlu ada program penguatan pendidikan berbasis vokasi yang lebih
terarah, dengan melibatkan dunia usaha dan industri dalam proses
pembelajaran, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki keterampilan yang
relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Pembangunan SDM yang berkarakter juga tidak hanya berorientasi
pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan nilai-
nilai budaya dan karakter masyarakat Natuna. Dalam era globalisasi, budaya
lokal sering kali tergerus oleh arus modernisasi yang begitu cepat, sehingga
perlu ada upaya yang lebih serius dalam menjaga identitas budaya daerah.
Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, penguatan
wawasan kebangsaan, serta pelestarian budaya daerah harus menjadi
bagian integral dari strategi pembangunan SDM. Dengan membangun
masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki
karakter yang kuat dan menjunjung tinggi budaya, harapannya dalam 5
tahun ke depan, Kabupaten Natuna dapat menciptakan generasi yang siap
menghadapi tantangan masa depan dengan tetap mempertahankan
identitasnya.

Urgensi pembangunan sumberdaya manusia yang unggul,
berkarakter, dan berbudaya di Kabupaten Natuna sangat penting untuk
memastikan kemajuan daerah yang berkelanjutan, memperkuat daya saing
ekonomi, menjaga kedaulatan wilayah, serta melestarikan nilai-nilai budaya
lokal. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pembinaan karakter harus
menjadi prioritas utama agar Natuna dapat berkembang menjadi daerah
yang mandiri, maju, dan berdaya saing.

Pembangunan SDM yang unggul, berkarakter, dan berbudaya di

Kabupaten Natuna memiliki implikasi yang sangat luas dan strategis, mulai
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dari peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan keterampilan vokasi,

pelestarian budaya, hingga dampak positif terhadap pembangunan
ekonomi dan sosial. Dengan strategi yang tepat, Natuna dapat menciptakan
generasi masa depan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga
memiliki karakter kuat dan identitas budaya yang kokoh, sehingga siap

menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri.

4. Optimilisasi Hilirisasi Sektor Unggulan daerah dan Peningkatan
Investasi.

Optimalisasi hilirisasi sektor unggulan daerah dan peningkatan
investasi menjadi isu strategis yang menjadi salah satu prioritas dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Natuna dalam lima tahun ke depan. Sebagai wilayah perbatasan
yang kaya akan sumber daya alam, Kabupaten Natuna memiliki potensi
besar dalam sektor perikanan, energi, dan pariwisata. Akan tetapi, hingga
saat ini, pemanfaatan potensi tersebut masih belum maksimal akibat
kurangnya hilirisasi industri dan minimnya investasi di sektor produktif.
Kondisi ini menyebabkan ekonomi daerah belum berkembang secara
optimal, masyarakat masih bergantung pada eksploitasi sumber daya
mentah, dan peluang lapangan pekerjaan yang berkualitas masih terbatas.
Pemerintah Kabupaten Natuna harus lebih masih untuk menggali potensi
dan mendorong industrialisasi berbasis keunggulan daerah serta menarik
lebih banyak investasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tantangan dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Natuna
adalah kurangnya infrastruktur pendukung bagi dunia usaha. Keterbatasan
fasilitas seperti pelabuhan ekspor, jalan penghubung antarwilayah, dan
jaringan telekomunikasi yang belum optimal menjadi faktor yang

menghambat investor untuk berinvestasi di sektor industri dan jasa. Tanpa
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infrastruktur yang memadai, biaya logistik menjadi lebih mahal, sehingga

investor cenderung memilih daerah lain yang lebih siap dari segi
konektivitas dan aksesibilitas. Untuk meningkatkan daya saing investasi,
pemerintah daerah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur
strategis, terutama pelabuhan modern yang dapat mendukung ekspor hasil
perikanan dan industri, serta penguatan konektivitas transportasi untuk
memperlancar arus distribusi barang dan jasa.

Selain infrastruktur, regulasi yang lebih fleksibel dan ramah investor
juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing investasi. Saat
ini, proses perizinan usaha di Kabupaten Natuna masih dinilai cukup
kompleks, sehingga kurang menarik bagi pelaku usaha yang ingin
menanamkan modalnya di daerah ini. Perlu adanya reformasi regulasi yang
lebih pro-investasi, seperti penyederhanaan proses perizinan, pemberian
insentif fiskal bagi investor yang menanamkan modal di sektor prioritas,
serta peningkatan kepastian hukum dalam berinvestasi. Jika Kabupaten
Natuna mampu menciptakan kebijakan investasi yang lebih fleksibel dan
transparan, maka daya saing daerah dalam menarik investor akan
meningkat secara signifikan.

Kemudian, kualitas sumber daya manusia yang masih belum sesuai
dengan kebutuhan industri juga menjadi kendala dalam peningkatan
investasi. Investor cenderung memilih daerah yang memiliki tenaga kerja
dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri mereka.
Namun, saat ini, sebagian besar tenaga kerja di Kabuapten Natuna masih
bergerak di sektor tradisional seperti perikanan dan pertanian, dengan
keterampilan yang belum cukup untuk mendukung industri manufaktur dan
jasa modern. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam
pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja berbasis industri agar dapat

memenuhi kebutuhan investor. Jika tenaga kerja lokal lebih siap dengan

I-218

e



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

naTunNA.

keterampilan yang sesuai, maka investor akan lebih tertarik untuk

berinvestasi karena mereka tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar
daerah.

Optimalisasi hilirisasi sektor unggulan dan peningkatan investasi di
Kabupaten Natuna membawa berbagai implikasi penting yang berdampak
langsung pada kondisi pembangunan daerah, antara lain ; peningkatan
pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan dan perluasan lapangan kerja,
percepatan pengembangan infrastruktur, peningkatan daya saing dan
kemandirian daerah, serta penguatan sinergi antara pemerintah, swasta, dan

masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi.

Meningkatkan kualitas layanan publik menjadi harus menjadi salah
satu agenda utama dalam reformasi birokrasi Kabupaten Natuna dalam ke
depannya. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien, pemerintah daerah harus
melakukan percepatan dalam penerapan teknologi informasi sebagai
bagian dari tata kelola pemerintahan yang modern. Transformasi digital
tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi, tetapi
juga memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan
dengan lebih mudah dan lebih cepat. Salah satu tantangan utama dalam
peningkatan kualitas layanan publik adalah belum maksimalnya
pemanfaatan teknologi dalam birokrasi, yang mengakibatkan banyak
proses administrasi masih  dilakukan secara manual, sehingga
memperlambat pelayanan dan meningkatkan potensi inefisiensi. Indeks
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Natuna

mengalami peningkatan dari 2,24 pada 2021 menjadi 3,61 pada 2024,
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namun angka ini masih menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan

belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. Masih terdapat banyak
sektor layanan publik yang belum mengadopsi sistem digital secara penuh,
sehingga masyarakat masih mengalami kendala dalam mengakses layanan
yang cepat dan transparan.

Selain infrastruktur digital, tentu kapasitas SDM aparatur dalam
mengelola sistem berbasis teknologi juga masih perlu ditingkatkan.
Penurunan angka persentase jumlah aparatur yang telah memiliki sertifikasi
kompetensi digital pada 2024, menunjukkan masih adanya gap dalam hal
keterampilan teknologi di kalangan birokrat. Tanpa kesiapan SDM yang
memadai, digitalisasi birokrasi tidak akan berjalan dengan optimal, karena
sistem yang diterapkan tidak dapat dioperasikan secara efektif. Oleh karena
itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan
teknologi informasi harus menjadi prioritas utama dalam reformasi
birokrasi. Dalam jangka panjang, optimalisasi teknologi informasi dalam
pelayanan publik akan berdampak positif terhadap peningkatan efisiensi
pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta memberikan kemudahan
bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Harapannya dalam lima
tahun mendatang, Natuna dapat mewujudkan birokrasi yang lebih modern,
adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan publik dan optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi di Kabupaten Natuna membawa dampak yang sangat
signifikan. Tidak hanya mempercepat dan menyederhanakan proses
administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan

aksesibilitas layanan bagi masyarakat.
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6. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana.

Kabupaten Natuna memiliki tantangan besar dalam hal pelestarian
lingkungan dan mitigasi bencana, mengingat Natuna berada di kawasan
yang rentan terhadap perubahan iklim serta eksploitasi sumber daya alam
yang belum sepenuhnya terkendali. Dalam lima tahun ke depan, strategi
pengelolaan lingkungan harus difokuskan pada upaya konservasi sumber
daya alam, peningkatan daya dukung lingkungan, serta mitigasi risiko
bencana yang lebih sistematis. Salah satu permasalahan utama dalam
pelestarian lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan akibat
degradasi ekosistem, yang tercermin dari stagnasi Indeks Kualitas Air (IKA).
Selain itu, daya dukung air diproyeksikan menurun dari 5,84 m3/tahun pada
2025 menjadi 5,46 m3/tahun pada 2029, menandakan bahwa ketersediaan
sumber daya air semakin terbatas akibat peningkatan kebutuhan serta
degradasi lingkungan yang terus berlanjut. Untuk itu, diperlukan kebijakan
konservasi air yang lebih ketat, termasuk optimalisasi pengelolaan air bersih
dan pembangunan infrastruktur penyimpanan air yang lebih baik.

Di sisi lain, Natuna juga menghadapi risiko bencana yang cukup
tinggi, terutama dari gelombang ekstrem, abrasi pantai, dan cuaca ekstrem.
Kabupaten ini berada di peringkat ke-4 dari 326 kabupaten/kota dalam
ancaman gelombang ekstrem dan abrasi, serta peringkat ke-78 dari 511
kabupaten/kota dalam ancaman cuaca ekstrem. Namun, kapasitas mitigasi
bencana masih belum optimal, yang terlihat dari penurunan rasio kawasan
permukiman rawan banjir yang terlindungi. Dengan kondisi ini, perlu ada
penguatan infrastruktur mitigasi bencana, termasuk pembangunan tanggul
penahan abrasi, peningkatan sistem peringatan dini, serta edukasi
masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Ke depan, Natuna perlu
memperkuat kebijakan lingkungan yang lebih berbasis keberlanjutan,

dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan
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keseimbangan ekosistem. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

konservasi lingkungan, pengembangan kebijakan tata ruang yang lebih
berorientasi pada mitigasi bencana, serta investasi dalam teknologi hijau
harus menjadi bagian dari strategi utama dalam menciptakan daerah yang
lebih tangguh terhadap perubahan lingkungan dan bencana. Didukung oleh
perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, Natuna dapat
menjaga keberlanjutan sumber daya alamnya serta meningkatkan
ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman lingkungan di masa
depan.

Melalui pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana di Kabupaten
Natuna akan membawa implikasi positif yang sangat penting untuk
keberlanjutan wilayah ini. Dengan menjaga ekosistem dan meningkatkan
kapasitas mitigasi bencana, tidak hanya melindungi sumber daya alam dan
masyarakatnya, tetapi juga membuka peluang untuk pembangunan
ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan permasalahan, isu strategis
Kabupaten Natuna dengan isu-isu, isu global, isu/kebijakan nasional,
isu/kebijakan Provinsi Kepulauan Riau serta potensi daerah dijelaskan dalam

tabel berikut :
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Tabel 2.127: Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Potensi Daerah

Potensi perikanan
tangkap

Potensi perikanan
budi daya

Potensi perkebunan
Potensi pertanian
holtikultura
Potensi pertanian
tanaman pangan
Potensi pariwisata
dan geopark
Potensi bahan
galian/tambang
Potensi
pengembangan
industri

Potensi
pengembangan
ekonomi kreatif
Daerah Kepulauan
Potensi perikanan
tangkap

Potensi perikanan
budi daya

Potensi perkebunan
Potensi pertanian
holtikultura

Permasalahan

Masih rendahnya
pertumbuhan
ekonomi dan Belum
Optimalnya
Kesejahteraan
Masyarakat

Belum Optimalnya
Peningkatan Kualitas
dan Pemerataan
Sarana Prasarana
Pembangunan

dengan Isu Strategis Global, Nasional, dan Regional

Isu KLHS

Belum optimalnya
kesejahteraan
ekonomi dan tenaga
kerja

Belum optimalnya
infrastruktur, akses
informasi, dan
teknologi komunikasi
Belum optimalnya
standar layanan dan
konektivitas antar
wilayah

e Perubahan Iklim

Isu Lingkungan Dinamis

Global Nasional
Geopolitik dan e Transformasi
Keamanan Maritim Ekonomi
Eksploitasi Sumber o Transformasi
Daya Alam Sosial
Perubahan Iklim
Perdagangan

Internasional dan
Rute Laut Strategis

e Transformasi
Ekonomi

Regional

e Pengembangan Potensi
Ekonomi Berbasis
Maritim yang Belum
Optimal

o Kualitas Pembangunan
Manusia yang Belum
Optimal

¢ Kemiskinan dan
Pengangguran

o Infrastruktur Wilayah
yang Belum Merata dan
Terintegrasi

Isu Strategis
Daerah

e Optimalisasi
Potensi Ekonomi
Berbasis
Kemaritiman dan
Keunggulan
Daerah

o Akselerasi
Peningkatan dan
Pemerataan
Sarana Prasarana
Pembangunan
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Potensi Daerah Permasalahan

Potensi pertanian
tanaman pangan
Potensi pariwisata
dan geopark
Potensi bahan
galian/tambang
Potensi
pengembangan
industri

Potensi
pengembangan
ekonomi kreatif

Daerah Kepulauan | e Konektifitas Antar

Topografi Wilayah dan
Luas Wilayah Aksesibilitas Layanan
Dasar

Kebudayaan Melayu
Jumlah Sumber

Daya Manusia
produktif.

Belum optimalnya .
pembangunan SDM
menuju masyarakat
yang unggul

e Masih rendahnya .
pertumbuhan
ekonomi dan Belum
Optimalnya
Kesejahteraan
Masyarakat

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Isu KLHS

e Belum optimalnya
akses

infrastruktur,
informasi,

e Belum optimalnya

standar layanan dan
konektivitas antar
wilayah

Belum optimalnya
kesejahteraan
ekonomi dan tenaga
kerja

Belum optimalnya
pengentasan penyakit
menular dan penyakit
tidak menular

Belum optimalnya
pengelolaan pangan
yang berkelanjutan

Global

Perubahan Iklim

Teknologi dan
Disrupsi Digital
Perdagangan
Internasional dan
Rute Laut Strategis
Teknologi dan
Disrupsi Digital

Isu Lingkungan Dinamis

Nasional Regional
e Transformasi e Infrastruktur Wilayah
Ekonomi yang Belum Merata dan
Terintegrasi
e Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik yang
Belum Optimal
e Transformasi ¢ Kualitas Pembangunan
Sosial Manusia yang Belum
e Ketahanan Sosial,  Optimal
Budaya, dan ¢ Pengembangan Potensi
Ekologi Ekonomi Berbasis

Maritim yang Belum
Optimal

e Pemajuan Budaya Lokal
yang Belum Optimal

naTunNAa.

Isu Strategis
Daerah

e Peningkatan
Konektivitas dan
Aksesibilitas
Layanan Dasar

e Pembangunan
Sumberdaya
Manusia yang
Unggul,
Berkarakter dan
Berbudaya
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Potensi Daerah

Potensi perkebunan
Potensi
pengembangan
industri

Potensi perikanan
tangkap

Potensi perikanan
budi daya

Potensi pertanian
holtikultura
Potensi pertanian
tanaman pangan
Potensi pariwisata
dan geopark
Potensi bahan
galian/tambang
Potensi
pengembangan
ekonomi kreatif
Implementasi Asas-
Asas Umum
Pemerintahan yang
Baik

Implementasi
Reformasi Birokrasi
Implementasi
Sistem

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Permasalahan

e Belum Optimalnya
Hilirisasi Sektor
Unggulan dalam
Meningkatkan
Ekonomi
Masyarakat yang
inklusif

e Belum Optimalnya
Implementasi
Reformasi Birokrasi

Isu KLHS

dan efektivitas
pemanfaatan sumber
daya alam
e Belum optimalnya
Pemanfaatan dan
Efisiensi Energi
e Belum optimalnya
kesejahteraan
ekonomi dan tenaga
kerja
e Belum optimalnya
pengelolaan pangan
yang berkelanjutan
dan efektivitas
pemanfaatan
sumber daya alam

¢ Belum optimalnya
infrastruktur,
informasi, dan
teknologi komunikasi

e Belum optimalnya
standar layanan dan
konektivitas antar
wilayah

akses

Global

e Geopolitik dan
Keamanan Maritim

e Eksploitasi Sumber
Daya Alam

e Perubahan Iklim
Perdagangan
Internasional dan
Rute Laut Strategis

¢ Teknologi dan
Disrupsi Digital

Isu Lingkungan Dinamis

Nasional

e Transformasi

Ekonomi

e Transformasi
Tata Kelola

e Supremasi
Hukum,

Stabilitas, dan
Kepemimpinan

Regional

e Pengembangan
Potensi Ekonomi
Berbasis Maritim yang
Belum Optimal

e Penguatan Tata Kelola
dan Reformasi Birokrasi

Isu Strategis
Daerah

e Optimilisasi
Hilirisasi
Sektor
Unggulan
Daerah dan
Peningkatan
Investasi

e Peningkatan

Kualitas layanan
Publik dan
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi




—
N
S}
[N}
o

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Potensi Daerah Permasalahan

Pemerintahan
Berbasis Elektronik
e Sumber daya air ¢ Meningkatnya
e Sumber daya lahan Potensi Degradasi
dan hutan Kualitas Lingkungan
e Flora dan Fauna Hidup serta Potensi
e Geopark Natuna K.eben.canaan yang
¢ Daerah Kepulauan Tinggi
e Gotong royong dan
solidaritas sosial

Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Isu KLHS

Belum optimalnya
pengelolaan Limbah
rumah tangga dan
kegiatan usaha
Belum optimalnya
penguatan kapasitas
ketahanan dan
adaptasi terhadap
bahaya terkait iklim
dan bencana alam
Belum optimalnya
Pemanfaatan dan
Efisiensi Energi

Global

e Perubahan Iklim

e Eksploitasi Sumber
Daya Alam

e Perdagangan
Internasional dan
Rute Laut Strategis

Isu Lingkungan Dinamis

Nasional Regional

e Ketahanan Sosial, e Perubahan Iklim dan
Budaya, dan Kerusakan Lingkungan
Ekologi Hidup

naTunNAa.

Isu Strategis
Daerah

e Pelestarian
lingkungan dan
Mitigasi Bencana
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BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Merujuk pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan
daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun
yang disusun dengan berpedoman RPJPD dan RPJMN. Dalam Bab ini

menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
3.1.1. Visi dan Misi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan
kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang
ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang
diemban.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur,

Berdaya Saing dan Berbudaya”

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Natuna tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

g’
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Makmur

Berdaya Saing :

Berbudaya
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: Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna

yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai
dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi :
peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka
kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan
meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan
peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan
layanan publik yang memadai.

Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara
efektif di tingkat regional dan nasional, dengan
mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah.
Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus
mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya
secara optimal agar dapat berkembang dan
berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan.
Mengoptimalkan potensi daerah melalui
mengembangkan  sektor  kelautan,  perikanan,
pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan,
sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang

kompetitif.

: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas
masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang
pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya

Nasional.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi

“
_n
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pembangunan Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan, maka ditetapkan

misi pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 yakni sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan
Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna. Upaya tersebut dilakukan
dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang
dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kabupaten Natuna. Karena
Kabupaten Natuna secara geografis sebagai daerah maritim dengan
potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat
digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi
lainnya seperti pariwisata, pertanian, perindustrian dan lain-lain yang
akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan
dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan kemakmuran masyarakat Kabupaten Natuna.

2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan
Konektivitas Antar Pulau.
Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat
pembangunan infrastruktur antar pulau, perbatasan, membangun
beberapa sentra ekonomi antar kawasan dalam satu/inter Kabupaten
Natuna guna mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan
kawasan pesisir, karena masih terjadinya ketimpangan pembangunan
antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang
minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat dan tidak
merata. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan
infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, Pelabuhan, mendorong dan

menfasilitasi untuk pengadaan Kapal/Ferry Ro Ro yang mengangkut
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orang dan barang-barang hasil produk masyarakat secara reguler yang

“
_n

menghubungkan akses transportasi antar pulau atau antar beberapa
kawasan centra ekonomi menuju akses dan pembangunan air bersih,
listrik, peningkatan kualitas dan akselerasi akses telekomunikasi yang
memadai, ketersediaan jaringan/signal yang standar dan mencukupi,
yang dapat menjangkau desa terpencil seluruh Wilayah Kabupaten
Natuna.

3. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan
Berdaya Saing.
Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan
sumber daya manusia di Kabupaten Natuna. Hal ini juga tidak terlepas
dari pengaruh perkembangan era-Globalisasi yang menuntut SDM yang
bisa beradaptasi, melakukan perbandingan dan bersaing dalam hal
peningkatan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Namun demikian,
pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada
pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan
nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam
pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia
dalam misi ini yang tidak kalah pentingnya adalah agar SDM di
Kabupaten Natuna memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan
menjadi SDM yang unggul dan berkarakter serta mampu bersaing.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis
Teknologi.
Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai
pemerintahan yang bersih, terbuka, berorientasi pelayanan dengan
mengoptimalkan  pemanfataan teknologi informasi. Hal ini
dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat

berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik
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terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna. Untuk memastikan kedua hal

tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui
perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan
pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk
menunjang pelaksanaan hal tersebut secara berkelanjutan melakukan
peningkatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas pegawai, penempatan
pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenabhi.
Pemanfataan teknologi informasi ini dalam rangka memudahkan
pelayanan terhadap masyarakat karena secara geografis Kabupaten
Natuna adalah daerah kepulauan.

Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk
Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam rangka
memperkuat nilai-nilai kegamaan, mengembangkan dan melestarikan
budaya Melayu dalam Pembangunan. Nilai keagamaan dan budaya
Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang
perlu dijaga kelestariannya. Upaya pelestarian budaya Melayu ini
dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Natuna tetap
terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan
masyarakat Natuna menjadi modal tersendiri dalam beragama,
berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperekat
hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat
beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan
dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di
masyarakat.

Matrik keterkaitan antara unsur-unsur Visi dengan rumusan Misi

yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1: Matrik Keterkaitan Antara Unsur Visi dengan Rumusan Misi
RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Unsur Visi Misi
Makmur Misi 1:  Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan
Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
Misi 2:  Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan
Konektivitas Antar Pulau.
Berdaya Saing Misi 3: Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan
Berdaya Saing.
Misi 4:  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan
Berbasis Teknologi
Berbudaya Misi 5:  Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk
Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran
Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Adapun kaitannya dengan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2045, dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun
2025-2045, dijelaskan melalui gambar berikut:

Misi RPJPD Kabupaten Natuna Misi RPJMD Kabupaten Natuna
Tahun 2025 - 2045 Tahun 2025 - 2029
1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju 1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis

A 4

Masyarakat Unggul dan Sejahtera. Kemaritiman dan Keunggulan Daerah

yang Berwawasan Lingkungan.

2. Mewujudkan  Transformasi ~ Ekonomi 2. Meningkatkan Pemerataan
berbasis Maritim yang Inklusif dan Pembangunan Berkelanjutan dan
Berkualitas. - Konektivitas Antar Pulau.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola 3. Mewujudkan  Kualitas ~ Sumberdaya
Pemerintahan Berlandaskan Manusia Yang Unggul dan Berdaya
Kesinambungan Pembangunan yang Saing.

Adaptif.

4. Mewujudan Ketahanan Sosial Budaya dan 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

Ekologi dengan Menjunjung Nilai-Nilai yang Bersih dan Berbasis Teknologi.

Budaya Melayu.

5. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan 5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan
Berbasis Sarana Prasarana yang Merata, || Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan
Berkeadilan dan Ramah Lingkungan. Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Gambar 3.1: Keterkaitan RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045 dengan

RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029
Sumber: RPJPD Kab. Natuna Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kab. Natuna 2025-2029, diolah.
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Dari Gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa penjabaran Misi

RPJMD Kabupaten 2025-2029 Kabupaten Natuna selaras dengan Misi
RPJPD Kabupaten Natuna 2025-2045.

Berikut ini penjabaran Misi RPJIMD Kabupaten Tahun 2025-2029
dengan Misi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045.

Misi RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Misi RPJMD Kabupaten Natuna
Tahun 2025 - 2045 Tahun 2025 - 2029

1. Mewujudkan  transfomasi  sosial »| 1. Meningkatkan Perekonomian
menuju sumber daya manusia yang p| Berbasis Kemaritiman dan
berdaya saing dan sejahtera. » Keunggulan Daerah yang

_» .

2. Mewujudkan transformasi ekonomi SRS LUl LIngen:
dengan memanfaatkan sumber daya
maritim secara bertanggungjawab
untuk kesejahteraan masyarakat yang
inklusifberdaya saing dan sejahtera.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola _|2. Meningkatkan Pemerataan
menuju pemerintahan yang baik, .| Pembangunan Berkelanjutan
kolaboratif dan modern. »|  dan Konektivitas Antar Pulau.

4. Mewujudkan  keamanan  daerah
tangguh, demokrasi subtansial yang
berkualitas untuk mencapai stabilitas
ekonomi makro daerah.

5. Mewujudkan ketahanan sosial 3. Mewujudkan Kualitas
budaya dan ekologi, serta kesetaraan Sumberdaya Manusia Yang
gender dengan menjunjung nilai-nilai [T ] Unggul dan Berdaya Saing.
budaya Melayu.

6. Mewujudkan pembangunan
kewilayahan yang merata dan ik o
berkeadilan didukung konektivitas 4. MeWUJ.U I:n Tata 'Eedo a
antarwilayah/pulau  menuju  blue > Pen;erllnta En )llang Beisin een
economy. »| Berbasis Teknologi.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana
yang  berkualitas dan  ramah

lingkungan guna mendukung kualitas
layanan dasar, aksesibilitas dan
perekonomian daerah yang inklusif.

»l 5. Memperkuat Nilai Keagamaan
dan  Melestarikan  Budaya

: : untuk Mewujudkan Masyarakat
8. Mewujudkan kesinambungan yang Harmonis dan Toleran.

pembangunan daerah antar periode
pembangunan jangka menengah.

Gambar 3.2: Keterkaitan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045

dengan RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029
Sumber: RPJPD Kab. Natuna Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kab. Natuna 2025-2029, diolah.
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Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa penjabaran Misi
RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029 selaras dengan Misi RPJPD Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2045.

Penjabaran Misi RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029
dengan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 sebagai

berikut :

Misi RPJMD Kabupaten Natuna
Tahun 2025 - 2029

Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025 - 2029

1. Peningkatan  Pertumbuhan dan 1. Meningkatkan Perekonomian
Pemerataan ~ Ekonomi  Berbasis Berbasis Kemaritiman dan
Maritim dan Keunggulan Wilayah. Keunggulan Daerah yang

Berwawasan Lingkungan.

2. Pemerataan Pembangunan 2. Meningkatkan Pemerataan

Infrastruktur ~ dan  Peningkatan
Konektivitas Antar Wilayah.

Pembangunan Berkelanjutan dan
Konektivitas Antar Pulau.

. Peningkatan Kualitas dan
Pemerataan Pembangunan Sumber
Daya Manusia Yang Berdaya Saing
dan Berkarakter.

. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya

Manusia Yang Unggul dan Berdaya
Saing

. Melaksanakan Tata

Kelola
Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka,
Berbasis Teknologi Informasi dan
Berorientasi Pelayanan.

. Mewujudkan Tata

Kelola
Pemerintahan yang Bersih dan
Berbasis Teknologi.

. Mengembangkan dan Melestarikan
Budaya Melayu dan Nasional Serta
Ekologi Dalam Mendukung
Pembangunan Berkelanjutan.

. Memperkuat Nilai Keagamaan dan

Melestarikan Budaya untuk
Mewujudkan  Masyarakat yang
Harmonis dan Toleran.

Gambar 3.3: Keterkaitan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029

dengan RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029
Sumber: RPJMD Prov Kepri Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kab. Natuna 2025-2029, diolah.

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa penjabaran Misi
RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 selaras dengan Misi RPJMD
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.
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Misi RPJMN
Tahun 2025-2029

. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi,
dan hak asasi manusia (HAM).

Misi RPJMD Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029

. Memantapkan sistem pertahanan keamanan
negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi
hijau, dan ekonomi biru.

A 4

. Melanjutkan pengembangan infrastruktur
dan meningkatkan lapangan kerja yang
berkualitas, mendorong  kewirausahaan,
mengembangkan industri  kreatif serta
mengembangkan agromaritim industri di
sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

1. Meningkatkan Perekonomian
Berbasis Kemaritiman dan
Keunggulan Daerah yang
Berwawasan Lingkungan.

2. Meningkatkan

. Memperkuat pembangunan sumber daya

Pemerataan
Pembangunan Berkelanjutan dan
Konektivitas Antar Pulau.

3. Mewujudkan Kualitas Sumberdaya

manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Manusia Yang Unggul dan
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan Berdaya Saing.
gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan generasi Z),
dan penyandang disabilitas.
. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan 4. Mewujudkan Tata Kelola

industri berbasis sumber daya alam untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan
birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasn korupsi, narkoba, judi, dan
penyeludupan.

Pemerintahan yang Bersih dan
Berbasis Teknologi.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan, alam dan
budaya, serta  peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

\4

5. Memperkuat Nilai Keagamaan
dan Melestarikan Budaya untuk
Mewujudkan Masyarakat yang
Harmonis dan Toleran.

Gambar 3.4: Keterkaitan RPJMN 2025-2029 dengan

RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kab. Natuna 2025-2029, diolah.
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Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa penjabaran Misi

RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 selaras dengan Misi RPJMN
Tahun 2025-2029.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dapat
diintegrasikan dengan kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna 2021-2041, sehingga setiap
program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD 2025-2029
tetap sejalan dengan kebijakan rencana tata ruang. Integrasi tersebut dapat
dijabarkan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2: Keselarasan Antar Kebijakan RTRW Kabupaten Natuna
2021-2041 dengan Misi RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026

No Kebijakan RTRW

Kabupaten Natuna 2021-2041

1 Pengembangan pusat-pusat
pelayanan yang dapat mendorong
pertumbuhan merata tanpa
mengesampingkan kondisi
lingkungan di seluruh wilayah dengan

hierarki dan skala pelayanannya

2 | Pengembangan sistem jaringan
infrastruktur transportasi,
telekomunikasi, energi, sumber daya
air, dan lingkungan permukiman yang
terintegrasi dengan mempertahankan
kondisi daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup

3 | Pemanfaatan kawasan lindung yang
efisien, serasi, dan seimbang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan
dan kemampuan daya dukung
wilayah kepulauan

4 | Pelestarian dan peningkatan fungsi
serta daya dukung lingkungan hidup
untuk mempertahankan dan
meningkatkan keseimbangan

Penjabaran Dalam RPJMD
Kabupaten Natuna 2025-2029
e Diterjemahkan dalam Misi ke 1,
Meningkatkan Perekonomian Berbasis
Kemaritiman dan Keunggulan Daerah
yang Berwawasan Lingkungan

e Diterjemahkan dalam Misi ke 2,

Meningkatkan Pemerataan
Pembangunan Berkelanjutan dan
Konektivitas Antar Pulau

e Diterjemahkan dalam Misi ke 1,
Meningkatkan Perekonomian Berbasis
Kemaritiman dan Keunggulan Daerah
yang Berwawasan Lingkungan.

e Diterjemahkan dalam Misi ke 2,
Meningkatkan Pemerataan
Pembangunan Berkelanjutan dan
Konektivitas Antar Pulau.

e Diterjemahkan dalam Misi ke 4,
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Bersih dan Berbasis Teknologi

e Diterjemahkan dalam Misi ke 1,
Meningkatkan Perekonomian Berbasis
Kemaritiman dan Keunggulan Daerah
yang Berwawasan Lingkungan.

e Diterjemahkan dalam Misi ke 1,
Meningkatkan Perekonomian Berbasis
Kemaritiman dan Keunggulan Daerah
yang Berwawasan Lingkungan.
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No Kebijakan RTRW
Kabupaten Natuna 2021-2041
ekosistem, melestarikan
keanekaragaman hayati,
mempertahankan dan meningkatkan
fungsi perlindungan kawasan,
melestarikan keunikan bentang alam,
dan melestarikan warisan budaya
daerah
5 Pengembangan sektor ekonomi
bertumpu pada sektor
pertambangan, sumber daya bahari,
pertanian, dan pariwisata

6 | Pengembangan dan peningkatan
fungsi pertahanan dan keamanan

7 | Percepatan perwujudan kawasan
strategis sudut pandang ekonomi,
sosial budaya, dan lingkungan hidup

natTunNAa.

Penjabaran Dalam RPJMD
Kabupaten Natuna 2025-2029
e Diterjemahkan dalam Misi ke 5,
Memperkuat Nilai Keagamaan dan
Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan
Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

e Diterjemahkan dalam Misi ke 1,
Meningkatkan Perekonomian Berbasis
Kemaritiman dan Keunggulan Daerah
yang Berwawasan Lingkungan.

e Diterjemahkan dalam Misi ke 3,
Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang
Unggul dan Berdaya Saing

e Diterjemahkan dalam Misi ke 5,

Memperkuat Nilai Keagamaan dan
Melestarikan Budaya untuk
Mewujudkan Masyarakat yang

Harmonis dan Toleran.

e Diterjemahkan dalam Misi ke 1,
Meningkatkan Perekonomian Berbasis
Kemaritiman dan Keunggulan Daerah
yang Berwawasan Lingkungan..

Sumber: RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran.

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029

melalui misi yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan tujuan dan
sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan adalah suatu kondisi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah
yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
Tujuan dan sasaran pelaksanaan masing-masing misi diuraikan
sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Misi 1 : Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan

Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
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Misi 1 memiliki 2 tujuan, pertama meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berbasis sektor unggulan.
Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan 1 terdiri dari 6 (enam) sasaran,
yaitu : 1) meningkatnya sektor unggulan daerah, 2) meningkatnya
produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD, 3) meningkatnya investasi
daerah, 4) menurunnya tingkat pengangguran terbuka, 5) Meningkatnya
standar hidup layak masyarakat, 6) meningkatnya kewirausahaan
daerah. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator

pertumbuhan ekonomi, indeks daya saing daerah, pendapatan perkapita
(dengan Migas dan tanpa Migas), tingkat kemiskinan dan gini rasio.

Tujuan kedua adalah meningkatkan pelestarian lingkungan hidup
dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sasaran yang ingin dicapai
pada tujuan kedua yaitu meningkatnya kualitas lingkungan dan mitigasi
becana. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator penurunan
intesitas emisi GRK.

Misi 2 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan
dan Konektivitas Antar Pulau.

Misi 2 memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas dan
pemerataan penyediaan infrastruktur dan konektivitas. Sasaran yang
ingin dicapai pada tujuan ini meningkatnya kualitas infrastruktur dan
konektivitas. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator indeks
infrastruktur.

Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul
dan Berdaya Saing.

Misi 3 memiliki 1 tujuan, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia yang unggul dan berdaya saing berlandaskan kesetaraan.
Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan meliputi : 1) meningkatnya

derajat kesehatan masyarakat, 2), meningkatnya kualitas layanan

“
_n
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natTunNAa.

pendidikan, dan 3) meningkatnya pengarustamaan gender,

pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan kualitas
keluarga. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan
Berbasis Teknologi.

Misi 4 memiliki 1 tujuan, mengoptimalkan implementasi reformasi
birokrasi berbasis teknologi . Ada 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai
pada tujuan tersebut yaitu: 1) meningkatnya kualitas layanan publik dan
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; dan 2) meningkatnya
akuntabilias kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan
keuangan daerah. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator :
Indeks Reformasi Birokrasi.

Misi 5 : Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya
untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Misi 5 memiliki 2 tujuan, pertama, meningkatkan pembinaan dan
pelestarian kebudayaan dengan sasaran meningkatnya Aktualisasi
Budaya Daerah. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator :
terlestarikannya cagar budaya.

Tujuan kedua,meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-
nilai keagamaan sebagai dasar kehidupan yang harmonis dan toleran.
Sasaran yang ingin dicapai pada tujuan adalah terwujudnya kehidupan
masyarakat yang harmonis dan toleran. Indikator tujuan ini yaitu indeks

kerukunan umat beragama.

Penjabaran masing-masing tujuan, sasaran, dan indikator kinerja

pada pencapaian setiap misi di atas, diuraikan sebagaimana pada tabel 3.3

berikut ini.
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Tabel 3.3: Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi | 50x5 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Awal 2024
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9 (10) (11 (12) (13)
1 | Meningkatkan 1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Persen -3,57 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
Perekonomian Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Indeks Daya Saing Daerah Indeks 3,24 3,32 3,35 3,39 3,42 3,46 3,49
Kemaritiman dan dan Kesejahteraan Pendapatan Perkapita
Keunggulan Daerah yang | Masyarakat berbasis - Dengan Migas Juta Rupiah 268,37 298,70 | 304,21 | 309,83 | 31554 | 321,37 | 321,37
Berwawasan Lingkungan sektor unggulan - Tanpa Migas 87,48 89,23 91,24 93,25 95,26 97,27 99,28
Tingkat Kemiskinan Persen 5,04 4,90 4,74 4,58 4,42 4,26 4,10
Gini Rasio Indeks 0,285 0,309 | 0,2863 | 0,2816 | 0,2770 | 0,2725 | 0,2681
1.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Subsektor Persen 1,63 1,65 1,70 2,65 2,67 3,88 3,94
Sektor Unggulan Perikanan
Daerah Rasio PDRB Penyediaan Persen 0,57 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70 0,75
Akomodasi Makan dan Minum
Pertumbuhan  PDRB  Sektor Persen 3,56 4,00 4,45 4,55 4,60 4,65 4,70
Pertanian
1.1.2 Meningkatnya Rasio PDRB Industri Pengolahan Persen 0,86 0,88 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10
Produktivitas UMKM,
Koperasi, BUMD
1.1.3 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan Persen 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
Investasi Daerah PMDN
1.1.4 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,89 4,03 4,02 4,01 4,00 3,99 3,98
tingkat pengangguran (TPT)
terbuka
1.1.5 Meningkatnya Indeks Pengeluaran riil Indeks 15.56 15,77 15,99 16,20 16,42 16,63 16,84
standar hidup layak
Masyarakat
1.1.6 Meningkatnya Rasio Kewirausahaan Daerah Rasio 2,30 2,46 2,58 2,71 2,85 2,99 3,14
Kewirausahaan Daerah
1.2. Meningkatkan Penurunan Intesitas Emisi GRK Persen n.a 10,42 10,48 10,55 10,62 10,69 10,69
pelestarian lingkungan|1.2.1 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan
hidup dan adaptasi|kualitas Iinggkungayn dan | Hidup (IKLH) [Nilai] oK Indeks 7646 79,53 7993 8044 80,90 81,35 8181
terhadap perubahan |mitigasi becana Indeks Risiko Bencana (IRBi) Indeks 111,38 110,36 | 109,35 | 108,33 | 107,31 106,29 | 105,27
iklim [Nilai)

—
—
||—|
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Akuntabilitas kinerja

Pengendalian Intern Pemerintah

No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi | 5025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030
Awal 2024
(1 (2) (3) 4) (5) (6) (7 (8 9 (10) (11) (12) (13)
2 Meningkatkan Pemerataan | 2.1. Meningkatkan Indeks Infrastruktur Indeks 78,53 72.65 73,65 74,74 75,80 76.74 77,8
Pembangunan kualitas dan 2.1.1 Meningkatnya Indeks Pekerjaan Umum, Indeks 67,77 68,33 69,02 70,51 71,98 73,21 75,69
Berkelanjutan dan pemerataan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman
Konektivitas Antar Pulau penyediaan dan konektivitas Rasio Konektivitas Rasio 60,04 61,54 62,54 65,77 69,28 70,95 72,33
infrastruktur dan
konektivitas
3 |Mewujudkan Sumberdaya | 3.1 Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indeks 78,6 79,53 79,99 80,44 80,9 81,35 81.81
Manusia yang Unggul dan| kualitas Sumberdaya (IPM)
Berdaya Saing Manusia yang Unggul Indeks Pemberdayaan Gender Indeks 43,86 44,56 45,26 45,96 46,66 47,36 48,06
dan berdaya saing (IDG)
berlandaskan 3.1.1 Meningkatnya Usia Harapan Hidup Tahun 74.38 74,51 74,71 7491 75,11 75,31 75,51
kesetaraan derajat kesehatan Prevalensi Stunting Persen 10,76 15,39 15,04 14,68 14,33 13,97 13,62
masyarakat
3.1.2 Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 9,20 9,54 9,68 9,82 9,96 10,11 10,25
kualitas layanan
pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13,94 13,95 13,99 14,03 14,06 14,10 14,14
3.1.3 Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga Indeks 65,21 66,20 67,20 68,30 69,30 70,40 71,50
pengarustamaan
gender, pemberdayaan | Indeks Ketimpangan Gender Indeks 0,805 0762 | 0,719 | 0676 | 0633 | 0590 | 0,547
perempuan, (IKG)
pemenuhan hak anak Indeks Perlindungan Anak Indeks 64, 00 64,25 | 64,50 | 64,55 | 6500 | 6519 | 65.19
dan kualitas keluarga
4 Mewujudkan Tata Kelola|4.1 Mengoptimalkan Indeks  Reformasi  Birokrasi Indeks 83.02 87,66 88,55 88,87 89,19 89,51 89.84
Pemerintahan yang Bersih |Implementasi Reformasi [Nilai]
dan Berbasis Teknologi Birokrasi Berbasis
Teknologi
4.1.1 Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Indeks 4,46 4,47 4,47 4,48 4,48 4,50 4,50
Kualitas layanan Publik
dan Optimalisasi Indeks Sistem Pemerintahan Indeks 3,29 3,30 3,35 3,44 3,52 3,60 3,68
Pemanfaatan Teknologi | Berbasis Eletronik
Informasi
4.1.2 Meningkatnya Tingkat Maturitas Sistem Level 3 3 3 3 3 3 3

—
—
—_
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—_
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naTunNA.

yang harmonis dan
toleran

No Misi Tujuan Sasaran Indikator Satuan Kondisi | 5025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020 | 2030
Awal 2024
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) an (12) (13)
dan Pengelolaan Indeks Pengelolaan Keuangan Indeks 70, 479 71.070 | 71.979 | 73479 | 74979 | 76479 | 77.979
Keuangan Daerah Daerah
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Level 73,98 74,50 | 74,55 | 75,00 | 7520 | 75,40 76,00
5. Memperkuat Nilai | 5.1 Meningkatkan Terlestarikannya cagar budaya Persen 16 17,30 17,45 17,80 18,05 18,30 18,55
Keagamaan dan | pembinaan dan
Melestarikan Budaya untuk | pelestarian kebudayaan
Mewujudkan  Masyarakat
yang Harmonis  dan 5.1.1 Meningkatnya Persentase Aktualisasi Budaya Persen 17,20 17,45 | 17,80 | 18,05 | 18,30 | 18,55 | 1855
Toleran Aktualisasi Budaya Daerah
Daerah
5.2 Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Indeks 82,21 85,88 85,89 86,00 86,01 86,02 86,02
pemahaman dan Beragama
pengamalan nilai-nilai
keagamaan sebagai
dasar kehidupan yang
harmonis dan toleran
5.2.1 Terwujudnya Persentase Konflik yang Persen 100 100 100 100 100 100 100
kehidupan masyarakat | diselesaikan

—
—
—_
1
—_
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natTuna.

Pembangunan daerah untuk periode 2025-2029 vyang telah

ditetapkan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran diharapkan dapat menjawab
berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kabupaten
Natuna. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai hubungan antara
permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Natuna
dengan isu-isu strategis yang perlu diselesaikan. Beberapa isu strategis
lainnya, termasuk isu strategis nasional dan internasional, juga dibahas
dalam Bab III dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029. Isu-isu ini,
baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi mempengaruhi
pencapaian pembangunan Kabupaten Natuna hingga tahun 2029. Tabel 5.8
berikut menjelaskan keterkaitan antara isu strategis permasalahan
pembangunan Kabupaten Natuna dan isu strategis
regional/nasional/internasional dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Tabel 3.4: Hubungan Isu Strategis Terkait Permasalahan Daerah maupun Isu
Regional/Nasional/Internasional dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Mitigasi Bencana

“Berdaya Saing”

"Berbudaya”

No Isu Strategis Pokok Visi  Misi ke Tujuan ke Sasaran ke
Isu Strategis (RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029)

Optimalisasi Potensi Ekonomi “Makmur” 1 1 12,3
Berbasis Kemaritiman dan “Berdaya Saing”
Keunggulan Daerah
Akselerasi Peningkatan dan “Makmur” 2 1 1,2
Pemerataan Sarana Prasarana = “Berdaya Saing”
Pembangunan
Peningkatan Konektivitas dan “Makmur” 2 1 1,2
Aksesibilitas Layanan Dasar “Berdaya Saing”
Pembangunan Sumberdaya “Makmur” 1 1 45,6
Manusia yang Unggul, “Berdaya Saing”
Berkarakter dan Bebudaya “Berbudaya”
Optimalisasi Hilirisasi Sektor “Makmur” 1 1 1,2,3
Unggulan daerah dan “Berdaya Saing”
Peningkatan Investasi
Peningkatan Kualitas layanan “"Makmur” 4 1 1.2
Publik dan Optimalisasi “Berdaya Saing”
Pemanfaatan Teknologi “Berbudaya”
Informasi
Pelestarian lingkungan dan “Makmur” 1 2 1,2
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natTuna.

No Isu Strategis Pokok Visi  Misi ke Tujuan ke Sasaran ke

Isu Strategis (RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029)

Kualitas Pembangunan “Makmur” 3 1 123
Manusia yang Belum Optimal = “Berdaya Saing”
“Berbudaya”
Pengembangan Potensi “Makmur” 1 1 1,23
Ekonomi Berbasis Maritim “Berdaya Saing”
yang Belum Optimal
Kemiskinan dan “Makmur” 1 1 45,6
Pengangguran “Berdaya Saing”
Kualitas Tata Kelola “"Makmur” 4 1 1,2
Pemerintahan dan Pelayanan “Berdaya Saing”
Publik yang Belum Optimal. “Berbudaya”
Pemajuan Budaya Lokal yang “"Makmur” 5 1 1.2
Belum Optimal "Berdaya Saing”
“Berbudaya”
Infrastruktur Wilayah yang “Makmur” 2 1 1,2
Belum Merata dan “Berdaya Saing”
Terintegrasi
Perubahan Iklim dan “Makmur” 1 2 1,2
Kerusakan Lingkungan Hidup = “Berdaya Saing”
"Berbudaya”
Isu Strategis (RPJMN 2025-2029)
Transformasi Sosial “"Makmur” 1 1 45,6
"Berdaya Saing”
Transformasi Ekonomi “Makmur” 1 1 1,2,3
"Berdaya Saing”
Transformasi Tata Kelola “Makmur” 4 1 1,2
“Berdaya Saing”
Supremasi Hukum, Stabilitas, “Makmur” 4 1 2
dan Kepemimpinan “Berdaya Saing”
“Berbudaya”
Ketahanan Sosial, Budaya, dan “Makmur” 1 2 1,2
Ekologi "Berdaya Saing”
"Berbudaya”
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Pembangunan Daerah.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan.
3.2.1.1. Strategi.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, strategi
adalah rencana tindakan

yang komprehensif berisikan langkah-

langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi
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natTuna.

sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam

menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
Strategi tersebut terdiri dari tahapan per tahun, fokus kewilayahan dan
program prioritas.

Merujuk  RPJPD  Kabupaten Natuna 2025-2045 Tahapan
Pembangunan Periode I (2025-2029). Pada tahap pertama periode jangka
panjang, memiliki tema pembangunan “Penguatan Fondasi Transformasi
Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan”, dengan arah kebijakan sebagai
berikut:

1. Transformasi sosial diarahkan dengan arah kebijakan, “Penguatan
kapasitas SDM melalui penjaminan penyediaan layanan dasar
pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata dan Penguatan
perlindungan sosial masyarakat dengan pemanfaatan data dan
informasi sosial ekonomi rumah tangga”

2. Transformasi  ekonomi  diarahkan dengan arah kebijakan,
“Pengembangan ekonomi unggulan daerah untuk meningkatkan
kapasitas UMKM berbasis tenaga kerja yang berkualitas”.

3. Transformasi tata kelola diarahkan dengan arah kebijakan
“Peningkatan kinerja pemerintah daerah berbasis digitalisasi dan
sarana prasarana berkualitas”.

4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi diarahkan dengan arah
kebijakan "Peningkatan pembangunan berbasis sosial budaya yang
memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana”.

5. Pembangunan Kewilayahan Berbasis Sarana Prasarana diarahkan
dengan arah kebijakan “Peningkatan pembangunan wilayah potensi
ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan

infrastruktur”.
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natTuna.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Gambaran arah
penahapan pembangunan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026-2030

dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
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Tahap I (2026)
Akselerasi pengelolaan potensi
perekonomian daerah,
pemerataan pembangunan dan
konektivitas antar pulau, serta
peningkatan kualitas sumber daya
manusia melalui tata kelola
pemerintahan yang baik dengan
menjunjung nilai-nilai budaya
Strategi 1.
Akselerasi pemanfataan sektor
keunggulan daerah yang berorietasi
pasar dan pengembangan kawasan
industri/ekonomi serta investasi
berbasis keunggulan daerah.

Strategi 2.

Akselerasi pemerataan kualitas
infrastruktur dan konektivitas antar
pulau mendukung percepatan
pemerataan pembangunan.

Strategi 3.

Akselerasi peningkatan kualitas
sumber daya manusia

Strategi 4.

Akselerasi penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik.
Strategi 5.

Akselerasi pengelolaan dan
pelestarian budaya dalam
mendukung pembangunan.

—
—
1
N
—_

perekonomian daerah, pemerataan
pembangunan dan konektivitas
antar pulau, serta peningkatan
kualitas sumber daya manusia
melalui tata kelola pemerintahan
yang baik dengan menjunjung nilai-

Strategi 1.

Pengembangan pemanfataan sektor
keunggulan daerah yang berorietasi
pasar dan pengembangan kawasan
industri/ekonomi serta investasi
berbasis keunggulan daerah.

Strategi 2.

Pengembangan pemerataan kualitas
infrastruktur dan konektivitas antar
pulau mendukung percepatan
pemerataan pembangunan.

Strategi 3.

Pengembangan peningkatan kualitas
sumber daya manusia.

Strategi 4.

Pengembangan penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik.

Strategi 5.

Pengembangan pengelolaan dan
pelestarian budaya dalam mendukung
pembangunan

Tabel 3.5: Penahapan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2026-2029
Tahap II (2027) Tahap III (2028) Tahap IV (2029)

Pengembangan potensi Penguatan potensi perekonomian Pemantapan perekonomian
daerah, pemerataan daerah, pemerataan
pembangunan dan konektivitas pembangunan dan konektivitas
antar pulau, serta peningkatan antar pulau, serta peningkatan
kualitas sumber daya manusia kualitas sumber daya manusia
melalui tata kelola pemerintahan = melalui tata kelola pemerintahan
yang baik dengan menjunjung yang baik dengan menjunjung
nilai-nilai budaya nilai-nilai budaya

Strategi 1. Strategi 1.

Penguatan pemanfataan sektor Pemantapan pemanfataan sektor
keunggulan daerah yang berorietasi | keunggulan daerah yang berorietasi
pasar dan pengembangan kawasan  pasar dan pengembangan kawasan
industri/ekonomi serta investasi industri/ekonomi serta investasi
berbasis keunggulan daerah. berbasis keunggulan daerah.

nilai budaya

Strategi 2.

Penguatan pemerataan kualitas
infrastruktur dan konektivitas antar
pulau mendukung percepatan
pemerataan pembangunan.

Strategi 2.

Pemantapan pemerataan kualitas
infrastruktur dan konektivitas antar
pulau mendukung percepatan
pemerataan pembangunan.

Strategi 3.

Penguatan peningkatan kualitas
sumber daya manusia.

Strategi 4.

Penguatan penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik.
Strategi 5.

Penguatan pengelolaan dan
pelestarian budaya dalam
mendukung pembangunan.

Strategi 3.

Pemantapan peningkatan kualitas
sumber daya manusia.

Strategi 4.

Pemantapan penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik.

Strategi 5.

Pemantapan pengelolaan dan
pelestarian budaya dalam
mendukung pembangunan.

naTunNA.

Tahap V (2030)
Perwujudan Kabupaten
Natuna yang Makmur,

Berdaya Saing dan Berbudaya

Strategi 1.

Perwujudan pemanfataan sektor
keunggulan daerah yang
berorietasi pasar dan
pengembangan kawasan
industri/ekonomi serta investasi
berbasis keunggulan daerah.
Strategi 2.

Perwujudan pemerataan
kualitas infrastruktur dan
konektivitas antar pulau
mendukung percepatan
pemerataan pembangunan.
Strategi 3.

Perwujudan peningkatan
kualitas sumber daya manusia.
Strategi 4.

Perwujudan penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik.
Strategi 5.

Perwujudan pengelolaan dan
pelestarian budaya dalam
mendukung pembangunan.
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3.2.1.2. Arah Kabijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran
misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan
sasaran RPJMD.

Tabel 3.6: Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Natuna Tahun 2025-2029

No Misi Arah Kebijakan Keterangan
1 Meningkatkan e Mengoptimalkan sektor sektor perikanan,
Perekonomian sektor pertanian dan pariwisata.
Berbasis e Pengembangan akses pasar produk
Kemaritiman dan unggulan daerah yang berorientasi ekspor
Keunggulan e Memperkuat kualitas kelembagaan dan tata
Daerah yang kelola UMKM, Koperasi dan BUMD.
Berwawasan e Meningkatkan pelayanan investasi dan
Lingkungan kemudahan berusaha.

e Mengakselerasi pembukaan wilayah industri
baru berbasis potensi keunggulan daerah

e Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
melalui pelatihan dan sertifikasi.

e Peningkatan layanan sosial dan
Perlindungan PPKS serta meningkatkan
koloborasi multi pihak dalam pengurangan
angka kemiskinan.

e Peningkatan pelatihan, memfasiltasi akses
modal dan pemasaran produk kewira
usahaan.

e Memperkuat pengawasan, penegakan
terhadap pencemaran dan kerusakaan
lingkungan

e Meningkatkan koordinasi dan koloborasi
dalam mitigasi bencana serta penguatan
kelembagaan, regulasi dan peningkatan
keterlibatan masyarakat

2 | Meningkatkan e Peningkatan jalan, jembatan dan pelabuhan
Pemerataan antar desa dan antar kecamatan pada
Pembangunan wilayah-wilayah yang belum memiliki akses
Berkelanjutan dan baik

Konektivitas Antar ® Meningkatkan fasilitas dan kualitas
pengelolaan kepelabuhanan di pusat-pusat
perekonomian dan ibukota kecamatan.

e Mempercepat pemerataan layanan
kelistrikan.

e Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan
Konektivitas Jaringan Transportasi pulau

e Meningkatkan Cakupan Pelayanan Sanitasi
dan Air Minum

Pulau
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No

Misi

Mewujudkan
Sumberdaya
Manusia yang
Unggul dan
Berdaya Saing

Mewujudkan Tata e
Kelola
Pemerintahan
yang Bersih dan N
Berbasis Teknologi

Memperkuat Nilai e
Keagamaan dan
Melestarikan

Budaya untuk o
Mewujudkan
Masyarakat yang
Harmonis dan o
Toleran

naTunNAa.

Arah Kebijakan Keterangan

Peningkatan layanan infrastruktur
pengeloaan persampahan

Peningkatan penataan kawasan kumuh
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
prasarana Kesehatan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga
medis

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
prasarana Pendidikan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas
pendidik dan tenaga kependidikan
Menyediakan dan memfasilitasi bantuan
pendidikan

Penguatan Kelembagaan dan Jejaring
Perempuan, Anak dan Lansia

Peningkatan gizi anak

Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan
pada sektor produktif dan ekonomi keluarga
Peningkatan Kapasitas Sumber daya ASN
Peningkatan pemanfataan teknologi digital
dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dan administrasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penguatan sikronisasi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan
pengendalian pelaksanaan rencana
pembangunan

Menjaga dan menumbuhkan pola
komunikasi yang baik antar suku dan umat
beragama

Pengembangan Kesenian Tradisional,
Pelestarian Cagar Budaya dan
Mengembangkan Kebudayaan Daerah
Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi
masyarakat dalam pengembangan objek
wisata berbasis budaya lokal
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neTunNa.

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.
a. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW
Kabupaten Natuna.

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Natuna yang telah
ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 melalui
rencana sistem pusat permukiman, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang merupakan kawasan
perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan
perbatasan negara, yaitu PKSN Ranai;

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa
kecamatan, yang meliputi:

a). PKL Serasan di Kecamatan Serasan, dengan fungsi pusat permukiman
serta sebagai pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi
utama vyaitu pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan
keamanan, serta promosi pariwisata dan komoditas unggulan, serta
distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, perdagangan
skala lokal, dan simpul transportasi regional;

b). PKL Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat, dengan fungsi pusat
permukiman serta distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan
perikanan, perdagangan skala lokal, dan simpul transportasi regional;

). PKL Pulau Tiga di Kecamatan Pulau Tiga, dengan fungsi sebagai pusat
permukiman serta pengembangan sentra perikanan, pendukung
pengembangan wisata bahari, dan simpul pelayanan transportasi
laut regional; dan

d). PKL Midai di Kecamatan Midai, dengan fungsi sebagai pusat-pusat

permukiman serta koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan,
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naTunNAa.

dan perkebunan, simpul pelayanan transportasi laut regional, dan

pendukung pengembangan wisata bahari.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan pusat permukiman

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa
desa, meliputi:

a). PPK Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;

b). PPK Batubi Jaya di Kecamatan Bunguran Batubi;

). PPK Cemaga di Kecamatan Bunguran Selatan;

d). PPK Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;

e). PPK Subi di Kecamatan Subi;

f). PPK Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut;

g). PPK Air Nusa di Kecamatan Serasan Timur; dan

h). PPK Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, meliputi:

a). PPL Seluan Barat di Kecamatan Pulau Seluan;

b). PPL Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;

). PPL Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;

d). PPL Setengar di Kecamatan Bunguran Selatan;

e). PPL Pulau Panjang di Kecamatan Pulau Panjang;

f). PPL Pulau Kerdau di Kecamatan Pulau Panjang; dan

g). PPL Batu Berian di Kecamatan Serasan.

Selain itu, terdapat Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kabupaten

Natuna yang terdiri atas:

1.

Pulau-Pulau Kecil Terluar, dengan tujuan pengembangan untuk menjaga
Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta arahan
pengembangannya adalah pertahanan dan keamanan, kesejahteraan

masyarakat, dan pelestarian lingkungan, yang meliputi:
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. Pulau Subi Kecil;
. Pulau Sekatung;
. Pulau Sebetul;
. Pulau Semiun;

. Pulau Tokong Boro;

Pulau Senua; dan

Pulau Kepala.

2. Kawasan Perbatasan Negara, dengan tujuan pengembangan untuk

mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara

untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara,

serta arahan pengembangannya adalah pertahanan dan keamanan

negara, kawasan budidaya yang mandiri dan berdaya saing, dan

kawasan berfungsi lindung yang lestari, yang meliputi 11 (sebelas)

kecamatan, yaitu:

a).
b).
Q).
d).

e).

f).

9).
h).

J)-

k).

Kecamatan Bunguran Utara;
Kecamatan Pulau Laut;
Kecamatan Bunguran Timur;
Kecamatan Bunguran Timur Laut;
Kecamatan Bunguran Selatan;
Kecamatan Bunguran Barat;
Kecamatan Pulau Tiga;
Kecamatan Pulau Tiga Barat;
Kecamatan Subj;

Kecamatan Serasan; dan
Kecamatan Serasan Timur.

Kemudian terdapat Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kabupaten

Natuna meliputi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagai

simpul transportasi laut intemasional, kawasan pelabuhan intemasional,
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kawasan perikanan tangkap, dan kawasan peruntukan industri terpadu

untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global di
Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Timur Laut.
Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,
dengan tujuan pengembangannya adalah untuk mewujudkan
kemandirian pangan, serta arahan pengembangannya adalah pertanian,
permukiman, dan kegiatan pendukung pengembangan pertanian
lainnya, yang meliputi:

a). Kawasan agropolitan Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;
b). Kawasan agropolitan Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi; dan
). Kawasan agropolitan Payak di Kecamatan Serasan Timur.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dengan
tujuan pengembangannya adalah untuk pelestarian dan pengembangan
kawasan cagar budaya, serta arahan pengembangannya adalah
permukiman, konservasi, pariwisata, pertanian, dan perkebunan rakyat,
yang meliputi:

a). Kampung Tua Segeram di Kecamatan Bunguran Barat; dan

b). Kampung Tua Penagi di Kecamatan Bunguran Timur.

b. Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029.
Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 menetapkan bahwa seluruh
program prioritas nasional dijabarkan ke dalam arah kebijakan
pembangunan kewilayahan dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan
pembangunan, untuk Kabupaten Natuna dengan Aighlight indikasi

intervensi, sebagai berikut :
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Tabel 3.7: Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029
untuk Kabupaten Natuna

No Lokasi Prioritas Highlight Indikasi Intervensi
1 Kawasan a. Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada West
Swasembada Energi Natuna Basin (producing basin);
Natuna b. Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada East

Natuna Basin (discovery basin);
c. Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada South
Natuna Basin (unexplored basin).

2 | Kawasan Afirmasi a. Penyediaan inftastruktur layanan dasar (air baku, air minum,
Natuna-Anambas dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur
(Daerah Terdepan distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta
dan Pemerataan peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan
Pembangunan) b. Pengembangan SPAM Perkotaan Ranai;

c. Peningkatan ketahanan bencana;
d. Pembangunan/Preservasi jalan Trans Natuna;
e. Penguatan Natuna dan Anambas sebagai kawasan pertahanan

dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan
kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar;
f. Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus
Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan
kebutuhan wilayah;
g. Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan:
perikaian dan pariwisata bahari
h. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja,
MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Ranai dan
Tarempa (PHTC)
Pengembangan Pelabuhan Selat Lampa;
Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan;
Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Natuna;
I.  Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya
percepatan pengentasan kemiskinan;
3 | Kawasan Komoditas  a. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pering, Pelabuhan

~

Unggulan Ekonomi Perikanan Selat Lampa, dan Pelabuhan Perikanan Tarempa;
Biru Natuna- b. Pembangunan infrasruktur pengamanan pantai dan kawasan
Anambas pesisir di Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas;

c. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana
produksi perikanan tangkap;

d. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi
perikanan budidaya;

e. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan
perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat;

f.  Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan;

g. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan

perikanan;
h. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan.
4 | Kawasan Konservasi  a. Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman
Geopark Natuna ekosistem;

b. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area
bernilai keanekaragaman hayati tinggi;

c. Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa,
dan biota perairan;

d. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem
berkelanjutan mendukung bioekonomi;
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No Lokasi Prioritas Highlight Indikasi Intervensi

e. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati,
serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.
5 Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan
Penanganan Rawan Pangan (PHTC).

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, diolah.

Selanjutnya  berdasarkan  Surat Edaran  Bersama  Nomor
100.2.4/3207/S) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan
Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Surat Edaran ini pemerintah daerah
harus memastikan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 tercantum
dalam dalam dokumen perencanaan dan penggagaran deaerah. Berikut ini
Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 8 : Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 yang tercantum
dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No Program Strategis Nasional Program RPJMD
a Penanggulangan Kemiskinan
1. Optimalisasi Pelaksanaan e Program Pemberdayaan Sosial
Pengentasan Kemiskinan dan e Program Perlindungan Dan Jaminan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Sosial

e Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan

Masyarakat

e Program Pengelolaan Pendidikan

e Program Pengelolaan Perikanan
Tangkap

e Program Budidaya Perikanan

e Program Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan

e Program Peberdayaan Lembaga
Kemasyarakat, Lembaga Adat dan
Lembaga Masyarakat Hukum Adat

e Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemerdayaan Perempuan

e Program Administrasi Pemerintahan
Desa

e Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja
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No Program Strategis Nasional Program RPJMD

e Program  Pengelolaan  Administrasi
Informasi Kependudukan

e Program Pengembangan Kapasitas
Daya Saing Kepemudaan

e Program  Penanganan  Kerawanan
Pangan

e Program Pemberdayaan Menengah dan
Kecil dan Usaha Mikro

e Program Pengembangan UMKM

e Program Pengelolaan Pemgembangan
Sistem Air Limbah

e Program Pengelolaan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum

e Program Pengelolaan Pelayaran

e Program Pengembangan Perumahan

e Program Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kumuh

2. Sekolah Rakyat; dan e Program Pengelolaan Pendidikan

e Program  Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

e Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan

Masyarakat
e Progam Perlindungan dan Jaminan
Sosial
3. Pembangunan 3 Juta Rumah e Program Pengembangan Perumahan

e Program Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kumuh

e Program Pengelolaan Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum

b Ketahanan Pangan dengan e Program  Penanganan  Kerawanan
proyek/kegiatan ~ Pengadaan dan  Pangan
Pengelolaan  Gabah/Beras  Dalam
Negeri serta Penyaluran Cadangan
Beras Pemerintah
e Kesehatan Untuk Semua dengan
proyek/kegiatan
1. Jaminan Kesehatan Nasional; dan e Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan

Masyarakat
e Program Perlindungan Dan Jaminan
Sosial
2. Makan Bergizi Gratis e Program  Penanganan  Kerawanan
Pangan

e Program Pengelolaan Pendidikan

d Perluasan Akses Pendidikan dengan e Program Pengelolaan Pendidikan
proyek/kegiatan Pembangunan dan
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No Program Strategis Nasional Program RPJMD
Revitalisasi Pendidikan Dasar dan
Menengah
e Pertumbuhan Ekonomi  dengan
proyek/kegiatan
1. Pengendalian Inflasi; e Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan

e Program Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

e Program Peningkatan Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan Masyarakat

2. Percepatan Pembentukan Koperasi e Program Pemberdayaan Dan
Desa/Kelurahan Merah Putih; dan Perlindungan Koperasi
e Program Administrasi Pemerintahan
Desa
3. Kemudahan perizinan di daerah e Program Pengembangan Iklim

Penanaman Modal
e Program Pelayanan Penanaman Modal
e Program Pengelolaan Data Dan Sistem
Informasi Penanaman Modal
f Program Strategis Nasional dengan
proyek/kegiatan lainnya yang
ditetapkan oleh Presiden

c. Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2025-2029.

Sedangkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029
menetapkan Arah Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan untuk
Kabupaten Natuna digabungkan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas
yang disebut sebagai Klaster Wilayah Natuna-Kepulauan Anambas dengan
arah sebagai berikut:

a. Penguatan infrastruktur dan layanan dasar, termasuk pembangunan
infrastruktur transporasi seperti pelabuhan dan bandara untuk
meningkatkan konektivitas antarpulau, serta peningkatan infrastruktur
Teknologi Informasi Komunikasi untuk mendukung digitalisasi ekonomi;

b. Pengembangan pariwisata alam dan ekonomi biru (perikanan,

pertambangan, minyak, dan gas);
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c. Optimalisasi aktivitas ekonomi dan penguatan pertahanan-keamanan

wilayah perbatasan.

d. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029
juga menetapkan target kinerja pembangunan klaster wilayah
Natuna, dengan target sebagai berikut :

Tabel 3. 9: Target Kinerja Pembangunan Klaster Wilayah Natuna

Kondisi Target
No Indikator 2(‘;;' 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 PDRB per kapita (Rp Juta) 8748 8923 9124 9325 9526 97,27 9928
2 Tingkat Kemiskinan (%) 5,04 4,90 4,74 4,58 4,42 4,26 4,10
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (3,57) 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
(%)
4 Indeks Daya Saing Daerah 3,24 3,32 3,35 3,39 3,42 3,46 3,49
5 | Indeks Kualitas Lingkungan 76,46 79,53 79,99 8044 8090 8135 81,81
Hidup Daerah
6 Tingkat Pengangguran 3,89 4,03 4,02 4,01 4,00 3,99 3,98

Terbuka (%)
7  Indeks Pembangunan Manusia 7860 7953 7999 8044 8090 8135 81,81
Sumber : Ranhir RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

d. Pengembangan Wilayah Berdasarkan Program Pembangunan
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan urusan dan program pembangunan Kabupaten
Natuna Tahun 2025-2029, maka fokus kewilayahan pembangunannya

berdasarkan program pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.
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Tabel 3.10 : Fokus Pengembangan Wilayah Berdasarkan Program Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Kecamatan

Midai

Suak Midai
Bunguran Barat
Bunguran Utara
Pulau Laut

Pulau Tiga
Bunguran Batubi
Pulau Tiga Barat
Pulau Seluan
Bunguran Timur
Bunguran Timur Laut
Bunguran Tengah
Bunguran Selatan
Serasan

Subi

Serasan Timur

Pulau Panjang

Perikanan
Perikanan Perikanan Pengolahan &.
Tanaka Budidava Pemasaran Hasil
glkap y Perikanan
v v
v v
v v v
v v
v v
v v
v v v
v v
v v v
v v
v v

Pariwisata

ANERNER NEAN ANERNENE NI NI

AN NER NI NERN

Tanaman
Pangan

Pertanian

Holtikultura

Perkebunan

<

AR NI NER NI NER NI N NI N N N NI N NI VRN

Transmigrasi Perbatasan

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
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3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Pencapaian visi

dan misi

Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 didukung oleh program unggulan

Bupati dan Wakil Bupati. Program unggulan diprioritaskan lima tahun ke

depan. Jenis program unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai

beri

kut :

Tabel 3.11: Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Natuna
Tahun 2025-2029

NO

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM/ KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

PERANGKAT
DAERAH

Peningkatan Sektor Pertanian
Berbasis Komoditas Daerah

- Pemberian bantuan Bibit

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

Dinas Ketahanan

Kelapa Unggulan PENGEMBANGAN SARANA| Pangan dan
5000/pertahun PERTANIAN Pertanian
- Pengelolaan Sumber Daya
Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kualitas SDG
Hewan / Tanaman

- Bibit Cengkeh Unggulan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

Dinas Ketahanan

5000/pertahun PENGEMBANGAN SARANA| Pangan dan
PERTANIAN Pertanian
- Pengelolaan Sumber Daya
Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kualitas SDG
Hewan / Tanaman

- Pengadaan Pupuk untuk

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

Dinas Ketahanan

petani 75 ton pertahun PENGEMBANGAN SARANA| Pangan dan
PERTANIAN Pertanian
- Pengelolaan Sumber Daya
Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kualitas SDG
Hewan / Tanaman

- Pengawasan Penggunaan
Sarana Pertanian

- Pendampingan
Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian
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PROGRAM/ KEGIATAN/ PERANGKAT
NO PROGRAM UNGGULAN SUB KEGIATAN DAERAH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN| Dinas Ketahanan
PENGEMBANGAN PRASARANA| Pangan dan
PERTANIAN Pertanian
- Pengembangan Prasarana
Pertanian
- Pengelolaan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LP2B,
Kawasan Pertanian
Pangan
Berkelanjutan/KP2B  dan
Lahan Cadangan
Pertanian Pangan

Berkelanjutan/LCP2B  di
Kabupaten / Kota

Memfasilitasi Pupuk Murah

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

Dinas Ketahanan

dari Nasional PENGEMBANGAN SARANA| Pangan dan
PERTANIAN Pertanian
- Pengelolaan Sumber Daya
Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan,  dan Mikro
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kualitas SDG
Hewan / Tanaman

- Pengawasan Penggunaan
Sarana Pertanian

- Pendampingan
Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

Dinas Ketahanan

PENGEMBANGAN PRASARANA| Pangan dan
PERTANIAN Pertanian
- Pengembangan  Prasarana
Pertanian
- Pengelolaan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LP2B,
Kawasan Pertanian
Pangan
Berkelanjutan/KP2B dan
Lahan Cadangan
Pertanian Pangan

Berkelanjutan/LCP2B  di
Kabupaten / Kota

PROGRAM PENYULUHAN | Dinas Ketahanan

PERTANIAN Pangan dan
Pertanian

- Pelaksanaan Penyuluhan

Pertanian

Peningkatan
Kelembagaan

Kapasitas
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NO

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM/ KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

PERANGKAT
DAERAH

Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa

Pengadaan  Bibit lkan
Kerapu 10.000/pertahun

PROGRAM PENGELOLAAN
PERIKANAN BUDIDAYA

Dinas Perikanan

- Pengelolaan Pembudidayaan
Ikan

- Penjaminan Ketersediaan
Sarana Pembudidayaan
Ikan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Percepatan

Pembangunan

Infrastrukur Desa/ Kelurahan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
JALAN

Dinas  Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

Jalan, Seminisasi

- Penyelenggaraan Jalan

Kabupaten/Kota

Pembangunan Jalan

Rekonstruksi Jalan

Penggantian Jembatan

- Pemeliharaan Berkala
Jalan

- Pemeliharaan Rutin
Jembatan

Rehabilitasi Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

PROGRAM PENATAAN | Dinas Pekerjaan
BANGUNAN DAN| Umum dan
LINGKUNGANNYA Penataan Ruang
- Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah
Kabupaten/Kota
- Penataan Bangunan dan
Lingkungan Kawasan
Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan
Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan
Strategis Lainnya
PROGRAM KAWASAN | Dinas Perumahan
PERMUKIMAN Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan
- Peningkatan Kualitas

Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha

- Pelaksanaan Pemugaran
Kawasan Permukiman
Kumuh
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PROGRAM/ KEGIATAN/ PERANGKAT
NO PROGRAM UNGGULAN SUB KEGIATAN DAERAH
- Drainase PROGRAM PENGELOLAAN DAN| Dinas Pekerjaan
PENGEMBANGAN SISTEM| Umum dan
DRAINASE Penataan Ruang
- Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
- Pembangunan Sistem
Drainase Lingkungan
- Rehabilitasi Sistem
Drainase Perkotaan
- Pembangunan Sistem
Drainase Perkotaan
PROGRAM KAWASAN | Dinas Perumahan
PERMUKIMAN Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan
- Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
- Pelaksanaan Pemugaran
Kawasan Permukiman
Kumuh
3 | Pemerataan Konektivitas PROGRAM PENYELENGGARAAN| Dinas  Pekerjaan
JALAN Umum dan

Penataan Ruang

Peningkatan Jalan,
Jembatan dan Pelabuhan
Antar Desa dan Antar
Kecamatan pada Wilayah-
Wilayah  yang  Belum
Memiliki Akses Baik.

- Penyelenggaraan Jalan

Kabupaten/Kota

Pembangunan Jalan

Rekonstruksi Jalan

Penggantian Jembatan

- Pemeliharaan Berkala
Jalan
- Pemeliharaan Rutin

Jembatan

Rehabilitasi Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan

PROGRAM PENATAAN | Dinas Pekerjaan
BANGUNAN DAN| Umum dan
LINGKUNGANNYA Penataan Ruang
Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan
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NO

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM/ KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

PERANGKAT
DAERAH

Lingkungannya di Daerah

Kabupaten/Kota

- Penataan Bangunan dan
Lingkungan Kawasan
Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan
Sistem Perkotaan
Nasional dan Kawasan
Strategis Lainnya

PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN

Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan

- Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha

- Pelaksanaan Pemugaran
Kawasan Permukiman
Kumuh

PROGRAM
PELAYARAN

PENGELOLAAN

Dinas
Perhubungan

- Pembangunan,  Penerbitan
Izin  Pembangunan  dan
Pengoperasian  Pelabuhan
Pengumpan Lokal

- Pembangunan Pelabuhan
Pengumpan Lokal

- Pengoperasian dan
Pemeliharaan Pelabuhan
Pengumpan Lokal

- Pengawasan
Pengoperasian
Pelabuhan  Pengumpan
Lokal

- Pembangunan Pelabuhan
Sungai dan Danau

Tenaga Kerja

PROGRAM  PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA

Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

- Pelatihan dan Sertifikasi

untuk Tenaga Kerja.

- Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan Unit Kompetensi

- Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi
Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi

- Pengadaan Sarana
Pelatihan Kerja
Kabupaten/Kota
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NO

PROGRAM UNGGULAN

PROGRAM/ KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

PERANGKAT
DAERAH

Peningkatan Kualitas Hidup| 1
Perempuan dan Perlindungan
Anak

PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN  GENDER
DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk
Keluarga
Berencana

dan

- Pelatihan, Peningkatan
Keterampilan dan Bantuan
Peralatan Usaha untuk Ibu
dan Makan Bergizi untuk
Anak.

- Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial,
dan Ekonomi pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
/Kota

Kabupaten

- Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Peningkatan  Partisipasi
Perempuan dan Politik,
Hukum,  Sosial  dan
Ekonomi

Pinjaman 0%

UMKM

Bunga bagi| 1

PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA MIKRO
(UMKM)

Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
Usaha Mikro

dan

- 600 juta pertahun.

- Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan  Melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan  Para
Pemangku Kepentingan

- Pemberdayaan  Melalui
Kemitraan Usaha Mikro

Meningkatkan Tipe/ Pelayanan| 1
RSUD Natuna

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Dinas Kesehatan

(RSUD)

- Peningkatan Sarana dan
Prasarana

- Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan Rumah
Sakit beserta Sarana dan
Prasarana Pendukungnya

- Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rumah
Sakit

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dinas Kesehatan

(RSUD)
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PROGRAM/ KEGIATAN/ PERANGKAT
NO PROGRAM UNGGULAN SUB KEGIATAN DAERAH
- Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya
8 | Qur'an Center PROGRAM PEMERINTAHAN DAN | Sekretariat
KESEJAHTERAAN RAKYAT Daerah (Bagian
Kesejahteraan
Rakyat)
- Boarding School untuk - Pelaksanaan Kebijakan
Santri dari Setiap Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan.
- Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual
9 | Pelatihan Penyelenggara PROGRAM PEMERINTAHAN DAN | Sekretariat
Fardhu Kifayah KESEJAHTERAAN RAKYAT Daerah (Bagian
Kesejahteraan
Rakyat)
- 80 Orang pertahun - Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
- Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual
10 | Gerakan Maghrib Mengaji PROGRAM PEMERINTAHAN DAN | Sekretariat
KESEJAHTERAAN RAKYAT Daerah (Bagian
Kesejahteraan
Rakyat)
- 500 orang pertahun - Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
- Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual
11 | Bantuan untuk Lansia 65 Tahun PROGRAM PERLINDUNGAN | Dinas Sosial
ke Atas DAN JAMINAN SOSIAL
- 1 milyar/pertahun - Pengelolaan  Data  Fakir
Miskin ~ Cakupan  Daerah
Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
12 | Perlindungan dan Jaminan
Sosial (Jaminan Kesehatan
untuk Buruh, Supir, Pekerja
Lepas)
- 200 orang pertahun.
- Buruh (Pelabuhan) PROGRAM PENGELOLAAN | Dinas
PELAYARAN Perhubungan
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PROGRAM/ KEGIATAN/ PERANGKAT
NO PROGRAM UNGGULAN SUB KEGIATAN DAERAH
- Pembangunan dan
Penerbitan Izin
Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan
Sungai dan Danau
- Pengawasan
Pengoperasian
Pelabuhan  Pengumpan
Lokal
- Supir PROGRAM PENYELENGGARAAN| Dinas
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN| Perhubungan

JALAN (LLAJ)

- Penyediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan
Pengawasan
Ketersediaan  Angkutan

Umum untuk Jasa
Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar
Kota dalam 1 (Satu)

Kabupaten/Kota
- Pekerja Lepas (Petani) PROGRAM PENYULUHAN | Dinas Ketahanan
PERTANIAN Pangan dan
Pertanian
- Pelaksanaan Penyuluhan
Pertanian
- Peningkatan  Kapasitas

Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa

- Pekerja Lepas (Tukang) PROGRAM PENATAAN | Dinas Pekerjaan
BANGUNAN DAN| Umum dan
LINGKUNGANNYA Penataan Ruang
- Penyelenggaraan Penataan

Bangunan dan

Lingkungannya di Daerah

Kabupaten/Kota

- Penataan Bangunan dan
Lingkungan Kawasan
Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan
Sistem Perkotaan

Nasional dan Kawasan
Strategis Lainnya

- Pekerja Lepas (Buruh)

PROGRAM PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL

Dinas Sosial

- Pengelolaan  Data  Fakir
Miskin ~ Cakupan  Daerah
Kabupaten/Kota
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PROGRAM/ KEGIATAN/ PERANGKAT
NO PROGRAM UNGGULAN SUB KEGIATAN DAERAH
- Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga
- Pelaku UMKM 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN| Dinas
USAHA MENENGAH, USAHA| Perindustrian,
KECIL, DAN USAHA MIKRO| Perdagangan,
(UMKM) Koperasi dan
Usaha Mikro
- Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan  Melalui
Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan  Para
Pemangku Kepentingan
- Pemberdayaan  Melalui

Kemitraan Usaha Mikro
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sekretariat Daerah
(Bagian
Kerjasama)

13 | Beasiswa putra putri pola| 1
kerjasama dengan Perguruan

Tinggi

Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- Fasilitasi  Kerja  Sama
Dalam Negeri

Selain itu, untuk mengakselerasi pembangunan di Kabupaten
Natuna, maka akan memperkuat dan meningkatkan sinergitas dengan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Swasta dan
stakeholder strategis lainnya dalam rangka pemerataan pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan. Akselerasi ini akan di fokuskan untuk
peningkatan produktivitas sektor kemaritiman, pembangunan infrastrutur
dan konektivitas antar pulau, peningkatan investasi, penyediaan air bersih,
listrik, jaringan internet, bantuan kapal dan peralatan tangkap untuk nelayan
serta penurunan tiket pesawat ke Ranai untuk meningkatkan iklim investasi
dan pariwisata.

Berikut disajikan penjabarannya Program Prioritas RPJMD Kabupaten

Natuna Tahun 2025-2029 :
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
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naTyunNAa.

Tabel 3.12: Program Prioritas RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

| KET.

Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya

1. Meningkatkan
Perekonomian Berbasis
Kemaritiman dan Keunggulan
Daerah yang Berwawasan
Lingkungan

1.1. Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi dan
Kesejahteraan Masyarakat
berbasis sektor unggulan

Menigkatnya Investasi Daerah

Meningkatkan Nilai Realisasi investasi

Persentase peningkatan nilai realisasi
investasi

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Meningkatnya pelaku usaha yang dilakukan
pengendalian

Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan
Pengendalian

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Meningkatnya sektor perizinan berusaha yang
dikelola

Persentase sektor perizinan berusaha yang
dikelola

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Terselenggaranya promosi seluruh sektor
unggulan daerah

Persentase Promosi Sektor Unggulan

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
MODAL

Meningkatkan kualitas dan
pemerataan konektivitas

Meningkatnya kualitas penganggaran dan
pengawasan

Persentase Sarana dan Prasarana
Perlengkapan Jalan

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Meningkatnya Pelabuhan Berfungsi dengan Baik

Persentase Pelabuhan Berfungsi dengan
Baik

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Meningkatnya sarana dan prasarana
perlengkapan jalan

Persentase Sarana dan Prasarana
Perlengkapan Jalan

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Meningkatkan kualitas dan
pemerataan penyediaan
infrastruktur

Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang
Tertata

Persentase Penataan Bangunan dan
Lingkungan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

Meningkatnya Ketersediaan Air Baku

Ketersediaan Air Baku

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR (SDA)

Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Persampahan

Persentase terbangunnya sarana prasarana
persampahan sesuai standar yang ditetapkan

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL

Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung

Persentase Bangunan Gedung Dalam
Kondisi Baik

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

Meningkatnya pertumbuhan kualitas jalan

Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses
air minum perpipaan

Persentase Penambahan rumah tangga yang
memiliki akses air minum perpipaan

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh
layanan air limbah domestik

Persentase penambahan rumah tangga yang
memperoleh layanan air limbah domestik

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

=
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VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

KET.

Meningkatnya saluran drainase yang berfungsi
dengan baik

Persentase saluran drainase yang berfungsi
dengan baik

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Meningkatnya TKK Terampil terhadap TKK
teridentifikasi

Persentase TKK Terampil terhadap TKK
teridentifikasi

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

Meningkatnya akses dan
kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatnya angka partisipasi sekolah PAUD
(5-6 tahun)

Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun)

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah
Pendidikan Dasar (13-15 Tahun)

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar
(13- 15 Tahun)

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Meningkatnya angka partisipasi sekolah
pendidikan dasar (7-12 tahun)

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar
(7- 12 Tahun)

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Meningkatnya guru dan tenaga kependidikan
yang memiliki kompetensi

Indeks Pemerataan Guru

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Meningkatnya ketersediaan terhadap penduduk
usia sekolah pendidikan dasar

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar
(7- 12 Tahun)

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Meningkatnya partisipasi sekolah kesetaraan (7-
18 tahun)

Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7-18
Tahun)

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Meningkatnya Pembinaan Atlet Muda

Cakupan pembinaan atlet muda

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Meningkatnya Pengembangan Kapasitas
Kepramukaan

Persentase Pengembangan Kapasitas
Kepramukaan

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
KEPRAMUKAAN

Meningkatnya Prestasi Olahraga

Peningkatan Prestasi Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Meningkatnya produk pengembangan bahasa
dan sastra

jumlah produk pengembangan bahasa dan
sastra

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA
DAN SASTRA

Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga
dalam kondisi baik

Persentase sarana dan prasarana olahraga
dalam kondisi baik

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Meningkatnya siswa dengan nilai kompetensi
literasi minimum

Persentase Satuan Pendidikan yang
Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal

PROGRAM PENGEMBANGAN
KURIKULUM

Meningkatnya aktualisasi
budaya daerah

Meningkanya kesenian tradisional yang
dilestarikan dan dikembangkan

Persentase Kesenian tradisional yang
dilestarikan dan dikembangkan

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
TRADISIONAL

Meningkatnya kunjungan wisatawan ke museum

Persentase Kunjungan Wisatawan ke
Museum

PROGRAM PENGELOLAAN
PERMUSEUMAN
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VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

INDIKATOR

PROGRAM PRIORITAS

KET.

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap
pengembangan kebudayaan

Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap
pengembangan kebudayaan

PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN

Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap
tinjauan sejarah lokal

Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap
tinjauan sejarah lokal

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan

Persentase warisan budaya yang dilestarikan

PROGRAM PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Meningkatnya Akuntabilitas
kinerja dan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah

Persentase Capaian Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya efektifitas pengawasan terhadap
kinerja SPIP dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun
Anggaran N-1

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap
Layanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

publik

Meningkatnya Kinerja Pemerintah

Persentase Capaian Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya pemenuhan koordinasi
pemberdayaan kemasyarakatan

Persentase pemenuhan koordinasi
pemberdayaan kemasyarakatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Meningkatnya pemenuhan koordinasi pembinaan
dan pengawasan pemerintahan desa

Persentase pemenuhan koordinasi
pembinaan dan pengawasan pemerintahan
desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Meningkatnya pemenuhan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik

Persentase pemenuhan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
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Meningkatnya Persentase kebijakan
perekonomian yang diimplementasikan sesuai
dengan rencana yang telah disusun oleh semua
pihak terkait

Persentase kebijakan perekonomian yang
diimplementasikan sesuai dengan rencana
yang telah disusun oleh semua pihak terkait.

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Meningkatnya persentase kepatuhan OPD
melaporkan pelaksanaan pembangunan

persentase kepatuhan OPD melaporkan
pelaksanaan pembangunan

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Meningkatnya Persentase Laporan Pengelolaan
Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-udangan

Persentase Realisasi Anggaran Belanja
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Meningkatnya Persentase PAD Terhadap
Pendapatan

Persentase PAD Terhadap Pendapatan

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH

Meningkatnya Persentase perangkat daerah
dengan nilai predikat BB

Persentase perangkat daerah dengan nilai
predikat BB

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Persentase perjanjian kerjasama
yang dipublikasikan secara terbuka

Persentase perjanjian kerjasama yang
dipublikasikan secara terbuka

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Meningkatnya tata kelola akuntansi dan
pelaporan

Persentase Laporan Keuangan tepat waktu

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Meningkatnya Tata Kelola Anggaran

Persentase Belanja Pegawai diluar
Tunjangan Guru yang dialokasikan melelalui
TKD

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah

Manajemen Aset

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

Meningkatnya tata kelola perbendaharaan

Persentase Realisasi Anggaran Belanja
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Meningkatnya Birokrasi yang
Bersih dan Akuntabel

Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Capaian Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan
gratis

Persentase Puskesmas Dengan Cakupan
Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80%

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatkan Kecamatan dengan Puskesmas
Poned Sesuai Standar

Persentase Kecamatan dengan Puskesmas
Poned Sesuai Standar

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
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Meningkatnya Angka Keberhasilan Pengobatan

(Succes rate )

Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes
rate )

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya cakupan pemeriksaan kesehatan

gratis

Persentase Puskesmas Dengan Cakupan
Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80%

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya keberhasilan pengobatan TB
semua tipe (succes Rate)

Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes
rate )

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase keberhasilan pengobatan TB
semua tipe (succes Rate)

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya Kecamatan dengan IDL pada bayi

mencapai 80%

Persentase Kecamatan dengan IDL pada
bayi mencapai 80%

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya Kecamatan yang memiliki minimal

satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi
akreditasi

Persentase Kecamatan yang memiliki
minimal satu fasilitas kesehatan yang
tersertifikasi akreditasi

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya ketersediaan obat dan BMHP yang

sesuai standar

persentase ketersediaan obat dan BMHP
yang sesuai standar

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya pemenuhan standar ASPAK di
Puskesmas

Persentase pemenuhan standar ASPAK di
Puskesmas

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya pengobatan ARV pada orang yang

di diagnosis HIV

Persentase orang dengan HIV mendapatkan
pengobatan antiretroviral (ARV)

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya Persentase keberhasilan
pengobatan TB semua tipe (succes Rate)

Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes
rate )

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya Persentase Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP) > 80%

Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas
(PKP) > 80%

PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN
KESEHATAN

Meningkatnya puskesmas yang merespon sinyal

SKDR <24 jam

Persentase Puskesmas yang merespon
sinyal SKDR < 24 Jam

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
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Meningkatnya rumah tangga yang ber PHBS

Persentase Rumah Tangga ber PHBS

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase Rumah Tang